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1.1 Latar Belakaug 

BABl 
I'ENDAHULUAN 

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen 

bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bemegara. Menurut Undang Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Perencanaan 

Pembangunan Nasional disusun secara sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh dan 

tanggap terhadap perubahan. Sistem Perencanaan pembangunan Nasional diselenggarakan 

berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara1 dan Sistem perencanaan pembangunan 

Nasional bertujuan : 

a. mendukung koordinasi ant:ar pelaku pembangunan; 

b. menjamin terciptanya integrasi. sinkronisasi~ dan sinergi baik antar Daerah, antar 

ruang, antar wak:tu, an tar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Dacrah~ 

1 Lihat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2()04 Pasal 1 Ayat (3} 
Yang dimaksud dcngan ''Asas Umum Penyelenggaraan Negara" adalah meliputi: 
I. Asas "kepastian bokum" yaitu asas dalarn negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan 
penmdang-undangan, kepatutan, dan kcadilan dalam setiap l<ebijakan Penyelenggarn Negara; 
2. Asas ''tertib penye!enggaraan Ncgara" yaitu asas yang menjadi landasan keteraluran, keserasian, dan 
keselmbangan dalam pengendalian penyclenggarnan Negara; 
3. Asas "kepentlngan umum" yaitu asas yang meru:lahulukan kesejahteraan umum dengan cam yang 
aspiratif, akomodatit dan selektif; 
4. Asas "keterbukaan" yaitu asas yang membuka diri lerhadap bak masyarakat untuk memperoleh infunnasi 
yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif' lentang penyelenggaraan negara dengan letap memperhatikan 
perlindungan atas hak asas:i pribadi, golongan, dan ralrnsia Negara; 
5. Asas "proporsionalitas" yaLtu asas yang mengufamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban 
Penye!enggara Negara; 
6. Asas "profesionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kodc ctik dan 
ketentuan peraturan perundang~undangan; dan 
7. As as "akumabi!itas'' yaitu as as yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan basil akhir dari kegiatan 
Penyelenggara Negara harus dapat dlpertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rak")'at sebagai 
pcmeg::mg keda1,1b11an tertinggi negara sesuai dengan kelentuan pernturan perundang-undangan. 
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c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

peJaksanaan, dan pengawasan; 

d. mengoptimalkan partisipasf masyarakat; dan 

e. menjamin tercapainya pellggunaan slllllber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, 

dan herkelanjutan. 

Oleh karena itu pembangunan nasionat pada dasarnya tanggung jawab bersama 

antara masyarakat bersama pemerintah. Sehingga peranan masyarakat dalarn pembiayaan 
' 

pembangunan terus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran pernebaman dan tanggung 

jawab bebwa pemhangunan adaleb hak dan kewajiban seluruh rakyat Saat ini pemerintah 

mengarahkan pembangunan nasiona) untuk mencapai tujuan pembangunan dan untuk 

menunjang pembangunan tersebut, maka penerimaan negara perlu terus diupayakan 

peningkatannya sehingga mampu membiaya:i pembant:,runan itu. Peningkatan penerimaan 

dilakukan dengan menggali dan mengembangkan semua sumber penerimaa.n negara 

terutama penerimaan yang bersumber dari pajak, 

Pendapatan Negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten!ang 

Keuangan Negara Pasal 11 ayat (3) bebwa pendapatan Negara terdiri dari penerimaan 

pajak, penerimaan bukan pajak dan hibeb. Penerimaan Pajak da1arn Anggaran Pendapatan 

dan BeJanja Negara saat ini sangat berperan penting. dan menjadi primadona sebagai 

penghasil uang Negara sejak berakhimya kejayaan penerirnaan dari )Ainyak dan gas alam 

(Migas) yang debulu menjadi penghasil utama penerimaan Negara. Seperti yang 

diungk;lpkan Menteri Keuangan Rl Sri Mulyani lndrawati dalarn Majalah Berita Pajak, " 

Selama 40 tahun Indonesia merdeka, kita tidal< terlalu peduli dengan pajak karena kita 

dikarunial beberapa komoditi sumber pendapatan negara antara lain sumber daya alam 

berupa, rnigas, N amun kemudian Negara menyadari bahwa untuk memakmurkan ra.kyat, 

menciptakan keadilan sosial, mernelihara perrlamaian menjaga martahat di mata dunia, 

tidak mungkin hanya didanai s~tu dua komoditas itu." 2 

2 ------u-------, Esensi Modemisasi adalah Mengubah Kultur dan Mindset, , Majalah Bcrita Pajak, 
Vol. XL No. 1599 {November /.007) ; hal.9 
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Sebagai primadona penerimaan pajak setiap tahun terus ditingkatkan, bila dilihat 

dari tiga tahun terakhir penerimaan pajak tahun 2006 sebesar Rp409.203.0 milyar, tahun 

2007 sebesar Rp492.000.0 rnilyar dan tahun 200& sebesar Rp583.675.6 milyar. Menurut 

Liberty Pandiangan : 

"Dengan tersedianya penerimaan paiak dalam APBN membuat tugas-tugas 

pemerintahan dan pembangunan dapat berja!an dengan baik sesuai rencana dan 

program yang dHakuka"l oleh setiap unit pemerintahan ( departemen, kementrian, 

badan dan Lembaga Negara lainnya) setiap t&lmn., Penerimaan pajak digunakan untuk 

menyediakan banmg-barang dan jasa-jasa publilc yang dibutubkan masyarakat" .' 

Bangsa lndonesia saat ini rnenghadapi berbagai permasalahan seperti krisis rnoneter 

yang berkepanjangan dan lesrn1ya perekonomian Indonesia adalah faktor-ftlktor negatif 

yang da_pat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap penerimaan 

pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tugas pemerintah dalam ha\ ini Direktorat Jenderal 

Pajak menjadi sernakin berat dalam me._11ghirnpun dana sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan dalam APBN setiap tahunnya. Oleh karena itu pernerintah perlu mencari solusi 

dalam meningkatkan peranan penerimaan pajak. 

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak adalah. 

melakukan refonnasi Perpajakan. Reformasi perpajakan menurut Direktur Jenderal Pajak, 

Darmln Nasution dalam Majalah Berita Pajak, ada 4(empat) unsur dalam reformasi 

perpajakan yaitu modernisasi adaministrasi Perpajakan, amademen UU pajak, 

ek.'itensifikasi dan intensifikasi.4 Reformasi perpajakan yang bertujuan menciptakan slstem 

perpajakan nasional yang baik serta lebih adit dalam pengenaannya dan pemungutannya. 

Sejak tahun 1984, sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah "Self 

Assessment" dlmana masyarakat Wajib Pajak diberikan kerpercayaan oleh Pemerintah 

l Liberti, Pandiangan, Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan, (Jakarta: PT Elex Media 
Kompulindo, Kelompok Oramedia, 2008), haL 69 

4 ---~--------. Modernisasi Bukan Basa-Basi, Majalah Berita Pajak, VoL XL No. 1598 (November 
2001): hal.9 
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mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghltung, 

memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pejak yang terutang. Dengan 

ditetapkannya Self A5sessment sebagai sistem perpajakan, yang menyebabkan setiap warga 

masyarakat yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif seharusnya secara 

mandiri mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Namu~ pada 

kenyataannya tidak demikian kbususnya Wltuk Wajib Paiak Orang Pribadi pada tahun 

2000 jumlah pendudak atau kepala keluarga atau orang yang mempunyai penghasilan di 

alas Pengbasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diperkirakan sekitar 45 ju!a orang, jwnlah 

Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar baru sekitar 3 % (1.32 juta WP).5 Dan sampai 

dengan tahun 2007 jumlah wajib pajak terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak 

Orang Pribadi terdaftar 3,7 juta, dan 1.09 juta Wajib Pajak Bad an. 

Jwnlah Wajib Pajak Orang Pribadi bila dibandingkan dengan jumlah penduduk, 

sangat kecil dan tidak sebanding. Hal ini disadari ada baberapa faktor yang menyebabkan 

rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaflarkan diri untuk memperolch Nomor 

Pokok \Vajib Pajak (NPWP) dikarenakan antara lain : 

L Rendahnya pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi tentang pajak. 

2. Masyarakat Wajib Pajak belum merasakan manfaat dari pemW1gutan pajak oleh 

negara; 

3. Buruknya administrasi perpajakan dl Direktorat JenderaJ Pajak. 

4. Kurangnya sosiaJisasi perpaja.kan kepada masyara.kat; 

5. Jelekeya pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak. 

6. Kurangnya penegakan hukum perpajakan oleh aparat pajak. 

Sedangkan apabila ditinjau dari kebenaran dalam mengitung, memperhitungkan, 

membayar dan menyetor pajak, di Indonesia pada umumnya, pembayar pajak baik badan 

maupun perorangan belum membayar kewajiban pajaknya sesuai keadaan yang 

sebenamya.6 Menurut Sony Devano dan Siti Kumia Rahayu : 

5 Tbid, haD 
6 ··n--·-·--.. ···-, Pengarnpunan Pajak, http://\v\yw.transpa11nsi.or.id/?pilih"'lihatkolom&id""22, 

dlakses26 Maret 2008 
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"Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban pe1pajakan tidak hanya tergantung 
kepada masalah-masalah tehnis saja menyangkut metode pemungulnn pajak, tarif 
pajak, tehnis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai penvujudan 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan 
kepada Wajib Pajak se!aku pihak pemberi dana bagi negara dalarn membayar pajak. 
Disamping itu juga tergantung pada kemauan Wajib Pajak juga, sampai sejauh mana 
Wajib Pajak tersebut akan mematuhi ketentuan parundang-undangan perpajakan 1 

Dan hal ini disadari bahwa permasalahan tersebut berakar pada kondisi membayar 
pajak adalab suatu pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan 
sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela"8

. 

Dengan sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah sistem Self 

Assessment, dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh nntuk menghitung, 

memperhitungkan, mernbayar dan melaporkan pajaknya. Sedangkan Direktorat Jenderal 

Pajak tidak mempunyai data yang dapat dignnakan untuk menguji secara material atas 

pajak yang dilaporkan oleh seluruh Wajib Pajak terdaftar, maka sangat dimungkinkan 

adanya Wajib Pajak yang belum melaporkan se!uruh kewajiban pajaknya dengan benar. 

Dengan alasan tersebut di alas maka didalarn Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, 

diatur ketentuan baru tentang penghapusan sanksi administrasl bagi Wajib Pajak sesuai 

yang diatur dalarn Pasal 37 A sebagai berikut: 

!) \Vajib Pajak yang meoyarnpaikan pembetuian Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan sebelurn tabun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak 

yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paHng lama 

dalam jangka waktu I (satu) tabun setelah berlakunya undang-undang ini, 

dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa 

bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang 

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Meteri Keuangan. 

2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukareJa mtmda.Harkan did llli.tuk 

mernperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama l(satu) tahun setelah 

berlakunya undang-undang ini diberikan penghapusan sanksi adminis:trasi 

7 Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan. Konsop, Teori, dan lsu, (Jakarta, Kem:ana 
Predana Media Group. 2006, hal. 113 

• Sony Devano- dan Siti Kumia Rahayu, ibid, haL f 15 
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a!as pajak yang tidak atau yang kurang dibayar untuk tahun pajak sebe!um 

dipero!eh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak di!akukan pemeriksaan pajak, 

kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat 

Pemberitahuan· yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan 

lebih bayar. 

Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal I Januari 2008 dan berakhir pada tanggal 31 

Desernber 2008. 

Dengan kebij~kan ini diharapkan Wajib Pajak terbuka untuk mengungkapkan 

seluruh penghasilan, harta, hutangnya dan membayar pajak penghasilan yang kurang 

dibayar dengan jujur dan benar, melalui pelaporau dalam Surat Pemberitahuan Pajak 

Tahunan PPh dan Wajib Pajak akan mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi 

administrasl dan fasilitas penghentian perneriksaan atau tidak akan diperiksa oleh 

Direkturat Jenderal Pajak. 

Pada awal bulan Juli 2008, Direktur Jenderal Pajak sedang giat melakukan karnpanye 

tentang Penghapusan Sanksi Administrasi sesuai Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2007 melalui sosialisasi langsung maupun tidak langsung kepada Wajib Pajak, talk 

show melali media eiektronik, penyebaran brosur, pemasangan spanduk dan lain 

sebagainya. 

Dari berbagai surat kabar dan majalah terdapat berbagai pandangan dan pendapat 

ten tang kebij akan penghapusan sanksi administrasi ini, an tara lain : 

a. Dalarn Majalah Berita Pajak menurut Ketua Umum Kadin Indonesia, M.S. Hidayat : 

"Kami tetap akan mengingatkan para anggota kami di Karlin Indonesia untuk 

memanfaatkan kesempatan baik ini sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. 

Masalahnya adalah perlunya kami mendapat jaminan, mendapat kepastian hukum 

bahwa dengan melakukan Sunset Policy ini maka kesalahan masa Jalu benar-benar 

diampuni. ltu saja, sehingga tidak akan ada lagi pemeriksaan atas data-data baru yang 

akan kita munculkan pada pemhetulan SPT itu sendiri. Kalau maksudnya rnemang 

begitu, mari, kami akan sosialisasikan Sunset Policy ini dan terns menghimbau para 
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pengusaha untuk memanfaatkannya, Yang penting adalah jaminan kepastian 

hukumnya, kepastian atulfUl mainnya1
'.

9 

b. Dalam MaJalah Berita Pajak menurut Ketua Umum Aprindo, Sofyan Wanandi: 

"Memang ynag kita minta kepada Dirjen Pajak adalah rriengenai pelaksanaan dari 

Sunsel Policy ini di lapangan. Jangan_ sampai terjadi besuk kita sudah memberikan 

apa yang seJama ini kurang kita bayar terus dipakai oleh aparat di bawah itu untuk 

mencari~cari kesalah. Ka[au seperti i~ lagi, saya yakin tujuan atau sasaran dan 

sasaran dari Sunset Policy iPi tldak bakal berhasil ~a orang akan takut du!uan 

sebeJmn melaksanakan Sunset Policjl'. 10 

c. Dalarn Majalah Berita Pajak terungkap "Kami sangat senang dengan pemaparan 

Bapak Di!jen Pajak yang sangat menyejukkan. Tapi kenyataan di lapangan, suasana 

di seluruh Indonesia tentang Sunset .Policy ini temyata panas sekalL Karena K.PP­

K.PP interprestasinya bermacam-macam dan tidak seragam" ujar anggota K.ADIN 

yang juga konsultan pajak pengurus IKPI, Priyo Handoyo-" 

d. Ada yang menganggap, penerapan ini justru menjebak Wajib Pajak, artinya lebih 

baik menyimpan duitnya di bawah bantal ketimbang melaporkan SPT pajaknya?12 

e. Menurut Ema Girsang) katangan dunia usaha meminta Dirjen Pajak menjamin tidak 

ada aparat pajak (fiskus) yang memanfaatkan ketidaktahuan Wajib Pajak untuk 

mendapatkan keuntungan da[am pelaksanaan Sunset Policy. 13 

Sesuai uraian di atas dimana banyak keraguan di da1arn masyarakat tentang 

Kebijakan Penghapusan Sankai Administrasi ini maka penulis akan membabas tentang 

Dampak Pengl1apusan Sanksi Administrasi Perpajakan berdasarkan Pasa/37A Undang 

Undang Nomor 28 Talrun 2007 Terltadap Kepastia~tlluhum bagi Wajib Pajak. 

9 
-·-·""·······-····, Ketua Umum Kadin Tndonesia,M.S. Hidayat: Berbarap Kepastian Aturan "Sunsef 

Policy", Majalah Berita pajak, Vol. XL NG.l617, haL 8 
1~ --·················, idem, haL9 
11 

··················, Priyo Handoyo, Intcrprestasi "Sunset policy" Masih Rancu", idem, haLI2 
12 

--···········-··-·, Darmin Nasulion, Jangan Talmt Dijebak Aparat Pajak, Gatra, tangga113 Agustus 
2008, diambil dari klplng Pamorku: No. 014 S, edisi Kamis, 7 Agustus 200&. 

1
; Ema Girsang S.U, Enam bulan berjalan, ta.'< satu pun WP gunakan Fasilltns., Jangan ada fiskus 

nakal da!am Sunset P\llk:y, Bisnis Indonesia tanggal24 Juli 2008, diambU dari kliping pajak pamorJ:u, edisi 
No.Ol-41, hari Senin tanggal28 Juli 2008. 
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1.2 Permasalahan 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maim pennasalahan yang dapat dirutnuskan dan 

akan dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Mengapa diperlukan kebijakan penghapusan sanksi administ:rnsi sesuai Pasal 3 7 A 

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007. 

2. Bagaimana kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan memanfaatkan 

kebijakan penghapusan sanksi adminibtrasi sesuai Pasal 37A Undan&-Undang 

Nomor 28 tahun 2007. 

3. Ape akibat hukum dari kebijakan panghapusan sanksi administrasi sesuai Pasal 37A 

Undaug Undang Nomor 28 tahun 2007. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasurkan rumusan permasalahan di atas, maka: tujuan yang diharapkan dapat 

diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

L Untuk mengetahui kebijakan penghapusan sanksi administrasi yang diterapkan 

kepada Wajib Pajak. 

2. Untuk mengetahui kepastian hukum atas kebijakan pengbapusan sanksi administrasi 

di bidang perpajakan. 

3. Untuk rnengkaji akibat huknm timbul dari kebijakan penghapusan sanksi 

administrasi bagi Wajib Pajak dau Direktur Jenderal Pajak. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan 

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perpajakan. 

2. Secara praktis dapnt menjadi bahan masukan bagi Wajib Pajak yang memanfatkan 

kebijakan penghapusan san.ksi administrasi perpajakan. 
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3. Secara praktis dapat menjadi bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam 

penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan. 

1.5 Kerangka Konsepsional 

Daiam membahas permasalahan tersebut di atas, perlu diketahui batasan penting 

mengenai bebcrapa istilah atau pengertian yang berkaitan yaitu sebagai berikut : 

a. Pajak dalam Pasal I butir 1 Undang Undang Nom or 28 T ahun 2007 ten tang 

Petubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata 

Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bernifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besamya kemakmuran rakyat. 

b. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Wajib Pajak adalah orang pribadi 

atau badan, meliputl pembayar pajak., pemotong pajak, dan pemungut pajak yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang undangan perpajakan (Pnsall butir 2). 

c. Badan adalah sekmpulan orang dan/atau modal yang metupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha rnaupun yang tida.k melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer1 perseroan lainnya) badan usaha milik negara atau 

badan usab.a mnik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma1 kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan! yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik) atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk: badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bantuk usaha tetap (Pasal l butir 3). 

d. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalarn bentuk apapun yang dalarn 

kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, 

mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak 

berwujud dari luar daerah pabean, melakukan us aha jasa a tau mernanfaatkan jasa dari 

Iuar daerah pabean (Pasal I butir 4). 

Universitas Indonesia 

Dampak Penghapusan..., Sri Andahyani, PascaSarjana UI, 2009



10 

e. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Sarang Kena 

Pajak danlalau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang­

Undang Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya (Pasal 1 butir 5). 

f. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak 

sebagai Sllflllla dalam administrasi perpajakan yang dipergnnakan sebagai landa 

pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

p,erpajakannya (Pasal 1 butir 6). 

g. Surat Pembe(itahuan adalah sural yang oteh Wajib Pajak digunakan unmk 

me1aporkan pengbitungan dan/alau pembayarau pajak, obyek pi\iak danlatau bukao 

obyek pajak, danlalau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (Pasall butir 11). 

h. Surat Pemberitahunan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu taJmn pajak 

atau bagian !ahun pajak (Pasall butir 13). 

i. Sural Seloran adalah bukti pernbayaran atau penyeloran pajak yang Ielah dilakukan 

dengan menggunakan fonnulir atau teJah dilakukan dengan cara lain ke kas negara 

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk olehMenleri Keuangan (Pasa! I butir 14). 

j. Sural Ketetapau Pajak adalah surnt ketetapan yang melipuli Sural Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar, Sural Keterangan Pajak Kurang Sayar Tambahan, Surat Ketetapan 

Pajak Nihil, alau Sural Ketetapan Pajak Lebih Sayar (Pasal l butir 15). 

k. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan!atau sauksi 

adutinistraas• berupa bunga dan/atau denda (Pasal 1 butir 20). 

!. Kredil Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib 

pajak ditambah pokok pajak yang terutang dalarn Sural Tagihan Pajak karena Pajak 

Penghasilan dalam tahun pajak beljalan tidak atau kurang dibayar, ditarnbah dengan 

pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghsilan yang 

dibayar atau t.z:rutang diluar negeri dikurangi dengan pengembaHan pendahuluan 

kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang (Pasal 1 butir 22). 
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m. Pemerik.saan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan pengolah data, 

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanaka~ secam obyektif dan profesioanal 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengujj kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakna danlatau untuk tujuan lain dalam tangka melaltukan ketentuan 

peratumn perundang-undangan perpajakan (Pasa! l butir 25). 

n. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, da:n!atau bukti berupa keterangan, 

tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa 

sedang atau telah terjedi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan 

oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negam (Pasal I 

butir26). 

o. Penghapusan sanksi adrninistrasi berupa bunga bagi Wajib Pajak merupakan 

ketent:uan barn sebagai berikut : 

I) Wajib Pajak yang menyampalkan pembetulan Sural Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007, yang 

mengakibalkan pajak yang masih harus dibeyar menjadi lebih besar dan 

dilakukan paling lama dalarn jangka waktu I (satu) tahun setelah 

beriakunya undang-undang ini, dapat diberikan pengurangan atau 

penghapus:an sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan 

pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur 

dengan atau berdasarkan peraturan Meteri Keuangan. 

2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendafuu:kan diri untuk 

mernperoleh Nornor Pokok Wajib Pajak paling lama l(satu) tahun setelah 

berlakunya undang-undang ini diberikan penghapusan sanksi 

administrasi atas pajak yang tidak atau yang kurang dibayar untuk tahun 

pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidal< dilakukan 

pemeriksaan pajak, kecuali terdapzt data atau keterangan yang 

menyatakan hahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak 

tidak benar atau menyatakan lebih bayar (Pasal37A). 
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1.6 Kbrangka Teori 

Dalam Pasal I ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara 

Indonesia adalah negara hukum Sejak negra Indonesia didirikan ditetapkan sebagai negara 

yang menundukannan dan mendasark!lll diri kepada hukum. Sebagal Rechsstaat yang 

mengandung ikatan hakiki antara negara dan hukum, Negara Republik Indonesia 

menempatkan Undang Undang Dasar 1945 dalarn kedudukkan yang sentral dalarn 

kehidupan rakyatnya. Bagi Negara Republik Indonesia Undang Undang Dasar 1945 selain 

merupakan norma tertinggi (die aberste norm) sebagaimana terrlapat dalam Pokok Pokok , 

Pikiran dalam Pembukaanya juga merupakan Konstitusi Negara (die Verfassu.ng des 

States) sebagalmana terdapat dalam Batang Tubuhnya. Dalarn konstitusi terdapat aturan· 

aturan hukum yang mengatur organ-organ tersebut, tata hubungan sesarnanya, dan lingkup 

ketja masing-rnasing, serta berisi aturanuaturan hukum mengenai tata hubungna timbal -

balik antara negara dan warga negara serta penduduknya. 14 Oleh karena itu dalam hal 

pemungutan pajak oleh negara kepada rakyatnya sccara tegas diatur dalam Undang 

Undang Dasar 1945 yang telah beberapa kali dilakukan arnademen Pasal 23A bahwa pajak 

den pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang­

undang. 

Jadi dari aspek legalislasil berdasarkan undang·undang dlartikan rakya:t (melalui 

wakilnya di DPR) telah turut serta rnenetukan pengenaan, pemungutan, dan penarikan 

pajak dari subyck pajak . 15Seperti yang diungkapkan oleh Safri Nunnantu dalam bukunya 

Pengantar Perpajakan, beberapa slogan yang rnenjadi pendorong perjuangan rakyat untuk 

ikut serta dalam penentuan peraturan perpajakan di Amerika Serikat (1775-1783) antara 

lain :16 

14 A. Hamid S. A, Teori Pcrundang-Undangan indonesia dalam buku Politik Hukum Tala Negara 
iodonesia(Jakarta: Pusal Studi Hukum Ta(a Negara, Fakultas Hukum Universitas lndonesia, 2004), hal. l 19 

15 Liberty Pandiangan, Pajak sebagai Hak Rakyat, artikel dimuat di Bisnis Indonesia tanggall3 
November 2006, diambil dari klikpajakcom 

16 Safri Nurmanm, Pengantar Perpajakan, {Jakarta, Kelornpa.k Yayasan Obor lndonesi.a, 2005), hal. 1 
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1. No taxation withouth representation, yang maksudnya adaiah tiada pemungutan 

pajak oleh Pemerintah kecuaJi pemungutan tersebut telah disahkan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyal. 

2. Taxation withouth representation is tyranny, yang maksudnya adalah pemungutan 

pajak yang dilakukan tanpa melalui persetujuan Dewan Perwalcilan Rakyat adalah 

sarna dengan tirani atau pemerintah yang sewenang-wenang. 

3. Taxation withouth representation is robbery, yang maknanya adalah pemungutan 

pajak yang dilakukan tanpa melalui pcrsetujuan Dewan Perwaki.lan Rakyat sama 

dengan perampokan. 

Berbagai definisi pajak menurut para pakar perpajakan adalah sebagai berikut : 

Menurut Prof. Dr. Soemitro, SH "Pajak adalah luran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa rimba! balik (kontra­

pre>1asi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

Menurut Prof. J. Adriani : ''Pajak adalah luran kepada negara yang dapet dipaksakan 

yang terutang oleh yang wajib memhayamya menurut pcraturan-peraturan, dengan tidak 

mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adaiah l.Ultuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemedntah~." 18 

Menurut Sommerfeld Ray M, Andersin Herschel M, & Brock Hornce " Pajak adalah 

suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, hukan akibat 

pelanggaran hukum, narnun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan 

lehih dahulut tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah 

dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan". 19 

11 Atep Adya Barta dan Zul At(.ii Ardian, Pcrpajakan Jilid 1, (Bandung: Armico, 1989}, haiA. 
18 Ibid, halA. 
li ----·~·w-····, Wikelpedia Indonesia, Ensik1opedia bebas berbahasa Indonesia, Pajak, 
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Jadi dapat disimpuikan ciri·ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian 

pajak yaitu :20 

1, Pajak dipungut berdasarkan undang-undang; 

2. Pajak dapat dipaksakan; 

3. Diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintnh; 

4. Tidak dapat ditunjul'.kan kontraprestasi secara langsung; 

5. Berfungai sebagai budgeter dan regulerend. 

Menurut A~arn Smith dalara bukunya Wealth of Nation dengan ajaran yang dikenal 

dengan "The F(!Uf' Maxima"~ asas pemm1gutan pajak adalah sebagai berikut: 21 

1. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan), 

pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemarnpuan dan 

penghasilan Wajib Pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminasi terhadap Wajib 

Pajak; 

2. Asas Certanty (asas kepastian hukum) semua pungutan pajak harus berdasarkan 

Undang Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dikenal sanksi hukum; 

3. Asas Convinence of Payment (asas pemungutan pajak yang tepa! waktu) pajak harus 

dipungut pada saat yang tepat bagi Wajib Pajak (saat yang paling balk); 

4. Asas Efleciency (asas efesien atau ekonomis) biaya. pemungutan pajak diusahakan 

sehemat mungkin, jangan sampai tetjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari 

basil pemungu!an pajak. 

Atau menurut Mardiasmol agar pemungutan pajak tidak menimbulkan periawanan 

atau hambatan, maka pernungutan pajak harus memenuhi persya:ratan sebagai berikut :22 

I. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang~undang dan 

pelaksanaan pemungutan harus adiL Adil dalarn perundang-undangan diantaranya 

pengenaan pajak secara umum dan rnerata, serta disesuaikan dengan kemampuan 

tn Sony Devano dan Siti Kumia Rahayu, op., cit, hal. 23 
" W'k'd-ld 'I---·~~-·-·--····---, 1 etpe m n onesta, oc.ctt 
11 Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi 2006, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2006, haL 2 
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masing-masing. Sedang edil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan bak 

bagi Wajib Pajak untuk mengajukan kebenamn, pemanfaatan dalam pembeyaran, dan 

mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (sekarang Pengadilan 

pajak). 

2. Pemungutan harus berdasarkan uudang-undang {syarat yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD !945 pasal 23 ayat 2 {sekarang Pasal 23A). 

Hal ini memberlkan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya. 

3. Tidak me'lf',gangu perekonomian (syarat akonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengguugu kelancamn kegiatan produksi maupun 

perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 

4. Pemungutan pajak barns efisien(syarat efisiensi) 

Sesuai fungsi bugetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih 

rendah dari pada pemungutannnya. 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederbana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat 

dalam memenuhi kewajiban perpajkannya. Syarat ini teiah dipenuhi oleh undang­

undang perpajakan yang baru. 

Sedangkan Sistem Perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana 

mengeiola tnang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara. 

Untuk: ltu daiam sistem pajak penghasUan dikenal Self Assessment System, Official 

Assessment Syslem, dan Withholding Tax System (Safri Nurmantu, 105).23 Indonesia 

mempunyai beberapa sistem pemungutan pajak yang pemah dilaksanakan, yaitu ·24 

a Ojjical Assessment 0)stem 

Dimana wewenang pemungurnn pajak pada fiskus. Utang pajak timbul kalau ada Sural 

Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai tahun 1967. 

2~ Nurmantu, Safrl, Pengantar Ptrpajakan, Jakarta, Penerbit Kelompok Obor Indonesia. 2005, bnl I 05 
, Devane, Sony, dan Siti Kumia Rahayu, lot\cit, haL 80 
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b, Semi Self Assessment System 

Wewenang pemWJgUtan ada pada wajib pajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak wajib 

pajak menaksir dahu1u berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, 

kemudian mengangsumya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesunggubnya ditentukan 

fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada peri ode 1968-I 983. 

c. Full Self Assessment System 

Wewenang sepenuhnya untuk menenhlkan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib 

Pajak aktif menghitung, memperhitungkan, meyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. 

Fiskus tidak campur Iangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib 

pajak tidsk menyalahl peraturan yang berlsku. Dilaksanskan secara efektif pada tahun 

I 984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajskan tahtm 1983. 

d, With Holding System 

Wewenag pemungutan ada pada pihak ketiga. Dilaksanakan secara efektif sejak 1984. 

Dalam melaksanakan peran pemerintah di dalam perekonomian dan pembanguanan 

ekonomi, banyak ahli ekono~i menunuskan teori kebijakan fiskal yang mempunyai dua 

instrumnen yaitu perpajakan (tax policy) dan pengeluaran (expenditure policy). Secara 

ringkas menurut Mankin (2000) " The goverment 's choice regarding /e,.'elss of spending 

and laxation. " Kebijakan fiskal adalah keputusan bersama antara Penterintah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) tentang besamya penerimaan, pengeluaran dan pinjaman yang 

ditetapkan dengan maksud untuk mengarahkan perekonomian Indonesia . 

1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan 

metode penelitian yuridis normatif atau dikenal pula dengan penelitian kepustnkaan, 25 yang 

menurut Soeljono dan Sri Marnudji, 

u Lihat Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Nonnatif- Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta ; 
PT. Radja Grafindo Persada, 2007), hal i4, dikemukakan bahwa penelitian Hukum Normative atau 
kepuslakaan tersebut mencakup : {l} pcnelitian terhadap azas-azas hokum;(ii) penelitian terhadap sistimatika 
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""'''' dikemukakan bahwa penelitian Hukum Normative atau kepustakaan tersebut 

mencakup : (i) penelitian terhadap azas-azas hukum;(ii) penelitian terhadap 

sistirnatika hukum; (iii) penelitian terhadap sikronisasi vertical dan horizontal; (iv) 

perbandingan hukum; dan (v) sejarah hukum". 

Atau juga dikenal dengan penelitian normatif doktrinal," yang menurut Amiruddin 

dan H. Zainal Asikin, " Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepkan 

sebagai ape yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum 

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang 

dianggap pantas." Dengan demikian perolehan data pada penelitian ini dilakukan melalui 

kepustakaan yaitu melalui pengumpulan data sekunder, yang merupakan bahan hukum 

primer, bahan hukum sekWider, dan bahan hukum tersier. Dan untuk melengkapi dan 

mendukung analisis data sekunder, akan didukung dengan wawancara?7 Wawancara 

(interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (face-to face), ketika seseorang 

yakni pewawancara-mengaju'<an pertanyaan·pertayaan yang dirancang untuk memperoleh 

jawaban~jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden, 

dengan beberapa sumber yang dinilai memahami konsep atau pernikiran yang ada dalam 

data sekunder, sepanjang dalam batas-batas metode penelitian yuridis normatif. 

. Bahan hukwn primer adalah balum-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari ·25 

a, norma dasar atau kaedah dasar yakni Pembukaan UUD 1945; 

b. peraturan dasar yakni Satang Tubuh UUD 1945, Tap-Tap MPR; 

a. peraturan perundang-W1dangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 

Keputusan Presiden, Keputusan Menteri. Peraturan Bank Indonesia, dan sebagainya; 

b. bahan hukum yang tidak dikodif!kasi seperti hukum adat; 

hokum; (iii) penclitian terhadap slkronisasi vcrti.kal dan horizontal; {iv) perbandingan hukum; dan (v) sejru-ah 
hukum, 

l» Lihat Amiruddin, SH,MHum dan H. Zainal Asikin, SH SU , Pengantar Metode Penelitian Hukuru, 
(Jakarta; PT. RajaGrafindo Pcrsada, 2004), hal. 118, 

27 Lihat, Jbld hal 82, ' 
u Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarla : Penerbit Universitas Indonesia, 2007), 

haL 52 
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c. yurisprudensi; 

d. tralctat; 

c. bahan hukllm dari jaman penjajah yang hingga kini masih berlaku seperti KUH 

Perdata~ dan sebaginya; 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, basil penelitian, basil karya dari 

kalangan h11kl!m, dan sebagainya. sedangkan bahan hukum tersier yakni bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

misalnya kamus, ensiklopedi, index komulatif, dan sebagainya (Soeljono Soekanto dan Sri 

mamuji. 3).29 

1.8 Sisthnatika Laporan Penelitian 

HasH penelitian Jni disusun dengan rnenggunakan sistematika yang dalarn penjelasannya 

diuraikan pembahasan secara slngkat setiap bab. 

Bab I Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan, 

permasalahan, tujuan peneJitian, kegunaan penelitian, kerangka 

teori/landasan teoritiS1 kerangka konsep/definisi operasionaJ, metode 

penelitian dan sistematika laporan penelitian, 

Bab II 

Bab III 

Tinjauan secara teoritis tentang TeorJ Pemungutan Pajak, Kepas:tian dan 

Keadilan Dalarn Pemungutan Pajak yang akan menguraikan ten tang T eori 

tentang Pemungutan Paiak, Tinjuan Tentang Hukum, Keterkaitan Keadilan 

Dalam Pemungutan PaJak, Hukum dan Kepastian Hukum, Kepastian 

Hukum Dalam Bidang Perpajakan. 

Diskripsi tentang Sistem Pemungutan Pajak dan Penghapusan Sanksi 

19Soerjono SQckanto dan Sri Mamujl, opciL hal 3 
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Administrasi Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang 

menguraikan tentang Sis!em Pemungutan Pajak Self Assessment dan Upaya 

Penghindaran Pajak, Pengampunan Pajak, Penghapusan Sanksi 

Administrasi Pasal 37 A Undang-Undang Ketentuan Umurn dan Tata Cara 

Perpajakan. 

Pembahasan berisi tentang analisis tentang Dampak Penghapusan Sanksi 

Administmsi Pasal37AUndang-Uru!ang Nomor 28 Tahun 2007 Terhadap 

Kepastian Hukum Wajib Pajak yail'J Latar Belakang, Faktor dan Tujuan 

Diterbitkan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37 A dan Kepastian 

Hukum bagi Wajib Pajak serta Dampak Penghapusan Sanksi Administrasi 

Pasal37 A Undang-Undang Nomor 28 tabun 2007. 

Penutup, rnenguraikan tentang kesimpulan berdasarkan uraian dari bab-bab 

sebeiumnya dan mengemukakan saran yang diharapkan dapat berguna bagi 

semua pihak yang bcrkepentingan. 
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BAB2 
TEORI PEMUNGUTAN PAJAK, KEPASTIAN DAN KEADILAN DALAM 

PEMUNGUTAN PAJAK 

2.1 Tcori Tentang Pemungutan Pajak 

2.1.1 Ke'''enangan Negara Memungut Pajak 

Negara Republik Indonesia sudah sojak lahirnya ditetapkan sebagai negara yang 

menundukkan dan mendasarkan diri kepada hukum, Rechtsstaat Republik Indonesia 

tidak hanya mengurusi ketentraman dan ketertiban semata-mata melainkan juga 

melindungi segenap bangsa dan seluruh turnpah darah> mernajukan kesejahteraan umurn, 

mencerdaskan kehidupan bangsa~ dan ikut me1aksanakan ketertiaban dunia berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian ahadi dan keadiian sosiaL 1 Untuk mewujudkan cita-cita luhur 

tersebut diperlukan dana untuk pembiayaannya. Dana yang diperoleh dari rakyat dalam 

bentuk pajak dipergunakan untuk memenuhi biaya atas fungsi-fungsl pemerintah.2 

Mengapa negara hams ruemungut pajak? Dapatkah suatu negara sama sekali tidak 

melaukukan pemungutan pajak? Adakah kewenangan negara untuk memungut pajak 

kepada ralcyah1ya. 

Mcnurut R. Santoso Brotodihardjo, ada beberapa teori yang memberikan dasar 

keadilan dalam memungut pajak kepada rakyatnya adalah sebagai berikut :3 

l, Teori Ansuransi 

Tem1asuk dalarn tugas Negara untuk me[indungi orang dan segala kepentingannya, 

kese!wnatan dun keamanan jiwa, juga harta bendanya. Sebagaimana juga halnya 

dengan perjanjian asuransi (pertanggungan) maka untuk perlindungan tersebut di 

atas diperlukan pembayaran preml. Pajak inilah yang dianggap sebagai preminya 

yang pada waktu~waktu yang tertenlu harus dibayar oleh masing-masing. 

1 A, HanUd S, A. Teori Perundang-Undangan Indonesia, Suatu Sisi Hmu Pengetahuan Peru:ndang­
Undangan Indonesia Yang Mcnjelaskan dan Menjeruihkan Pemahaman diambil dari buku Politik Hukum 
Tata ~:.:gam lr.doncsia, oleh Hendra NurtjahJo, (Jakarta: Pusat Stud! Huk:um Tata Negara, Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, 2004), hnl. 119 

2 Sony Devane dan Siti Kumja, Perpajakan, Konsep, Teori, dan Isu, {Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2006), hal.3 

3 R. Santoso Bro!odihadmrdjo, Petlgantar Ilmu Hukum Pajak, {Bandung: PT. mflka Aditama,Z003), 
ltaUO 
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Menurut Rim sky K. J udisseno, bahwa anggapan mengenai premi asuransi sam a 

dengan pembayaran pajak sebenamya terlalu dipaksakan, karena banyak hal dalam 

prinsipnya yang ada dalam prcmi asuransi tidak sesuai dengan prinsip pembayar 

pajak. Hal ini dapat dilihat dari uraian berikut :4 

Premi Asuransi Pembayaran Pajak I 
• Polis diberikan sesuai kepentingan • Pembaynran Pajak diberikan untuk 

pribadi kepentingan seluruh masyarakat 

• Besarnya premi sesuai dengan besar • Pembayaran pajak disesuaikan 

kecilnya pertanggunagn dengan kondisi dan kemampuan WP 

• Dapat dimintakan klaim pada saat • Tidak OOa klaim langsung atas 

dan kondisi yang sudah disepakati terjadinya keadaan yang 

klien dengan perusahaan asuransi memberatkan individu/perorangan 
. . . . ' . . Berdasarkan perband1ngan d1 atas. dapat distmpulkan bahwa Teon asurans1 tnt ttdak 

sepenuhnya dapat disamakan dengan pernbayaran pajak. 

2. Teori Kepentingan 

Teori ini dalam ajaran yang semula, hanya memperhatikan pembagian beban pajak 

yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya. Pembagian beban ini harus 

didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah 

(yang bermanfaat baginya), tennasuk juga perllndungan atas jiwa orangwQrang itu 

beserta harta bendanya. Maka sudab sclayaknya bahwa biaya-biaya yang 

dikeluarkan oleh Negara untuk menunaikan kewajibannya, dibebankan kepada 

mereka itu. 

Terhadap teori ini pun banyak yang memanjukan sanggahannya, masyarakat yang 

n1empunyai kepentingan yang besar dalam arti manfaat yang diterimanya, juga 

mempunyai kewajiban yang besar pula. tetapi bagaimana mungkin seorang petani 

yang miskin yang mcmbutuhkan perlindungan dan jarnina.n sosia.l yang lebih hesar 

dapat memberikan p<Uak yang 1ebih besar, sementara mereka cukup mapan untuk 

melindungi diri sendiri dalarn hal perlindungan dan jaminan sosial memberikan 

pajak yang sedikit?.' 

4 Rimsky K. Judisseno, Pcrpojakan, Edisl Revisi (Jakartil: Penerbit PT. Gramedia Pusaka Utama, 
2004},lull.l7 

s Ibid, hal, 18 
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3. Teori Gaya Pikul 

Teori mendasarknn bahwa keadilan pemungutan pajak terletak dalarnjasa-jasa yang 

diberikan negara kepada warganya. yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. 

Untuk keperluan ini diperlukan biaya biaya ini dipikul oleh segenap orang yang 

menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Dan yang menjadi pokok 

teori ini adalrih asas keadilatl~ yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk 

setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang dengan 

memperbatikan besarnya pengbasilan dan kekayaan, juga pengeluaran atau 

pembe!ajrum seseorang, Menurut lr. Mr. AJ Cohen Stuart~ dalam disertasinya 

menyamakan gaya pikul dengan sehuah jembatan, yang pertarna~tama hams dapat 

mernikul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebaninya dan menyaranki!Il 

ajaran, bahwa yang sangat diperlukan untuk kehidupi!Il, harus tidak dimasukkan 

dalam pengertian gaya pikul. Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara 

barulah ada, jika kebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. 

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bhakti 

Teori ini didasarkan ata.s paham Organische Staatsleer, sehingga diajarkanlah 

olehnya bahwa justm karena sifat negara inilah maka timbuiah hak mutlak untok 

memungut pajak. Menurut Dr. W. H. van de Berge, dalam bukunya Beginselen van 

de Belastingheffing, bahwa negara sebagai groepsverba11d ( organisasi dari golongan) 

dengan memperhatikan syarat-syarat keadilan, bertugas menyelenggarakan 

kepentingan umum, dan karenanya dapat dan harus rnengambil tindakan~tindakan 

yang diperluka1mya, temmuk juga tindakan-tindakan dalarn lapangan pajak. Jadi 

mem.trut teori ini dasar hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dengan negara, 

yang memungut pajak daripadanya. 

5. Teori Asas Gaya Beli 

Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam 

masyarakat, dapat dlsamakan dengan pompa, yang rnengambil gaya bell dari rumah 

tangga-mmah tangga dalam masyarakat untuk rurnah tangga negara, dan kemudian 

menyalurkannya ke masyarakat clengan maksud untuk memeHhara hidup 

masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori yang mengaja.rkan, 
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bahwa penyelenggarakan kepcntingan masyarakat inilah yang dapat dianggap 

sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, 

2.1.2 Filosifi dan Asas-Asas Pemungutan Pajak 

Menun>t Undang Undang Dasar 1945 yang beberapakali dilakukan amademen 

Pasa! l ayat (3) menyatalam hahwa Indonesia arlalah negara hukum. Negara hukum 

adalah negara yang kekuasaanyl:l. dibatasi rlemi terpeliharanya kebebasan dan hak-hak 

dasar worga neganmya. 6 Yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan 

karlauiatan hukum bahwo kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi 

penguasa (penyelenggara negara/pemerintah) melainkan pada hukum. larli kekuasaan 

hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan itu hams 

tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan demikian keku .. aan yang diperoleh tidak 

berdasarkan hukum termasuk yang bersumber dari kehendak rakyat yang tidak ditetapkan 

dalam bentuk lmkum tertulis (undang-undang) tidak sah.7 

Dengan demikian sega{a tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan dengan 

hukum yang berlaku, tern1asuk dalam merealisasikan keperluan atau kepentingan 

warganya dalam bemegara.8 Termasuk kepentingan Negara dalam hal memungut pajak 

harus didasarkan pada hukum. lni merupa:kan dasar falsafah pemungutan pajak, apabila 

pajak dipungut tidak herdasarkan undang~undang akan terjadi bagaikan menyayat daging 

tubuh kita sendiri.9 Beberapa slogan yang n1enjadi pendorong pe.tjuangan rakyat untuk 

ikut scrta da!am penentuan peraturan perpajokan di Amerika Serikat (1775-1783) antara 

lain : !tl 

L No taxation withouth representation, yang maksudnya adalah tiada pemungutan 

pajak oleh Pemcrintah kecuali pemungutan tersebut tetah disahkan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

~ Soewundi, Hak~Hak Dasar Da!em Konstitusi~Konsitusi Demokarasi Moderen. (Jakarta: PT. 
Pcmbangunan, 1957), hal. 15 

1 Muhammad Djafar Saidi, Perlindngan Hukunt WaJib pajak dalam Penyelesaian scngketa Pajak, 
{Jakarta: PT. RajnGrafindo Persada, 2007), haL 1 

s lbld 
9 R.ochmat Soemitrc, Pngantar Slngkat Hukum Pajak, (Bandung:, PT. Eresoo, 1992). haL 13 
10 Safri Nurrnnntu, Pengaatar J>erpajakan, (Jakarta, Ke1ompok Yayasan Obor Indonesia, 200.5), hal 7 
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3. Asas Conveuien of Payment, dala.m asas ini ditekankan pentingnya saat dan waktu 

yang tepat bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Pemllilgutan dan pemotongan pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak menerima 

penghasilan dan yang sudah memenuhi syarat obyektifuya (yaitu suatu syarat 

dimana Wajib Pajak mempunyai pengl1asilan diatas penghasilan minimum). A.sas 

lni merupakan inspirasi dari asas ekonomis. 

4, Asas Efficiency, didalam asas ini ditekankan pentinganya efisiensi pemungutan 

pajak artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak 

boleh lebih besar dari jum lah pajak yang dipungnt Asas ini merupakan inspirasi asa 

finartsial. 

Sedangkan menu rut Dora Hancock dalam hukunya Taxation : Policy and Practice, 

mengutip dari pendapat Stiglitz Pemenang Nobel Ekonomi, bahwa lima karalcteristik 

yang diharapkan ada dalam sis tern perpajakan, yaitu sebagai :13 

}, Economically efficient: it should not have an impact on allocation of resources; 
2. Administratively simple; it should be easy and inexpensive to administer; 
3. Flexible: it should be easy for the system to respond to changing economic 

circumstances; 
4. Politically accountable: taxpa)lfJrs should be able to determine what they are 

acttually paying sa that the political system can more accuratly reflect the 
prefeences of individuals; 

5. Pair: it should be seen to be fair in its impact 011 all individuals. 

Dalam menentukan slstem perpajakan ada hal yang harus dipegang teguh agar 

tercipta keseimbangan yang mempcrhatikan semua kepentingan.menurut R. Mansury 

sebagai berikut : 

Tiga a.sas yang seharusnya dipegang teguh dalam sistem PPh kita yang seimbang 
memperhatikan semua kepentingan. The Revenue Adequact Principle ada1ah 
Kepentingan Pemerintah. The Equity Pridple adalah kepentingan masyarakat, dan 
The Certainty Principle adalah untuk kepentingan Pemerintah dan Masyarakat. 14 

Atas pendapat tcrsebut di atas oteh Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan digambarkan dan 

djjelaskan lebih rinci adalah sebagai berikut, 

Bila digarnbnrkan secara sederhana sistem perpajakan yang baik {ideal) adalah 
seperti sebuah segita sama sisi. Pada perkembangannya di tingkat implementasi, 

1
' Dora Hancok, Ta:mtion: Policy & Practice, (tJK; ThomsonBussines Presss, 1!197) hal. 44 

HR. Mllasury, Paj:~k Penghasllan llnJutan, {Jakartn. lnd~Hill Co, 1996), ha.l16 
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1ampaknya keseimbangan tersebut tidak lagi terjag~ seringkali karena a1asan 
kepentingan (penerimaan) negara. 15 

Revenue Productivity 

Equqlity Ease of Administration 

Garnbar2.1 
Asas-Asas dalarn Sistem Perpajakan yang Ideal 

Yang dapat dijelaskan untuk mendisain sistem pemungutan pajak ~lah sebagai 

berikut: 

1. Equity/Equality 

Suatn sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin 

bahwa pajak-pajak yang dipung>lt pemerintah telah dikenakan secara adil dan 

setiap orang membayar sesuai dengan bagiannyalk.ewajibannya. Asas equity ini 

harus adil dan merata. Pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak sebanding 

dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan sesuai dengan 

manfaat yang diterima dari negara. 

2. Asas Rewmue Productivity 

Asas lni yang 1erpenting bagi pemerintah yaitu bahwa pajak rnempunyai fungsi 

utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk mernbiayai kegiatan 

pe:merin.lahj balk biaya rulin maupun biaya pembangunan. Meskipun asas ini 

menyatakan baltwa jumlah pajak yang dipungut hendaklah memadai untuk 

keperluan me11jalankan roda pemerintahan, tetapi hendaknya tetap harus 

diperhatikan bahwa jumlah pajak yang dipungut jangan sampai terlalu tinggi 

sehingga me11ghambat pertumbuhan ekonomi. 

3. Ease of Administration 

H Haulla Rusdiana dan Rasin Tarigan, Petp;~jakan Teori dan Aplikas.i, (Jakarta~ PT. RnjaGmflodo 
Press, 2005), hal. ll9 
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Asas certainty, ejjicienc;~ convenciency dan simplicity merupakan unsur-unsur 

mernbentuk asas ease of administration. Apabila dijelaskan masing-masing asas 

adalah sebagai berikut : 

a. Asas Cerlaimy 

Menyalakan bahwa harus ada kepaslian, baik bagi petugas pajak maupun 

semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat. Asas kepastian ini mencakup 

kepastian rnengenai subyek, obyek pajak, dasar pengenaannya, juga 

tennasuk prosedur pernenuhan kewajibannya, serta hak-hak 

perpajakannya. 

, b. Asas Convenciency 

Asas kemudahanlkenyaman menyatakan bahwa saat pembayaran pajak 

hendaknya dimungkinkan pada saat yang menyenangkan/memudahkan 

\Vajib Pajak, penenluanjatuh tempo pembayarannya. 

c. Asas Efficiency 

Asas ini dapat ditihat dari dua sisi yaitu dari pihak fiskus pernungutan 

pajak dikatakan efisien apabila biaya pemungutan pajak yang dilakukan 

oleh kantor pajak lebih kecil daripada jurnlah pajak yang dikumpulkan. 

Se:dangkan dari pihak Wajib Pajak, sistem pemungutan pajak dik:atakan 

efisien jika biaya yang harus di,keluarkan oleh wajib pajak nntuk 

memen.t1hi kewajiban perpajaknnya bisa seminimal mungk:in (cost of 

compliellce rendah) 

d. Asas Simplicity 

Pada wnunmya peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas, dan 

mudah dimengerti oleh Wajib Pajak. Hendaknya dalam menyusun undang 

undang pcrpajakan harus diperhatikan juga asas kesederhanaan 

sebagaimana diungkapkan oleh C.V. Brown dan P.M. Jackson 

bahwa "Taxes should be sufficiently simple so that those affected can be 

understand them". 
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Dengan demikian asas Ease of Administration dapat digambarkan secara ringkas sebagai 

berikut: 

EASE OF ADMINISTRATION 

1. Certai11ty 
a. Subyek 
b. Obyek 
c. Dasai Peng~naan Pajak 
d. Tarif 
e. Prosedur 

l. Efficiency 

• J elas (Certain) 
• · Tegas 
• Tidak berrnakna ganda dan 

tidak bisa ditafsirkan lain 
(uttabigious) 

• Contimt!ly 

a. Dari segi fi skus Administrative & Enforcement Cost relatief rendah 
b. Dari segi Wajib Pajak: Cc/mpliance Cost relatifrendah 

3. Convenience of Paymeut 
a. Pajak dipungut pada saat yang tcpat (Pay as You Eam) 
b. Penetuan Jahth Tempo Pembayaran Pajak 
c. Prosedur Pembayaran 

4. Simplicity 
a. M1..1dah dilaksanakan 

__ _,b'-. _:cTidak berblit-belit 

2.1.3 Sistcm Perpajakan 

Peranan masyarakat dalam keikutsertaan dalam menjalankan roda pemerintahan 

besar sekali. Kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak dimanfaatkan oleh 

pemerintah untuk melakuknn pelayanan u.mum, pendidikan, keamanan. memperbaiki 

fsililas kesehatan dan banyak hal yang lain dengan tujuan untuk kemakmuran dan 

kesejahteraan mayarakat dan negara, 16 Atau menumt Rachmat Soemitro bahwa pajak~ 

pajak mempunyai tujuan untuk memasukkan uang sebanyak:-banyaknya dalam kas negara, 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 17 

Untuk mencapai tujuan lersebut maka diperlukan suatu sistem perpajakru1; sistem 

perpajakan itu terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu : I$ 

J. Kebijakan Perpajakan (Tax Policy) 

-----
16 Rimshy K. Judisseno, Pe~pajakan, Edisi Revisi, op, d!, hal.27 
17 Soemitro, op.cit, hal.2 
18 ~ Munsury, op.cit, hal lS 
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2. Undang-Undang Perpajakan (Tax Law) 

3. Admlnistrasi Perpajakan (Tax Administration) 

Ketiga unsur tersebut hams sama kuat dan sama stabil untuk dapat menopang 

sistem perpajakan, dan ke1iga unsur tersebut juga saling bergantung satu sama lain untuk 

mencapai suatu sistem perpajakan yang stabil.Sistero perpajakan sebagai suatu kumpuian 

atau satu kesatuan yang terdiri dari unsur tax policy. tax law, dan tax administration, 

yang saling bcrhubungan satu sarna lain, beketjasama secara hannonis untuk mencapai 

tujunn atau target perolehan penerimaan pajak bagi negara secara optimal. Dan kualitas 

tldministrasi merupakan faktor yang sama pentingnya dengan kualitas hukwn pajak dan 

kebijakan perpajakan. 19 

I. Kebijakan Perpajakan (Ta:x Policy) 

Kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah kebijakan yang 

berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai tax base, siapa~ 

siapa yang dikenakan pajak, siapa yang dikecualikan, apa yang akan dijadikan 

obyek pajak, apa-apa yang dikccualikan, baguimana menetukan besamya pajak 

yang tcrutang dan bagaimana mencntukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak 

terutang. 20 

Disarnping kebijakan fiskal tersebut diatas ada pula kebijakan yang dibuat 

pemerintalt Menurut Lauddin Marsuni. kebijakan perpajakan dirumuska.n sebagai 

berikut :21 

a. Suatau pilihan atau keputusan yang diambil oieh pemerintah dalam rangk:a 
meaunjang pencrimaan negar.t dan menciptakan kondisi ekonomi yang 
kondusif; 

b, Suatu tindakan pemerintal1an dalam rangka memungut pajak, guna 
memenuhi kebutuhan dana untuk keper!uan negara; 

c. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan 
pener:imaan negara dari scktor pajak untuk digWlakan menyelesaikan 
kcbutuhan Uana bagi negara. 

Kebijakan dalan: perpajakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah berdasarkan 

peraturan pemndang-undanga.n. Olch karena itu harus ada batasan pendelegasian 

wewenang dari Dewan PerwakiJan Rakyat kepada pernerintah, dengan tujuan untuk 

19 Sony Devano dun Sili Kumia Rahayu, op.clt, haL 67 
N Haula Rosidiana dan Ras~n Tarig<~n, op.ci!, hn193 
~J Ibid, hal 69 

Universitas Indonesia 

Dampak Penghapusan..., Sri Andahyani, PascaSarjana UI, 2009



30 

menghindari tindakan sewenag-wenang pemerintah selaku penguasa, Undang -

11ndang pajak pasti tidak bisa mengatur seluruh aspek peTJ)ajalcan, malca perlu 

adanya pendelegasian wewenang kepada pemerintah untuk mengatur atau membuat 

kebijalcan perpajakan yang meliputi :22 

• Kebijakan menerbitkan ketentuan yang bersifat administratif dan 

prosedural (Fonnat SPT) 

• Metode penyusutan dan penilaian persediaan; 

• Prosedur regristrasi; 

• Ketentuan mengenai pembuktian biaya yang diperbolehkan dikurangkan 

dari penghasi1an kena pajak; 

• Metode akutansi untuk tujuan perpajakan; 

• Penyesuaian pajak yang berk.aitan dengan inflasi (Darussalam dan 

Danny Septriadi). 

2. Undang-Undang Perpajakan (Tax law) 

Menurut R. Mansury, "Hukum Pajak sebagai keseluruhan peraturan yang meliputi 

kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan 

menyerahkannya kembali ke masyarnkat dengan melalui leas negara. ,m Sedangkan 

menumt Bohari bahws hukum pajak adalah :24 

Sekumpulan peratunm yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai 
pemungut pajak: dan rakyat sebngai pembayar pajak. Dengan kata lain ) hukum 
pajak mengatur : 
a. Siapa saja yang merupakan Wajib Pajak (Subjek Pajak); 
b. Objek apa saja yang dikenalcan pajalc (Objek Pajak); 
c. Kewajiban Wajib Pajak terhadap pemerintah; 
d. Timbul dan hapusnya utang pajak; 
e. Cara penagihan pajak, cara mengajukan keberatan dan banding pada 

peradilan pajak. 
Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa hukum pajak mengatur hubungan antara 

pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak, dengan 

demikian lmkum pajak merupakan l1ukum publik .. 

-------
12 Ibid, hal 20 
HR. Mansury, kebijakan Fiskal (Jakarta: YN, t999), tal. I 
2~ Y, Sri Pudyatmoko, Pem:gakan Dan Perlindungan Hukum Di Bidang Pajak, (Jkarta: Penerbit 

Salemba Empnt, 200?), bnL 1 
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Hukum Pajak dapat dibe<lakan antara hukum pajak formal dan hukum pajak 

materiaL Hukum pajak matrial menntur ketentuan~ketentuan mengenai siapa-siapa 

saja yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualaikan, apa-apa saja yang 

dikenakan pajak dan apa-apa saja yang dikecnalikan serta berapa besarnya pajak 

yang terutang. Sedangkan hukum pajak formal adalah mengatur bagairnana 

mengimPlementasikan hukum pajak matria1, oleh karena itu, dalam hukum pajak 

fom1a1 diatur mengenai prosedur (tata cara) pemenuhan hak dan kewajiban 

perpajakan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan. Hukum 

Pajak formal memuat bentuk: dan cara-cara dalam melaksan..l::an hukutn pajak 

m,ateriaL Hukum pajak formal yang jelas dan tegas sangat diperlukan untuk 

kepastian hukum, baik untuk w;ijib pajak maupun aparat pajak. Tanpa didukung 

dengan lmkum pajak formal yang jelas dan tegas, hukum pajak material tidak bisa 

dilaksanakn olch wajib pajak dan aparat pajak tidak dapat rnelakukan pengaw""an 

(law enforcement)25 

3. Administrasi perpajakan {Ta.x administration) 

Administrasi pajak dapat meliputi fungsi1 sistem dan organisasilkelembagaan dan 

kualitas dan kuantitas sumber daya manusia., merupakan pengertian administrasi 

perpajakan dalam arti luas. Administrasi perpajakan memegang peranan yang 

sangal penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat laws enforcemetzt, 

tetapi lebih penting dari itu, sebagai Service Point yang memberikan pelayanan 

prima kepada masyarakat dan pusat informasi perpajakan.26 

Menurut Carlos A Silvani menyebulkan ad.ministrasi pajak dikatakan efektif bita 

mampu mengatasi masa1ah-rnasalah : 

tl. Vlajlb Pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers) 

Dcngan administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan 

menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang teiah 

memenuhi ketentuan scbagai wajib pajak tctapi belum terdaftar se:bagai Wajib 

Pajak. 

b. Wajib Pajak yang tidak melaporkan Sural Pemberitahuan (SPT) 

15 Hau!u Rosdiana drln Rusin Tarigan, op.cit, hal. 94 
2
'' lb:\d, hal 99 
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Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab wajib pajak 

tldak rnenyumpaikan Surat Pemberitahuan melalui perneriksaan pajak. 

c. Penyelundupan Pajak (Tax evaders) 

Penyelundupan pajak yaitu wajib pajak yang melaporkan pajak !ebih kecil 

dari yang scharusnya menurut ketentuan peraturan penmdang-undangan akan 

lcbih terdetaksi dengan dukungan adahya bank data tentang wajib pajak dan 

seluruh aktivitas lisahanya sangat diperlukan. 

d. Penunggak Pajak (delinquent ta:r pabers) 

Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanan tindakan 

penagihan secara intenslf dahm1 set administrasi pajak, yang baik akan lebih 

efektifmelaksanakan upaya tersebut. (Gunadi) 

Pelaksanaan administrasi prpajakan (secara luas) yang baik tentunya perlu 

meneraplnm manajemen moderen, yang terdiri dari pelaksanaan perencanaan 

(Planing) yang baik, pengorganisasian (Organizing) yang tepat, pelaksanaan 

(Actuating), dan pengawasan (Conlroling) yang herkesinambunga. Selain itu juga 

diperluknn kebijakan perpajakan dali pemerintah yang tepat, peraturan pelaksanaan 

penmdang-undangan perpajakn yang jelas dan simpei untuk memudahkan aparat 

pajak dan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Juga tersedia pegawai 

pajak ya:lg berkualitas, terampil. berdedikasi tinggi, memiliki kemampuan yang 

telah teruji dalam intelektual dan memilikl intergritas serta adanya penegakan 

huktml (law enforcement/7 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Prof Adriani cara pemungutan pajak dapat dibagi kedalam tiga 
golongan :28 

I. Wajib Pajak menetukan sendiri jmnlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan 
undang~llndang perpajakan. Fiskus membatasi dirl pada pengawasan, kadang­
kt~dang ins~5ndentiai ntau sccara teratur. 

2. Ada kedasama antara wajib pajak dan fiskus (tetapi karta terakhir ada pada Fiskus 
dalam bentuk Pcmberitahuan sederhana dari wajib pajak atau Pemberitahuan yang 
lengkap darJ wajib pajak. 

3. Fiskus menentukan scndiri (di luar wajib pajak) jurnlah pajak yang terutang. 

2
' Sony Dev.ano dan Slti Kurrtia, op, cit bal. 73 

:!i R Samoso Bro1cdihardjo, op.cil ha!. 65 
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Secara umum sistem/tehnik pemungutan pajak dibedakan sebagai berikut : 

1. Sistem Self Assessmem 

Definisi self assessment yang ada dalam International Tax Glossary adalah sebagai 

berikut :29 

Under self assessment is meant the system which the taxpayers is required 
not only so declare his basis of assessment (e.g taxable income) but also_ to 
submit acalculaticm of the UJ:x due from him and ussually to accompany his 
calculation with payment oft he mnouftl he regards~ due. 

Dalam sistem ini wajib pajak dlberikan kepercayaan dimana wajib pajak sendiri 

yang m.enghitung menghitung1 m&ntetapkan. meyetorkan. daP. melaporkan pajaknya 

Sedangkan menurut Safri Nurmantu , dalam sistem Self Assessment adJJah suatu 

sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk 

ntemenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak pcrpajakannya. Dalam hal 

in.i dikenal dcnga:n 5 M yakni mendaftarkan dlri untuk mendapatkan Nomor Pokok 

Wajib Pajak, menghitu:~g dan atau mernperhiiungkan sendiri jumlah pajak yang 

terutang1 menyetor pajak ke Bnk Persepsi/Kantor Pos, dan melaporkan ke 

Dlrektorat lcnderal Pajak. Jadi wajib pajak yang ak1ir.J0 Dengan demikian fiskus 

l1anya berperan untuk melakukan pengawasan, 

2. Sestem Official Assessment 

Dalam sistem ini wewenag pcmungulan pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak 

menentukan besamya utang paju.k orang pribadi maupun badan dengan 

mengeiuarkan surat kete1apan pajak, yang merupakan bukti timhulnya utang pajak. 

J adi dalam sislem ini Wajib Pajak pasif dan me:lUnggu ketetapnn utang pajak yang 

telah diterbitkan oleh fiskus. Suatu sislem perpajakan dalam mana inisiatif untuk 

memenuhi kewaj~ban perpajakan berada dipihak fiskus. Fikus yang berperan aktlf 

dari sejak mencari Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sarnpai 

kepada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan surat ketetapan 

pajak. 31 

2 ~ Haula Rnsdlana dan Rasin Tarigan. op. cit. hal lOS 
J<l Sufri Nunnantu, op.cit. hal, 108 
31 fuld 
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3. Wizhlrold;ug System 

Suatu sistem pemungutan pajak di mana wewcnang untuk menentukan besarnya 

pajakyang temlang oleh sesorang berada pada pihak ke tiga dalam arti yang menghitung, 

menetapka.n menyetorkan dan melaporkan ada pada pihak ketiga. Sebagai contoh 

pemberi kerja wajib menghitung, menetapkan p.ajak penghasilan atas karyawannya, 

merno1ong1 menyetorkan ke bank presepsilkantor pos serta melaporkannya kepada kantor 

pelayanan pajak. 

2.2 Tinjauan Ten tang Hukum 

2.2.1 Pengertian dan Tujuan Hukum 

Kalau ditinajau dari segi etimologi hukum berasal dari bahasa Arab yang 

mempakan bentuk tungga[, bentuk jmaknya "Alkas" yang diambil alih dalam bahasa 

Indonesia menjadi "hukum" yang rutinya bertaJian dengan pengertian yang dapat 

melakukan paksaan. Dalam bahasa la1in ada berbagai macam "Recht" berasal 

dari "rectum" berati bimbingan at au tuni!.man atau pcmerintahan. Atau da:ri kata "Ius '' 

yang berarti hukom artinya mengatur atau memerintah. Atau dari kata "Lex" berasal 

dari "Lesere" yang berati mengumpulkan atau mengumpul.kan orang-orang untuk 

dieperintah.32 

Banyak ahli hukum yang berueaha mendefinisikan apa itu hukurn dan sangat 

beragam tergantung dari sudut mana melihatnya, diamaranya adaJah : 

a. Menurut Prof. Dr. Mr. L.J, van Apeldoorn1 bahwa hukum banyak seginya dan 

dernikia.n luasnya sehingga tidak mungkin orang menyatukan dalam satu rumusan 

secara rnemuaskan. Mcmberikan definisi tentang hukum sebenamya hanya bersifat 

menyarna-ratak:an saja dan itu terganlungsiapa yang ulemberikan, Namun hukum 

dapat dilihat dari dari 2(dUll) sudut yaitu: 

Hukmn dlHhat dalam undang-undang, yang artinya hukum sama dengan 

undang-undang tclapi bukan berati kita melibat hukum dalam undang-undang 

alum tetapi di dalamnya terlihat sesua.tu tentang hukum; 

ll R. Soeroso, Pengantnr llmu Hukunt, (Jakarta; Penerbit Sinar Grafil::a, 2007), hal. 24-25 
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Hukum menyangkut sesuatu yung konkret, nyata yang menyangkut kehidupan 

manusia sehari-hari, yang dapat dilihat dan diraba seperti pengadilan, hakim dan 

lain sebagainya. 

Dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa bila kita memandang hukum sebagai 

peraturan yang bcrbubtmgan dengan bidup manusia. Dan peraturan tidak perlu dihafal 

tetapi dipakai dalam pcraturan-peraturan hidup yung oleh tiap-tiap orang diwujudkan 

dalam kehidupan sehari-hari dan hubungan-hubungan barn tersebut selalu 

membenluk peraturan-peraturan baru.l3 

b. Menurut ahli hukum Belanda J. Van Kan (1983} mendefinisikan "hukurn sebagai 

keseluruhan ketentuan~ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi 

kepentingan~kepentingan orang dalam masyarakat.'1 Pendapat ini sama dengan dari 

Rudolf van Jhering yang menyatakan bahwa "hukuru adalah keseluruhan norma- _ 

norma yang rnernaksa yang berlaku dalarn suatu negara. n Pendapat ini didukung oleh 

Wirjono Projodikoro (1992)7 bahwa hukum adalah rangkaian peraturan mengenai 

tingkah laku orang~orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedangkan satu-satunya 

tujuan dari hukum iaJah menjarnin keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib 

mnsyarakat.34 

c. Mcnurut Dr. E. Uttrecht, SH bahwa hukum adalal1 himpunan petunjuk-petw~uk 

hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharustl}'a ditaati oleh anggota masyarakat 

yang bersangkutan. Olch karena itu pelanggaran-pelanggaran petunjuk hidup tersebut 

dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah kepada si pelanggar.35 

d. Mcnurut Hans Ke1sen bahwa hukum :36 

adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan (nlles) tentang prilaku 
manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal 
(rule), tetapi seperangkat aturan (roles) yang memiliki suatu kesatuan 
sehingga dapat dipahami sebagai suatu slstem. Konsekuensinya adalah tidak 
mungkin dipahami hukumjika hanya memperhatikan satu aturan saja. 

Menurut J.L.va!l Apeldroon, tujuan lmkum adalah mengatur pergaulan hldup secara 

damai. Hukum menghendaki perdamaian, Perdamaian diantara manusia dipertahankan 

31 L.J, van Apeldoorn, Pcnganlar Ilmu Hukum, (Jakata, PT. Pratdnya paromita, 200&), hal. 1 ~ 7 
~·Abdul Ghufur Anshori, Filsafut Hukum,. {Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 2006), bal35 
15 R. Soeroso, op. cit, ha1.35 
~ 6 Jimly Asshi.ddiqie dan :-.1. Ali Safa'at, Teori Hans Ke\scn tentang Hukum (Jkarta: Konstitusl Press, 

2006), haL 13 
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oleh hukum dengan mellndungi kepentingan-kcpentingan manusla yang tertentu, 

kehormatan, kemerdekaan, jiwa, barta, benda dan sebagainya terhadap yang merugikan. 

Kepentlngan dari perseora:ngan dan kepentingan golonganMgolongan manusia, selalu 

bertentangan satu sama lain. Pertentangan akan menimbulkan pertikaian~ jika hukum 

tidak bertndak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Hukum 

mempcrtahankan perdamaian dengan menlmbahg kepentingan yang berlawan secara teliti 

dan mengadakan keseimb?~ngan diantaranya, karena hukum hanya dap:at mencapai tujuan 

{mengatur pergaulan hidup secara darnai) jika hukum menuju peraturan yang adil artinya 

peraturan padamana terdapat keseimbangan antara kepentingan~kepentingan yang 

dilindungi. Hukum menetapakan pera~an-peraturan umum yang menjadi petunjuk 

untuk orang~orang dalam pergaulan hidup, Jika hukum semata-mata mengendaki 

keadilan, jadi mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterima maka 

lidak_ akan dapat membcntuk peraturan-peraturan umum. Tertlb hukum yang tak 

memp'Jnyai pcraturan umum, berarti ketidak tentuan yang sungguh~sungguh mengenai 

apa yang disebul adil atau tidak adil Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, 

harus menyamaratkan. Keadilan melarang menyamaratkan : keadilan menuntut supaya 

tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri. 

Dengan adnya hal tersehut di atas, pembentuk undang-undang sebanyak mungkin 

memenuhi tuntutan tcrsebut dengan menunuskan peraturan-peraturannya, sehingga 

hakim diberi kelonggaran yang besar dengan melakukan peraturan~peraturan tersebut atas 

hal-hal khusus. Akan tetapi ada bahaya, bahwa kepastian hukum tak akan terpenuhi 

selurulmya. jika dihubungkan dengan kenyataan dala.m peradilan kHa, terlihat cita-cita 

untuk memperluas asa~asas itikad balk, juga melakukannya dalam hal undang-undang 

tidak menunjuk kepadanya. 

Dalam hukum terdapat bentrokan yang tidak dapat dihindarkan, pertikaian yang 

selalu berulang antara luntutan-tuntutan keadilan dan tuntutan~tuntutan kepastian hukum. 

Ba:hwa hllkum kadang~kadang terpaksa harus mengorbankan keadilan guna kepentingan 

dayaguna. Hukum texpaksa harus mempunyai sifal kompromi. Bahkan terdapat sejumlah 

besar peraturan.-peraturan hukurn yang sama sekali tidak mewujudkan keadiJan) tetapi 

sematn~mata unluk kepentingan da:yaguna. Jadi hukum terkait kepada dunia ideal untuk 

memenuhi tuntutan berlaku filoso:fis dan kenyataan untuk memenuhi tuntutan sosiologis. 
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sebagai akibatnya apabila tatanan hukum dibandingkan dengan kebiasaan, rnaka yang 

disebut pertama sudah mulai melepaskan diri dari keterikatannya yang besar kepada 

dunia kenyataan. 

Tatanan ketiga adalah kesusilaan yang sama rnutlaknya dengan kebiasaan. Kalau 

tatanan kebiasaan mu!lak bcrpegang kepada ideal yang masih harus diwujudkan dalam 

masyarakat. Idelah merupakan tolak ukur tatanan ini baggi menilai tingkah laku anggota­

anggota masyarakat. Dengan demikian perbuatan y&"lg bi~a diterima hanyalah yang 

sesuai dengan idealnya tentang manusia, Perbedaan antara kesusilaan dan hukum pada 

otoritas yang memutuskan apa yang akan diterima sebagai .norma bagi masyarakat 

Nonna kesusilaan bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh kehendak manusi>.i, meJainkan 

yang tingga! diterirna begitu saja, tidak ada unsur-unsur yang diramu dan tidak tidak 

mempertimbangkan dunia kenyataan, tuntutan yang mutlak adalah insan kamiJ, manusia 

yang sempuma.37 

Hukunt harus mendisign antara ideal dan kenyataan yang bertentangan dan sangat 

tidak mudah. Dan masyarakat barus men.unggu sampai diketemukan suatu persesuaian 

yang ideal antara keduanya, Yang tidak dapat menungga adalah kekosongan dalam 

pengaiuran. maka dibutuhkan keharnsan adanya peraturan-peraturan. Dan apabila ha1 

yang terakhir ini discbut tuntutan maka itu berupa adanya kepastian hukum, yang tidak 

bersumber pad a ideal maupun kenyataan, Jadi bukum adalah karya manusia yang berupa 

norma-nonna berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dan 

kehcndak manus!a tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana 

harus diarahkan. Oleh karena itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh 

rnasyarakat tempat hukurn itu diciplakan ide~ide ini adalah ide yang mengenai keadilan. 

Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciplakan masyarakat dan kepentingan­

kepentingannya dilayarri oleh hukum, tet<tpi juga rnengeinginkan agar dalam masyarakat 

terdapat peraturan-pemturan yang menjamin kepastian daJam hubungan meraka satu 

sama lain. Menumt Radbruch, ketiga-tiganya disebut nilai dasar dari hukurn (Radbruch 

1961:36). yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian bukurn. Dan diar1tara ketiganya satu 

sa.-na lain mengandung potensi untuk bet1entangan. Sebagai contoh kepastian bukum, 

maka sebagai nilai ia segera menggeser nilat~nilai keadilan dan kemanfaatan I kegunaan 

]] J.L. vnn Apeldoorn, op.cit, llat. 16~ 17 
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ke samping. Yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan-peraturan itu 

sendiri, Tentang apakah peraturan itu harus adil dan kegunaan bagi masyarakat adalah 

diluar pcngamatan nilai kepastian hukum. Dengan demikian maka penilaian mengenai 

keabsahan hukumpun bisa bermacam~macam. Perbedaan dalam pcnilaian mengenai 

kesahan hukum itu mengandung arti bahwa dalam menilalnya keabsahan berlak:uuya 

hukum dari segi peraturannya, barulah satu segi bukan satu-satunya penilaian. Sesuai 

dengan potensi ketiga nitai-nilai dasar yang saling bertentangan apa yang sudah dlnilai 

'sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu perturan, bisa dinilai tidak sah 

dari segi kegunaan bagi masyarakat. 38 

Menumt Pro£ DR. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LLM, tujuan pokok dan 

pertama da1i hokum adalah ketertiban (order). Ketcrtiban merupakan syarat poko 

(fundamental) bagi adanya suatu masyara'<at manusia yang teratur, yang merupakan fakta 

obyektlf yang berlaku bagi segala rnasyarakat manusia dalam segala bentuknya , Tujuan 

hula1m lainnya adalah tcrcapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya 

menurut masyarakat dan zamannya untuk mencapai ketertiban dalam masuarakat ini 

diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam rnasyarakat.39 

Dengan melihat arti dan fungsi hukum dapat dikatakan bahwa bukum sebagai atat 

untuk memelihara ketertiban dalam mas:yarakatHukum bersifat memelihata dan 

mempertahankan yang telah dicapai. Dengan terjadinya perubahan masyarakt yang 

demikian cepat, hokum tidak cukup memiliki fungsi yang demikian saja. Hukum 

diharapkan dapat mcmbantu proses perubahan masyarakat itu. Dalam hal ini hukum 

sebag<~i ala.t w1tuk mewujt1dkan perubahan~perubahan di bidang sosial1 Law is a tool of 

Social Engineering (R.Pound).4
D 

2.2.2 Sumbcr Hukum 

Ada berbagai pengertian swnber hukum baik dari arti sejarah, dalam arti filsafat, 

dalam arti sosiologi dan sebagai sunmber hukum formail. Dalam bahasan ini yang 

dibahas adalah sumber dalam arti formil. 

13 Saljipto Raluujo, I!mu Hokum, hal. 16-21 
H Moch!ar KtLSUmaatmadja, Kousep~Konsep Hul·umDalam Pembangunan, KumpulanKarya Tulis, 

(Bandung: PT. Alumni, 2006), haL 3-4 
4

() Ibid, ho.114 
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Hukum terkait dengan suatu ideal untuk memenuhi tututan yang bersjfat fi1osofis. 

Dan timbul dari kesadaran hukum suatu bangsa,pandangan-pandanganyang hidup dalam 

suatu bangsa. Namun pandangan-pandangan itu belum merupakan hukum, pandangan itu 

masih samar-samar, tidak tentu arahnya dan melayang-melayang. Agar pandangan 

mempakan peraturan tingkah laku yang dapat dipakai dalarn pergaulan hidup harus 

dituangl<an dalam bentuk tertentu yaitu datam undang-undang, kebiasaan dan traktat. Jadi 

undang-undang, kebiasaan dan traktat merupakan sumber hukurn {sumber berlakunya 

huk:um) berhubungnn dengan kesadaran hukum yang berlaku, masyarak:at harus tunduk 

pada undang·undang dan kcbiasaan hams ditaati. Traktat adalah sumber hukum 

b.,rhubungan dengan kesadaran hukum yang berlaku, bahwa pezjanjian harus dipenuhi 

(pacta servanda suns). •H Sumber~sumber hukum dalam arti fonnil dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

L Undang-Undang 

Perbuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang untuk 

itu merupr.k:an sumber yang bersifat hokum yang paling utama. 42 Atau menurut 

H.L.A Hmt (1979), sejalan dengan pengertian Austin tentang hukum tepat, sebab 

memang bear bahwa perintah-perintah yang disebut bukum dikeluarkan oleh 

seseorang yang berkuasa dan biasanya ditaai, namun sesungguhnya ada aspek intern 

untuk mentaati suatu aturan hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang hidup pada 

wilayah dimana peraturan itu berlaku. Dan aspek intern ini tidak akan dirasakan 

oleh orang-orang yang hidaup di luar wilayah dimana peraturan ini beralkukan. 

Orang·orang yang hidup daiam suatu wilayal1 tertentu menerima hukum yang 

ditetapkan sebagai hukum merekn dan mereka merasa terikat padanya sebab 

ditentukan oleh pemerintah sendlri. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum yang 

legal atau sah apabila peratman-peraturan tersebut ditentuk:an oleh suatu instansi 

yang berwenang. dalam hal ini pemerintah yang sah, dan ditentukan menurut 

kritcria yang berlaku maka peraturan-peraturan tersebut bersifat sah atau legal dan 

41 J. L. yan Apeldroon, op. cit. hal77-79. 
u Sa1jip!O R.1hardjo, op.cit, hal 83 
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memunyai kekuatan yuridia (validily). Undang-undang memiliki keknatan ynridis 

apabila persyarat1n formal terbenmknya undang-undang telah terpenuhi.43 

Van Der Vlies membahas tentang asas formal dan asas material. Adapun asas 

formal terkait dengan prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan dan 

mitivasi dibualnya suatu peraturan perundang-undangan .. Asas Formal meliputi :44 

a. Asas tujurut ydJlg jelas, terkait · dengan sejauh mana peraturan perundang~ 

undar.gan mendesak un tuk dibentuk; 

b. Asas organllernbaga yang tepat. terkait dengan kewenangan lembaga 

pembentuk peraturan pernndang-undangan dengan materi muatan yang 

dlmuat didalamnya. 

c. Asas perlunya pengaturan, terkait dengs.n perlunya suatu masalah tertentu 

dialur dalam suatu aturan perundang~Wldangan. 

d. Asas dapat dila.'csankan. terkait dengan penegakan suatu peraturan perundang­

undangan. Jika tidak dapat ditegakkan maka suatu peraturan penmdang­

undangan akan kehilangan fungsi dan tujuannya serta akan menggerogoti 

kewibaan pembentuknya. 

e. Asas konsensus! yaitu kesepakatan antara rakyat dengan pembentuk peraturan 

perundang-W1dangan karena peraturan perundangffundang dlberlakukan 

kepada rakyat. sehingga pada saat diundangkan masyarakat siap. 

Asas materiel yaitu yang terkait dengan subtansi suatu peraturan perundang~ 

undangan. Asas materiel :45 

a. Asas triminologi dan sismatika yang beJlaT, terkait dengan bahasa hukum 

pcnmdang-undangan, untuk bisa dimengerti oleh orang awam. baik struktur 

maupun sisternatjkanyai 

b. Asas dapat dikenali yaitu dapat dikenalijenis dan bentuknya; 

c. Asas pcrlakuan yang sama dalarn hukum; 

d. Asas kepaslian hukum; 

e. Asns pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu. 

4
-' Abdul Ghofur AnsliUri, op.dt, ha\.39·40 

-~~ Ibid, hal.41 
4

' Ibid, lllil. 41-42 
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Dengan demikian suatu perundang-undangan menghasiikan peraturan yang 

memiliki ciri-clri sebagai berlkut :46 

a. Bersifat umum dan komprehensif. yang dengan demikian merupakan. kebaikan 

dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas; 

b. Bersifat universal, ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang 

akan datang yang belum jelas bentuk koakritnya. Oleh karena itu ia tidak dapat 

dimmuskan untuk mengatasi peristiwa~peristiwa te~entu saja; 

c. Memtlikl kekuatnn untuk mengoreksi dan meroperbaiki dirinya sendiri. Adalah 

lazlm bagi suatu peraturnn untuk mencanbtumkan klausul yang memuat 

kemuugkinan dilakukan peninjauan kembati. 

2. Kebiasaan 

Pada masa sekarang peranan kebiasaan dalam kehidupan ini mernang banyak 

merosot. Karena kebiasaan bukan rnerupakan sumber yang penting sejak kebiasaan 

didesak oleh perundang-undangan dan sejak sistern hukum didasarkan pada hukum 

perundang-undangan atau Jus scriptum. Namun demikian kebiasaan tidak dapat 

sama selmli ditinggalkan, sekalipun suatu ncgara telah memakai sistem hukum 

perundang-undangan. Sckalipun negara telah menjadi organisasi yang bersifat 

nasional, namun berdirinya tidak tidak menghapuskan masyarakat, yang berarti 

daiam waktl.J yang bersamaan pada salu wilayah terdapat masyarakat hukum dan 

111asyarakat sosial. Masyarakat hukum diorganisir oleh hukum perundang-undangan. 

se<hmgia:n masyarakat sosiat olch norma-norma sos1a4 yang tennasuk 

kebiasaan. "kcbiasaan bagi masyarakat adalah hukum bagi negara" (Fitzgerald, 

1966 . 191). Perbedaan keduanya adalah hukum yang membadunkan asas-asas 

tersebut melalui perintah-perintahnya sebagai suatu kekuasaan yang bersdaulat, 

kebiasaan membadankan asas-asas tersebut bukan melalui kekuasaan negara, 

melainkan melalui penerimaan dan persetujuan pendapat umum masyarakat 

kese!uruhan (Fitzgerald, 1966 . 91 )." 

Dari sejarah perkembangan hukum (perundang-undangan)dapat diketahui bahwa 

r1asyarakat mendahtllui tirnbulnya negara. Oleh karena iut keadaan yang ideal 

4
' Satjipto Rahardjo, op.cit, baL 83 

4
' Ibid, hal 110 
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,,dalah manakala hukum ncgara (yaitu hukum perundang-undangan), demi 

1~1enghonnati isinya, hendaknya untuk bagian terbesar dirumuskan sesuai dengan 

kebiasaa.n dalam masyarakat. Hal yang terkandung dan sesuatu yang bisa diterima 

sebngai kebiasaan dalam masyarakat (Fitzgerald, 1988 : 199- 203) adalah :48 

a. S:yamt kelayakan atau masuk aka[ atau pantas, Mulus usus abolendus est, 

kebiasaan yaiJg tidak memenuhi syarat tersebut hams ditinggalkan. Ini berarti 

otoritas kebiasaan adalah tidak mutlak melainkan kondisional, ~ergan:tung pada 

kessuaiannya pada ukuran keadilan dan kemanfaatan umum. 

b. Pengakuan akan kebenarannya, yang berarti bahwa kebiasaan itu hendaknya 

diikuti secara terbuka dalam masyara.kat. tanpa mendasarkan pada bantuan 

kekuamn di belakangnya dan tanpa persetujuan dari dan dikehendaki oleh 

mereka yang kepcntingannya dikenat oleh praktek dari kebiasaan tersebut. 

Persyaratan iPJ tercennin dalam bentuk nom1a yang oleh pemakainya harus neo 

vi nee clam neo precaire, tidak dengan kekuatan, tidak secara diam-diam, juga 

tidak karena dikehendaki. 

c. Memiliki Jatar belakang sejarah yang tldak dapat dikenali lagi rnulainya. 

Keblasaan bukanlah praktek yang baru tumbuh kemarin dulu atau beberapa 

tahun yang lalu, melainkan yang tciah menjadli mapan karena dibentuk oleh 

wak:tu yang panjang. 

3. Traktar 

Adalah perjnnjian yang dibuat antar negara yang dituangkan da!am bentuk tertentu, 

Perjanjian tersebut merupakan perjanjlan internasional. Suatu negara juga dapat 

membuat perjanjian dengan negarn lain tanpa mehentuk traktat. misalkan dengan 

membuat surat.49 

2.2.3 Tata Hnknm 

Tata hukum adalah sistem norma. Nom1a Luknn suatu pemyataan tentang realitf4 

dan oleh sebab itu tldak bisa "benar" atau "salah''. Landasan validitas dari suatu norma. 

sepe11l uji kebenaran dati suatu pernyataan tenUmg "kenyataan". Dasar vahditas dari 

----
Hibid,hall09-1ll 
4

'
1 R Sm:roso, op cit. 97 
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suatu nonna selalu berupa nonna, bukan fakta. Pencarian landasan validitas dari suatu 

nom1a menuntun kita bukan kepada realita melainkan kepada norma lain yang menjadi 

sumber lainnya norma tersebut. Suatu norma yang validitasnya tidak: dapat diperoleh dari 

notma lain yang lebih tinggi disebut sebagai "norma dasar". Semua norma yang dapat 

ditciusurikepada satu norma dasar yang sarna membentuk suatu sistem norma, atau suatu 

tata nOrmatif. Nonna dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat diantara 

semua nonna yang berbeda-beda yang membentuk suatu norma nonnatif Bahwa suatu 

norma termasuk ke dalam suatu sistem norma tertentu ke dalam suatu tata nonnatif 

tertentu, dapat diuji hanya dengan mengkonfirmasikan bahwa norma tersebut 

.. memperoleh validitasnya dari norma dasar yang mernbentuk tata nonnatif tersebut50 Dan 

keseluruhan fungsi nonna dasar ini adalah untuk memheri kekuasaan membentuk hukum 

kepada tindakan dari pembuat undang~undang yang perta:ma dan kepada semua tindakan 

Jain yang didasarkan pada tindakan pertama. Norma dasar tidak dibuat melalui prosedur 

hukum oleh suatu organisasi pembuat hukum dan norma dasar benar-benar ada di daJa:m 

kesadaran hukum rnentpakan husil analisis lugas tentang pernyataan-pemyataan hukum 

yang sesungguhnya,51 

Norrna dasar adalah sumber hukum. dalam pengertian yang lebil1 luas setiap 

nom1a huk:urn ada!ah ''sumber •• dari norma hukum laitmya yang pembentukannya diatur 

oleh nom1a hukum ters:ebut, di daJam menenhikan prosedur pemhentukkan dan isi dari 

nomta huktm1 yang akan dibentuk. Dan dapat dijelaskan bahwa setiap nonna 

hukum "yang lebih tinggi'' adalah "sumber" dari nonna hukum "yang lebih rendah", 

Dengan demikian konstitusi adalah "sumber" dari undang-undang yang dibentuk atas 

dasar konstitusi tersebut, undang-undang adalah "sumber" dari keputusan-keputusan 

pengadilan yang dirlasarkaJi kepadanya, keputusan pengarlilan ada1ah )'sumber" rlari 

kewajiban yang dibebankan oleh keputusan tersebut kepada pihak terkait, dan sebagainya. 

Jadi sumber hukum selalu berupa hukurn: nonna hnkum "yang lehih tinggi" dalarn 

hub11ngan rlengan nonna hukum "yang Jebih rendah'\ atau metode pembentukan suatu 

50 Hons Kelsen, Tcori Hukum Murni, Dosar-Dasar Ilmu Hukum NonnatifSebagai Umu Hulrum 
Emplrik~Desdkriptif. {Jakarta: Rimdi Press, 1995), haL 112 Ml D 

5
: Ibid, hat 118 

Universitas Indonesia 

Dampak Penghapusan..., Sri Andahyani, PascaSarjana UI, 2009



44 

norma (yang lebih rendah) yang ditentukan oleh nonna yang lebih tinggi, dan itu berarti 

suatu isi hukum yang spesifik52 

Suatu tata hukum adalah suatu sistem ncnna umum dan nonna khusus yang satu 

sama lain dihubungkan menurut prinsip bahwa hukum mengatur pembentukannya sendiri. 

Setiap norma dari tata hukum ini dibentuk menurut ketentuan-ketentuan dari nonna yang 

lain, dan pad a akhlrnya menurut ketentuafl~ketentuan dari norma dasar yang membentuk 

kesatuan dari sistem norma atau tata hukum ini. Dan merupakan suatu rangkaian proses 

ini pada akhirnya sampai kepada konstitusi yang pertama, yang pembentukannya 

ditentukan ol0h nonn(l dasa:r yang dipostulasikan. Pembentukan suatu norma hukum 

dapat ditentukan menurut dua ca.ra yang berbeda : nonna yang lebih tinggi dapat 

menentukan (I) organ dan prosedur pembuatan nonna yang lebih rendah dan (2) isi 

nonna yang lcbih rendah. Sekalipun nonna yang iebih tinngi hanya menentukan organ 

dan itu berarti individu yang harus membuat nonna yang lebih rendah, yang berarti 

memberi wewenang kepada organ untuk menentukan prosedur pembentukan serta isi dari 

norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri, maka norma yang lebih 

tinggi adalah "diterapkan" di dalam pembentukan norma yang leb.ih rendah tersebut. 

Norma yang lebih tinggi sekurang-kurangnya harus menentukan organ yang harus 

membuat nonna yang lebih rendab, Setiap tindakan membentuk hukum adalah 

mempakan tindakan mencmpk:an hukum yakni tindakan itu harus menerapkan suatu 

norma yang mendahuiui tindakan tersebut agar menjadi suatu tindakan dari tata hukum 

a tau rnasyarakat yang dibentuk oleh tata hukum tersebut.53 

Sedangkan mcnurut Hans Nawiasky da!am "Theorie 11011 Stufenbau des 

Rechtsordmmg" ada4(empat} kelompok penjenjangan undang~undang sebagai berikut :54 

i. Norma dasar (grwu!norm), merupa.lom Jandasan akhir bagi peraturan-peraturan 

lebih lanjut; 

2. Aturan-aturan dasar atau konstitusi, yang mencntukan norma-norma yang menjamin 

berlangsungnya negara dan penjagaan hak~hak anggota masyarakat. Aturan ini 

bersifat umum dan tidak mengandung sanksi maka tidak termasuk perundang-

tmdangan; 

'
2 lbid, hal_ 133 

S"J Ibid. hal 134-135 
5 ~ Abdul Ghofur Amhori, op. cit 42-43 
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3. Undang-undnng formal yang di dalamnya telah masuk sanksi-snnksi dnn 

diberlakukan dalam rangka mengatur lebih lanjut hal-hal yang dimuat dalam 

undang-undang dasar; 

4. Peraturan-peraturan pelaksana dan peraturan-peraturan otonom. 

Hirarki tata hukum (urutan lata hukum), terdapat peraturan yang lebih tinggi dan 

ada peraturan yang lebih rcndah dan !ata bukum di St1atu negara tidak menghtmdaki atau 

membcnarkan atau membiarkan adanya pertenta:ngan atau konflik di dalamnya. Dan 

apabi!a terdapat pertentangan yang terjadi dalam suatu sistem peraturan perundangan 

maka salah satu dari kcduanya barus cda yang dimenangkan dan ada yang dikalahkan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentartg Pembentukan 

Peraturan Penmdang-undangan dalam pasal 7 ayat (I) dlsebutkan jeois dan heirarkhi 

peraturan perundangan adalah sebagai herikut : 

l. Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang~Undang I Pernturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

3. Peraturan Pemerintall; 

4. Peraturan Presiden; 

5. Peraturan D.aerah. 

Dan bagi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan yang 

lebih linggi, maka dapat dHakukanjudicial review (uji material) yang diajukan melalui 

gngatan dan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung." 

Datum tata urutan perundang-undangan terdapat 3(tiga) asas yang mendasari adalah 

sebagai berikut : 

a. Asas Lex Superiori Derogat legi lnferiori, peraturan yang lebih linggi akan 

melumpuhkan peraturan yang lebih rendah. Jadi jika ada suatu peraturan yang Iebih 

rendah bertentangan dengan peraturan yang leblh tinggi maka peraturan yang lebih 

1inggi yang digunakan. 

b. Asas Lex Specialis Derogat !egi Generalis, pada peraturan yang sederajat, peraturan 

yang lebih khusus melumpuhkan peraturan yang umum. Jadi daJam tingkatan 

peraturan penmdangan·undangan yang serlerajat yang mengatur mengenai materi 

.:>!Ibid, hal43 
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yang san1a, jika ada pertentangan diatara keduanya maka yang digunakan edalah 

peraturan yang lebih khusus. 

c. Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori, peraturan yang sederajad, peraturan yang 

paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti 

dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama 

tidak berlaku lagi. 

Dan menurut Bagir Manan terdapat asa lain yang perlu diperhatikan dalam tata 

urutan peratumn perundang-undangan sebagai berikut :56 

a. Dalam suatu tata urutan perundang-undangan ada ketentuan umum bahwa setiap 

peraturan perundang-undangan harus memiliki dasa.r hukum pada peraturan 

perundang-undangun yang lebih tinggi tingkatannya. Peraturan pernndang­

undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

peru:ndang-undangan yang lebih tinggi, dimana peratujran yang Jebih rendah 

dapat dituntutr untuk dibatalkan, bahkan demi hukum. 

b. lsi atau materi peraturan perundang-undangw tingkatan lebih rendah tidak boleb 

menyimpang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

yang dibuat tanpa wewenang (onbevoegheid) atau meJampaui wewenang 

(detournement de pouroir} untuk menjaga dan menjamin prinsip tersebut agar 

tidak disimpangi atau rlilanggar, maka terdapat mekanisme pengujian secara 

yuridicial atas setiap peraturan perundang~undangan atau kebijakan maupun 

tindakan pemerintah lalnnya, terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi tingkatannya atau tingkat yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar. 

2.3 Kcterknitan Keadilan Dalam Pemungutan Pajak 

2.3.1 Dasar Hukurn Pemungutan Pajak di Indonesia 

Pancasila adalah dasar negara (norma dasar f groundnorm) dan merupakan 

falsafall pemungutan pajak. Karena sebagi fa1safah Pancasila harus dapat dijabarkan 

dalam pemungut:an pahak. Menurut Roclunat Soemitro, Pancasila adalah bersifat 

kekellH>rgaan dan gotong royong yang sudah tercennin di dalam pertumn perpajakan. 

S# Ibid, hal. 44 
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Pl\iak--j>ajak yang telah terkumpul dipergunakan untuk kepentingan masyarakat wnum 

yang sudah nyata berdasatkan kegotong-royongan dan kekeluargaan. Gotong royong 

yang mengnndung si fat secara bersama melakukan usaha a tau untuk membiayai 

kepentingan umum. Sedangkan kekeluargaan yang merupakan sifut khas dari bangsa 

Indonesia. Membayar pajak berdasarkan sifat kekeluargaan tidak hanya dipandang 

seb3.gai kewajiban tetapi sebagai hak untuk ikut serta dalam pembiayaan pengeluaran 

negara (pengeluaran mtin dan pembangunan). Apabila ditinjau berdasar'kan setiap sila 

daiam Pancasila adalah sebagai berikut :57 

a. Sila Pertarna, Ketuhanan Yang Maha Esa, bal1wa pajak yang dipungut oleh negara 

tidak bertentangan dengan sila Ketuhanan karena di dalarn Al-Qur'an atau Yitap 

Suci Iainnya, yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum; 

b. Sila Kedua, Kema.nusiaan yang Adil dan Beradab, tersirat segi yuridis dari pajak. 

Bahwa pajak selain harus memenuhi segi keadilan juga harus sesuai dengan 

peradapan manusia. Keadilan merupakan syar.at yuridis dari pajak yang tercennin 

dalatn prins.ip non diskriminasi~ prinsip daya pikul, artinya bahwa orang dalam 

keadaat1 yang sama harus dikenakan pajak yang sama dan tidak diperkenankan 

mengadakan perlakuan yang berbeda. Dan pemungutan pajak harus memperhatikan 

dan tidak bo1eh melanggar hak asasi manusia dan harus layak bagi manusia. 

c. SUa Ketiga> Persatuan Indonesia dijelaskan ba.hwa pajak-pajak merupakan surnber 

keuangan uyama untuk mempertahankan persatuan dan kelangsungan hidup bangsa 

dan negara yang diproklamasikan pada tanggal17 Agustus. 1945. 

d. Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam 

PennusyawaratanJPerwkiian. Kerakyatan mengandung arti bahwa rakyat ik:ut 

menentukan adanya pungutan yang disebut pajak. Rakyat dalam ikut menentukan 

pajak-pajak tidak bertindak secara langsung melainkan melalui wakil-wakilnya 

dalam Dewan Pcrwakilan Rakyat yang dipimpin secara Iangsung dan demokratis 

oleh rakyat sendiri. 

e. Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat lndonesia, dapat dijelaskan 

bahwa paJak merupakan alat untuk pcmbiyaan rnasyarakat ya}tu untuk membiayai 

pengeluaran untuk kepcntingan masyarakat wnum. 

51 Rocmat Soomitro, Pengantar Singkat HukumPajak, op.cit,l1al 14-19 
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Dasar pemungutan pajak di lndonesia selalu didasarkan kepada dasar negara 

(grouudnorm) yahu Pancasila dlsamping itu didasarkan kepada K.onstitusl atau Aturan 

Dasar yang merupakan nonna-nonna yang menjamin berlangsungnya negara dan 

penjagaan hak-hak anggota masyarakat yaitu dalarn Undang-Undang Dasar 1945, yang 

diatur dalam Pasal 23 A yang mengatur sebagai berikur "Pajak dan pungutan lain yang 

bersif<1t memaksa untuk keperluan nega.ta diatur dengan undang~undang". 

Pasal ini tersirat falsafah pajak Pajak harus berdasarkan undang~undang karena 

pajak tnenyayat daging tubuh masyarakat sendlri.Oleh sebab itu semua pungutan pajak 

harus lebih dahulu l!lendapatkan persetujuan darl rakyat, karena pajak m,enyayat daging 

sendi1i. Persetujuan dari rakyat ini diperoleh dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang terdiri 

dari wakil-wakil rakyat yang dipilib melalui pemilihan umum." 

Pajak-pajak yang dikelola Pemerintah Pusat diatur dalam hukurn formal dan 

hukum pajak material. Hukum pajak matrial mengatur ketentuan-ketentuan mengenai 

siapa-siapa saja yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualaikan, apa-apa saja yang 

dikenakan pajak dan apa-apa saja yang dikecualikan serta berapa besarnya pajak yang 

terutang. Sedangkan lmkum pajak formal adalah mengatur bagaimana 

mengimplementasikan hukum pajak matrial, oleh karena itu~ dalam hukum pajak formal 

diatur mengenai proscdur(tata cara) pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta 

sanksi--sanksi bagi yang melanggar kewajlban perpajakan. Hukum Pajak formal memuat 

bentuk dan cara-cara dalam melaksankan hukum pajak material. Hukum pajak fOrmal 

yang jelas dan tegas sangat dipcrlukan untuk kepastian hukum, balk untuk wajib pajak 

maup110 aparat pajak. Tanpa didukung dengan hukum pajak formal yang jelas: dan tegas~ 

hukum pajak material tidak bisa dilaksanakn oleh wajib pajak dan aparat pajak tidak 

dapat melakukan pengawasan (law enforcement) 59 Adapun undang-undang tersebut 

dapat terbagi sebagai berlkut : 

l. Hukum Pajak Formal 

"· Undang Und•ng Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Keliga alas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tenlang Ketentuan Umum 

dan Tata Caw Petpajakan 

5~ Rachmat Soemirro, ibid, hal 14 
$) Haula Rosdiana dan Rosin Tarigom, op.cil, bal. 94 
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b, Undang-Undang republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan 

Pajak dengan Sural Paksa. 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak, 

2, Hukum Pajak Material 

a. Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentallg Perubahan 

Keempat atas Undang-Undang Komor 7 Tahun 1983 ten tang Pajak Penghasi1an 

b, Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 18 talum 2000 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nnmor 8 Tahun 1983 tentang pajak Pertambahao 

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pcnjualan at as Barang Me"fah 

c, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak 

Bumi dan Ba:ngunan 

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

e, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea 

Meterai 

Dan atas pelaksanan dari undang-undang tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam 

peraluran pelaksana yaltu daJam Peraturan Pemerintah:~ Peraturan Menteri Keuangan, 

Peraruram Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. 

2.3.2 Hokum Pajak sebugai Hukum Publik 

Hukum Pajak yang disebut dengan huk:um fiskal adalah keseluruhan peraturan 

mengenai wcwenang pc:merintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan 

kembali kepada masyarak:at melalui kas negara. Denge.n dernikian, hukum pajak 

men1pakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

negarn dan onmg-orang at au badan-bndan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak 

(selanjutnya disebut Wajib Pajak}'" Judi hukum pajak adalah bagian dari tattertib hukum 

yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Yang termasuk ke dala.m 

hukum adminstrasi. Hukum pajak mempunyai karekteristik yang khusus sebagai hukum 

w Y. Sri Pudyatm;m.a. op.cit, haL I 
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publik, karena di dalam hukum pajak teikait dengan hukum perdata maupun hukum 

pidana. 

Hukum Pajak banyak sekali terkait dengan hukum perdata yang keselurnhan 

hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi.hal iru dapatlah dhuengerti 

karena sebagian besar hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas 

kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak 

dalam lingkungan perdata, seperti penghasilan, kekayaan, perjanjian jual beli, 

pemindahan hak karena warisan dan sebagainya,61 

Dalam hukum pajak dengan hukum pidana dalam hal penegakan ketentuan­

ketentuan dalam perpajakan, dimana apablla Wajib Pajak melanggar ketentuar.-ketentuan 

perpajakan yang berindikasi adanya tindak pi dana maka akan dikenakan sank.si pidana 

bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. 

2.3.3 Hubungan Hukum an tara Aparat Pajak (Fiskus} dan Wajib Pajak 

Dalam soal pajak negara berhadapan~hadapan muka rlengan Wajib Pajak sebagai 

penguasa dalam menunaikan tugasuya untuk mengatur hubungan dengan warganya. 

rnaka hukum pajak mernpakan bagian dari hukum adminstratif. 

Hubungan hukum daiam Hukum pajak antara pemerintah sebagai aparat 

pajak(fiskus) dengan rayat sebagai wajib Pajak merupakan hubungan hukum yang lahir 

karena undang-undang. Dengan demikian tidak diperlukan adanya kesepakatan atau 

kesesuaian pendapat diatara para pihak yaitu fiskus dan \Vajib Pajak, tidak diperlukan 

perjanjlan antara Pemeritah sebngai pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. 

Melalui Umtang-Undang yang Ielah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang 

merupakan wakil-wakil rakyat ya11g telah memberikan persetujuan mengenai pengenaan 

pajak.i'.iz 

Hubungan yang ada antara pemerintah dengan rakyat dalam hukum pajak 

menernpatkan para pihak dalam kedudukan yang tidak sederajad. Pemerintah selaku 

fiskuslaparat pajak yang berkedudukan sebagai pemungut pajak mempunyai kedudukan 

dengan kekuasaan untuk menenlukan pajo.k yang febih besar dibandingkan denganrakyat 

~~ R. Santoso Brotodihardjo, op.cit, bal.ll 
"'~ Y. Sri Pudyatmoko, op.cit, haL 7 
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sebagai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Pemerintah dalall] hubungan sebagai 

pernWJgut pajak dilengkapi oleh Hukum Publik yang merupakan kewenangan istimewa, 

yaitu Pemerintah dapat menenh1kan secara sepihak tanpa harus menunggu untuk: 

memperoleh persetujuan dari rakyat Contohnya Wajib Pajak telah menghltung dan 

melaporkan penghasilannya tetapi apabila dalam pemeriksaan ternyata diketemukan data 

atau bukti bnhwa penghasilan Wajib Pajak Iebih besar dari yang dilapmkan, maka fiskus 

dapat menetapkan besarnya pajak berdasarkan penghasilan yang diperoleh dari 

pemeriksaan tanpa meminta persetujuan dari Wajjb Pajak. Dan apabila Wajib Pajak tidak 

setuju dapat mengajukau pennohonan keberatan. Posisi pemerintah dalarn hal ini adalah 

sebagai plhak penentu yang dapat memutuskan atau menolak kcberatan Wf\iib Pajak atau 

menerima perrnohonan keberatan Wajib Pajak. Tentunya fiskus harus memutuskan 

menurut ketcntaun perundang-undangan yang berlaku. Yang mana sebenamya keputusan 

dapat diambil oleh fiskus tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari Pihak Wajib 

Pajak (tanpa Wajib Pajak mengajukan penmohonan keberatan) apabila apa yang 

dite1apkan oleh flskus dalam pemeriksaan tidak terbukti. Oleh karena itu seringkali 

dikatakan bnhwa hubungan hukum dalam Hukum Pajak mencmpatkan para pihaknya 

daJarn posisi yang sederajad.63 

2.3.4 Penofsiran dalam Hukum dan Penafsiran Undang-Undang Pajak 

Penggunaan bahasa dalam perundang-undangan adalah unik untuk zamanya, 

karen(! dalam sejarah, tidak selalu dijumpai penggunaan ragam bahasa yang sama dengan 

yang dipakai sekarang ini, Ragam bahasa perundang-undangan mempunyai ciri. sendiri 

yang khas, yaitu untuk menggunakan bahasa secura rasiona\. Ad pun ciri-ciri utama dalam 

penggunaan bahasa dalam penmdang-undangan adalah: (1) Bebas dari emosi, (2) Tanpa 

perasaan dan (3) Datar sepcrti rumusan matematik (Radbruch,196l :44)64 

Dalam penggunaan bahasa dalam perundaug-uodangau ada 2 (dua) fungsi 

yaitu :65 

a, Sebagai sarana komunikasi, maim bahasa perundang-undangan harus dapat 

mengantarkan pikiran dan kehendak dari pembuat undang-undang kepada rakyat 

~; Ibid b::ll 7-8 
Gl Sa!jiplo Rahardjfi, Ilnm Hukum, op.ci!, haL87 
H ibid, hal 87-89 
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Menumt pendapat Fuller menyaratkan agar hukum itu dirumuskan dalam bahasa 

yang bisa Wmengerti rakyat. Tetapi dalam perkembangan sekarang ini tampaknya 

tidak mudah mcmenuhi persyaratan tersebut. 

b. Sebagi bahasa dengan ragam teknik, bahasa perundang-undangan sebagai sarana 

komunikasi di antara para ahli huknm. Dengan merumuskan istilah-istilah sebaik­

baiknya dan setepat-tepatnya untuk memenuhi kebutuhan akan tuntutan kerja ahli 

hukum itu, istilah-istilah tersebut rnerupakan konsensus ahli hukum. Dengan 

demikian apa yang rlirasakan sebagai sesuatu yang memusingkan pada orang 

kebanyakan.di kalangan ahli huknm justru merupakan sarana komunikasi yang 

dibutuhkan. Oleh karena jtu untuk dapat memasuki dunia ihnu (para ahli) huknm, 

orang perlu memahirkan diri terlebih dahulu dalam ragam bahasa yang dipakai para 

ahli hukum. 

Oleh karena itu untok dapat mengerti babasa di dalam perundang-undangan 

dibperlukan penafsiran atau interprestasi peraturan perondang-undangan. Menurut R. 

Soeroso penafslran atau interprestasi peraturan perundang-undangan adalah " mencari 

dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-llildang sesuai 

dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undan~(.66 

Untuk pegangan daJam penafsiran bahasa perundang-undangan menurut Prof. Dr. 

J.H.A. Logemann adalah sebagai berikut :67 

''Tiap tafsiran adalah tafuiran yang dibatasi oleh kahendak pembuat undang­
undang. Oleh sebab itu maka ornag tidak boleh mempergunakan tafsiran 
sewenang-wenang untuk kaidalt yang mengikat; hanya penafsiran yang sesuai 
dengan maksud pembuat undang-undang adalah penafsiran yang benar. Pembuat 
undang-undang selalu berpegang teguh pada keadlian. Maka tujuan setiap 
penafsiran adalab untuk mcndapatkan suatu putusan yang sedapat-dapatnya harus 
sesuai dengan 1'asa keadi!an. Maka menjadi kewajiban baik bagi sesorang. suatu 
administrasi, maupun hakim, untuk tunduk kepada maksud pembuat undang­
undang. Dan apakah maksud dari pembuat undang-undang ? Yang menjadi 
maksud pembuat undang-undang ialah segala sesuatu yang berdasarkan 
penafsiran yang baik, dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dapat dinyatakan 
menjadi kehendak pembuat undang¥undang", 

tJs R. Socroso, op.c!t, bal97 
4' R. Sa!t!QSO Brotodihardjo, op.cit, hal, I 60 
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Penafisran penmdang-undangan terdiri dari berbagai macam antara Jain adalah 

sebagai berikut :65 

a. Penafsiran mcnurut ilmu tata bahasa 

Bahasa adalah satu-satunya alat yang jitu untuk menghubungakan manusia sa!u 

dengan manusia tainnya, Bahasa sebagai satu-satunya alat untuk menyatakan 

kehendak sesorang dan rnenjadi ikatan yang sangat penting dalam masyarak:at. 

Sususnan bahasa yang teratur seperli yang (erdapat dalam keseluruhan hukum, 

perumusan, pertimbangan-pertimbangan tentang hukum itulah yang menjarnin 

kelancaran terlaksananya tata tertib htlkum. Ih:lah sebabnya maka penafsiran ini 

diiakukan berdasarkan bunyi kata-kata dalam kaidah-kaidah hukum yang 

merupakan perumusan-pernmusan. Sebab dalam kata-kata itu tersimpulkan 

kehendak pembuat undang-undang yang seyogyanya selalu menyatal:an mak.sudnya 

dengan jelas, dengan kata-kata yang singkat tetapi tepat, sehingga tidak ditafuirkan 

secara berlain lainan sebab dalam hal sebaliknya maka oleh hakim haruslah dicari 

kata-kata itu dalam hubungan yang 1ogis dalam kalirnat menurut ilmu bahasa. 

b. Penafsiran menurut sejarah terjadinya hukum 

Penafsiran meliputi jangka waktu yang yang lebih jauh ke zaman yang Ielah larnpau 

hal ini didasarkan bahwa hukum sudah tenlu mengenal kontiunltas, mempunyai 

sejarah. Peraturan dalam perundang-undangan bukanlah hanya merupakan 

sebagian sebagian dari suatu sistem yang berdiri sejajar yang satu dengan yang 

lalnnya dan yang berlaku dalam waktu yang sam a, melainkan pula merupakan suatu 

mata rantai yang terdiri dari peraturan-peraturan yang tidak bersamaan waktunya. 

Maka dari itu, diarallkar perhatiannya kepada penyelidikar dan pertumbuhan 

hukmn menurut sejarah. Penafsiran menurut sejarah terjadinya hukum lni 

menyelidiki asal mula suatu peraturan dari suatu sistem hukum yang dulu pemah 

bedaku atau asal~usul suatu peraturan dari suatu sistem hukum lain yang sekarang 

111asih berlaku. 

c. Penafsiran menurut terjadL1ya undang-undang 

Penafsiran ini merupakan suatu cara yang sangat sempit karena hanya menengok 

kembali ke belakang hingga pada saat terjadinya undang~undang., dengan cara 
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membahas tentang memori-memori penjelasan, laporan~Japoran mengenai 

perdebatan-perdebatan yang dilakukan dalam parlemen saat pembabasan undang­

undang tersebut, jawaban-jawaban pemerintah, surat menyurat antar menteri 

dengan kornisi yang bersangkutan dalam patlemen dan mosi-mosi, dan lain 

sebagainya. Penyelidikan sejarab terjadinya undang-undang ini sangat penting pada 

khususnya untuk menetapkan keadaan hukum menrurut garnbaran yang ada pada 

pembuatan undang~undang pada saat pembuatannya, tujuan~tujuan apa yang 

dimaksudkan, dan mengapa maka dikehendaki demikian dan pada un111mnya untuk 

mengetabui apa arti istilab-istilab yang dipergunakan.oleh pembuat undang-undang 

tersebut. 

d. Penafsiran secara sistimatika 

Penafsiran ini dilakukan menurut si.stem yang terdapat dalam hukum. Suatu cara 

yang berdasarkan kenyataan, bahwa undang~undang meruapakan suatu sistem, 

bahwa kaidah-kaidahnya mempunyai hubungan satu sama lain yang logis) dan 

bahwa undang-undang ilu sendiri mempunyai hubungan yang erat dengan yang 

lain-lain sehingga seluruh perundang-undangan merupakan suatu sistem pula. 

e. Penafsimn seca.ra sosiologis 

Penafsiran yang didasarkan sya.rat-syamt dalam kehidupan masyarakat. Aiasannya 

adalah karena peristiwa-peristiwa dan kenyataan-kenyataan turut serta dalam 

menentukan huk:um; sebalilmya hukum-pun mempunyai fungsi dalam rnasyarakat. 

Menurut Prof. Scholten bahwa penafsiran scmacam ini membuka kemungkinan 

bahwa seorang hakim akan bertindak sewenang~wenang. Maka dianjurkan untuk 

memberi batas~batas tcrtemu dalam mempergunakan cara lni. Penafsiran lni 

hendaknya digunakan dalam batas-batas sistem huk:um saja. Bahwa sudah menjadi 

tugas dari pembuat undang-undang untuk mengubab kaidab-kaidah hukum 

sedemikian rupa1 sehingga sesuai dengan keadaan masyarakat. 

Hukum adalah gejala sosial dalam masyarakat, maka setiap peraturan hukum 

mempunyai suatu tujuan sosial, yaitu membawa jaminan hukum kepada anggota 

masyarakat dalam pergaulan satu sama lain. Dan tujuan sosial dari suatu peraturan 

penmdang·undangan tidal< selalu dapat diketahui dalarn kata-katnya, dan sudab 

seharusnya hakim untuk mencarinya. 
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f Penafsiran menurut analogi (kiasan) 

Menurut Prof Scholeten, bahwa penafsiran ini sama sekali tidak berbeda dengan 

penafsiran secara ekstensif (luas) yaitu keduanya mencari penyelesaian dengan 

menetapkan terlebih dahulu rasio suatu peraturan huku.m, dan barulah 

memperlakukan pokok a.<as yang merupakan intisarinya terhadap suatu perkara 

barn. Cara penafsiran menurut kiasan ini menyatakan berlakunya suatu kaidah 

hukum atau suatu perkara, yang sebctulnya tidak diliputi oleh kaideb itu, da.'l berada 

di lauamya. Dengan cara dimulai dengan mernasukkan suatu aturan ke daJam aturan 

umu (yang tidak ditulis dengan nyata-nyata dalam undang-undang), dan dari 

peraturan umum itu dilarik lagi kesimpulannya, hingga sampai lagi akhinaya pada 

perkara yang khusus. Pad a hukum Perdata penafsiran analogi sering diperguoakan 

berhub<lllg denghan sifatnya yang urnum hanya mengatur saja, dan tidak mernaksa, 

berhubung pula dengan adnya ketentuan bahwa bakim dilarang menolak untuk 

memberikan keputusan dalam sualu peradilan, demgan alasan bahwa undang~ 

1.mdang tidak memuat sesuatu mengenai perkara yang diajukan dihadapanya untuk 

diadili. Sedangkan dalam Hukum Pidana dilarang menggunakan penafsiran analogi 

ini. Hal ini tlijelaskan dalam Pasal 1 Kitap Undang-Undang Huknm Pidana yang 

menyatakan bahwa lldak ada suatu perbuatan yang boleh dihuknm, melainkan alas 

kekuatan aturan-aturan pidana dalam undang-tmdang ketika perbuatan itu diJakukan, 

atau berlaku asast'tiada hukumam tanpa aturnn pidana terlebih dahulu." Dasar 

pernikiran pembuat undang-undang adalab untak menghindarkan keputusan 

sewenag-wenang dari hakim (pidana). 

g. Penemuan Hukum 

Segala cara termasuk cara·cara penafsiran untuk: menentukan mana yang 

merupakan hukum1 mana yang tidak. Jadi sistem 1m lebih luas dari pada 

menafsirkan saja, sebab juga harus menambah atau mengisi kekosongan­

kekosongan yang ada di da!am perundang-undangan, sering pula harus 

menggunakan dalil-dalil huknm ada!. Bilarna terhadap sualu perkara, sekalipun 

sudah didayaupayakan dengan segala cara penafsiran dan tidak juga ditemukan 
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peraturan-peraturannya dalam undang-undang, bahkan tidak ada juga dalam hukum 

adat, maka hakim harus menggunakan suatu datil yang harus dibikinya sendiri 

andakata hakim tersebut menjadi pembuat undang-undang. 

h. Penafsir.m Undang-Undang Pajak 

Cara-cara penafsiran hukum juga dipergunakan dalam penaJSiran dalam hukum 

pajak Banyak anggapan bahwa pajak sebagai beban semata-mata bagi para 

i11dividU: yang terkena. yang merupakan suatu pengunmgan atas kebebasan 

mempergunakan haknya masing-masing. sudah barang tentu tidak setuju dengan 

memper~nakan cara-cara penafsiran yang akan menga:kibatkan kurang baik 

baginya. Pemerintah daJam hal ini aparat pajak, terhadap peraturan-peraturan pajak 

sudah pasti akan menggunakan segala cara penafsiran yang diperkenankan. Oleh 

karena itu ada bebrapa penafuiran di dalam hukum pajak, yaitu; 

I. Analogi 

Ban yak sarjana berpendapat bahwa penafsiran analogi ini tidak dipergtmakan 

bagi perundang-undangan pajak. Dengan pertimbangan sebagai berikut ; 

karena dengan dipergunaka.nnya penafsiran menurut analogi, maka kaidah 

yang tersimpul dalam aturan umum yang tidak dirtulis dengan nyata-nyata 

dalam undang-undangnya. in casu pajak) diberlakukan untuk peraturan khusus 

dalam undang-undang pajak. Jadi hal yang dipergWlakan sebagai analogi di 

luar undang-undang. Dan ini dengan tegas telah diatur dalam Undang Undang 

Dasar 1945, Pasal 23A bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat 

memaksa untuk keperiuan negara diatur dengan undang-undang." Dasar 

pemikiran dari aturan ini adalah untuk menghindarkan rakyat dari perlakuan 

semena-mena oleh fiskus. Penafsiran menurut analogi yang mengakibatkan 

dirugikanya para Wajib Pajak dapat diartikan tidak sesuai dengan dasar 

pikiran tersebut di atas karena suatu pajak dalam hal ini dikenakan bukan 

karena kekuatan atau atas kuasa undang-undang melainkan menurut pendapat 

subyektif duri aparatur pajak (fiskus) 

Menumt Prof Adriani dalam hat penafsiran analogi ini, merupakan penganjur 

asal "oportunitas ", Cara penafsiran ini kadang-kadan,g tidak boleh 

dipergunakan, kadang-kadang dapat dianjurkan terhadap suatu pcrsoalan. satu 
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sama lain tergantung dari masalah masing-masing. Jika seandainya memang 

telah dltetaj>kan rnenurut suatu cara interprestasi~ faktor-faktor apa yang telah 

menirnbulkan suatu kewajiban membayar paj~ jadi bila untuk sesuatu telah 

diketemukan Tatsbestand~nya , maka telah tercapailah suatu batas-batas yang 

tidak dapat dilewati Jagi dengan suatu cara penafsiran lainnya. Tetapi 

sebaliknya, jika tomyata bahwa terdapat keadan-keadaan tertentu yang 

tcrnyata, undang-undang tidak mengatuf dengan nyata-nyata, maka demikian 

menurut Prof Aclriani menyatakan ttdaldah terdapat suatu kebenaran 1.tntuk 

mencari kaidah umumnya dahulu, dan s.eterusnya mempergunakan penafsiran 

menumt analogi itu. 

2. Penafsiran Otentik 

Pembuat undang-undang memaksakan tasfiran mengenai arti istilah yang 

dipergunakan di dalam undang-tmdang atau peraturan-peraturan lain yang 

dibuatnya. Maka tatsiran resmi ini hanya boleh dibuat oleh pembuat undang­

unrlang saja bahkan hakim dilarang membuatnya, sehab pada asasnya tafsiran 

yang dibuat pada umurnnya hanya berlakn bagi pihak-pihak yang 

bersangkutan saja: dan secara teoritis menteri pun tidak dapat pula memberi 

tafsiran otentik dalarn surat edaranya (walaupun dalam prakteknya surat 

edaran menteri mcmpunyai kekuatan yang sama dengan suatu peraturan 

hakim). Cara penafsiran otentik yang mengusahakan agar dapat te~elma 

jaminan hukum dalam hal penafsiran, yang dalam kebanyakan hal tetap 

merupakan suatu yang samar-samar karena umurnnya harus sering diadakan 

pertirnbanganwpertimbangan berat mengenai berbagai faktor yang mernpakan 

persoalannya. 

3. Penafsiran secant ketat 

Di beberapa negara dianut pendirian tentang penafsiran ketat ini. Bahwa 

undang-undang pajak harus diberlakukan semata-mata dengan penafsiran 

ketat, yang dalam prakteknya lcbih sempit lagi dapi pada penafsiran menurut 

bunyi kata suatu peraturan. Dengan cara ini yang dapat dikenakan pajak 

hanyalah perbuatan-perbuatan hukum yang dengan nyata disebutkan dalam 

undang-undangnya. daiam miu bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang 
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sejenis dengan itu, atau hanya menyerupai yang nyata~nyata disebutkan tidak 

dapal dikenakan pajak. 

4. Ajaran perndilan 

Pendirian yurisprudensi mengenai pahamnya bahwa penafsiran menurut 

analogi tidak diperbolehkan untuk dipergunakan dalarn undang-undang pajak. 

2.3.5 Hukum dan Keadilan 

Kalau meninjua defmisi hukum yang dikemukakan oleh Prof Subekti, SH, bahwa 

hukum itu rnengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran 

dan kebahagiaan rakyatnya, dimana pengabdian tersebut dilakukan dengan cara 

menyelenggarakan "keadilan" dan "ketertiban ... Keadilan adalah berasal dari Tuhan Yang 

Maha Esa dan setiap orang diberikan kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan 

merasakan keadaan adil Dan segala apa yang ada di dunia ini sudah semestinya 

rnenimbu!kan keadilan pada manusia. 69 Berbagai teori keadilan dari beberapa fllusuf 

!intara lain : 

a. Pendapat Plato tentang kead1lart clapat dilihat bahwa aturan negara yang adil dapat 

dipelajari dati aturan yang lain aturan yang baik dari jiwa, Jiwa manusia terdiri dari 

tiga bagian. pikiran (logistikon), perasaan dan nafsu, baik psikis maupun jasmani 

(epitlwmelikon}. dan bagian rasa baik dan jahat (thumoeides). Jiwa teratur secara 

haik bila diciptakan suatu kesatuan yang harmonis antara ketiga bagian tersebut. Ini 

l.!Ijadi hila perasaan dan nafsu~nafsu dikendalikan dan ditundukan pada akal budi 

melalui rasa baik dan jahal. Maka keadilan (dikaiousune) terlelak dalam batas yang 

se1mbang antara ketiga bagian jiwa, sesuai wujudnya masing-masing. Seperti daiam 

jiwa manusia, demikian juga dalam negara, negara harus diatur secara seimbang 

menumt bagian~bagiannyat supaya adil. Dalam masyarakat terdapat kias:wldas yang 

nempunyai kebijaksanaan (.sofia), , berdasarkan pengetahuan tentang edios yaitu 

kelas filusuf, juga ketas-kelas atas membetukan pemerintahan. Kelas kedua adalah 

orang~orang yang memiliki keberanian (andrfa), kelas tentara. Mereka bersama 

kalangan atas mclayani kepentinga.'l ncgara. Dan disamping ke1as-kelas yang ada 

terdapat kelas petani, para tukang (soophrousune), yakni pengendalian diri, 

<>'' R- Soeroso, op.cit, bal 57 
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Keadilan berati bahwa setiap golongan berbuat apa yang sesuai dengan tempat atau 

tuga.snya.70 

Pendapat Plato tcrsebut merupakan pemyataan kelas, maka keadilan Platonis berati 

bahwa para anggota masyarakat harus mengerjakan pekerjaan masing-masing dan 

tidak boleh mencampuri urusan anggota kelas lain. Pernbuat nndang-undang barus 

menempa:tkan dengan jelas posisi setiap kelompok di mana dan situasi apa yang 

cocok bagi sesorang. Jarli keadilan menurut Plato sangat terkait dengan peran dan 

fungsi individu dalam masyarakat. Idealismc keadilan akan tercapai bila dalam 

kehidupan semua unsur masyarakat berupa inilividu dapat mt!nempatkan dirinya 

pad a proporsi masing-masing dan bertanggung jawab penuh lerhadap tugas yang 

diemban, selanjutnya tidak dapat mencampuri urusan kelas yang lain. Keadilan 

hanya akan terwujud manakala manusia menyadari .status sosial dan tugasnya 

sebagai delegasi kelornpoknya sendiri.7L 

b. Menurut Aristoteles bahwa hukum harus ditaati demi menciptakan keadilan, 

keadilan sebagai keutamaan umum (yaitu ketaatan pada hukum alam dan hukum 

positif) terdapat juga keadilan sebagai keutarnaan moral khusus, yang menentukan 

sikap manusia pada bidang tertentu. Sebagai keutamaan khusus keadilan ditandai 

oleh sifat-sifat berikut :72 

hal. 23 

keadilan menentukan bagaimanakah hubungan yang baik antara orang yang 

satu dengan yang lain; 

keadilan bcrada di tengah dua ekstrem, yaitu diusahakan supaya dalam 

mengejar kountungan terciptalah keseimbangan antara dna pihak jangan ada 

orang mengutamakan pihaknya sendiri dan jangan juga mengutamakan pihak 

Jain; 

untuk rnenentukan dimanakah letak keseimbangan yang tepa! antara orang­

orang digunakan ukuran kesamaan ini dihitung secara asimetris atau 

gcome1ris_ 

u Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Linto:san Sejacab, ((yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982), 

11 Abdul Ghofur Anshori, op.cit, hal47 
12 Thco Huijbcrs, loc, cit, hal. 29' 
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Menurut AristoteJes, keadilan yang mengatur hubungan dengan sesama manusia 

me!iputi beberapa bldang :73 

l. Terdapat keadi!an mengenai pembagian jabatan-jabatan dan barta benda 

pub!ik. Pembagian ini barus sesuai dengan bakat dan keadaan orang dalam 

negara dan betlaku kesamaan geometris. Prinsip ini dirumuskan sebagai 

berikut : "kepada yang sama penting diberikan yang sama, kepada yang tidak 

~am a , diberikan yang tidak sama." 

2. Keadilan dalam transaksi jua! bell. Dalam kontrak jua! be!i barga barang 

tergantung dari kedudukan resmi kedua pihak : Secara konkrit, barga barang 

berbo.nding terl{alik dengan posisi kedua orang dalam masyarakat 

3. Keadilan dala.rn. hukum pidana diukur secara geometris juga. Kalau seorang 

dipuko! oleh orang yang berkedudukan tinggi hal tersebut tidak 

mengakibatkan apapun, tetapi scbaliknya orang yang mempunyai kedudukan 

rendah memukul orang yang berkedudukan tinggi~ maka orang tersebut harus 

dihukum sesuai dengan kedudukan yang di.rudikan. Aristoteles tidak 

menerima ius talionis, yang dipraktekkan dalarn kebudayyan kwlo, yakni hak 

untuk membalas setlmpal, rnata deml mata, gigi demi gigi. 

4. Terdapat kcadilan juga dalam bidang privat yaitu dalam hukom kontrak dan 

dalam delik privat. Kesamaan yang dituju dalam bidang ini adalah kesamaan 

asimetris. KalaH orang rnencwi harus dihukum sesuai dengan apa yang terjadi 

dengan tidak mengindahkan kedua belah pihak. 

5. Terdapat semacam keadilan juga dalam penafsiran hukum dimana hukum 

diterapkan pada perkara-perkara yang konkret. Mernang benar bahwa undang­

undang selalu bersifat urnwn, sehingga tidak: pernah dapat meliputi semua 

persoalan yang konkret Oleh karena itu Aristoteles menghendaki agar 

seorang hakim yang mengamhit tindakan in concreto hendakn.ya dia 

mengambil tindakan seakan-akan menyaksikan sendiri peristiwa-peristiwa 

konkret yang dildili. 

Dari apa yang disampaikan Aristoteles tersebut diatas keadilan dapat dibedakan 

menjadi dua macam! yaitu : 

13 Ibid, lml30~3l 
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1. Keadilan distributif a tau justitia distributiva 

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang 

didasarkan pada jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. 

Keadilan distributif berperan dalam hubungan masyarakat dengan 

perseorangan, 

2. Keadilan Kumul1\tif at au justitia cummulativa. 

Keadilan kumuiatif ialah suatu keadilan yang diterim.a masing-masing anggota 

tanpa mempedt1llkan jasa masing-rnasing. Keadilan kumulatif berpenm pada 

tukar menukar. Anatara barang yang ditukar hendaknya sa:ma banyaknya dan 

nilainya dan keadilan ini lebih menguasai hubungaf! antar perorangan. 

Aritoles mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda 

tertentu. Keadilan ideal dalam pandang nya adalah ketika semua unsur masyarakat 

mendapat bagian yang sarna dari semua benda yang ada di alam manusia dipandang 

sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang.74 

c. Pendapatan Thomas Aquinas, keutamaan yang disebut keadilan adalah menentukan 

bagaimana hubungan irang dengan orang lain da/ iustum, mengenai apa yang 

sepatutntnya bagi orang lain menurut sesuatu kesarnaan proposional (aliquad opis 

adaquatum alteri secundum aliquen qualitatis modum). Keadi!an dibedakan antara 

lain :75 

J. Keadilan distributif menyangkut hal-hal umum, seperti jabatan, pajak, dan 

sebagainya. Hal-hal ini dibagi menurut kesamaan; 

2. Keadilan Tukar menukar menyangkut barang yang ditukar antar pribadi 

seperti jua! be!i. Diukur dengan asimetris, Tentang keadilun ba!as dendam 

tidak dibicarakan secara eksplisit. 

3. Keadlian legal menyangkut keseluruhan hukum sehingga dapat dikatakan 

bahwa kedua kcadilan tadi terkandung dalarn keadilan legal ini. Keadi!an ini 

menuntut supaya orang tunduk pada semua undang-undang yang menyatakan 

kcpentingan umum. Oleh karena itu mentaati hukum adalah sama dengan 

1
' Abdul Gbofur Anshori, Ioc, ell, haL 43 

11 Theo Heufjbers, tcc.cit, bal. 40-41 
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bersikap baik. Dalam segala hal maka keadilan legal diterima sebagai keadilan 

umum 

d. Hukum Islam. 

Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan harmonis antara hukum dengan 

moralitas. Islam tidak bertujuan menghancurkan kebebasan individu, namun 

mengontrol kebebasan demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang tcrdir:i 

dari individu itu sendiri. Menurut Basyir(1984:27-31) tujuan hukum Islam :76 

1. Pendirukan pribadi, dimaksudkan untuk menjadikan individu sebagai 

manusia yang berguna bagi dirinya sendiri dan masya.rnkat. 

2. Menegakkan keadilan, keadilan yang harus ditegakkau keadilan pribadi, 

keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan dunia. Kearulan pribadi 

diartikan bahwa setiap individu wajib untuk dapat memenuhi standar 

kebutuhan pribadi baik yang menyangkut hak jasmani maupun ruhaniah. 

KeadiJan hukum bahwa setlap individu mernpunyai kedudukan yang sama 

dibadapan lmkum. Sedangkan keadilan sosial adalah individu sebagai 

anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi 

secara seimhang. Keadilan dunia merupakan keadilan dalam hubungan 

antar negara, yang didasarkan pada prinsip kebersamaan dan kesamaan 

hak dan kewajiban. 

3. Mernelihara kebaikan hidup, hukum Islam mewujudkan kebaikan hidup 

yang hakiki, semua kepentingan hidup manusia dipcrhatikan.kepentingan 

hidup hidup manusia ini meliputi sebagai berikut kepentingan esensial 

sepertt kepentingan agama. kepentingan memelibara jiwa, kepentingan 

memelihara harta, kepentingan memelihara akal. kepenttngan meme1ihara 

keturunan. Kepentingan tidak esensial tetapi dibutuhkan manusia untuk 

menghindar[ masaqqat seperti diperbolehkan melak:ukan perceraian 

karena perkawjnan tidak harrnonis sedangkan kepentingan pelengkap 

apabila tidak terpenuhi tidak menimbulkan mudharat bagi kehidupan 

manusia sepet1i mengadak.·m walimah perkawinan. 

76 Abdul Ghofur Anshori, loc, cit, haL 66-67 
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e. Menurut Hans Kellsen bahwa memb~baskan konsep hukum dengan ide keadilan 

cukup sulit karena secara terus menerus dicampur adukan secara politis terkait 

tendensi ideologis untnk membuat hukum sebagai suatu keadilan.Jika hukum dan 

keadilan identik, jika hanya aturan hukum yang adil yang disebut sehagai hukum, 

mak suatu tata aturan sosial yang disebut hukum adalah adil, yang beratrt 

justifikasi moral. Hal ini merupakan tendensi politik bukan ilmu pengetahuan. 

Apabila terdapat suatu pertanyaan apakah Sllli!U hukum itu adil atau tidak. Maka the 

pure theory of law akan dapat me1'U awab bahwa tata aturnn tersebut mengatur 

prilaku manusia yang berlaku hagi semua orang dan semua orang menernukan 

kegembiraan didalamnya. maka keadilan sosial adalah kebahagiaan sosial. Danjika 

keadilan dimaknai dengan kebahagian sosial~ mak:a kebahagiam sosial ak:an tercapai 

apabila kebutuhan individu terpenuhi. Tata aturan yang adil adalah yang dapat 

menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut. Namun seringkali tidak dapat diliindari 

bahwa keinginan seseorang atas kebahagian dapat bertentangan dengan keinginan 

orang loin. Maka yang disebut keadilan adaiah pemenuhan kepentingan individu 

pacta tingkat tertentu. Jadi keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan 

sebayak-banyaknya orang. Dlmana batasan tingkat pemenuhan kepentingan 

lersebut, ini tidak dapat dijawab secara rasionaltetapi hanya pembenaran suatu nilai 

(a judgment of value) yang ditentukan oleh faktor emosional dan tunduk pada 

karak'ter subyektif sehingga bersifat relatif. Suatu sistem nilai yang positif tidak 

diciptakan secara individu tetapi sclalu rnerupakan hasil mernpengaruhi setiap 

individui dalam suatu kelompok, Setlap suatu produk moral dan ide kadilan adalah 

hasil dari suatu mayarakat yang berbeda-beda. Fakta terdapat nilai~nilai secara 

umum diterirna yang diterima olch suatu masyarakat tertentu yang tidak 

bertentangan dengan karakter subyektif dan relatif dari pemhenaran nilai. Kreteria 

keadilan seperti halnya kebenaran nilail tidak terganfung pada frekuensi dibuatnya 

pembenaran. Karena manusaia terbagi menjadi banyak bangsa, kelas, agama, 

profcsi dan sebagainya yang berbeda-beda, maka akan banyak ide keadihm yang 

bverbeda-beda pula. Terlaulu banyak untuk menyebut salah sayu sebagai keadilan. 

Jadi pada dasamya keadilan diluar ratio karena itu bagaimanapun pentingnya bagi 

tindakan manusia tetap bukan subyek pcngetahuan. Bagi pengetahuan rasional yang 
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ada dalam masatarakat yang ada hanya-lah kepentingan dan konflik kepenlingan. 

Solusi yang dapat diberikan oleh tata aturan yang memenuhi satu kepentingan atau 

pengorbanan kepentingan lain, atau membuat suatu kompromi antara kepentingan 

yang bertenatnagan. Diantara dua pilihan tersebut mana yang disebut adil tidak 

dapat ditentukan oleh pengetahuan secaro rasional. Penge!ahuan tersebut hanya 

dapat muncul berdasaJkan suatu hukum positif berupa undang-undang yang 

ditentukan obyektif. Tata autran ini merupakan hukum positif. Teori ini disebut the 

pure theory of law yang memprentasikan hukwn sebagiamana adanya tanpa 

mempertahankan dengan menyebutnya adil, atau menolakuya menyebut tidak adil. 

Teori ini mencar! hukum yang riil dan mungkin bukan hukwn yang benar. Da.Tt 

keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas adalah adil jika suatu aturan diterapkan 

pada semua kasus djmana menurut isinya rnemang aturan tersebut diaplikasikan. 

Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada sam kasus tetapi tidak 

Citerapkan pada kasus hUn yang sarna. Keadilan legalitas adalah suatu kualitas 

yang tldak berhubunagan isi tata aturan posili( tetapi pelaksanaanya. Menurut 

Jegalitas, pernya.ta.an bahwa tindakan individu adil atau tidak adil, berarti legal atau 

ilegal yaltu tindakan tersebut sesuai alau tidak dengan norma hukum yang valid 

untuk mcnilai sebagai bagian dari tat hukum positif. Hanya dalarn makua legalitas 

inilflh lkedilan dapat masuk dalam hukum.11 

f. I!.L.A. Hart dalarn bukunya "'l1w Concept of Law" bahwa kaidah-kaidah hukum 

dibagi dua, yaitu kaidah primer menentukan kelakuan subyek-subyek hukum 

dengan menyatakan apa yang hams dilakukan, apa yang dilanmg. Dan kaidab­

kaidah skunder kaidah ini memastikan syarat-syarat bagi berlakunya kaidah-kaidah 

primer dan dengan demikian menampakkan sifat yuridis kaidah~kaidah itu. Dan ini 

disebut dengan "petunjuk pengenal" (rules of recognition). Disarnping itu mereka 

memast.ikan syarat bagi perubahan kaidah-kaidah itu (rule of change) dan bagi 

clipecahkannya konflik dnlnm rnngka kaidah-kaidah itu (rules of adjudication). Dan 

n Jimly Asshiddiqi.e dan M. Ali S-afaat, Teori Hnas Kelsen Tenlang; Hukum,. ( Jakar1a: l:'T. Syamil 
Cipta Media, 2006), haU )w23 
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tentang soal isi hukum atau materi hukum harus diturunkan dari prinsip-pronsip 

moral, seperti prinsip kesamaan hak-hak semua orang. 78 

g. John Raw! dalam bukunya yang terkenal "A Theory of Justice" menyatakan 

keadilan adalah kebajikan utarna dalam institusi sosial. Prinsip-prinsip pertama 

keadilan itu bertolak dari suatu konsep keadilan umum. Pertama, kebebasan 

ditempatkan sejajar dengan nilai-nilai lainnya, dan dengan- itu juga kinsep umum 

keadilan tidak membelikan tempat istimewa terbadap kebebasan. Kedua, keadilan 

tidak selalu bera1ii semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah 

yang samal keadilan tidak selalu berarti semua orang harus diberlakukan secara 

sama tanpa memperhatika.!l perbcrlaan-perbedaan penting yang secara obyektif ada 

pada setiap individ, ketidaksarnaan dalam distribusi nilai -nilai sosial selalu dapat 

dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa rnanfaat 

bagi semua orang. Rawls memberikan tempat dan menghargai hak setiap orang 

untuk menikmati hidup layak sebagai manusia, termasuk mereka yang kurang 

beruntung. 79 

Menurt Rawls, kekuatan dalam keadilan dalam arti "Fairnes" terletak pada 

tuntutan ketidak saman dibenarkan sejauh memberikan keuntungan bagi semua 

pihak dan sekaligus membcrikan kebcbasan. Untuk terjaminnya efektifitas dari 

kedua prinsip keadilan itu, Rawls menegaskan bahwa keduanya harus diatur dalam 

sualu tatanan yang disebut serial order. Dengan penegasan bahwa hak-hak serta 

kebebasan-kcbebasan ___ dasar tidak dapat ditukar dengan keuntungan sosial dan 

ekonomis. Ini berarti prinsip keadilan yang kedua hanya bisa mendapatkan tempat 

dan diterapkan apabila prinsip keadilan yang pertama telah dipenuhi. Artinya 

penerapan dan pelaksanaan prinsip keadilan yang kedua tidak boleh bertentangan 

dengan prinsip keadilan yang pertama. Dengan demikian hak-hak dan kebebasan­

kebebasan dasar dalam konsep keadilan memiliki prioritas utama atas keuntungan 

sosial dan ekonomis.80 

Beberapa rumusan ten tang keadilan adalah sebagai berikut : 

~~Thea Huijbers, op.cit, hal. 187-189 
19 John Rawls, Teori Keadilan (A Theory of Justice), Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru 

Prasctyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajnr, 2006), hlm. 3-4. 
8

'
1 Abdul Go fur Anshori, op.cit, hal49-51 
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a. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk 

memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (Justia est 

constans ex prepetua voluntas ius suum cuiqui lribuendi-Upianus) 

b. "Keadilan adalab suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar 

dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan nkuran tentang apa yang 

hale." (Aristoteles). Menurut Aristoteles, orang harus mengendalikan diri dari 

plcoxenia. yaitu memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dengan cara me.rebut 

apa yang merupakan kepunyaan orang lain atau menolak apa yang seharusnya 

diberikan kepada orang lain (Rawls, 1972:10). Aristoteles rnendekati rnasalab 

keadilan dari segi persamaan. Asas ini menghendaki. agar sumber daya di dani.1 

ini diberikan atas asas persrunaan kepada anggota-anggota masyarakat atau negara. 

Huh•rn hendaknya menjaga agar pembagian yang demikian senantiasa tetjarnin 

dan diHndungi dari perkosaan-perkosaan terhadapnya. Dalam hubungan ini, ia 

membedakan antara keadilan distributif dan korektif. Keadilan distributif 

mempersoalkan bagaimana negara atau masyarakat rnembagi-bagi sumber daya 

itu kepada orang-orang. Menurut Aristolteles, kedua-duanya mengikuti asas 

persamaan yang dikatakannya "Harus ada persamaan dalam bagian yang diterima 

olch orang-orang, oich karena resiko dari yang dibagi harus sama dengan resjko 

dari orang-orangnya; sebab apabila orang-orangnya tidak sama, malca disitu tidak 

akan ada bagian yang sama pula; maka apabila orang-orang yang sama tidak 

mencrima bagiun yang sama, atau orang-orang yang tidak sama menerima bagian 

yang s<1ma, timbullah sengketa dan pengaduan" (Bodenheimer, 1974: 180). 

c. "Keadilan adal<1h kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat 

apa yang rnerupakan bagiannya." (KeadilanJustinian). 

d. "setiap orang bcbas untuk menentukan apa yang akan diiakuk:annya~ asal ia tidak 

melanggar kebebasan yang sama dad orang lain."(Herbert Spencer) 

f. Roscoe Pound melibat koadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya 

kepada masyarakat. Ia melihat. bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa 

pemuasan kebl!tuhan manusia sebanyak-banyak:nya dengan pengorbanan yang 

sekecil-kecilnya. Pound s.endiri mengatakan hahwa ia senang melihat. asemakin 

mcluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau 
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keinginan~keinginan rnanusia melalui pengendal!an sosial semakin meluas dan 

efeklifuya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha Wltuk menghapusk.an 

pemborosan yang terus menerus dan semakin efcktif dan menghindari 

perbcnturan antara manusia dalam menikmati sumber~sumber daya, singkatnya 

social engineering yang semakin efektif." (Pound, 1978:47). 

a. '"Tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi, (Nelson). 

b. "Norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam 

mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi 

kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat 

manuasia." (Jolm Salmond). 

c. "Keadilan buat saya adalah suatu tertih sosial tertentu yang di hawah 

lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. 

Menumt saya keadilan saya karenanya keadilan kemerdekaan, keadilan 

perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan to[eransi." (Hans Kelsen). 

d. Jolm Rawls mengkonsepkan keadilan sebagai fairness, yang mengandung asas­

asas, "bahwa orang~orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk 

mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu 

kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang 

fundmnental hagi mereka untuk metnasuki perhimpunan yang mereka 

kehendaki." (Raw!, 1971:11). 

2.3.6 Keadilan dalam Prespeklif Pajak 

Ada berbagai permasalahan dalam konsep keadilan dalam pemungutan pajak, 

menurut Howell H. Zee dalam bukunya "'Taxation and Equity" keadilan didefinisikan 

secara operasional, yang muncul dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

a. What are tlte different concepts of equaity and how are do they translate into 
different pri11ciples of taxation? 

b. 1Vhat are the alternative measures of income inequality a11d their implicatios 
for tax equity? 

c. H11at are the alternative theories of distributive justice and their implications 
for tax equity? 81 

e1 Howell H. Zee, Ta:caJion and Equity dalam Tax Policy Handbook, Edited By Pnrtasarathi Shome 
(IMF. 1995), him. 30. 
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Dari pertanya<m-pertanyaan tersebut, konsep keadilan dalam bidang perpajakan 

mengalan1i berbagai pennasalahan yaitu apakah perbedaan yang mendasar dalarn 

berbagai konsep keadilan dan bagaimana konsep tersebut diterjemahkan ke dalam 

prinsip-prinsip pemungutan pajak yang berbeda-beda. Apakah altematif yang dipakai 

uuruk mengukor adanya k.etidakadilan dalam penghasilan dan bagaimana implikasinya 

terhadap keadilan dalam pemungutan pajak. Bagairnana keadilan harus didistribusikan 

dan ifl1plikasinya terhadap keadilan da)am pemungutan pajak. 

Pennaslaban ini tembul karena penerapan asas equity, yang dapat dilakukan 

dengan dua pendekatan yaitu Benefit Received Principle dan The Abylity to Fay Principle 

yang menjadi alteroatif yang torus dikembangkan. Pengkajian konsep The Ability To Pay 

Principle tidak akan terlepas dari kajian Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. The 

Abylity to Pay Principle, mempunyai tiga altematifpenerapan yaitu :82 

a. Kemampuan yang d1mlliki pada suatu saat yang dtsebut kekaya~ apabiJa 
allematif ini dipilih pajak dipungut disebut pajak Kekayaan atau Nett Wealth 
Tax: 

b. Tambahan kemapuan yang didapat orang tersebut selama jangka wakru 
tcrtentu, misalkan selama satu tahun apabila altematifini dipilih maka disebut 
PPh (Pajak penghasilan) a tau Income Ta.x; 

c. Kemarnpuan yang benar~benar dipikul untuk membeli barang dan jasa untuk 
pemenuhan hidupnya apabila a!tematif ini yang dipakai, pajak itu disebut 
Pajak Konsumsi Pribadi ata:u Personal Consumtion Tax ataupun dapat disebut 
juga sebagairnana disarankan Nlcolas Kaldor sebagai Pajak Pengeluaran atau 
Expenditure Tax. 

Jadi pendekatan apapun yang digunakan untuk menentuak:an dasar pengenaan 

pajak berdasarkan pendekatan ability to pay, baik yang Co11sumtion/Expenditure base, 

Income base ataupun Wealth base barus sesuai asas keadilan dalam pemW1gutan pajak. 

Pemungutan Pajak Penghasilan harus sesuai dengan asas keadilan yang terdiri 

dari :&~ 

1. Keadilan Horisontal adalah suatu pemungutan pajak yang didasarkan bahwa Wajib 

Pajak yang berbeda dalam kondisi yang sama diper1akukan sama (equal treatment 

for the equals), pengertian sama (equal) adalah besarnya "seluruh tarnbahan 

kemampuan ekonomi netto. 

Ill Haula Rosidiana dan Rasin Tarigan, op. eit, Jmi 122-123 
llllbid, haL 124wl25 
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2. Keadilan VertJkat asas ini terpenuhi apabila wajib pajak yang mempunyai 

tambahan kernampuan ekonomis yang berbcda diperlakukan tidak sama., yaitu 

dengan penereap<m : 

a. Beban pajak bersifat progresif (semakin besar ability to pay sernakin besar 

beban pajak (tax burden) yang harus dipikul). 

b. Pembedaan tax burden didasarkan semata-mata psda tingkat abitity to pay, 

dan tida.k didasarkan pada s~ber penghasilan. 

Oleh karena i(u menumt Mansury dalam bukunya yang berjudul ''Pajak 

Penghasilan" Lanjutm1 berpendapat sesuai dengan Asas Keadilan, hams terpenuhi syarat 

keadilan horizontal dan syar.at keadiian vertikal sebagai b_erikut :84 

• Asas Keadilan Horizontal: 

1. Definisi : Penghasilan adalah semua tamhahan kemampuan ekonomis yaitu semua 

tambahan kemampuan yang dapat menguasai barang danjasa; 

2. Globality : semua tambahan kemampuan mempakan ukuran dari keseluruhan 

kemampuan membayar atau "globality ability to pay" haru."l diperhitungkan 

sebagai obyek pajak; 

3. Nett Income yang menjadi ability to pay, adalah jurnlah netto dikurangi semua 

biaya untuk mendapatkan, menaglh. dan memelihara penghasilan tersebut, sebab 

penerimaan yang diperoleh yang dipakai untuk mendapatkan penghasilan tidak 

dapat digunakau_ lagi untuk memenuhi kebutul1an wajib pajak, jadi biaya tersebut 

tidak dianggap sebagai tambahan ckonornis bagi waji.b pajak; 

4. Personal Exemption untuk wajib pajak orang pribadi suatu pengurangan untuk 

memelihara diri wajib pajak harus diperhitungkan (di Indonesia ilisebut 

Penghasilan Tidak Kena Pajak); 

5. EqUfli Treatment for Equal, jumlah selumb pengbasilan apabila jumlahnya sama 

tanpa membedakan jcnis-jenis penghasilan tanpa melihat sumber penghasilan. 

• Asns Keadilan Vertika! : 

1. Unequal treatment for Unequafs, yang mernbedakan besamya tarif adalah jurnlah 

seluruh penghasiian, apabila jmnlah pajaknya sama akan dikenakan pajak yang 

sarna pula; 

l~>~ R. Mnnsury, op.d!, haL l 1«12 
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2. Progression : jumlah penghasilan seorang wajib pajak lebih besar , maka harus 

membayar pajak yang lebih besar. 

Dismping dalam perhitunagan dalam penentuan jumlah pajak yang barns dibayar 

wajib pajak menllnlt hukum pajak barns dapat jaminan hukum yang parlu untuk 

m.enyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun warganya , maka sebarusnya 

tidak dilupakan hal-hal berikut ini :" 

1. Hak-hak fikus yang telah diberikan oleb pembuat undang-undang barns dapat 

dijamin dapat terlaksana dengan lancar, dalam praktek seringkali wajib pajak 

berusaha menghindar dari pengenaan pajak, maka berus diaJ:asi dengan 

penyempwnaan peraturan perundang-undangan. 

2. Wajib Pajak barns pula mendapatjaminari hukum agar tidak diperlakukan sewenag­

wewenag oleh fiskus. Segala sesuatu hams terang dn tegas, bukan saja mengenai 

kewajiban-kewajiban perpajakan, melainkan juga mengenai hak-hak wajib pajak; 

3. Jaminan harus dilindunginya rahasia-rahasia mengenai diti dan atau parusabaan­

parusal1aa!l wajib pajak. Rahasia W~ib Pajak ini meliputi segala hal yang 

diberitahnkan kepada aparat pajak seperti bnku-bnku, catatan, dan dokumen wajib 

pajak termasuk segala infunnasi untuk menetapkan jumlah pajak yang temtang 

harus dimhadiakan untuk kepentingan wajib pajak. 

2.4 Hukum dan Kepastian IIukum 

Kepastian hukum menumt Soedikno Mertokusumo mempakan salah satu syarat yang 

harus dipenuhi dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut :" 

"perlindungan yustiablel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti 
bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan 
tertentu.'' 

Kepastian Hukum secara historis merupakan tema yang muncul semenjak gagasan sejak 

gagasan tentang pemisahan kekuasaan. Yang dinyatakan Montesquieu, bahwa pamisahan 

kekuasaan, make tegas penciptaan undang-undang itu ditangen pembentuk undang­

undang sedangkan hakim (peraililan) hanya sebagai yang menyuarakan isi daripada 

undang-undang. Pada tahun 1764 Cesare Beccaria (Pemikir hukum !tali) dalam bukunya 

35 Santoso Brotodihardjo, op.cit, hal38 
86 E. Feman<lo M. Manu liang, Menggapai Huk:um Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan 

Atinomi Nilai, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hal. 92 
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De delilti e delle pene, yang menerapkan ide Monstequieu, baginya, seseorang dapat 

dilmkum jika tindakan itu telah diputuskan oleh legislatif sebelumnya dan o!eh sebab itu 

eksek:utif melakukan tindakan dan menghukum seseorang yang melanggar aturan yang 

telah ditetapkan legislatif~ yang disebut sebagai asas "nullum cn'men sine lege~' yang 

bertujuan memberikan perlindungan huk:um bagi setiap warga negara terhadap 

kesewenangan negara. 87 

Untuk rnemberikan perlindungan hul<um bagi setiap warga negara terhadap 

kesewenangan negara maka dengan demikian kepastian hukum rnerupakan sesuatu 

keadaan yang memerlukan suatu usaha d~n perjuanganj tidak otomatis ada., begitu 

diterbitkan undang-undang. Oleh karena itu kepastian hukum Jebih merupakan fenomena 

psi!tologi dan budaya dari pada huk:um." 

Menurut Gustav Radbruch ) bahwa hukum itu bertumpa pada tiga nialai dasar 

yaitu, kepastian. keadilan dan kemanfaatan. Ketiga ni1ai itu selalu mendasari kehidupan 

huk:um namun tidak beartl bahwa ketiga nllai tersebut berada dalam keadaan dan 

hubungan yang harmonis. Yang dapat dije!askan bahwa huk:um tidaklah seindah dan 

serapi seperti yang diyakini orang (terutama legalis). Karena kepastian selalu berpotensi 

untuk bertabrakan dengan kead[lan dan kemanfaatan sosial, demikian pula sebalik:nya. 

Bahwa kepastian hukum bergandeng erat dengan kefnginan mempertahankan situasi yang 

ada atau status quo~ dalam arti situasi ini menghendaki agar semua terpaku pada tempat 

atau kotak masing-masing, dan tidak memberikan keionggaran untuk keluar dari kotak­

kotak yang ada. ldeologi kepastian hukum berpihak kepada suatu yang final dimana 

dinarnika atatl pergeraka.n-pergerakan akan menggoyahkan dan merobahkan idelogi 

tersbut. Dan ini akan mengutungkan bagi mereka yang sudah pada posisi natasu. Ideologi 

kepastian ini mendapat pembenaran dari teori cara berflkir legalistik (positive-analislis), 

dimana mereka melibat hukum sebagai skema-skema yang final dimana untuk semua 

sudah ditentu!tan kotak-kot1k yang harus ditempati. Yang ini sejalan dengan pendapat 

Hans Kelsen bahwa hukum itu tidak. lain adalah bangunan pemndang-undangan yang 

tersusun secara logis-rasional, mulai dari grundnorrn sampai pada puncaknya berupa 

putusan pengadilan. Dengan demikian dinamika dan proses hukum adalah tidak lain 

e1 lbid, hal92-93 
t! Sa!jipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir. Catatan Kritis tentang Pergu1utan Man usia dan 

Hulmm, (Jakarta ' i'enerbit Bulm Kompas, 1007), hal 80 
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merupakan proses konkretisierung (pengkonkritan kaidah abstrak menjadi konret), maka 

hakim dijadikan sebagai mulut undang-undang, tidak boleh ada yang menyimpang dari 

proses logis-rasional.89 

Menurut Sa~ipto Rahardjo, bahwa kepastian hukum bukan urusan undang-undang 

semata, rnelainkan lebih merupakan urusan prilaku manusia. Kalau kepastian hukum itu 

dikaitkan mutlak pada peraturan perundang-undangan maka muncul ''Kepastian 

Per~turan", bukan suatu kepastian hukum. Oleh karena itu kepastian hukum merner]ukan 

suatu usaha dan tidak datang dengan tiba-tiba dengan diterbitkannya perundang­

undangan. Dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk manusia dan 

masyarakat. Maka menjalankan hukum tidak: dapat dilakukan secara matematis atau 

dengan cara "mengeja pasal-pasal undang-undang" dan ini sejalan dengan pandapat 

Radbruch, maka hukwn tidak hanya ada satu logika, yaitu logika hukum melainkan juga 

logika filosofis dan sosial. Ketiga-tiganya akan selalu berada dalam persaingan yang satu 

sama lain. Apabila diproyeksikan kepada tuntutan keadilan dan kemanfaatan, maka 

kepastian hukum dapat menjadi penghambat dan apabila kepastian hukum ini diikuti 

secara mutlak, maka hukum hanya berguna bagi hukum itu sendiri.90 

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih 

berdimensi yuridis. Narnun, Otto ingin memberi batasan kepastian hukum yang lebih 

jauh. Untuk itu, ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam 

situasi tertentu: (I) tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jemih), konsisten dan mudah 

diperoleh (accesible), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara; (2) instansi­

instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara 

konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; (3) warga secara prinsipil menyesuaikan 

perilalm mereka terhadap aturan-aturan tersebut; (4) hakirn-hakim (peradilan) yang 

mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten 

sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan (5) keputusan peradilan secara 

konkrct dilaksanakan. 91 

8~ Ibid, hal 81-83 
90 Ibid, hal 85-87 
91 Jan Michie! Ouo, Kepaslimz Hukum di Negara Berkembang, Te.rjemahan Tristam Moeliono 

(Jakarta: Komisi Hukum Nasiona\, 2003), him. 5. 
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Dalam era sekarang ini kepastian hukum bukan lagi semata-mata menjadi tanggung 

jawab negara saja. Kepastian hukum itu harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam sendi 

kehidupan, di luar peranan negara itu sendiri dalam penerapan hukum legislasi maupun 

yudikasi. Setiap orang atau pihak tidak diperkenankan untuk bersikap tindak: semena-

mena. 

2.5 Kepastian Hukum dalam bidang Perpajakan. 

Salah satu aspek yang penting dalam bidang perpajakn adalah adanya kepastian 

hukum adal<1h suatu kondisi dalam mana tidak terdapat keragu-raguan dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajaka_n bagi wajib pajak maupun fiskus. 

Hal ini disadari bahwa pengenaan pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor rakyat ke 

sektor pemerintah tanpa kontraprestasi langsung. Peralihan kekayaan dari satu sektor ke 

sektor yang lain tanpa kontraprestasi hanya dapat teijadi hila teijadi suatu hibah atau 

wasiat. Pcralihan kckayaan dari sektor ke sektor lainnya karena bukan hibah atau wasiat 

biasanya te1jadi karena kekerasan/paksaan yaitu dalam peristiwa perampac;an atau 

perampokan. Oleh karena itu, peralihan kekayaan dari sektor rakyat ke sektor pemerintah 

dalam bentuk pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang untuk membedak:an 

dengan pcrampasanlperampokan. 

Ketentuan undang-undang dalam hal pemungutan pajak harus jelas dan tegas dan 

tidak memberikan peluang kepada siapapun untuk memberikan penafsiran lain daripada 

kehendak pembuat undang-undang (pemerintah). 

Dalam prinsip pemungutan pajak, bahwa sistem perpajakan yang baik haruslah 

mudal1 dalam administrasinya dan mudah pula untuk mematuhinya. Yang menurut Fritz 

Neumark, sebagai berikut :92 

a. The Requiremem of Clarity 

Dalam sistem pcrpajakan yang baik, Undang-undang perpajakan dan peraturan 

pelaksananya, yang terkait dengan proses pemungutan maka ketentuan-ketentuan 

pajak harus dapat dipahami (comprehensible), tidak boleh menimbulkan keragu­

raguan atau penafsiran yang berbeda, tetapi hams menimbulkan kejelasan (must be 

unambiguous all(/ certain) bagi wajib pajak maupun bagi fiskus. 

92 Sony Devano dan Siti Kumia Rahayu, op. cit, hal60 
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b. The Requirement of Continuity 

Undang-undang pajak tidak boleh sering berubah, dan apabila teijadi perubahan 

haruslah dalam konteks pembaharuaan undang-undang perpajakan (tax reform) 

secara umum dan sistema tis. 

c. The Requirement of Economy 

Biaya-biaya perhitungan, penagihan, dan pengawasan pajak harus pada tingkat 

serendah-rendalmya dan konsisten dengan tujuan-tujuan paja.lc yang lain. Biaya­

biaya ini meliputi juga biaya-biaya yang dikeluarkan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban dan kcpatuhan perpajakrumya. 

d. The Requierement o[Conveinence 

Pembayaran pajak hams sedapat mungkin tidak memberatkan wajib pajak. 

Perner:intah biasat1ya memperbolehkan pembayaran utang pajak dalam jumlah besar 

secara angsuran dan memberikan jangka waktu yang cukup untuk penundaan 

pengembalian Surat Pemberitahuan. 

Rahmad Soemitm memberikan pengertian tentang kepastian hukurn, ketentuan­

ketentaun undang-undang tidak boleh menimbulkan keragu-raguan. Harus dapat 

diterapkan secara konsekuen untuk keadaan yang sama secara terns menerus. Undang­

undang harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak memberikan peluang untuk 

diinterprestasikan oleh siapapun selain apa yang dikehendaki oleh pembuat undang­

undang. Faktor-faktor yang dapat memberikan kepastian hukum adalah sebgai berikut :93 

1. Matcri, subyek, dan obyek 

Subyek, materi dan obyek harus diuraikan dengan jelas dan tegas dengan 

menyebutkan kualifikasinya, sifat, tempat, ciri-ciri, dan waktu. Sehingga tidak 

menmbulkan keragu-raguan dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak 

manapun untuk memberikan interprestasi lain. Penggunaan bahasa dan cara 

membcrikan uraian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kejelasan dan 

kepastian penggunaan istilah yang sudah baku mempertinggi kejelasan dan 

kepastian hukum. 

2. Pendefinisian 

9
J Ibid, hal. 61-62 
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Sistematika pendifinisian merniliki peranan yang sangat penting. Ada pendefmisian 

secara luas ada yang secara sempit dan ada yang secara luas. Keduanya 

mempunya1 konsekeunsi sendiri-sendiri. Pendifinisian secara sempit lebih 

memberik.an kepastian bukum karena pendinisian secara sempit menggunakan cara 

limitatif, hanya yang disebut dalam peraturan perundang-undangan. 

3. Penyempitan dan perluasan 

Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaran pajak hams dilakukan 

daiam undang~w1dangnya sendiri. Hal ini untuk kepentingan kepastian hukum. 

l'enyempitan atau perluasan materi sama sekali tidak dibenarkan jika dilakukan 

dengan peraturan yang lebih rendah dari unda .. >g-undang atau dilakukan dalam 

memori penjelas:an. 

4. Ruang lingkup 

Daya mengikat dati suatu ketentuan undang-tmdang tidak saja ditentukan oleh 

materinya, tapi juga oleh tempat dan waktu. Ruang lingkup berlakunya undang­

undang sudahjelos dibatasi olel1 objek, subyek dan wilayab. 

5. Peuggunaan bahasa hukum dan istilah yang baku. 

PenggtJnaan bahasa hukum dan penggunaan istilah dapat menentukan kepastian 

hukum, Bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang memiliki sifat yang khas. 

Karena bahasa huktlm merupakan bahasa Indonesia, maka harus tunduk pula 

kepada norma~norma bahasa Indonesia. Bahasa hukum adalah bahasa yang lazim 

digunakan oleh ahli hukum atau orang-orang yang mempunyai profesi dalam 

bidang hukum, seperti hakim, jak:sa, pengacara. Bahasa hukurn haruslah singkat, 

tegas, jelas tanpa mengandnng keragu~raguan dan arti ganda. 

Mllnsury menjelaskan seperti yang dikutip oleh Darussalam dan Danny Septriadi, 

prinsip certainly (kepastian barns dihubungkan dengan {i) harus pasti "siapa-siapa" yang 

harus dikenakan pajak, (ii) harus pasti "apa" yang menjadi dasar untuk pengenaan pajak, 

(iii) hams pasti "berapa" jumlah pajak yang harus dibayar, dan (iv) harus pasti 

"bagalmana" cara pembayarannya.94 

1M Darussalam dan Danny Sepniadi, Membatasi Kekuasaan untuk Pengenaan Pajak. (Jakarta: PT, 
Gratnedia Wjdisarana Indonesia, 2006) hut 3 
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Menurut Victor Thuronyi, Comparative Tax Law, (2003), konstitusi suatu negara 

selalu mensyaratkan bahwa pengenaan pajak harus berdasarkan undang-undang, yang 

berati pengenaan pajak tidak dapat ditetapkan melalui administrative regulation, Dan 

tidak dipungkiri bahwa undang-undang pajak pasti tidak bisa mengatur segala aspak 

pemajakan atau dengan kata lain ada yang barus didelegasikan lrepada pemerintah, akan 

leiapi pendelegasian' kepada Pemerintah adalab bukan hal-hal yang pokok seperti 

J?enetapan tax base dan tax rate. 95 

'
5 Ibid, haL 5-G. 
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BAB3 
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN SANKS! 

ADMINISTRAS! PASAL 37A UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 
2007 

3.1 Sistem Pemungutan Pajak "Self ~4ssessmeut" dan Upaya 
Penghindaran Pajak 

Sistem pemungutan pajak Self Assessment menurut International Tax 

Glossary adalah sebagai berikut : 

"under self assessme!ll is nieant the system wllich the taxpayer is required not 
olily to declare his basis of assessment (c-g taxable income) but also submit a 
calculation of the tax due from him and usually to accompany his calculation 
with payment of the amount he regards as due". 1 

Dalam sistem Self Assessment, :fiskus hanya berperan untuk melakukan 

pengawasan seperti rnelakukan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SP1) 

yang telah diisi dan dilaporkan Wajib Pajak telah lengkap dan semua lampiran 

telah disertakan, juga meneliti tentang kebenaran penghitungan dan penulisan, 

namun untuk mengetahui kebenaran (materil) data dalam Surst Pemberitahuan, 

fiskus rnelakukan pemeriksaan. 

Rimsky K. Judisseno (2005: 25) mengatakan bahwa sistem self assessment 

diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besamya bagi 

masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam 

menyetorkan pajaknya. Dan dengan sistem ini masyarakat harus benar-benar 

mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan peraturan pemenuhan perpajakan.2 

Kewjiban wajib pajak dalm sistem self assessment dalam kewajiban 

perpajakalUlya ada!ah sebagai berikut :3 

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak 

Wajib Pajak mempunyai kewajiban unluk mendaftarkan diri ke Kantor 

Pelayanan pajak atau Kantor penyuluhan dan pengamatan potensi 

1 lmemalional Bureau of Fiscal Documenration, {111tema/ional Tax Glossary, 1998-1992) , 
hal. 19 

! Sony Devana dan Siti Kumia Rahayu, Konsep Perpajakan, Konsep, Teori dan lsu, 
(Jllkarta: Kcncana Pernada Media Group, 2006), hal. 81 

1 Ibid, hal 82 
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Perpajakanyang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib 

pajak atau do.pat melakukan e-register untuk mendapatkan Nomor Pokok 

Wajib Pajak a tau mendaftarkan diri melalui Mobil Pajak Keliling Dlrektorat 

Jederal Pajak Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sebagai 

berikut {i) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, (ii) sebagai 

idenritas wajib pajak. (iii) menjaga kctertiban da.lam pembayaran dan 

pengawasan administrasi pajak, {iv) dicantumkan dalam setiap dokumen 

perpajakan. Dengan mernitiki NPWP, wajib pajak memperoleh beberapa 

manfilat diatarauya : 

sebagai pembayran pajak di muka (angsunm kredir pajak) pada saat 

dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak; 

tidak akan dikenakan pembayaran fiskalluar negeri mulai tahun 2009; 

tidak dikcnakan pajak sebesar 20% lebih besar dari pajak penghasilan 

yang terutang scsuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Pajak Penghasilan. 

Untuk mcmenuhi persyaratan ketika melak:ukan pengurusau surat izin 

usaha perdagangan, pengajuan !credit ke bank, pembelian property, dan 

lain sebgainya. 

2. Menghitung pajnk yang terutang oleh wajib pajak 

Menghitlmg pajak penghasilan adalah menghitung besa.mya pajak yang 

terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun, dengan cam mengalikan 

tarif pajak dengan dasar pengcnaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan 

adalah mengu:rangi pajak yang terutang tcrsebut dengan jumJah pajak yang 

telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal dengan krtedit pajak 

(prepayment). 

3. Memperhitungkan dan rnembayar pajak terutang 

Membayar pajak dapat dilakukan sendiri seperti angsuran PPh Pasa125 tiap 

bulan, pelunasun PPh Pasal 29 pada akhir tahun. Sedangkan melalui 

pemotongan dan pemungutan pihak lain, pemberi ketjat pemberi 

penghasilan , pihak lain yang ditunjuk oleh pemerinmtah meliputi pajak 

penghasilan Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26. Pemungutan PllN 

dilakukan oleh pihak penjual. 
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Sedangkan pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank persepsi 

dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) a tau melalui e-payment. 

4. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak. 

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib 

pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan 

jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan 

berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang 

dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan 

pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan 

kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan dan pemungutan pajak yang 

telah dilakukan. 

Dengan demikian sistem self assessment menuntut kepatuhan secara 

sukarela dari wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan, maka dalam 

sistcm self assessment ini akan membuka peluang besar bagi wajib pajak untuk 

melakukan tindakan kecurangan, memanipulasi perhitungan jumlah pajak, 

penggelapan jumlah pajak yang seharusnya dibayar.4 

Terlepas dari kesadaran kewarganegaraan dan solidaritas nasional dan 

kekurang pemahaman kewajiban terhadap negara, pada sebagian besar diantara 

rakyat tidak akan pernah meresap kewajiban membayar pajak atau memenuhi 

kewajiban itu dengan menggerutu. Dan dengan tidak aclanya pengawasan yang 

ketat oleh fiskus, rnaka terdapat kecenderungan untuk meloloskan diri dari setiap 

pajak. Dan hal ini terjadi disetiap negara dan sepanjang masa. Dan dari hal inilah 

terletak faktor utama dari perlawanan terhadap pajak, yaitu perlawanan pasif dan 

perlawanan aktif, adalah sebagai berikut :5 

a. Perlawanan Pasif adalah hambatan yang mempersulit pemungutan pajak 

dan ini erat hubungannya dcngan struktur ekonomi suatu Negara, 

perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan tehnik 

pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan pasif juga terdapat dalam system 

control yang dil<1kukan tidak efektif atau tidak dapat diadakan, seperti 

kepemi!ikan atas pem1ata. 

~Ibid, ha\82 
5 Sanloso Brolodihardjo, Penganlar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung; PT. Refika Adilama, 

2003), haL 13 
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b, Perlawanan aktifmeliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung 

ditujukan epada fiskus dan bertujuan untuk mcngbindari pajak. Diataranya 

dapat dibedakan sebagai berikut: 

1. Penghindaran diri dar! pajak (Tax Avoidance) 

Pembayaran pajak dapat dengan nmdah dihindari dengan tidak 

· rnelakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dtkenakan pajak, 

yaitu dengan meniadakan atau tidak meiakukan hal-hal yang 

dlkenakan p:;iak. Contoh menghindari pengenaan tarif lebih tinggi 

dalam perhitungan Pajak Pengasilan Badan maka biasanya Wajib 

Pajak rnengalihkan ke biaya~biaya yang menjadi obyek PPh lainnya 

seperti gaji karyawan, sewa, jasa manajemen yang pengenaan tariff 

pajaknya lebih rendah 

2. Pengelakan I pcnyelundupan pajak (Tax Evasion) 

Penge1akan pajak merupakan suatu pelanggaran undang-undang 

dengan maksud melepas~an diri dari pajak atau mengurangi dasamya. 

Pcngelakan pajak ini dilakukan seperti memberikan data-data yang 

tidak benar (pemaisuan dokurnen, keterangan palsu dan lain 

sebagainya)-mengajukan suatu pernyataan yang tidak benar, 

3. Melalaikan pajak 

Yaitu menolak membayar pajak yang telah diterapkan dan menolak 

memennuhi fonnalitas-forrnalitas yang hams dipenuhi olehnya. Yang 

paling banyak digunakan adalah usaha-usaha menggagalkan 

pernungutan pajak dengan menghalang-halangi penyitaan dengan cara 

meleyapkan barang-barang yang akan disita. 
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3.2 Kcbfjakan Pengampunan Pajak (Tax Anmesly) 

Pengampumm pajak (lax amnesty) merupakan kebijakan pemerintah di 

bidnng perpajakan yang memberikan penghapusan pa.jak yang seharusnya 

terutang dengan men~bayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan 

memberikan tambahan penerimaan pajak dan memberikan kesempatan kepada 

wajib pajak yang tidak patuh (tax evailers) meiljadi wajib pajak patuh (honest 

taxpayers) dengan harapan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela 

ewajib pajak (taxpctyer 's volwuary compliance) di mas a datang.6 

Dengan Pengampunan pajak diharapkan dapat menghasilkan penerimaan 

pajak yang seJama ini belnm atau kurang dibayar disamping untuk meningkatkan 

kepatuhan membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan karena semakin 

akuratnya infonnasi mengenai daftar kekayaaan wajib pajalc 7 Berbagai 

pert!mbangan untuk melakukan pengampunan pajak :1:1 

a. Ekonomi Bawall Tanah (Underground ecor1omy) 

Merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk 

menghindarkan pemabayaran pajak, yang berlangsung di semua negegara~ 

baik di negara rnaju maupun negara berkembang. Kegiatan ekonomi ini 

lazimnya Oiukur dari besamya nilai ekonomi yang dihasilkan dibandingkan 

dengan nilai pmduk domestic bruto (PDB). Dari penelitalan yang dilakukan 

oleh Dr. Enste dan Dr. Schneider (2002). beasamya kegiatan ekonomi bawah 

tanah di negara maju sebesar 14~16% PDB sedangkan di negara berkembang 

dapat mencapai 35-44% PDB. Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pemah 

dilaporkan sebagai penghasllan dalam fonnulir surat pemeberitahuan Pajak 

Penghasi1an, schingga terrnasuk kedalam penyelundupan pajak (tax evasion) 

Penyelundupan paja.k mengakibatkan beban pajak yang harus dipilrul oleh 

wajib pajak yang jujur menjadi lebih bcrat, dan hal ini mengakibatkan 

ketidakadilan yang tinggi. Peningkatan ekonomi bawah tanah yang dibarengi 

dengan penyelundupan pajak ini sangat merugikan negara karena berarti 

hilangnya uang pajak yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program 

pendidikan, kesehatan, dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya, 

6 John Hutagaol, Perpajakan, lsu-fsu KiJntemporcr, {Yogyakacta: Graha IlmtJ, 2007), hal.2& 
1 Sony Devane d:m Siti Kumia Rahayu, np,eil, h;il.\37 
s Ibid 
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Oleh sebab itu timbul pemikiran untuk mengenkan kembali pajak yang belum 

dibayar dari kegitan ekonomi bawah tanah tersebut me1a1ui program khusus 

yakni pengampunan pajak (Edwin Silitonga: 2007) 

b. Pelarian Modal ke luar negeri secara illegal 

Kehijakan pengampunan pajak merupakan upaya terakhlr pemerintah daJam 

meningkatkan jumlah penerimaan pajak, karena pemerintah mengalami 

kesulitan mernajaki dana atau modai yang telah dibawa ata~,t diparkir di [uar 

negeri. Perangkat hokum domestic yang ada memiliki keterbatasan sehingga 

tidak dapnt menjangkau atau menyentuh wajib pajak yang secara illegal 

menimpan dananya di luar negeri (John Hutagaol, 2007 :30) 

c. Rekayasa transnksl keuangan yang rnengakibatkan kehilangan potens:i 

penerimaan pajak, 

Kemujuan infrastruktur dan instrument keuangan intemasiona1 (international 

financial and iufrasctructure) contoh lax haven coulltries dan derivative 

lansaclious telah mendorong banyak perusahaan melakukan ilJegal profit 

shifting ke luar negeri dengan earn melakukan rekayasa transaksi keuang11n 

(financial wauscactfon engiueeriJJg). Dengan keuntungan yang dibawa ke 

luar negeri sebagian masuk ke Indonesia da!am bentuk Jain misalnya pinjaman 

!uar negeri (offshore Joall) dan atau investasi asing (foreign investml!mt}. 

Transaksi ini merupakan pencucian uang (money laundry). Ketentuan 

domestik tidak mampu memajaki rekayasa tnmsaksi keuangan di atas. Apabila 

hal ini tldak segera diselesaikan maka akan tirnbul potensi pajak dalam jumlah 

besar akan huang (John Hutagaol, 2007 : 31). 

Pemerintah dalam mengambil kebijakan pengampunan pajak inl harus 

berhati-hati karena akan menimbulkan pro dan kontra. Dari kelompok yang pro. 

kebijakan ini diharapkan dapat menghasilan tambahan penerimaan negara berupa 

pajak yang signiflkan dan mernberikan kesempatan bagi wajib pajak yang selama 

ini bclum patuh untuk menjadi wajib pajak patuh. Sebaliknya untguk kelompok 

yang kontra, kebijakan pengnmpunan pajak ini dapat menimbulkan ketidak adilan 

bagi wajib pajak yang selama ini telah melakukan kewajiban perpajakannya seusi 

dengan ketentuan perpajakan.9 

~John Hu1i.!g<!O!, lot; cit, haL 27 
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Apabila pemcrintah alcan melaksanakan kebljakan pengampunan pajak ada 

beberapa faktor yang harus dipertimbangk:ar. yaitu (i) eligibility adalah wajib 

pajak yang mana yang herhak untuk berpartislpasi di dalam pengampunan paj~k, 

(ii) coverage adalahjenis~jenis pajak yang tennasuk program pengampunan pajak, 

(iii) incentive adalah cakupan utang pajak yang tennasuk program pengampunan 

pajak adalah pokok pajak (principal), sanksi bunga (interest) dan atau sanksi 

denda (penalty), dan (jv) faktor duration adalah jangka waktunya pelak:sanaan 

prOl:,'TaiD pengampunan pajak harus ada batasan waktunya. 10 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kebijakan pengampunan pajak (tax 

amnesty) antara lain :11 

1. Perongkat Hukum, sebelum kebiajakan pengampunan pajak (tax amnesty) 

diimplemntasikan per1u dipersiapkan dasar hukum (legal base). Tingkat 

produk hukum dilandasi kebijakan pengampunan pajak sangat bergantung 

pada political will dari pemegang kekuasaan (political power) di suatu 

negara. Apabiia kebijakan ini berdasarkan produk hokum yang lebih tinggi 

(misalkan undang-undang) akan memiliki daya tarik yang lebih tinggi bagi 

wajib pajak ketimbang produk lebih rendah. 

2. Kampanye Tax Amnesty 

Kampanye harus mampu mcmberikan penjelasan kepada mayarakat wajib 

pajak secara jelas, dan konkrit mengenai tujuan Gan manfaat program tax 

amnesty. Kampanye ini harus dapat rnenciptakan image bahwa tax amnesty 

ini merupaknn kesempatan yang terakhir bagi wajib pajak yang ingin 

menjadi wajib pajak patuh. Bila tirutk memanfaatkan kesempatan tersebut 

muka okan ruenghadapi post amnesty enforcemeut yang akan segera 

di1allncing oleh pernerintah. 

3. Adanya jaminan kerahasiaan atas data yang diungkapkan 

Pemerintah harus dapat menjamin bahwa data mengenai harta maupun 

penghasilan yang diungkapkan (disclose) oleh wajib pajak yang akan ilrut 

program tax am11esty diadministrasikan dengan baik dan terjaga rahasianya. 

Selain itu atas data mengenai harta maupun penghasilan yang dilaporkan 

'"Ibid, lint 32 
II Jb[d 
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oleh wajfu pajak sehubungan dengan program tax amesty tidak akan 

mengakibatkan timbulnya tuntutan hukum terhadap wajib pajak. 

4. Perbaikan Struktural Paska Tax Amnesty 

Perhaikan struktural (structural adjustment) yang harus dilak:ukan 

pemerlntah pnska program tax anme.sty mencakup kebijakan ekonomi secara 

lanisung maupun tidak berpengaruh 1erhadap usaha wajib pajak. sistem 

perpajakan dan efektifitas monitoring terhadap kepatuhan wajib pajak serta 

penerapan law enforcement. Perbaikan sistem peq:>ajakan meliputi 

administrative aud policy reforms. 

3.3 Kebijaknn Pengbapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang­

Undang Ketcntu:m Umurn dan Tata Cara Perpajakan 

3.3.1 Fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pen1bahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun !.983 tantang Keterrtuan Umum dao Tata Cara 

Perpajakan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 mengatur tentang 

penghapusan sanksi administrasi. 

Penghapusan Sanksi Administrasi yang diatur da!am Pasal 37A Undang 

Umlang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah fasilitas penghapusan 

sanksi administrasi yang diberikan oleh Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) 

kepada Wajib Pajak dengan cara: 

L Waib Pajak (Orang Pribadi) yang belum terdaftar pada 1 Januari 2008 

(Wajib Pajku Baru} sccara sukarela rnendaftarkan diri untuk memperoleh 

NP\VP di talnm 2008, membayar Pajak Penghasilan yang helum 

dibayar/disetor dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 

PPh rnulai tahun pajak 2007 dan sebeJumnya. paling lambat tanggal 31 

Maret 2009. 

2. Wajib Pajak (Orang Pribadi/Badan) yang sudah terdaftar sebelum t Januari 

2008 (Wujib Pajak Lama), membayar Pajak Penghasiian yang kuranglbelum 

dihayar/disetor dan menyarnpaikan Surat Pemberitahuan {SP1) Tahunan 

Pajak PcnghasBan mulain tahun 2006 dan sebelumnya., paling lambat 

tanggal 31 Dcsembcr 2008. 
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. Ketentuan Pcnghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang-Undang 

Ketentauan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifat Khusus dan hanya berlal...'U 

untuk jangka waktu terbatas sehingga beberapa ketentuan umum yang diatur 

dalam undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakn tidak berlaku. 

Ketentuan Umum yang tidak berlaku sehubungan dengan fasilitas penghapusan 

sanlali adminisrtasi ini seperti yang terkait dengB.n : 

a. pembatasan jangka _waktu pembetulan SPT Tahunan PPh paling lama 2(dua) 

tahun sejak berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak; dan 

b. persyaratan belum dilakukan pemeriksaan, 

sebagaimana cliatur dalam Pasal8 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan. 

Fasiltas penghapusan sanksi administrasi Pasal37A ini berdasarkan sistem 

self assessment, maka penetuan Tahun Pajak yang terkait SPT Tahunan PPh yang 

disampaikan atau dibetulkan disemhkan kepada Wajib Pajak. Disini Wajib Pajak 

diberikan kepercayaan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan tennasuk harta 

dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak 

Orang Pribadi. Data dan/atau infonnasi yang telah diungkapkan dalam SPT 

Tahunan PPh Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah 

disampaikan atau dibetulkan okh \Vajib Pajak sehubungan dengan pelaksanaan 

kebijakan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan. 

Kebijakan ini berlaku secara terbatas dari tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 

tanggal 31 Desember 2008. 

3.3.2 Dasar Hukum 

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berlaku ketentuan Penghapusan 

Sanksi Administrasi diatur dalam Pasal 37A, yang berisi sebagai berikut : 

I) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak 

yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama 

dalam jangka waktu I (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini, 

dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa 
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bunga atas keter.\ambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang 

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Meteri Keuangan. 

2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk 

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama l(satu) tahun .setelah 

berlakunya undang-undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi 

atas pajak yang tidak atau yang kurang dibayar untuk tahun pajak. sebelum 

diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan temeriksaan pajak, 

kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat 

Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau rnenyatakan 

lebih bayar. 

Ketentuan pelaksana Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Pas a! 3 7 A ini 

diatur lebih lanjut dalam : 

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tanggal 29 April 

2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat 

Pemberitahuanan, Dan Persyaratan Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan 

Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A 

Undang Undang Ncmor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir 

Dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007; 

b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30 /PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 

tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, Serta Penghapusan 

Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat 

Pemberitahunan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Prtibadi 

untk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, Dan Sehubungan dengan 

Pembetulan Surat Pemberitahunan Tahun Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Orang Pribadi Atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun 

Pajak 2007; 

c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 

2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, Serta 

Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat 

Pemberitahunan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 
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untui< Tahun Pajai< 2007 dan Sebelumnya, Dan Sehubungan dengan 

Pembetufan Surat Pemberitahunan Tahun Pajak 2007; 

d. Sural Edaran Direktur Jenderal Pajai< Nomor SE-34/PJ/2008 tanggal3l Juli 

2008 tentang Penegasan Pe1aksanaan Pasal37A Undang Undang Ketentuan 

Umum Dan Tata cara Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya; 

Terdapat beberapa peraturan pelaksanaan Pasal 37A Undnang-Undang 

Nomor 28 tahun 2007 yang dicabut dan diganti dengan peraturan baru yaitu : 

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor I 81PMK.03/2008 tangga! 6 Februari 

2008 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterfambatan 

Pelunasan Kekurangao J>embayaran Pajak Sehubungan dengan Penyampaian 

Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya 

serta Pembetula.n Surat Pemberitahunan Tahunan untuk Talmn Pajak 

Sebelum Tahuu2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27 /PJ/2008 tanggal J9 Juni 2008 

tent:mg Tata Cara Pcnyampaian, Pengadministrasian, Serta Penghapusan 

Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Pcnyampaian Surat 

Pernberitahunan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Prtibadi 

untk Tabun Pajak 2007 dan Sebelumnya, Dan Sehubungan deogan 

Pembetulan Surat Pemberitahunan Tahun Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Orang Pribadi A tau Wajib Pajak Bada.n Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun 

Pajai< 2007, untuk Pasa\ I, Pasal 6, Pas! 7, P""al II, dan Pasal 12 dicabut 

dan dinyatakan tidak berlai<u. 

c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-31/PJ/2008 tanggal 19 Juni 

200& tentang Tala Cara Penyampaian, Pengadmlnistrasian, Scrta 

Penghapusan Sanksi Administrasi Sebubungao Dengan Penyampaian Surat 

Pemberitahunan Tahunan Pajak Penghasihm Wajib Pajak Orang Prtlbadi 

untk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, Dan Sehubung:an dengan 

Pembetulau Surat Pemberitahunan Tahun Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Orang Pribadi Atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun 

Pajak 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

KebiJakan Penghapusan Sanksi Adrninistrasi Pasal 37 A Undang Undang 

Nomor 28 Tahun 2007 ini disebut dengan isti!ah "Sunset Policy" sejak Surat 
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Edaran DirekLur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 dan Nomor. SE-

34/PJ/2008) tetapi tidak dijelaskan mengapa digunakan istilah "Sunset Policy", 

dan menurut penulis pemakaian istilah Sunset Policy ini kurang tepat baik dari 

segi tata bahasa maupun dari segi hukum karena tidak menggambarkan arti yang 

sebenamya yaitu Penghapusan Sanksi Adrninist:rasi Pajak. 

3.3.3 Katagori Wajlb Pajak yang Bcrhak Memanfaatkan Penghapu .. n 

Sanksi Administrasi Pasal37A Undang-Undang Nomor 28 tahun 1007 

Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan Penghapusan Sanksi Administrasi 

~Pasal37A Undang Undang Nomor2& Tahun 2007 adalah: 

a. Wajib Pajak Baru 

Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Baru adalah wajib pajak Omng Pribadi 

dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk 

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak {l'lPWP) pada tahun 2008; 

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 

dari hasil ekstensifikasl. Adalah Orang Pribadi yang telah memenuhi 

persyaratan subyek1:if dan obyektif, yang diberikan Nomor Pokok Wajib 

Pajak olelt Direktorat Jendernl Pajak karena me1aksanakan ketentuan ~ 

PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor : PER~17.SIPJ/2006 tanggal 

19 Desember 2006 tentang Tata Cara Pemutak.inm Data Obyek Pajak 

dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang melakuknn 

Kcgiatan Usaha Dan! Atau Memiliki Temp at Us aha Di Pusat 

Perdagangan Dan/Atau Perhotelan; 

Peratumn Direktur Jenderal Pajak Nornor: PER-16/PJ/2007 tanggal25 

Januari 2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang 

Pribadi Yang Berstatus sebagai Pengurusl Komisaris, Pemegang 

Saham, . Pemilik Dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan 

Pemerintah; 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nom.or 116/PJ/2007 tanggal 29 

Agustus 2007 tentnng Ektensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi 

Melalui Pendataan Obyek Pajak Bumi Dan Bangtman. 
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Persyaratan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan Surat 

Pemberitahnan Tahunan Pajak Penghasilan dan diberikan penghapusan sanksi 

administtasi adalah wajib pajak orang pribadi yang : 

a. secara sukarela mendaftaikan diri untuk memperoleb Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) dalam tahun 2008; 

b. tidak scdang dilakukan Pemerikshn Bukti Pennulaan! pen:ridikan. 

penuntutan, atau pemeri.ksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang 

perpajakan; 

c. menyampaik<Jn SPT Tahunan tahun Pajak 2007 dan sebelllmnya teihitung 

sejak memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif paling lam bat tanggal 3 I 

Maret 2009; 

d. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang tirnbul sebagai akibat dari 

penyarnpaian SPT Tahunan PPh. sebelum SPT tersebut disampaikan. 

Kewajiban mendaftarkan diri tmtuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak 

menurut Pasal 2 ayal (I) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007yang 

rnenyebutkan: 

"Setiap Wajib Pajak yang telah rnemenuhi persyaratan subyektif dan 
obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang~undangan perpajakan 
wajib mendaftarkan diri padn kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 
kerjanya meliputi temput Hnggal atau tempat kedudukan \Vajib Pajak dan 
kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak". 

Penjelasan Undang~Undang Nomor 28 tahun 2007 bahwa dalam sistem self 

nssesment semua Wajib Pajak yang tela.h memenuhi persyaratan: 

a, subyektif, yang dimulai pada saat Wajib Pajak Orang Pribadi terse but sejak 

dilahirkan. berada atau bemiat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan 

berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk 

selama«lamanya dan~ 

b. obyektif itu ada pada saat wajib pajak orang pribadi tersebut telah 

menerima penghasllan atau mempero1eh penghasiJan dan atau melak.ukan 

pembayaran ntau transaksl yang menjadi obyek pemotongan atau 

pemungutan PPh dan PPN dalam kaitannya dengan kegiatan usaha atau 

pckcljaan bebasnya; 
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wajib mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak sesua.i tempat tinggai atau 

tempat kedudukan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. 

Adapun cara Wajib Pajak yang secara sukarela untuk mendaftarkan diri 

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Surat &iaran Direktur Jenderal 

Pajak Nomor: SE-33?PJI2008 tanggal27 Juni 2008 adalah sebagai berikut: 

1. Untnk W ajib Pajak orang pribadi yang tidak menjahmkan usaha atau 

pekeljaan bebas : 

a. Bagi penduduk Indonesia: fotocopy Kartu Tanda Penduduk; atau 

b. Bagi orang asing: fotocopy paspor ditambah surat pernyataan tempat 

tinggal/ domisili dari yang bersangkutan. 

2. Untuk Wajib Pajak: orang pn'badi yang menjalankan usaha atau pekeijaan 

bebas: 

a. Bagi penduduk Indonesia ; fotocopy Kartu Tanda Penduduk;: atau 

b. Bagi orang asing ; fotocopy paspor ditambah sura.t peroyataan tempat 

tinggal/ domisili dari yaug bersangkutan. 

c. Surat pernyata.an tempat kegiatan usaha atau pekerjaan beba~ dari 

Wajib Pajak. 

Tato. Ca:ra Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak orang 

pribadi dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut: 

1. Wajib Pajak datang langsung ke Kantort Pelayanan Pajak 

a. WaJ'ib Pajak mengisi dan menyampaikan Permohonan Pendaftaran dan 

Perubaha11 Data Wajip Pajak (KP.PDIP.4.1-00} 

b. Pch<gas TPT mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS)/Lembar 

Pcngawasan Arus Doku men. BPS diserahkan ke Vl aj ib Pajak dan 

U, AD digabungkan dengan berkas pendaftaran kemudian diserahkan 

ke Seks:i Pelayanan; 

c. Petugas Sek.si Pelayanan /Seksi TIJP merekam berkas pendaftaran dan 

menceta:k kosep Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWP 

diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan/Seksi TUP. Surat 

Keterangan Terdafiar (SK1) dicetak rangkap 2: 

~ Lembar ke 1 ; untuk Wajib Pajak 

M Lembarke 2 : untuk arsip Kantor Pe1ayanan Pajak 
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d. Kepala Seksi Pelayanan!Kepala Seksi TUP meneliti dan 

menandatangani Surat Keter.mgan Terdaftar (SKT) dan menyerahkan 

kemhali ke Petugas Seksi Pelayanan!Petugas Seksi TUP; 

e, Setelah Surat Keterangan Terdaftar kembali ke Pelaksana Seksi 

}>eJnyanan/Seksi TUP diberikan nomor, diberikan cap Stempel kantor, 

memisahkan SKT arsip dengan SKT (I em bar ke t) dan kartu NPWP 

untuk diserahkan ke Wajib Pajak 

f. Pelaksana Seksi Pelayarum/Seksi TUP menyemhkan SKT dan kartu 

NPWP kepada Wajib Pajak; 

2. e.-Registration melalui Pojok Pajak atRu Mobil Pajak Keli1ing 

Ta.ta ca.ra pembecian Nomor Pokok \Vajib Pajak melalui e-regristratiotl 

melalui Pojok Pajak atau Mobil Pajak Keliling adalah sebagairnana diatur 

dalarn Peratunm Direktur Jenderal Pajak Nomor : 43 /PJ/2008 tangga.I 

20 Oktoebr 2008 tentang Pojok Pajak dan Mobil Pajak Keliling 

.3. e-Regri:-.-tralwn melalui internet. 

Tata earn pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dengan e-regristrasi melalui 

internet adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor: KEP-173/l)J/2004 tentang Tata Cara Pendaft:aran dan Penghapusan 

Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem e-Regritation. 

Dalam Sural Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-34/PJ/2008 tanggal 31 

Juli 2008 tentang Pcnegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan 

Umum dan Tuta Cara Perpajakan beserta Ketentuan Pelaksanaannya, terdapat 

attnan k.husus yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang rnemperoleh 

NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 ditegaskan: 

L Wajib Pajak Baru yang menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun 

2007 a tau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai 1 

Januari 2008 sampai dengan 31 Maret 2009 diberikan Fasilitas 

Penghaptlsan Sanksi Administrasi. 

2. Wajib Pajak Baru yang membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun 

Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu 
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mulai l Janoari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 dibeikan fasilitas 

Penghapusan Sanksi Administ:rasi. 

3. Wajib Pajak Baru yang membetulakan SPT Tabunan PPh untuk untuk 

Tahun Pajak 2007 atau Tabun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun 

waktu mulai I Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dibeikan 

fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi atas pembetulan pertamakali. 

Na.mun apabila pembetu1an SPT di1akukan terhadap SPT Tahunan PPb 

(SPT Law__a) yang telah disampaikan dalam kurun waktu tanggal I Juni 

2008 samapai dengan tanggal 31 Desember 2008, pembetulan SPT 

Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas Penghapusan Sanksi 

Admlnistrasi. 

Setelah mcndaftnrkan diri secara sukarela untuk rnendapatkan Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP), maka langkah-langkah yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

Bam ada1ab sebagai berikut : 

l, Wajib Pajak menyampaikan SPT tahunan PPh mulai tahun pajak terpenuhi 

syarat subyektif dan obyektif sampai dengan tahun pajak 2007 dengan 

sebelumnya membayar pajak penghasilan yang k:urang dibayar terlebih 

dahulu. 

2. Jika Wajih Pajak Baru memiliki Bukti Pemotongan!Pemungutan PPh dari 

pihak lain sebelum Wajib pajak yang bersangkutan memiliki NPWP, maka 

Buk1.i Pemotongan!Pemungutan tersebut dapat dikredit.kan terhadap 

penghasilan yang dilaporkan dalam SPT-SPT Tahunan PPh yang 

disampaikan tersebut. 

3. SPT Tahunan PPh tcrsebut dicantumkan tulisan "SPT BERDASARKAN 

PASAL 37A UU KUP" dalam induk dan lampiran Spt tersebut 

4. Sl'T Tahunan PPh tersebut harus sudah disampaikan kepada Kantor 

Pclayanan Pajak tempat Wajih Pajak terdaftar, paling lambat pada tangga1 

31 Maret 2007. 

5, SPT-SPT Tahunan PPh tersebut dapat disampaikan langsung ke Kantor 

Pclayanan Pajak atau dikirim melalui jasa pos/ekspedis.i sesuai ketentuan 

Pasal 8 ayat (4) PMK Nomor l81/PMK.03/2007 tentnng Bentuk dan lsi 

Surat Pemberitrthuan1 Serta Tata Cam Pengambilan, Pengisian, 

Universitas Indonesia 

Dampak Penghapusan..., Sri Andahyani, PascaSarjana UI, 2009



93 

Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pcmberitahuan, hukti pengiriman 

surat rnenjadl bukti penerimaan SPT Tahunan PPh. 

Dalam hal ini, Wajib Pajak baru yang menyampaikan SPT tahunan PPh akan 

mendapat fasilitas penghapusan sanksi administrasi bunga atas pajak yang tidak 

atau kurang dihayar yang tercantum dalam masing-masing SPT Tahunan PPh. 

b. \Vajib Pajak Lama 

Wajib Pajak Lama adalah Wajib Pajak Orang Pribadi rnaupun Wajib Pajak 

Badan yang teJah mcmpero1eh Nomor Pokok Wajib Pajak (f\lFWP} sebelum tahun 

2008. Dalam pengertian Wajib Paj~k Lama dalam konteks ini yang mendapatkan 

fasilitns penghapusan sanksi adaministrasi Pasal37A Undang-Undang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan dibedakan ke dalam 2(dua) golongan, yaitu : 

a. Wajib Pajak yang sudah rnemiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tahun 

2008 dan be1um menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasi1an: 

Dnpat dijclaskan Wajlb Pajak Lama, yang telah terdaftar sebe1um tanggall 

Januari 2008, tdapi be1um menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Tahunan PPh Tahun pajak 2006 dan atau tahun pajak sebelumnya. dapat 

mengikuti prot,>am Penghap11San Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang­

Undang Nomor 28 tahun 2007. 

b. Wajib Pajak yang sudah menyarnpaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Tahunan Pajak Pengllasilan yang akan mengadakan Pembetulan atas Surat 

Pernberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan yang sudah disampaiakan. 

Dapat dijelaskan Wajib Pajak Lama disini dimaksudkan adalah Wajib Pajak 

yang telah terdafat\a.r sebelum tanggal I Januari 2008 yang telah 

menyampaikan Surat Pemeberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 

2006 dan sebelumnya, dan me1akuan Pembetulan SPT Tahurum PPh yang 

telah disnmpaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2008 

\Vajib Pajak lama yang dapat menikrnati fasilitas penghapusan sankasi 

adaministrasi ini hams memenuhi persyaratan sehagai berikut : 

l. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum tanggal I 

Januari 2008; 
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2. terho.dap Surat Pemberitahunan Tahunan PPh yang dibetulkan beluro 

diterbitkan sumt ketetapan pajak; 

3. lerhadap Surat Pemberitabumm Tahunan PPh yang dibetulkan be1um 

dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pcmeriksaan, 

Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitmuan Hasil 

Pemeriksaan (SPHP); 

4. Lelah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, te~pi Pemerik.saan Bukti 

Pennulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindaka.n penyidikan kru:ena 

tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang 

perpajakan; 

5. t1dak sedang dilakuakan Pemeriksaan Bukti Pennu1aan, penyidikrm, 

penuntutan, atau perneriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang 

perpajakan; 

6. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2006 dan 

sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan 

7, mehmasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dati 

penyampaian SPT Tahunan PPh sebelum SPT Tahunan tersebut 

disampaikan. 

Bagi Wajib Pajak Lama yang teJah memiliki l'fPWP sebelum tanggal 1 

Januari 2008 (Wajib Pajak Lama) yang rnemanfaatkan fasilitas Kebijakan 

Per1ghapusan Sanks! Administrasi Pasal 37A Undang Undang Ketentuan Umum 

dan Tala Cara Perpajakan , ada ketentuan yang berlaku antara lain: 

a. Wajlb Pajak Lama yang menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan atau 

WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 danlatau Tahun-Tahun Pajak 

sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 samapi 

dcngan tanggal 31 Desember 2008 yang ntenyatakan kurang bayar~ 

dil:lerikan fasiHtas Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang­

Undang Nomor 28 tahun 2007. 

b. Wajib Pajak lama yang membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan dan WP 

Orang Pribadl untuk Talmn Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak 

sebelunmya dalam kurun waktu mulai tangga1 1 Januari 2008 sampai 

deo.ga11 tanggal 30 Juni 2008 yang menyatakan kurang bayar diberikan 
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fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasl Pasal 37A Undang-Undang 

Nomor 28 tahun 2007. 

c. Wajib Pajak lama yang menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan atau 

WP Orang Pribadi untllk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak 

sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Juli 2008 sampai dengan 

31 Desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas 

Penghapusan Sanksi Administrasi Pasai 37 A Undang-Undang Nomor 28 

tahun 2007 atas pembetulan yang pertama kali. Na.mun apabila pembetulan 

SPT Tahunan dilakukan terhadap SPT Taltunan PPh (SPT Lama) yang telalt 

disampaikan dnlam kurun walctu mulai tanggal 1 Juli 200& sampai dengan 

31 Desember 2008. pembetulan SPT Tahunanan PPh tersebut tidak 

mernperoleh fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37 A Undang 

- Undang Nomor28 tahun 2007. 

Wajib Pajak Lama (Orang Pribadi/Badan) yang akan memanfaatkan fasilitas 

penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan. langkah~langkah yang harus diambil adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyarnpaikan Surat Pemberitahuan (SPT ) Tahunan PPh sesuai kehendak 

Wajib Pajak SPT Tahunan yang mana yr1ng akan memperoleh fasilitas 

penghapusnn sanksi administrasi Pasal 37 A Unda11g~Undang Nomor 28 

tahun 2007~ 

b. Menoliskan "SPT berdasarkan Pasa~ 37A Undang Undang KUP" 

atau "Pentbetu1an SPT berdasarkan Pasal37A Undang Undang KUP"; 

c. Membayar kekurangan pajak yang terutang da1am Surat 

Pemberitahuan!Pembetulan Surat Pemberitahuan WP Badan!WP Orang 

Prlbadi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak; 

d. Apabila SPT Tahunan PPil yang telah dilaporkan terdahulu merupakan SPT 

Tahunan PPh kreterian Lebih Bayar, maka atas Pembetulan SPT Tahunan 

dalam rangka Pasal 37 A Undang Undang KUP merupakan pencabutan atas 

SPT Tahunan Lebih Bayar tersebut dan membayar kekurangan pajak yang 

teruta.ng; 
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e. Menyampaiakan Surat Pemheritahuan Tahunan PPh!Pembetulan Surat 

Pemberilahuan Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pn'badi secara 

langsung atau melalui pos ke Kantor PeJayanan Pajak tempat WP Badan/WP 

Orang Pribadi tersebut terdaftar paling larnbat tanggal31 Desember 2008. 

3.3.4 Ruang Lingkup Pajak yang mendnpatkan Penghapusan Sanksi 

Administrasi Pasal 37A Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan 

Menurut Peraturnn Menteri Keuangan No:mor 66/PMK.0312008, Pasal 2 

adapun pajak yang mendapatkan fasilitas Penghapusan Sa.nk.si Administrasi Pasal 

37A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, hanya Pajak Penghasilan yang 

diatur dalam Undang Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut: 

a. Pajak Pcnghasilan Pasal29 

Merupakan kekurangan pajak penghasilan yang terutang dalam suatu tahun 

pajak yang hams dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebelum Surat 

Pcmberitahuan disampaikan ke Kantor Pe1ayanan Pajak. Sete1ah berakhimya 

suatu tahun pajak, \Vajib Pajak menghilung dan memperhitungkan besarnya 

Pajak Pcnghasi1an yang terutang dengan memperhitungkan {dikurangi) 

jum!ah kredit pajak yang bempa: 

pemotongan pa.jak atas penghasilan dari penghasilan berupa gaji, honor, 

upah, dan lain sebagainya seperti diatur dalam Pasa121; 

pemotongan pajak atas penghasilan dari usaha sebagaimana diatur 

dalam Pasal22; 

pemolongan pajak atas penghasilan berupa bunga, deviden, royalty 

sewa dan imbalan Jaitmya yang diatur dalam Pasal23; 

pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri yang diatur da1am Pasal 

24; 

pembaynran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sesuai pasal25 

atau yang dlsebut angsman Pasa125~ 

Apabila terdapat kekurangan pembayaran maka Wajib Pajak wajib 

membayaran kckurangan pajak penghasilan tersebut. 
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b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) danfatau 

Atas penghasilun berupa bunga deposito dan tabungan tabungan lainnya, 

penghasilan dan transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek. 

pengha.si!an dan pengaiihan harta berupa t.mah dan atau ba.ngunan serta 

penghasilan tertentyu Jainnya. 

c. Pajak Penghasilan Pasal15. 

Merupakan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang penghitungannya 

menggunakan Norma Penghitungan., yaitu bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang penghasilannya kurang dari Rpl.SOO.OOO.OOO.OO (satu milyar delapan 

nHus juta rupiah) boleh :nenggunakana penghitungan PenggasiJan Netto 

dengan menggunakan Nonna l'enghitungan, 

Adapun Pajak Penghasilan tersebut adalah Pajak Penghasilan yang dibayar 

sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan T ahunan Pajak Penghasilan 

3.3.5 Sanksi Administrasi Yang Dihapuskan 

Sanksi perpajakan merupakan jaminan ba.hwa ketentuan peraturan 

penmdang-undangan perpajakan (norma Perpajakan) akan diturutildipatuhi dan 

ditaati oleh wajib pajak. Atau sanksi perpajkan merupakan alat pencegah 

(preventif) agar wajib pajak tidak meianggar norma perpajakan. 11 Dalam undang­

undang perpajakan dikenal dua macarn sanksi, Sanksi Administrasi dan Sanksi 

Pidana. 

Sanksi administrasi adalah sanks:i yang ditetapkan oleh undang-undang 

kepada wajib p~ ak karen a tiduk memenuhi kcwajiban-kewaj ibannya sebagairnana 

ditentukan undang-undang. Sedangkan Sanksi Pidana adalah sanksi yang 

ditetapkan oleh undang-undang kepada wajib pajak karena melakukan tindak 

pidana. t) 

Berdasarkan Pasal 37A Undang Undang Nornor 28 tahun 2007, sanksi 

administrasi p:;rpjakan yang dibapuskan menurut Kebijakan Penghapusan Sanksi 

Administrasi adalah snnksi administrasi berupa bunga.Dan dijelaskan dalam 

1 ~ Mardlasmo, Perpajakan, (Y!.)g)>akana: Penerbil Andi, 2006}, hat 47 
n Tony Mnrsyahrut, Pcnganlar Perpnj.akan, (Jakarta: PT. Gramcdia WSidiasarana 

Indonesia, 2005), hal. 13 
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Perat1.1ran Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 Pasal I mengatur sanksi 

adminJstrasi yang dihapuskan adalah sebagai beriiQJt : 

1. Untuk Wajib Pajak Baru {WP Orang Pribadi) yang memanfiiatkan 

K.ebljakan Penghapusan Sanks! Administrasi : 

Sanksi Administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang 

dibayaLsesuai yang diatur dalam Pasa1 9 ayat (2b) Undang Undang 

Nomor 28 tahun 2007. 

2. Unh1k Wajib Pajak Lama \'liP OP atau WP Badan) yang mernanfaatkan 

Kebijakan Pengha.pusan Sanksi Administrasi : 

Sanksi Administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan 

kekurangan pembayaran pajak, yang diatur da[am Pasta 8 ayat (2) 

Undang Undang Nomor 28 tahun 2007. 

Sanksi kenaikan sebesar 50% sebagaimana diatur dalam pasal8 ayat (5) 

Undang Undang Nomor 2& talmn 2007. 

Contoh : 

Wajib Pajak Orang Pdbadi membetulkan SPT Tahunan PPh WP 

Orang Pribadi tahun pajak 2002 pada tanggal 20 Agustus 2008 dengan 

jurnlah pajak yang kurang dibayar sebesar RplOO.OOO.OOO,OO. Pada 

saat pembetulan dilakukan tcrhadap SPT Wajib Pajak tersebut tidak 

sedang dilakukan pemeriksaan, Berdasarkan kehijakan Penghapusan 

Sanksi Administrnsi : 

• Pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2002 diterima dan 

rnemperoleh fasilltas Penghapusan Sanksi Administrasi; 

• Pembetulan (ersebut dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh tahun 

Pajak yang telnh melewati jangka waktu 2(dua) tahun, 

pcmbetulan SPT sebaga.imana dimaksud Pasal 8 ayat (4} Undang 

Undang KUP tetapi merupakan pembetulan SPT Tahunan PPh 

dalam rangka Pasal 37A Undang Undang KUP. Dengan 

demikian atas kekurangan pajak yang tercantum daiarn 

pembetulan SPT Talwnan PPh Tahun Pajak 2002 tersebut : 

a) Tidak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 

sebesar 50% scbagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) 
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Undang Undang KUP, yaitu sanksi sebesar Rp. 

50.000.000,00 hapus dan 

b) Diberikan penghapusan sanksi administrasiberupa bunga 

sebesar 2% per bulan sebagaimana diatlu dalam Pasal 8 

ayat (2) Undan Undang Nomor 28 tahun 2007 dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan Kehijakan Penghapusan 

Sanksi Administrasi, yaitu : 

2% x 65 bulan x Rp.lOO.OOO.OOO,OO ~ Rpl30.000.000 

sanksi ini dihapuskan. 

3.3.6 FasUitas yang diberikan kepada \Vajib Pajak )''ang memaofaatkan 

Pengbapusan Sanksi Adminlstrasi Pasai37A Undang Undang Nomor 

28 T ahun 2007 

Fasilitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasl 37A Undang 

Undang Nomor 28 tahun 2007 dan peraturan pelaksnaanya adalah sebagai 

berikut: 

1. Tidak akan dikenakan sanksi adrninistrasi 

Dengan dihapuskan sank:si administrasi maka terhadap Wajib Pajak yang 

menyampaikan Sumt Pemberitahunan Tahunan PPh dan yang m.elakukan 

pembetulan Surat Pemberitahunan Tahunan PPh. 

2. Tidak akan diterbitkan sumt ketetapan pajak atas pajak lainnya terhadap 

datallnfonnasl dari Sumt Pemberitahuan PPhiPembetulan Surat 

Pemberi!ahuan PPh yang disampaiakan dalam mngka memanfaatkan 

Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi. 

Meoumt Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 661PMK.03.2008 tanggai 29 

April2008 Pasal4 dan Pasal 8 menyatakan bah\\ra data dan Jnfonnasi yang 

tercantum dalam : 

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang 

disnmpaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam rangka 

memanfaatkan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 

37 A ayat (2) Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 

Urdversitu Indonesia 

Dampak Penghapusan..., Sri Andahyani, PascaSarjana UI, 2009



100 

Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak Penghasilan Orang 

Pibadi /VIlajib pajak Badan dalam nmgka mernanfaatkan Kebijakan 

Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 3 7 A ayat (1) Undang 

Undang Nomor 28 tahun 2007. 

Tidak dapat d!gunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan 

pajak alas pajak lainnya. 

Dall:tm Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : 34/PJJ2008 

tanggal 31 Juli 2008 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang 

Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Ketentuan 

pelaksanaanya diberikan contoh lebih tegas sebagai berikut : 

a. Penyampaian SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi 

Barn 

No. 

l. 

2< 

3. 

'" 
'" 
'" 
'" 
'" 

f--o--9. 

"" ll. 

\Vajib Pajak Orang pribadi baru terdaftar tanggai 2 Juii 2008 dan 

menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 

2006 dan 2007 pada tanggal 21 Juli 2008, dengan rincian sebagai 

berikttt: 

Uretan SPT PPh Ta.hun 20&6 SPT PPb Talmn 20:07 

(Rp) {Rp) 

Petctl,;,nhll:saha 
~<~ 

Hl.OOO.t100.000.00 12.001).000.001},00 

Hat£ll P'okok PcnjuJhn 8.000.000:.000.00 9 .0{11).(100.000,00 

Pengurang Penghasihm 786.800.000,00 886.800.1}{10,00 

Brnlc 

Pen3lusilan Netto 1.213.200.000,00 2.113.200.000,{]0 

PTKP(TK!~) 13.200.000,00 tUJXlOOIJO,OO 
-f>engkisilan Kcna paja!l: 1.200.000.000,00 2.100.000.000,00 

PPh 1'crul.lmg 386.250.000.00 701.250.000,00 

Pcnghasilan Netlo setclah 813.750.000,00 701.39S.7SO.OOO,OO 

Paj;:k 

HART A (Harga.Perolt:hun) 20.000.000Jl0{),Q{l ···-· 
21.090,000.000,00 

Kewajiba!l 50.000.000,00 JO.OOiUIOO,OO 

Keks)<un Be!Sih - !9.950.000.00!),00 2Ulti0.000.000,00 

Atas data yang dilaporkan tersebut Direktorat Jederai Pajak tidak 

dapat menggunnkan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan. 

b. Pembetulan SPT Tahunan PPh Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi 

Lama. 
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Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar sebelum tanggall Januari 2008 

dan membetulkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 

Tahun 2006 pada tanggal 4 Agustus 2008, dengan rincian sebagai 

berikut: 

No. Uraian SPT PPh Tnhun Pembetuian SPT Setlsih 

"2006 PPb. Tahun :ZfH)6 (Rp) 

(Rp) (Rp) 

r.-1. Percdarnn 10.000.000.000,00 \2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 

Us aha 

2. Harga Pokok 8.000.000.000.00 9.000.000.000,00 1.000.000.000.00 

Penjualan 

3. Peogurang 786.SOO.OOO,OO BS6.800.000,00 100.000.000,00 

Penghasllan 

Bruto 

4. Penghasil:m • 1.21).:!00.000,00 2.113.200.000,00 900J.IDO.OOO,OO 

Ne:to 

s. PTKP(TKI-) 13.200.000,00 13200.0000,00 0,00 

6. Penghasilan 1.200.000.000,00 2. 100.000.000,00 900.000.000,00 

Kena pajak 

7 PPh Terutang 386.250.000.00 I 701.250.000,00 315.000.0000,00 

Is:"' • 
Penghasilan 8i3.750.000,00 701.398.750.000,00 585.000.000,00 

Netto sctclah 

Pajak 
----· 

9. j HART A 20.000.000.000,00 21.090.000.000,00 2.500.000.000,00 

(Harga 

Perokhan) 

10. Kewajiban 50.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) 

II. Kckayaan 19.950.000.000,00 21.060.000.000,00 2.520.000.000,00 
Bersih 

' ..... _. 

Atas data yang dilaporkan tersebut Direl'iorat Jederal Pajak tidak 

dapat menggunnkan sebagai dasar untuk me1akukan pemeriksaan. 

c. Pembetulan SPT Tahunan PPh Oleh Wajib Pajak Badan 

Wajtb Pajak Badan terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan 

membetulkan SPT Tahunan PPh Badan tahun Pajak 2003 pada 

tanggal 4 Agustus 2008, dengan rincian sebagai berikut: 
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..• 
No. Ural•n SPT PPh Tahtut Pernbet:llan SPT Setislh 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

2003 PPh Ta!.tUn 2(103 (Rp) 

(Rp) (Rp) 

P~aran Usaha 10.000.000.000,00 12.000.000.000,00 2.000.000.000,00 

HtugnP(IkQk 8.000.000.000.00 9.000.000.000,00 l.OO!lOO~tOOO,OO 

Pcnjualan 

Penglll'af18 800.000.000.00 900J)00.000,00 100.000.000,00 

Pcnglusil:nt 

Brum 

Pengltasilan 1-lOO.ilOOJJOO,OO 2.100.00!1.000,00 900.000.000,1)0 

Netto . 
Pengll<ls!lan 

' 
L:ZOOJ.l!'KHIOO,OO 2.100.{100-J)OO,OO m.ooo.ooo,on 

Ke:m Pajak I 
' PPh 'reruta.ng :l42SOO.OOO,OO 61l.SOO.OOO,iJO 270J>OO.OOO,{IO 

Harta (Harga 1 LOOO.OOO.OOO.OO 20.500.000.000,{10 9.500.000.000,00 

Perolehan) 

KcwuJiban 50.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) 

Kekayann 10.950.000.000,00 20.470.000.000,00 9.520 000.000,00 

Bersiah 

Atas data yang dtlaporkan tersebut D1rektorat Jederal Pajak ttdak 

dapat menggunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan. 

3. Penghentian Pemeriksaan Pajak scpanjang Pemeriksa Pajak belum 

mcnyampaiakan Surat Pemberitahuan Hasi! Pemeriksaan (SPHP). 

Sesuai ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-

33/PJ/2008 tnnggal 27 Juni 2008 dan aturan pelaksananya pemeriksaan 

terbadap SPT Wajib Pajak yang telah dibetulkan dalam rnngka Kebijakan 

Penghapusan Sanksi Administrasi Pasa1 37 A Unda.ng Undang K.UP 

dihentikan kecoaii : 

a. Pajak yang terutang berdasarkan pembetulan SPT Tahunan PPh 

Wajib Pajak orang pribadilbadan lebih rendah dari pada pajak )'1lng 

terutang berdasarkan temuan pemeriksa yang didukung dengan 

bukti yang cukup (bukan basil analisis) dan disetujui oleh atasan 

Kepala Unit Pemerlksaa:n; 

b. Terdapat lndlkasi tindak pidana dibidang perpajakan, yaitu : 

• Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan; 

Universitas Indonesia 

Dampak Penghapusan..., Sri Andahyani, PascaSarjana UI, 2009



103 

• Menyalahgunakan a!au menggunakan tanpa hak Nomor Pokok 

Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak~ 

• Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau 

pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak 

meminjamkan buku, catata.n, atau dokumen lain; 

• Wajib Pajak tidak menyi111.pan buku, catatan, atau dokumen 

lain termasuk basil pengo1ahan data dari pembukuan yang 

dikelola secata elektronik dan diselenggarakan secara program 

aplikasJ online di Indonesi<: sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayal(l) Undang Undang Ketentuan Umum dan Taw 

Cara Perpajakan; 

• Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau 

dipungut; 

• Wajib Pajak menerbitkan dan!atau menggunakan falctur pajak. 

b\1kti pemungutan pajak, bu1.-ti pemotongan pajak, dan/atau 

btlkti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang 

sebenarnya; atau 

• Wajib Pajak mencrbitkan faktur pajak tetapi betum dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

4. Tidak akan diperiksa atas Surat Pemberitahuan Tahuanan PPh a tau 

Pembetulan Sural Pemberitahuan Tahunan PPh, keeuali jika Surat 

Pemberitahuan PPh ternebut menyatakan Lebih Bayar (LB) atau rugi, atau 

terdapat datulinfomrasi lain yang mcnyatakan hahwa SPT Tahunan 

tersebut tidnk benar. 

Bahwa seperti telah dijelaskan di atns bahwa data/informasi yang ada 

dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Pembetulan Surat 

Pemberitahuun Tahunan PPh WP badan atau WP Orang Pribadi yang 

memanfaatkan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A 

Undang Undang KUP tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk 

mclahkan tindakan pemeriksaan. Tetapi kalau terdapat data baru yang 

menyatakan bahwa SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi atau Pembetulan 

SPT Tahunan PPh WP Badan/WP Orang Pribadi yang menyatakan tidak 
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benar, maka data/infoarmasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk 

dilakukan pemeriksaan. 

3.3.7 Tata Cara Pengadmlnistras!an Bagl Wajib Pajak Yang 

Mcmanfaatkan Kebljakan Penghapusan Sanks! Admlnistrasi Pasa137 

A Undang U ndaug Nomor 28 tahun 2007 

A. Tata Cant Penerimaan Sumt Pemberitahuan Tahunan PPh dalam rangka 

Kebijakan Penghapusan Sa.nksi Admioistrasi 

a. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemeberitahuan Tahunan PPh 

dalam rangka Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal37A 

Undang Undang KUP secara langsung atau melalui Pos ke Kantor 

Pelayanan Pajak~ 

b. Petugas TPT/Help Desk menerima dan meneliti SPT Tahunan PPh. 

Apabila dalam SPT PPh tidak teccantum tulis.an "SPT Berdasarkan 

Pasal 37 A UU KUP", P<tugas TPT!He/p Desk Wlljib memastikan 

apakah SPT tersebut dalam rangka pernanfaatan Kebijakan 

Pet~ghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37 A; 

c. Petugas TPT/Help Desk meneliti pe:rsyaratan dan kelengkapan SPT 

Tahunan Wajib Pajak yang disampaikanj dengan menggunakan 

Formulir Cek List (sesuai lampiran SE-33/PJ/2008), yaitu mernastikan 

bahwa: 

• SPT Tahunan PPh yang dismapaikan memenuhi kelengk.apan 

persyaratan ketentuan undang-undang perpajakan; 

• Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) belum 

disarnpaikan kepada Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak 

sedang dilakukan pemeriksaan; 

• Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti 

Pemmlaan, penyidikan. penuntutan, atau pemeriksaan di 

pcngadilan atas tindak pidann di bidang perpajakan; 

• SPT yang diterirna merupakan SPT Tahunan PPh/Pembetulan 

SPT Tahuuan PPh untuk tahun pajak 2006 dan/atau tahun-
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tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar sebelum 1 

Januari 2008; 

• SPT diterima merupakan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak 

Oeang Pribadi tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya 

dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada tahun 2008; 

• Dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) ssebagai bukti 

pelunasan Pajak. 

d. Petugas TPT mengecek kelengkapan tersebut diatas, apabila : 

• SPT Tahunan PPh yang sudah lengkap, kemudian data 

penerim~an SPT Tahunan PPh dan kelengkapannya, 

menerbitkan Berita Penerimaan Suratllaporan Pengawasan 

Arus Dokumen, menyampaikan langsung atau mengirimkan 

Berita Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak, menggabungkan 

Laporan Pengawasan Arus Dokumen dan Check List dengan 

SPT Tahunan beserta dokumen kelengkapannya; 

• SPT tahunan yang disampaikan langsung, namun tidak Iengkap 

tidak dapat diterima, sedangkan yang disampaikan melalui 

Pos/Ekspedisi dikembalikan kepada Wajib Pajakdengan 

disertakan Surat Penolakrm SPT Talmnan PPh. 

e. Petugas TPT meneruskan SPT Tahunan PPh beserta Register Harian 

Penerimaan SPT Tahunan PPh ke Sek.si Pengolahan Data dan 

Infonnasi; 

f. Account Represeutalivel Peelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi 

PPh Orang Pribadi melakukan pcnelitian untuk menyakinkan bahwa 

SPT yang diterima sesuai dengan Ketentuan Kebijakan Penghapusan 

Sansksi Administrasi Pasal 37A Undang Undang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan; 

g. Dalam SPT merupakan SPT Unbalance yang terdapat kesalahan 

matematis Account Representafive/Pelaksana Seksi PPh 

Badan/Pelaksana Seksi PPh Orang Pribadi membuat Surat Himbauan. 

(SPT tetap diperlakukan sebagai SPT Berdasarkan Pasal 37A Unand 

Undang KUP) 
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Ada bebcrapa ketentuan dalam pengadministrasian SPT Tahunan PPh da.lam 

rangka Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal37 A yaitu ten tang SPT 

Tahunan PPh atau Pembetula:n SPT Tahunan PPh yang diterima setelah tanggai 

31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 200& dilakukan penelitian 

ulang "apakah penyampaian SPT Tahunan PPh/Pembetulan SPT Tahunan PPh 

tersebut dalam rangka memanfaatkan Kebijakan Penghapusan Sanksi 

Admirrist:rasi Pasal37 A, dengan prosedur ~bagai berikut : 

a. Kepaia Seksi Pengawasan dnn Konsultasi/Kepala Seksi PPh Orang PnOadi 

memerintahkan Account Representative/Pelaksna Seksi Orang Pribadi 

meneiiti ulang atas SPT Tahumm PPh Orang PriOO.di Kurang Bayar yang 

disampaik:an setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan 30 Juni 2008 

yang disampaikan oJeh Wajib Pajak Orang Pribdai yang terdaftar dalam 

Tahun 2008. 

b. Kcpala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/ Kepala Seksi PPh Badan/Kepala 

Seksi PPh Orang Pdbadi memerintahkan Account Representative1Pe1aksana 

Seksi PPh BadanPelaksna Seksi Orang Pribo.di rneneliti ulang ati.s SPT 

Tnhttnltn PPh Badan/ Orang Pribadi Kurang Bayar yang disarnpaikan setelah 

tanggal 31 Desernber 2007 sampai dengan 30 Juni 2008 yang disarnpaikan 

oleh Wajib Pajak Badan I Wajib Pajak Orang Pribdi yang terdaftar sebelum 

tanggall Januari 200&. 

t. Account Represellfative!Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh 

Orang Pribadi rnenghubungi Wajib Pajak yang bersangkutan untuk 

menindak lanjutl. kekurangan persyaratan bagi yang akan memanfaatkan 

Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi PasaJ 37 A; 

d. Setelah mempero1eh konfinnasi dari Wajib Pajak yang bersangkutan 1 

Account Representative!Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh 

Orang Pribadi menuliskan " SPT Ben:Iasarkan Pasal 37A UU KtJP" pada 

FornmHr Induk bescrta Jampirannya terhadap SPT Tahunan PPh atau 

Pembetutan SPT Tahunan PPh yang rnemperoleh fasititas Penghapusan 

Sanksi Administrasi dan memberikan tanda ( ) pada Check List yang ada. 
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B. Tata Cam Penghnpus:an Sanksi Administrasi dan Penerbltan Ucapan Terima 

Kasih 

1. Penghapusan Sanksi Administrasi 

Pengbapusan Sanksi Administrasi dilakukan denga.n tidak menerbitkan 

Surat Tagihan Pajak : 

a. Sistem menampilakan daftar wajib pajak yang menyampaikan 

SPT Tahunan PPh!Pembetulan SPT Tahunan PPh dengan 

fasiHtas Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang 

UrulangKUP; 

b. Account Representativc!Pe1aksana Seksi PPh Badan!Pelalr..sana 

Seksi PPh Orang Pribadi mela.kukan penghitungan sanksi 

administrnsi yang dihapuskan; 

c. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi !Kepala Seksi PPh 

Badan/Seksi PPh Orang Pribadi meneliti kebenaran 

penghitungan penghapus:.m sanksi administrasi yang aan 

dicantumkan dalam ucapan terima ka.sih. 

d. Account Representative!Peloksana Seksi PPh Badan/Pelaksana 

Seksi PPh Orang Pribadi tidak rnenerbitkan STP sanksi bunga 

atus penyampaian SPT Tahunan!Pembetulan SPT Tahunan PPh 

terhadap Wajib Pajak da1am dafiar. 

2, Penerbitan surat ucapkan terima kasih 

Setelah dHakukan penghitungan sanksl administrasi yang tidak akan 

ditcrbitkan Surat Tagihan Pajak, maka akan dilakukan penerbitan 

ucapan terima kasih dengan prosedur sebagai berikut : 

a. Accoul/l Representative!Pelaksana Seksi PPh Badan!Pelaksana 

Seksi PPh Orang Pribadi menyiapkan konsep Surat Ucapan 

Terirna Kasih kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan 

besamya setoran pajak dalarn rangka: pemanfaatan Kebjjakan 

Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang Undang 

KUP dan sanksi administrasi yang dihapuskan~ 
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b. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi!Kepata Seksi PPh 

Badan!Kepala Seksi PPh Orang Pribadi meneliti dan memaraf 

konsep Surat Ucapan Terima Kasih; 

c. Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Surat Ucapan 

Terima Kasih; 

d. Sumt Ucapan Terima Kasih ditata usahakan dan disampaikan 

kepada Wajib Pajak meialui Subbagian Umum; 

e, Surat Ucapakan Terima Kasih dikirim paling lamba:t I(satu) 

minggu setelah SPT Tahunan PPh a tau pernbetulan SPT Tahunan 

PPh diterima, l=uali SPT Wajib Pajak sedang dalam 

pemeriksaan maka Surat Ucapan Terima Kasih dikirlm paling 

lambat l(satu) bulan. 

C. Tata Cara Penghentian Pemeriksaan 

Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasa! 3 7 A Undang Undang KUP 

ini juga dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang sedang diperiksa 

sepanjang Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) belum 

dlsampaikan Wajib Pajak dapat menggunakan fasilitas ini. 

1. Pemeriksaan dihkukan oleh Kantor Pelfl.yar:an Pajak 

Prosedur yang hams dila!ruka.n oleh Kantor Pebyanan Pajak dalam 

rangka penghentian pemeriksaan adalah sebagai berikut: 

JL Kepala SeksJ Peiayananffata Usaha Perpajakan wajib membuat 

dan menyampaikan Daftar Wajib Pajak yang memanfaatkan 

Fasilltas Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A kepada 

Kepala Seksi Pemerlksaan/Kepa1a Seksi PPh BadanlPPh Orang 

Pribadi/Pajak Pertambahan Nilai/Kepa1a Seksi Pemotongan, 

Pernungutan Pajak Penghasiian, jika Wajib Pajak sedang dilakukan 

pemeriksaan Kepala Seksi Pemeriksaan Kepala Seksl PPh Badanl 

PPh Orang Pribadi!Pajak Pertarnbahan NilaifKepala Seksi 

Pemotongan, Pemungutan Pajak Penghasilan, meminta fotocopy 

SPT Tahunan yang bersangkutan; 
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b. Kepala Seksi Pemeriksaan/ Kepala Seksi PPh Badan!PPh Orang 

Pribadi!Pajak Pertambahan Nilai/Kepala Seksi Pemotongan, 

Pemungutan Pajak Penghasilan, rneminta Tim Pemeriksa 

menganalisis dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan 

c. Dalam hal pemeriksaan dihentikan karena memenuhi kreteria 

mendapatkan fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal37A 

Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 

Kepaala Seksi Pemeriksaan Kepala Seksi PPh Badan/ PPh Orang 

Pribadi!Pajak Pertambahan Nilai/Kepala Seksi Pemotongan, 

Pemungutan Pajak Penghasilan, membuat konsep usulan Nota 

Dinas penghentian pemeriksaan kepada Kepala Kantor Pelayanan 

Pajak yang kemudian menandatangani dan menyampaikan Nota 

Dinas tersebut kepada Supervisor Pemeriksa Pajak; 

d. Tim Pemeriksa membuat konsep Laporan Hasil Pemeriksaan 

Dalam Rangka Sunset Poiicy (LPPDRSP) tersebut untuk 

mendapatkan persctujuan dari Kepala KPP dengan memperhatikan 

jangka waktu penyampaian Surat Ucapan Terima Kasih yaitu 

paling lama l(satu) bulan; 

e. Tim Pemeriksa harus menguraikan temuan pemeriksa yang 

didukung oleh bukti yang akuratlkonkrit sampai dengan saat Wajib 

Pajak membetulkan SPT Tabu nan PPh WP Badan atau WP Orang 

Pribadi dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka 

Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang Undang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta menguraian 

alasan penghentian pcmeriksaan. Format Laporan Penghentian 

Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy (LPPDRSP) harus 

sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-

04/PJ.?/2002 (Seri Pcmcriksaan 01-02) tanggal16 Mei 2002; 

f. Apabila Laporan Hasil Pemeriksaan Dalam rangka Sunset Policy 

disetujui oleh Kepala KPP, Tim Pemeriksa menyampaikan kepada 

Kepala Seksi Pemeriksaan; 
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g. Untuk Kantor Pelayanan Pajak yang telah menerapkan sistem 

administrasi moderen, Kepala Seksi Pemeriksaan menyampaikan 

Nota Dinas kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

tentang informasi penghentian pemeriksaan atas Wajib Pajak yang 

memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi Pasa137A 

Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Per{lajakan agar 

membuat Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian 

Pemeriksaan; 

h. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menanandatangani dan 

menyampaikan Surat Ucapan Terima kasih dan Penghentian 

Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan serta 

memerintahkan Tim Pemeriksa untuk mengembalikan duku, 

catatan, dan dokumen yang dipinjam paling lama ?(tujuh) hari 

sejak tanggallaporan Hasil Pemeriksaan. 

Bagan Pcmeriksaan Dihentikan oleb Kantor Pelayanan Pajak sesuai 
Surat Ed a ran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 

Tim Pemorikso Kepolo KPP Kepllo Sehi K:I.SnbogUmnm 
Pengo"""""'&. Koruul~ 
Kep•l• Sebi PPH BdnJUP 

Anoli•i• dopo1! lidoltnyn 
pemerikso;~ Jillen!il.:m 

Kon>ep lltllngon 
pen~henlim 

pemerii:Jlou dol:lln 
r:m~ko sunw polley 

Pcr><lujuon konscp 

I dil.tndol>ngoni 

LPPDRSP 

KollS<)I ""Till ucopon 
lcrimohsih &. 
pongbemian 
pemcriks= 

Pe,..elujuon + 
PengirimM <unl ucnpon 

lerimal:ouih & 

Wojib Pojok 

Sum ucopan 

II dilandolangoni penshentian lerimob.lih &. 

pcmoriksa:m peo!;hcntion 

Bcrl...o.<WP Ber\:..uWP 

7 han sejak tanggallaporan penghentlan pemenksaan dalam rangka Sunset Policy 
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Prosedur Pemeriksaan dilanjutkan oleh Kantor Pclayanan Pajak karena 

memenuhi kreteria angka lV huruf A angka 1 Surat Edaran Direklur 

Jenderal Pajak Nomor SE-331PJ/200S 

a. Tim Pemedksa Pajak membuat nota dinas usulan melanjutkan 

pemeriksaan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 

b. Apabila: KepaJa Kantor Pelayanan Pajak setuju pemeriksaan 

dilanjutkan, maka Kepala KPP membuat dan mengirlm surat 

osulan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Kepala Kantor 

Wilayab atasannya; 

c. Dalam hal usulan Kepala KPP untuk melanjutkan pemeriksaan 

disetujui, Kepala Kantor Wilayah atasannya membuat surat dan 

maengirim surat perSetujuan untuk melanjutkan pemeriksaan 

kepnda Kepala KPP dan Kepala KPP tidak perlu membuat Surat 

Ucapan Terirna Kasih dan Penghentian Pemerik:saan. 

Bngan Pcmeriksaan dilanjutkan oleh Kantor Pelayanan Pajak 
karcna mcmenuhi kriteria angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran 

Direktur Ienderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 

::m l'c:noriknuo Kq,.bl«'l' "'""""'slbwm KopUKIWWil 

ArulUi>d•piU li4~bly.~ 
pm~, ('!!<;r.li\•n 

• 'Yc::, ~illl'.i\ul.m 

• N<>lo D<CD> 'JI'•I;~~> ~~WI:v.f~t\;:ut 
:;:=r~'h.tan 

I Dil;,!<;ilri+Di~m~"?J 
N~ta DiM.< urulm~~ 

dil:uljlllkm 6\kilff! 

M!;nyt!Kjci l'cmcrik5:J.., 
dilltjwlr..n 

Pen><;ii=t> dibt!julbn I 
Catatan : 
Apabila Kepa.ln Kantor Wilayah nt.asannya tidak menyetujui usulan pmeriksaan 
dilanjutkan prosedllr pcnghentian pemeriksaan 
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Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan oleh Kantor Pelayanan Pajak karena 

mernenuhi kreteria indikasi tindak pidana sesuai Surat Edaran Direktur 

Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 maka: 

a. Tim Pemeriksa Pajak membuat Nota Dinas usulan Pemeriksaan 

Bukti Pennulaan kepada Kepala KPP untuk mendapat persetujuan 

dan dikirim ke Kepala Kantor Wilayah atasannya; 

h. Dabm. hal pemeriksaan tidak diserujui, pemeriksaan dihentikan 

dengan prosedur pemeriksaan dihentikan dan mengirim Surat 

Ucapnn Terima kasih dan Penghentian Pemeriksaan; 

c. Dalam. hal usulan Pemeriksaan Bukti Perrnulaan disetujui, Kepala 

Kantor Wilayah memerintahkan agar pemeriksaan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak dihentikan. dan ditindak Janjuri dengan 

menerbitkan Instruks.i Pemerik:saan Bukti Permulaan. Apabila tidak 

disetujui mak:a ditindak Ianjuti dengan: 

Penghentian Pemeriksaan dengan prosedur penerbitan Surat 

Uca.pa.n Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksa.an; 

Atau ditindaklanjutkan sepanjang memenuhi kriteria dalam 

angka N huruf A angka l Surat Edaran Direktur Jenderal 

Pajak Nomor Se-33/PJ/2008. tanggal 27 Juni 2008, dengan 

pmsedur melanjutkan pemeriksaan. 

Bagan pemeriksaan dilanjutkao oleh Kantor Pelayanan Pajak 
kareua mcmenuhi kreterian indikasi tindak pidana sesua1 angka IV 

huruf A angka 2 Surat Edaran Direktnr Jend{lra) Pajak 
Nomor SE-33/PJnoos 
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rt{_Prrm:ril:= dihct!libo l'tolt®r JitD&M!ili1<1 I .......... 
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2. Pemeriksaan dilakukan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, 

Kanlor Wilayah atau Direktorn:t Pemeriksaan dan Penagihan 

a. Kepala Seksi l?emeriksaan!Kepala Seksi PPh Badan!PPh Ornng 

Prib&di!Pajak Pertambahan Nilai!Kepala Seksi Pemotongan, 

Pemungutan Pajak Penghasilan. membuat konsep surat Kepala 

Kantor Peiaya!tan Pajak tentang pemberitahuan bahwa Wajih Pajak 

yang sedang diperiksa teJah menyampaikan SPT Tahunan PPh 

/pembetulan SPT Talmnan PPh da!am rangka Penghapusan Sanksi 

Adrninistrasi Pasa137 A Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan. sesuai dafatar yang dibuat oleh Kepala Seksi . 
Pelayanan!Kepala Seksi 1UP; 

b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangarri dan menyarnpaikan 

surat tersebut kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan 

Pajak, Kepala Kantor Wilayah/Direktur Pemeriksaan dan Penagihan 

dengan dilampirkan fotocopy SPT Tahunan PPh dalam rangka 

Penghavusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang Undang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 

c. Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor 

Wil.ayahiDirektur Pemeriksaan dan Penagihan memrintahkan Tim 

Pemeriksa 11ntuk menganalisis SPT Tahunan PPh yang bersangkutan 

untuk menetukan dapal tidaknya pcmeriksaan dihentikan; 

d. Dalam hal pemeriksaan tidak dihentikan Kepala Kantor Pemeriksaan 

dnn Pcnyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah/Direktur Pemeriksaan 

dan Penagil1an menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepa1a 

Kantor Pe!ayanan Pajak; 

e. Dalam hal pemeriksaan dihentikan, Tim Periksa menguraikan alasan 

penghentian datam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam 

Rangka l)enghapusan Sanksi Administrasi Pasal 3 7 A Undang 

Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan membuat 

usulan konsep nora dinas penghentian pemeriksaan kepada atasan 

langsung Tim Pemeriksa Pajak; 
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:f: Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidik:an Pajak/Kepala Kantor 

Wi1ayah!Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menyampaikan surat 

pembcrilahuan penghentian pemeriksaan daJam rangka penghapusan 

sanksi adrninistrasi Pasal 37A Undang Undang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara I>erpajakan serta mengembalikan buku, catatan dan 

dokumen yang kepada Wajib Pajak paling lama 7(tujuh) hari sejak 

tanggal Laporan Penghent:ian Pemeriksaan Pajak dalam Rangka 

Sunset Policy dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan 

Pajak terdaftar serta melampirkan l(satu) Laporan Penghentian 

Pemeriksaan Dalam Rangka Penghapusan sanksi administrnsi Pasal 
' 

37A Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 

Bagan Pcngbentian Pemeriksaan pada Kantor Pemerik$:aan dan 
Penyidikatl Pajak, Kantor Wilayah atau Direktorat Pemeriksaan dan 
Penagihaa sesuai aogka IV huruf D angka 4 Surat Edaran Direktur 

Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 
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Dalam penghentian pemeriksaan yang di1akukan oleh Kantor Pemeriksaan 

dan Penyidikan Pajak, Kantor \Vi1ayah dan Direktorat Pemeriksaan dan 

Penagihan lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 
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Nomor : SE-34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penegasan 

Pelaksanaan Pasa137A Undrmg Undaog Ketentuan Umum Dan Tata Cara 

Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya. diatur sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Kantor Pemeriksaan dan 

Penyidikan Pajak dilanjutkan karena indikasi tindak pidana {sesuai 

dengan angka N huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal 

Pajak Nomor : SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 200& dengan 

memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Penuulaan sebagai 

bcrik::ttt : 

a. Tim Pemeriksa membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti 

Pemmiaan kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyid:ikan 

Pajak; 

b. Apabila usulan disetujui, KepaJa Kantor Pe:meciksaan dan 

Penyidikan Pajak membuat dan mengirim surat usulan 

Pemeriksaan Bokti Permu1aan kepada Kepala Kantor Wilayah 

atasannya, daiam hal tidak disetujui maka pemeriksaan 

dihentikan dengan prosedur penghentian pemeriksaan atau 

dengan melanjutkan pemeriksaan dengan kriteria yang diatur 

dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur 

Jendernl Pajak Nomor SE 33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, 

yaitu pemeriksaan dilanjutkan karena pajak penghasilan yang 

terutang lebib rendah dari temuan pemeriksa. 

c. Apabila usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui oleh 

Kantor Wilayah atasannya, maka pemerik.saan oieh Kantor 

Pemeriksaan dan Penydikan pajak dlhentikan, dan diterbitkan 

Instruksi Pcmeriksaan Bul..."ti Permulaan oieh Kepala Kantor 

Wilayah atasannya. Daiam hal tidak disetujui maka 

pemeriksaan dihentikan dengan prosedur penghentian 

pemeriksaan atau dengan melanjutkan pemeriksaan deng.an 

kreteria yang diatur dalam angka IV huruf A angka 1 Surat 

Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 33/PJ/2008 tanggal 
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27 Juni 2008, yaitu pemeriksaan dilanjutkan karena pajak 

penghasilan yang terutang lebih rendah dari temuan pemeriksa. 

2, Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah dilanjutkan 

karena indikasi tinrlak pidana (sesuai dengan angka IV huruf A 

angka 2 Sural Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-

33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, dengan memperhatikan kehijakan 

Pemeriksaan Bukti Pennulaan sebaga.i berikut : 

a. Tim Pemeriksa mer.nbuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti 

Pennulaan kcpada Kopala Kantor Wilayah; 

b, Apabila usulan disetujui, Kepala Kantor Wilayah membuat dan 

mengirim surat usulan Pemeriksaan Bukti Pennulaan kepada 

Direk:tur Inteljen dan Penyidikan dalam bal tidak disetujui 

maka pemeriksaan dihentikan dengan prosedur penghentian 

pcmeriksaan atau dengan melanjutkan pemeriksaan dengan 

kreteria yang diatur dalam angka IV hurnf A angka 1 Sural 

Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 33/PJ/2008 tangga1 

27 Juni 2008, yaitu pemeriksaan ditanjutkan karena pajak 

penghasilan yang terutang lebih rendah dari temuan pemeriksa. 

c. Apabila usulan Pemeriksaan But.1i Pennulaan disetujui oleh 

Direktur Intelejen dan Penyidikan. maka pemeri.ksaan oleh 

Kantor Wilayah dihentikan. dan diterbitkan Instruksi 

Pemeriksaan Bukti Permulaan atau . daJam hal tidak disetujui 

maka pemeriksaan dihentikan dengan prosedur penghentian 

pemeriksaan atau dengan melanjutkan pemeriksaan dengan 

kreteria yang diatur dalam angka IV huruf A angka 1 Surat 

Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 33/PJ/2008 tanggal 

27 Juni 2008, yaitu pemeriksaan dilanjutkan karena pajak 

pcnghasilan yang ferutang lebib rendah dari temuan pemeriksa. 

d. Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Direktora.t Pemeriksaan 

dan Penagihan dilanjutkan karena rnemenuhi kreteria indikasi 

tindak pidana {sesuai dengan angka rv huruf A angka 2 Surat 

Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE~33/PJ/2Q08 
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tanggal 27 Juni 2008, dengan mempeihatikan kebijakan 

Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagai berikut: 

• Tim Pemeriksa membuat nota dinas usulan 

Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur 

Pemeriksaan dan Penagihan; 

• · Apabita usulan disetujui, Direktur Pemeriksaan dan 

Penagihan membuat dan mengirim surat usuh:m 

Pemeriksaan Bukti Pennulaan kepada Direktur Jenderal 

Pajak dalam hal tidak disetujui maka pemeriksaan 

dihentikan dengan prosedur penghentian pemeriksaan 

atau dengan melanjutkan pemeriksaan dengan kriteria 

yang diatur dalam aogka IV huruf A !lilgka 1 Surat 

Edaran Direlctur Jenderal Pajak Nomor SE 33/PJ/2008 

tanggal 27 Juni 2008, yaitu pemeriksaan diianjutkan 

karena pajak penghasilan yang terutang lebih rendah 

dari temuan pemeriksa. 

• Apabila usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui 

oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, maka 

pemeriksaan oleh Direktomt Pemeriksaan dan 

Penagihan dihentikan, dan diterbltkan Instruksi 

Pemeriksaan Bukti Permulaan atau. Dalam hal tidak 

disetujui maka pemeriksaan dihentikan dengan prosedur 

penghentian pemeriksaan atau dengan meJanjutkan 

pemerik:saan dengan kreteria yang: diatur dalam angka 

N huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal 

Pajak Nomor SE 33/P J/2008 1anggal 27 Juni 2008, 

yaitu pemeriksaan dHanjutkan karena pajak penghasilan 

yang terutang lebih rendah dari temuan pemeriksa. 

3. Proscdur Penghentian Pemcriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Lokasi 

ditegaskan sebagui berikut: 
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a. Kepala Seksi Pelayanan!Seksi TIJP membuat daftar Wajib Pajak yang 

menyampaikan SPT Tahunan atau pembetulan SPT Tahunan PPh 

dalam rangka Sunset Policy, dan Kepala Seksi Pemeriksaan atau 

Kepala Seksi PPh Badan/Kepa1a Seksi PPh Orang Pribadi pada KPP 

domisili membuat surat mengenai dafttar Wajib Pajak yand sedang 

diperiksa KPP lokasi dan memanfaatkan Su11set Polley; 

b. Kepala KPP Domisi!i me11:andatangani dan menyampaika.n surat 

mengenai daftar Wajib Pajak )rang sedang diperiksa KPP Lokasi dan 

memanfaatkan fasilitas Sunset Policy dengan melampirkan fotocopy 

SPT Tahunan PPh daiam rangka. Sunset Policy; 

c. Da1i daftar Wajih Pajak yang memanfaatkan fasilitas Sunst Policy dari 

KPP Domisili, Kepala KPP Lokasl memerintahkan Tim Pemeriba 

Pajak untuk menentukan dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan; 

d. Dalam hal pemeriksaall dlhentikan kar~ma 1idak mernenuhi kriteria 

sebagaimana dimaksaud dalam angka N huruf A angka 2 Surat 

Edaran Direktur Jendera! Pajak Nomor SE-3J/PJ?2008 tanggal27 Juni 

2008: 

IJ Tim Pemeriksa Pajak K.PP Lokasi membuat konsep Laporan 

Penghentlan Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy 

(LPPDRSP) dcngan rnenuraikan temuan pemeriksaan yang 

didukung oleh bukti yang akuratfkonkrit sampai rlengan Wajib 

Pajak membetulakan SPT Tahunan PPh. untuk mendapatkan 

pcrsetujuan dari Kepala KPP lokasi dengan memperhatika.n 

waktu penyampaian Sural Ucapan Terima Kaslh dan 

Penghentian Pemedksaan paling lama l(satu) bulan. 

• Fonnat Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangk:a 

Sunset Palicy (LPPDRSP) barus sesuai dengan Surat Edaran 

Direktur lendcra1 Pajak Nomor SE-04/PJ.?/2002 (Seri 

Pcmeriksaan 01-02) tangga116 Mci 2002. 

' Persetujuan Kepa1a KPP Lokasi dengan menandatangani 

konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka 

Sunset Policy (LPPDRSP), yang kemudian menyampaikan 
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copy laporan tersebut kepada Kepala KPP Domisili, dengan 

terlebih dahulu mengirimkan surat pengantar tentang 

penghentian pemeriksaan tersebut mela1ui faksimile; 

• Sosuai surat pengantar tentang pengbentian pemeriksaan, 

Kepala Seksi Pengawasan dan Kon.<;ultasi/Kepala Seksi PPh 

Badan/K{".pala Scksi PPH Orang Pribadi terkait pada KPP 

Domisili membuat Surat Ucapan Terima Kasih dan 

Pcnghentian Pemeriksaaan; 

• Kepala KPP Domisiii menandatangani dan menyampaikan 

Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaa:n 

kepada Wajib Pajak yang bersangkutan; 

.. Tim Perneriksaan Pajak KPP Jokasi mengembalikan buku, 

catatan dan dokumen yang dipinjarn kepada Weajib Pajak 

paling lama 7 (tujuh) hari scjak tanggal Lapora.n Penghentian 

Pemeriksaan Dalmn Rangka Sunset Policy. 
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e. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksankan oleh KPP Lokasi 

dilanjutkan karena memenuhi kreteria sebagaimana dimaksud dalam 

angka N humf A angka 2 Surat Edanm Direktur Jendera! Pajak 

Nomor Sfl-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, dengan memperhatikan 

kebljakan Perneriksaan Bukti Permulaan : 

• Tim Pemeriksa Pajak KPP Lokasl membuat nota dinas usulan 

Pemeriksaan Bukti Pennulaan kepada Kepala KPP Lokasi; 

• Da1am hal usulan Perneriksaan Bukti Perneriksaan disetujui 

o1eh Kepala KPP Lokasi. langkah selanjutnya dibuat surat dan 

dikirim ke Kantor Wilayah atasnnya . Sebaliknya dalam hal 

tidak sisetujui, maka pemeriksaan dihentikan dengan prosedur 

penghentian pemeriksaan; 

• Datam hal Usulan Pemeriksaan Bukti Perrnulaan dari Kepala 

KPP Lokasi disetujui, Kepala Kantor Wi!ayah atasannya 

rnemerintahkan agar pernerik.saan dihentikan dan diterbitkan 

instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan memperhatikan 

kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Sebaliknya apabila 

tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur 

pengh.entian pemeriksaan: 

f. Da1am hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh KPP Lokasi 

dilanjutkan karena memenuhi kriteria SPT yang diperiksa menyatakan 

lebih bayar, kepada KPP lokasi memberitahukan hal tersebut kepada 

Kepala Domisili dengnn memperhatikan jangka waktu penyampaian 

Surat Ucapan Terima kasih yaitu paling lama l(satu) bulan. 

Atas penghentian pemeriksaan ini masih dapat diperiksa kembali atau 

ditindak Janjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan seteJah tanggal 31 

Maret 2009 apabila terdapat data atau informasi lain yang menunjukkan 

bahwa SPT Tahunan PPh yang dlsampaikan Wajib Pajak dalam rangka 

Sunset Policy ternyara tidak benar. 
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3.3.8 Str,atcgi Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal37A Undang Undang 

Nomor 28 Tahun 2007 

Direktorat Jenderai Pajak telah rnenetukan strategi Kebijalrnn 

Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 tabun 

2007 diantaranya : 

l, Pengeiuarkan f'engumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor : Peng-

01/PJ/2008 tanggal30 Juni 2008 tentang Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak 

(Sw<Set Policy 2008) 

2. Menentnkan sasaran Wajib Pajak yang dituju dalam Kebijakan Penghapusan 

Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan sesuai Surat Direktur Jendeml Pajak Nomor : S-S-

162/PJ/2008 tanggol 4 Juli 2008 tentang Sasaran Wajib Pajak dan Target 

Pertambahan Penerimaan Pajak dan Jurnlah Wajib Pajak Orang Pribadi 

Program Sunset Policy, adlah sebagai berikut: 

a. Sasaran Umum yaitu seluruh masyarakat yang berada di wiiayah 

Indonesia. 

b. Sasaran Khusus yaitu 200 Wajib Pajak terbesar penentu penerimaan 

di setiap Kantor Pelayanan Pajak dan seluruh Wajib Pajak di Kantor 

Wiiayah Wajib Pajak Besar serta kelompok Wajib Pajak Iainnya 

yang dapat terdiri dari: 

1) Sektor~sektor tertentu yang tclah diindentifikasi dan 

dhnintakan dibuat profilenya meliputi perk:ebunan kelapa 

sawit, pertantbangan batubara, konstruksi dan real esfatej 

2) Sektor potensial lalnnya yang teridentifikasi o1eh Kantor 

Pusat, yaitu retailer, pulp and paper, perkebunan karet, dan 

perkebunan kakao; 

3) Wajib Pajak Orang Pribadi yang meliputi pemilik rumah 

me\vah, pemilik unit apartcmen, pemilik unit kondominiuml 

pengacara, akuntan, dokter, notaris, dan tenaga: profesional 

lainnya, peketja seni komcrsial, pcmiHk mobil mewah, 

pcmillk kapal pesiar, pemilik pesawat terbang pribadi, 

pemilik helikoptcr pribadi, anggota legislatif dan eksekutif 
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serta Orang Pribadi potensial lainnya di wilayah kerja 

masing-masing Kantor Peiayanan Pajak. 

3. Kampanye Su11set Policy diJakukan sesuai dengan Surat Eda:ran Direktur 

Jenderal Pajok Nomor SE-56/PJ/2008 tanggal 23 September 2008 tentang 

karnpanye Sww# Policy dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mengirimkan surat kepada seiuruh masyarakatiWajib Pajak untuk 

mengingatkan kernbali (remending) agar memanfaatkan Sunset Policy. 

b. Melaksnakan kampanye Sunset Policy lebih gencar Iagi sesuai dengan 

kondisi daerah rnasing-masing. 

c. Menginventarisasi seluruh pertanyaan yang disamapikan 

masyaraka.t/Wajib Pajak dan menjawab serta menjelaska.n sehingga 

dipnhami oleh masyarakat!Wajib Pajak dengan menggunakan refernsi 

pada booklet dan talking paper, 

d. Mengingatkan dan mengawasi seluruh petugas agar ikut mensukseskan 

Sunset Policy dengan sepenuh hati melayani Wajib Pajak agar 

memanfaatkan S1..1nset Policy sesuai kebijakan yang telah ditetapkan 

dan tidak membuat judgmentlkeputusan scndiri~sendiri yang dapat 

menyulitkan pelaksanaan. 

e. Unruk tidak menolak Wajib Paj,ak yang memanfaatkan Sunset Policy 

tanpa bc1konsultasi dahulu dengan atasan langsung menimal Kepala 

Kantor. 

f Memberikan diseminasi secara berkesinambungan kepada seluruh 

pegawai di kantor-kantor operasional, terutama kepada petugas 

Ac,·owrt Represemative, fungsional pemeriksa, petugas pelayanan dan 

penuyuluh, guan memberikan pemahaman yang lebih mcndalam dan 

serngam atas pertanyaan-pertanyaa.n mengenai SutJSei Policy. 

g. Menginfonnasikan kepada masyarakat dan Wajib Pajak untuk segera, 

menghubungi Kring Pajak 500~200 atau nomor telepon masing-masing 

unit~unit kantor dalam rangka pelayanan Sunset Policy. 

Rangkaian slategi dan sasaran ini diharnpkan untuk menarik rnasyarakat 

(Wajib Pajak) untuk memanfaatkan fasHitas penghapusan sanksi administrasi 

Pasai 37A Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Carn Perpajakan. 
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DAMP AK PENGHAPUSAN SANKSI ADMINSTRASI P ASAL 37A UNDANG­
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TERHDAP KEPASTIAN HUKUM 

WAJIBPAJAK 

Sistem pemungutan pajak berdasarkan "Self Assessment" diberlakkan di 

Indonesia sejak I Januari 1984, menggantikan sistem oemungutan pajak berdasarkan 

"Ojjical Assessment". Sistem Self A.~sessmnet sangat berbeda dengan sistem l?fficial 

Assesment, Dalam sistem Official Assessment , wewenang pemungutan pajak ada pada 

fiskus, fiskus yang menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan 

dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang mei]>akan bukti timbulnya suatu utang 

pajak Wajib Pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan fiskus mengenai utang 

pajaknya, 1 Sedangkan dalam sistem Self Assessment, Wajib Pajak diberikan kepercayaan 

panuh oleh Negaro, jadi Wajib pajak bersifat aktif, untuk mendaftarkan diri memperoleh 

Nomor Pokok Wajib Pajak, rnenghitung/memperhitungkan, membayar/menyetor dan 

melaporkan pajak yang s:eharusnya terutang. 

Dalam sistem pemungutan pajak berdasarkan Self Assessment menurut penulis 

diperlukaa kesadaran Wajib Pajak terhadap kepedulian Wajib Pajak tentang pajak_ Dan 

untuk timbuinya suatu kesadaran atau kepedulian masyarakat sangat dipengaruhi oleb 

pengetahuan masyarakat tentang pajak dan fungsi!manfaat pajak. Pengetahuan 

masyarakat Indonesia tentang pajak dan manfaat pajak sangat terbatas. Hal ini terlihat di 

lapangan, da:ri beberapa pertanyaan yang sering d.iajukan para peserta pada saat 

penyuluhan diantaranya sebagai berikut : 

1, Di negara kita termasuk negara berkernbang dan ban yak rakyat yang miskin, 

mengapa pemerintah masih mengenakan pajak pada masyarakat f2 

1 Rimsky K. Judisseno, Pajak & Stategi Bisnis. Sua111 Tinjauan tentang Kepastian Hulmm dan 
Penerafwl Akuntasi di Jr.donrsi, (Jakarta: PT. GramediaPuslaka Utama, 2005). hal. 24 

Disampaikan o!eh seorang mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Swasta di Jakarta 
Selaum , Seminar Perpajakan tentang Undang~Undang Nomor 28 tahun 20(}8 tentang Perubaban Ketiga 
Undang~Undang Nomor 6 Tahun Jg83 tentang Ketenruan Umum dan Tata Cera Perpajakan , tanggal 15 
Mei 200tL Dan atas pertanyaan tersebut dapat dijelaskan bahwa pemerintah dalam menja!ankan fungslnya 
sebagai penyelenggara negra mem~utuhkan dana, ada beberapa altemaLif-altcrnatif untuk pembiayaan 
Negara antara lain : (i) cetak uang (priming money}; (ii) pinjaman lauar negari(brrowing abroad); (iii) 

Dampak Penghapusan..., Sri Andahyani, PascaSarjana UI, 2009



124 

2. Mengapa kami (guru) rnasih perlu mendftarkan diri untuk memperoleh Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP), bukankah gaji guru sudah dipotong oleh bendahara 

sekolah ?1 

3. Apa fungsi pajak bagi rnasyarakat? Apa manfuat pajak bagi masyarakat ?' 
Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang menjadi ganjalan 

bagi masyarakat untuk menjalankan kewajiban perpajakan menurut ketentuan peraturan 

perpajakan. 

Menurut Sony Devano dan Siti Kumia Rahayu, faktorMfaktor yang berperan 

penting dalam mempengaruhi dan menentukan optima1isasi pernausukan dana ke kas 

Negara melalui pemungutan pajak kepada warga Negara antara lain :5 

l. Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Undang undang yang jelas, sederbana, mudah dimengerti akan mernberi 

penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Tidak ada salah interprestasi 

akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiba perpajakan sebagairnana 

mestinya. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan 

terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit~belit1 prosedur yang tidak rumut, 

dengan formulir yang mudah diengerti pengisiannya, serta lokasl kantor penerima 

pajak yang mudah dicapai akan mengurangi beban pajak bagi wajib pajak. 

penjaman dalam negeri (borrowing domestically); misalkan dengan menerbitkan obligasi pemerintah: (iv) 
menjual cadanpn devisa (Running down foreign exchange reserves). Semua alternative tersebut ada 
reslkoyang ditanggung oleh Negara, sedangka.o dengan batas·balas tertentu, pemunguran pajak dapat 
berpcran menjadi salah saw alternative penning sebagai sumber dana pemeriotah dalam penyelenggaraan 
Negara. 

1 Pertanyaan seperti ini seringkali disampaikan di beberapa Scsialisasi {er[ajnkan ke Generasi Muda 
dan Guru-guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Jakarta Selatan dl lahun 2007 -2008. Atas 
penanyaan in! dapat dijelaskan bahwa memang benar guru-guru telah dipotong p.ajak oleh masing-masing 
bendaharawan, akan tetapi bila dltinjau dari ketentuan Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 2 ayat 
(I) bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subyektif dan obyekiif wajib mendaftarkan did 
untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Disamping itu dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib 
Pajak {NPWP) diharapkan guru-guru berpernn aktif uotuk ikut rnelakukan penga.....asan tidak lr~ngsung 
dalam hal penyetoran pajak yang telah dipoiong oleh bendaharawan ke Negara melalui perminaataan bukti 
potong PPh Pasa12L 

4Disampaikan oleh siswa-slwa Sekolah Menengah Atas di Jaka.rta Selatan di tahun 2007 -2008 Alas 
pertanyaan ini dapat dijelaskan secant singkat bahwa fimgs1 pajnk mellputi fungsi budgetair da!am arti 
negara mempnnyai tugas-tugas rutin dan dalam rangka melaksankan pembangunan nasional yang 
membutuhkan l>iaya . Dana pemhiayaan i:ui berasal dari penerimaan pajak, sedangkan fungsi regu!erend 
yaitu fungsi mengatur yang merupakan alat kebijakan pemerintah untuk ruencapai tujuan tertentu. Sebagai 
CQntoh untuk melindungl produksi dalam negerl maka pemerintah mengenakan pajak yang tinggi alas 
produk-produk dari luar yang akan diimpor ke Indonesia, 

5 SQny dan Slti Kurnia rahayu, Perpajakan, Konsep, Teori, dan .lsu, (Jakana: Kencana Prenada media 
Group. 2006), hal.26 ~29 
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2. Tingkat lntelektual Masyarakat 

Dengan intelektual yang cuk:up baik, secara umum maka makin mudah bagi wajib 

paj:tk untuk memaharni perat:uran perundang-undangan perpaj:tkan yang berlaku. 

Wajib Pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang culmp tentunya akan dapt 

melaksanakau kewajiban perpajakan dengan baik, misalkan menghitung paj:tk 

terutang atau mengiSi Surat Pemberitahuan. 

3 .. Kuali!as petugas pajak (intel:tktual, ketrampilan, in!ergritas, moral tinggi) 

Kualitas petugas pajak sangat menentgukan efektivitas undang-undang dan 

peraturan perpjakan yang berlaku. Petugas pajak harus mempunyai reputasi baik, 

memiliki ir.telektuali!as tinggi, terlatib baik, digaji baik, dan bermoral tinggL Dan 

petugas pajak harus berkompeten di bidangnya, sehingga dapat menggali objek­

objek pajak yang menurut undang-undang harus dikenakau pajak, tidak bergitu 

saja mempercayai keterangan dan laporan keuangan wajib pajak. 

4. Sistem administrasi perpajaknan yang tepat 

Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena 

kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantwlg 

kepada jum!ah uang yang dapat diperoleh melalui pemungutan pajak.Sis!em 

admlnistrasi memegang peranan yang penting. Kantor Pelayanan Pajak sebagai 

unit kunci strategis dalam organisasi pengadrninistrasian sebagai operating anns 

dari pemerintah harus memiliki sistem administrasi pajak yang tepat 

Menurut pendapat penu!is disamping hal-hal yang disebutkan di atas, untuk 

menumbuhkan kesadaran masyatakat membayar pajak atau untuk rnewujudkan Misi 

Direktorat Jenderai Pajak yaitu menghlmpun dana dari masyarakat, perlu peran nyata 

semua pthak baik dari pihak legislatif, yudikatif, dan eksekutif dari pusat maupun daerah 

dengan menjalankan tugas dan fungsi yang benar dan tanggung jawab penuh terhadap 

segala tugas dan fungsinya masing-masing. Seltingga tidak ada pelayanan umum yang 

jelek, tidak ada korupsi, tidak ada ja1an yang rosak dan lain sebagainya Jadi pada intinya 

pajak benar~benar dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahterauan masyarakat. 
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4.1 Latar Belakang Penghapusan Sanksi Administrasi Pasai37A Undang Undang 

Nomor 28 Tahun 2007 

Sistem perpajakan nasional yang berlaku dirancang dengan ciri-ciri khusus sebagai 

herikut (Fuad Bawazier dan M. Ali Kadir, Kebijakan dalam Tax Reform 1994 dan Tax 

Reform 1997) :6 

l. Sederhana, bukan hanya dalam jumlah, jenis, struktur tariff dan system pemungutan 

pajak, namun yang lebih penting adalah mengupayakan agar kewajiban perpajakan 

atas setiap jenis obyek pajak (misalnya jenis-jerus penghasilan dalam hal Pajak 

Penghasilan) dapat dipenuhl baik oleh aparat maupun Wajib Pajak dengan cara 

yang mudah dan sederhana; 

2. Mencerminkan azas prmerataan dalam prmbebanannya dan adil dalam struktur 

tarifnya; 

3. Memberikan kepastian hokum baik kepada Wajib Pajak maupun kepada aparat 

pajak; 

4. Menutup peluang penyelundupan pajak dan penyalahgunaan we~nang; 

5. Memberikan kepercayaan yang besar kepada Wajib Pajak dengan memberlakukan 

sistem self assessment; 

6. Menunjang tercapainya sasaran pembangunan, dengan cara mendukung tercapainya 

sasaran kebijaksanaan ekonomi, khususnya melalui berbagai ketentuan Pajak 

Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Dalam kurun waktu tah\lfl 1984 sampai dengan tahun 2008 hampir seperempat 

abad, kalau dilihat pada kenyataannya hingga saat ini,kesadaran masyarakat terhadap 

kewajiban perpajakan masih sangat rendah ini dapat terlihat dari : 

L Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. 

Jumlah Wajib Pajak terdaftar tidak sebanding dengan jurnlah penduduk yang 

berusia produktif, terlihat daiam tabel berikut ini : 

6 Subiyantoro l-Ieru dan S1nggih Riphat, Kebljakan Fiskal, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, Februarl 
2004, haLl90 
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Tabel I : Jumlab Penduduk yang bekerja menurut data Statistik Indonesia 

Uraian Tabun 

2002 2003 2004 2005 

Penduduk yang 85.013.136 92.810.791 93.722.036 94.948.118 

Bekerja (> 15 th) 

Kepa!a 55.032.000 56.623.000 54.586.000 59.927.000 

Ke1uarga 

Sumber BPS 2002-2005 

Tabe1 U : Jum1ab Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan 
····-

Wajib Tabun 

Pajak 2002 2003 2004 2005 

OP 1.936.108 2.263.492 2.564.735 2.829.251 

Bad an 795.451 882.253 964.122 1.054.127 

Snrnbcr Drrektorat Jcndcral Pajak 

Dan dalarn tabun 2006 terdapat pertamababan jumlab Wajib Pajak Orang Pribadi 

terdaftar 2.967.965 dan Wajib Pajak Badan 899.065 dan untuk tahun 2007 jumlah Wajib 

Pajak Orang Pribadi terdaftar sebanyak 3.709.865 dan Wajib Pajak Bad!Ul sebanyak 

1.036.217. 

2. Kepatuhan perpajakan yang sangat rendab 

Kepatuhan Perpajakan menwut Drs.Safri Numumtu, MSl sebagai suatu keadaan 

dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya. Ada 2 (dua) macarn kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan 

material (Safri Nurmantu, 2003: 148) yaitu sebagai berikut :7 

a. Kepatuhan Formal adalab suatu keadaan dimana Wajib Paiak mernenuhi kewajiban 

perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 

perpaj akan. 

148 

Misalnya ketentuan tcntang batas waktu penyarnpaian SPT Tahunan PPh sesuai 

Pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umurn dan Tala Cara Perpajakan selambat-

1 Nurmantu, Safri, Pengantar Perpajakan, (Jakarta, Kelornpok Yayasan Obur Indonesia, 2005), hal. 
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lambatnya 3 bulan sesudah berakhir tahWl pajak, yaitu pada tanggal 3 i Maret. Jika 

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh sebelum tanggal 31 Maret tersebut, 

maka dapat dikatakar bahwa Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan 

formaL 

b. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara 

subtimtif/hakekat memenuhi semua ketentmm materia! perpajakan, yakni sesuai isi 

dan jiwa undang-uadang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga 

kepatuhan formal. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam 

mengisi SPT Tahunan pajak Penghasilan, adala.'> Wajib pajak yang mengisi dengan 

jujur, balk dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang 

PPh dan menyampaikan ke kantor pelayanan pejak sebelum batas waktunya. 

Kalan didasarkan pada kepatuhan Formal Wajib Pajak dalaro menyarnpaikan SPT 

Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun 2002 sarnpai dengan tahun 2007 adalah sangat 

rendah dibawab 50 %, yang tergambar dalarn grafik di bawah ini. 

Grafik I : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Menyarnpaikan SPT Tahunan PPh 

m 
"~ 34%. 

" ~ .32% 

1002_ 20_03 

Sumber Direktorat Jendetal Pajak 

Dan apabi1a dilihat dari kepatuhan material suatu keadaan dimana Wajib Pajak 

secara subtantif memenuhi semua ketentuan matedai perpajakan, yakni sesuai isi dan 

jiwa undang·undang perpajakan. 

Universitas Indonesia 

Dampak Penghapusan..., Sri Andahyani, PascaSarjana UI, 2009



129 

Jika diasumsikan bahwa setiap Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar melakukan 

membayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi terutang dalam satu talmn pajak dapat 

digarnbarkan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel III : Perbandingan Realisasi Penerimaan PPh Orang Pribadi Pasal 25129 dengan 

JumJah Wajib Pajak Terdaftar. 

Jika diasumsikan setiap Wajib Pajak Orang Pribadi membayar Pajak Pengbasilan yang 

terutang dalam tahun pajak 2007, maka hanya melakukan angsur211 PPh Pasal25 sebesar 

Rp. 36.759,00 dan ka!au dihitung harian dengan asumsi l(satu) bulan 30 hari maka 

angsuran PPh OP/Ilari hanya Rp. 1.225,30 yang lebih kecil dari biaya parkir mobil setiap 

kali parkir sebesar Rp 2.000,00. Jodi dapat ditarik suatu kesimpulan sementara ballwa 

Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada tahun 2007 dimungkiukan belum dihayar oleh 

Wajib Pajak Orang Pribadi dengan keadaan yang sebenarnya. 

Dengan melihat keadaan ini maka Pemerintah mengambil suatu Kebijakan 

tentang Pengllapusan Sanksi Administrasi yang diatur dalarn Pasal 37A Undang Ondang 

Ketentuan Umurn dan Tata Cam Perpajakan. dimana diharapkan dengan kebijakan ini 

Wajib Pajak dapat secara terbuka untuk rnelaporkan segala kewajiban perpajakannya.1 

dan sesuai pada hastl Rapat Pimpinan Khusus Direktorat Jenderal Pajak tanggal 30 Juni 

2008 tujuan dari Pengbapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang Undang 

Ketentuam Umum dan Tata Cara Perpajakan ini adatah untuk meningkatkan penerimaan 

pajak Tahun 2008 dan seterusnya, meningkatkanjumlall dan kepatuhan Wajib Pajak serta 

perbaikan system administrasi perpajakan. 
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4.2 Penghapusan Sanksi Administrasi Pasl37A Undang Undang Nomor 28 tahun 

2007 Merupakan Pengampunan Pajak Ringan (Soft Tax Amnesty) 

Terhadap Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang-Undang Nomor 

28 tahun 2007 Direktur Jenderal Pajak, Darmin Nasution mengungkapkan sebagal 

berikut :8 

"' para pengusaha memang rneminta penganmupan pajak Direktorat Jenderal 
Pajak belum bisa memennbinya karcna belum ada payung hukunmya, Karni 
rendah hati memberikan Sunsel Policy, itu memang bukan Tax AmnestY' 

Dan nngkapan bahwa Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang Undang 

Nomor 28 tahun 207 bukan merupakan Tax Amnealy diungkap<m Direktur Jenderal Pajak 

di setiap memberikan pengarahan kepada aparat pajak yang bertugas di la'pangan juga 

dalam setiap sosialisasi kepada Wajib Pajak. 

Menurut pendapat penulis bahwa Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A 

Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 merupakan Pengarnpunan Pajak yang bersifat 

ringan (Soft Tax Amnesty). 

Suatu kebijakan pengampWlan pajak ada beberapa faktor yang harus 

dipertimbangkan yaitu (i) eligibility adalah wajib pajak yang mana yang berhak untuk 

berpartisipasi di dalam pengampunan pajak, (ii) coverage adalah jenis-jenis pajak yang 

tennasuk program pengampunan pajak, (iii) incentive adaiah cakupan utang pajak yang 

temJ.aSuk program pengampunan pajak adalah pokok pajak(j>rincipalj, sanksi bunga 

(interest) dan atau sanksi denda(j>ena/ly}, dan (iv) faktor duration adalah jangka 

waktunya pe!aksaoaan program pengampunan pajak. harus ada batasan waktunya.9 

Apabila ditinjau Penghapusan sanksi administrasi Pasal 37 A Undang-Undang 

Noroor 28 talmn 2007 ada beberap fak:tor yang merupakan cir.i "Pengampunan pajak" 

adalah sebagal berikut: 

l. Wajib Pajuk yang bis:! memanfaatkan fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi 

Pasal37 A Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 (Eligibility), adalah : 

8 Sulit untuk terapkan Pengampu.nan Pajak, Sunset Policy bukan pengampunan pajak, Koran Tempo, 
Senin , 28 Juli 2008. 

'~John Hutagaol, Perpajakan lsu-lsu Komemporer, {Yogyakarta: Graha llmu: 2007); hal, 32 
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a) Wajib Pajak Baru yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada 2008 

dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan tahun pajak 2007 dan 

tahun-tahun pajak sebelwnnya; 

b) Wajib Pajak Lama yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang telah 

terdaftar sebelurn tanggal 1 Januari 2008 dan melaporkan atau melakukan Sura! 

Pemberitahuan Tahunan P'\iak Penghasilan atau Pembetulan Surat 

Pemberitahuan Pajak Penghasilan tahun 2006 dan tahun - tahun pajak 

sebelumnya. 

3. Menurut Peraturan Merrteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tanggal 29 April 

2008 tentang Tata Cara Penyarnpaian atau Pembetulan SPT dan Persyaratan Wajib 

Pajak Yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka 

Penerapan Pasal 37A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tala 

Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapakali Diubah Terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 28 tahun 2007, dalam Pasal2 dan Pasal 6 yaitu mengenai pajak yang 

mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi (Coverage) adalah : 

a. Pajak Penghasilan Pasal 29; 

Merupakan kekurangan pajak penghasilan yang terutang dalarn suatu 

tahun pajak yang harus dibayar sendid o!eh Wajib Pajak sebelum Surat 

Pemberitahuan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.. Setalah 

betakhirnya suatu tahun pajak, Wajib Pajak menghitung dan 

memperhitungkan besamya Pajak Penghasilan yang terutang dengan 

memperhitungkan (dikurangi) jumlah kredit pajak yang berupa : 

• pemotongan pajak atas penghasilan dari penghasilan berupa gaji, 

honor, upah, dan lain sebagainya sepeni diatur da1am Pasal21; 

• pemotongan pajak atas penghasilan dari usaha sebagaimana diatur 

dalarn Pasal 22; 

• pernotongan pajak atas penghasilan berupa bunga, deviden, royalty 

sewa dan imbalan laillllya yang diatur dalam Pasal 23; 

• pajak yang diabayar atau terutang di luar negeri yang diatur dalam 

Pasal 24; 
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• pembayanm yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sesuai pasal 25 

atau yang disebut angsuran Pasal25; 

Apabila terdapat kekurangan pembayaran maka Wajib Pajak wajib 

membayaran kekurangan pajak penghasilan tersebut 

b. P~jak Pengbasilan Pasal4 ayat (2), dan/atau 

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabuogan tabungan lainnya, 

penghasilan dan transaksi saharn dan sekuritas lainnya di bursa efek, 

penghasilan dan pengalihan hart:a berupa tanah dan atau banguoan serta 

penghasilan tertentyu lainnya. 

c. Pajak Penghasilan Pasal 15. 

Merupakan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang pengbitungannya 

menggunakan Nonna Penghitungan., yaitu bagi Wajib Pajak Orang 

Pribedi yang penghasilannya kurang dati Rpl .800.000.000.00 (satu milyar 

delapan ratus juta rupiah) boleh menggunakana penghltungan Penggasilan 

Netto dengan menggunakan Nonna Penghitungan. 

4. Fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi pasal 37A Undang Undang Norno 28 

Tahun 2007 adalah sanksi administrasi yaitu : 

a. Untuk Wajib Pajak Baru (WP Orang Pribadi) yang memanfaatkan Kebijakan 

Penghapusan Sanksi Administrasi : 

• Sanksi Administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak .atau kurang 

dihayar.sesuai yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2b) ti ndang Undang 

Nomor 28 tahun 2007. 

b. tintuk Wajib Pajak Lama (WP OP atau WP Badan) yang memanfaatkan 

Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi :: 

• Sanksi Administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan 

kekurangan pembayaran pajak, yang diatur dalam Pasta 8 ayat (2) 

Undang Undang Nomor 28 tahun 2007. 

• Sanksi kenaikan sebesar 50% sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (5) 

tindang Undang Nomor 28 tahun 2007. 
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5. Jangka waktu (durarion) pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A 

Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 sangat terbatas I (satu) tahun adalah I 

Januari 2008 sampai dengan tanggal31 Desember 2008. 

Dan apabila ditinjau dari jenis pengampunan pajak, Penghapusan Sanksi 

Administrasi Pasal 37A Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 adalah pokok pajak tetap 

dibuyar dan mengampuni sanksi administrasi berupa bunga dan denda kenaikan atau 

disebut Pengampunan Pajak Ringan atau Soft Tax Amnesry. 

Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37 A Undang Undang Nomor 28 tahun 

2007 yang hanya memberikan penghapusan sanksi administrnsi, sedang pokok pajaknya 

tetap harus dHunasi. Menurut Widi ~ramono (Account Representative K.PP P!vfA Empat) 

dengan Sunset Policy sanksi pidana fiskalnya juga gugur dengan dilunasi pokok ulang 

pejak yang belum di!aporkan atau be!um dibayarkan untnk tahun-tahun pejak yang 

mendapal fasilitas Penghapusan Sanksi Administrnsi Pasal 37A Undang Undang Nomor 

28 tahun 2007 menurut pendapat penulis untuk sanksi pidana fiskal tetap ada apabila 

Wajib Pajak telah memungutlmemotong pajak dari pihak lain dan tidsk menyetorkan ke 

Kas Negara berarti Wajib Pajak yang bersangkutan melaknkan tindak pidana 

pengge!apan pajsk sesuai dengan Pasat 39 ayat (I) huruf (i) Undang Unrlang Nomor 28 

tahun 2007. Dalam Pengbapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang Undang 

Nomor 28 tahun 2007, tarif Pajak Pengbasilan tetap menggunakan tarif umum tidak 

menggunakan tarifkbusus yang biasanya Iebih rendah dari tarifyang berlaku. 

Untuk memudah membedakan antara Sunset Policy dengan Pengampunan Pajak 

(Tax Amnesry) ada!ah sebagai berikut :10 

No. I 
- Sunset Policy·l Uraian TaxAmesty 

(Umumny;) 
L pusan s·anksi adiDinis-trasi Ada/digunakan Adaldigunaksn --2. Pember ian batas waktu tertentu Adaldigunakan Adaldigunakan 
3. Pernbeb asan tuntutan ~i~~~skal Ada!digunakan Tidak di~unakan 
4. TarifPa uak Khusus Adaldigunakan Tidak digunakan 

asan dari tuntutan pi dana Ada!digunakan Tidak Digunakan 

-·~--~ - -
[~· ~~~b 

Catatan untuk ·nomor 3 penuhs berpendapat dalarn hai Penghapusan Sanks1 Admtrnst:rast 

Pasal 37A Unrlang Undang Nomor 28 Tahun 2007 untuk sanksi pidana fiskal tetap ada 

10 Widi Pramono, Antara Tax Amnesty dan Sunset Policy, Maja!ah Berita Pajak, VoL XI No. 1613 
tanggal IS Juni 2008, hal. 29. 
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sesuai dengan Pasal 39 ayat (I) huruf (i) dan Sesuai Sural Edaran Direktur Jenderal 

Pajak Nomor Se-33/PJ/2008 tanggal27 Jm>i 2008 angka IV huruf A angka 2. 

Dengan demikian menurut pendapat penulis dan dapat disimpulkan bahwa 

Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37 A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 

melihat ciri danjenisnya merupakan Pengampunan Pajak Ringan a tau Soft Tax Amneaty. 

4.3. Langkah-Langkah Persiapan Direkrorat Jenderal Pajak Diberlakukannya 

Pasal37A Undang Undang Nomo 28 tahun 2007 

Menurut Prof Dr. Gunadi, Guru Besar Perpajakan Universitas Indonesia '(Refonnasi 

perpajakan (tax reform) yang baik sangst penting dalam membangun pondasi perpajakan 

nasional ya.'Ig efektif, sehat, eflsien serta kokoh". Alex Radian (1980) menyatakan 

reforrnasi perpjakan pada dasamya merupakan perbaikan (improvement) menuju keadaan 

petpajakn yang lebih baik. Reformasi menuntut perubahan menuju paradigma baru yang 

dianggap ideal, karena adanya perubahan kehidupan di segala bidang termasuk pelitik, 

ekonomi, dan sociaL Dalam hal ini, reformasi perpajakan sebagai bagian dari kebijakan 

public sebetulnya paling kurang meliputi dua aspek (1) fonnulosi kebijakan publik dalam 

bentuk peraturan. dan (2) pelaksanaan dari peraturan ltu sendiri. 11 

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan beberapakaU refonnasi di bidang 

;rerpajakan, dan terakhir dilakakan pada tahun 2002. dengan Reformasi Birokrasi yang 

meliputi: 

1. Modernisasi Administrasi Perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi :12 

a. Restrukturisa.;;i Organisasi, penataan organisasi Direktorat Jenderal Pajak 

disesuaikan dengan kebutuhan masyaraknt, perkembangan kebijaknn 

keuangan negara, kebijakan perekonomian, dan perkembangan administrasi 

pubHk. Pembenahan dan pcntbangunan kelembagaan yang terarah sesoai Visi 

dan Misi Djrektorat Jenderal Pajak dan pro publik diharapkan memberikan 

dukungan dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan masyarakat dan negra 

yang lebih adH dan rasional. Adapun konsep yang ada meliputi : 

11 Gunadi, Kala Sambman da!am buku karangan Liberti Pandiangan, Modemasi & Retbrmasi 
Pdayanan Perpajakan,Berdasarkan Undang Undang Terbaru, ((Jakarta : PT. Elex MedlaKomputindo 
Kelompok Gramedia, 2008) 

11 Idem, haL 7 
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• struktur oraganisasi berbasis fungsi terkait dengan perpajakan yang 

diharapkan mampu menciptakan struktur organisasi yang dapat 

menghasilkan kebijakan berkaulitas dan dapat memberikan 

pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak dan masyarakat pada 

umumnya; 

• dilakukan pemisahan anlara fungsi pelayanan, fungsi pengawa.san 

(1aw enforcement) dan fungsi pendukung (supporting) 

• adanya segmentasi Wajib Pajak (1evel operasional) yang dikelola 

Kantor pelayanan Pajak, yaitu adanya Kantor Pelayanan Pajak Wajib 

Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama; 

• adanya "internal audit" dan "change program "yaitu direktorat yang 

khusus menangan1 dan mengelola transfonnasi perpajakan; 

• lebih eflsien dan "customer oriented". 

b. Penyempurnaan proses bisnis di Departemen Keuangan khususnya di 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diarahkan ontuk menghasikan proses bisnis 

yang akutabcl) dan tronsparan, serta mempunyai kinel]a cepat dan ringkas. 

Untuk itu disusunlah "System Operating Prosedur" yang rinci dan dapat 

menggarnbarkan jenis keluaran pekerjaan secara komprebensif, melakukan 

analisis, melakkan analisis dan evaluasi jabatan untuk memperoleh gambaran 

secara rinci mengenai tugas yang dilakukan oleh setiap jabatan, serta 

roelakukan analisis beban kerjauntu diperoleh informasi mengenai waktu dan 

jumalah pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu tugas. Dengan 

demikian diharapkan dapat memberikan pelayan prima kepada masyarakat 

yaitu suatulayanan yang pasti dan terukur dalam hal penyelesaiao persyaratan 

adrninistrasi yang harus dipenuhJ dan biaya yang dibutuhkan. Penyempuman 

proses blsnis ini dilakukan dengan koDsep : 

• berbasis tehnologi komunikasi dan informasi; 

• efisien dan berbasis "customer oriented", 

• sederhana dan mudah dimengerti, dan 

• adanya built-in control. 

Universltas Indonesia 

Dampak Penghapusan..., Sri Andahyani, PascaSarjana UI, 2009



136 

c. Penyempumaan sistem manaJemen Sumber Daya lvtanusia (SDM) yang 

berbasls kompetensi dan klnerja. 

Perbaikan mekanisme kerja dan desain struktur organjsasi untuk 

mengoptimalisasikan fungsi berupa (i) perencanaan sumber daya manusia 

(SDM) dan rekruetmen, (ii) pembangunan pola mtasi, (iii) pembangunan 

system assessment center, (iv) pembangunan system informasi kepegawaian 

yang terintergrasi, (v) peningka!Jlll akuntabilitas dan (vi) peningkatasn 

koordinasi dan kolaborasi dengan unit Pembina kepegawaian dan unit tehnis 

terkait. 13 

Prinsip peningkatan manajemen Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan 

kualitas, penempatrut Sumber Daya Manusia yang kompeten pada tempat dan 

waktu yang sesuai, system pala karir yang jelas dan terukur, pengelolaan, 

pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis kompetensi, serta 

keakuratan dan penyajian informasi Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai 

kebutuhan manajemen. Program peningkatan mana.jemen Sumber Daya 

Manusia (SDM) terdiri dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

berbasis kompetensi, pen.ingkatan disipiin, pembangunan ossessment center~ 

penyusunan pola mutasi, dan pengintegtasian Sistem Infomasi Pegawai 

(SIPEG). 14 

d. Penerapan Kode Etik Pegawai sebagai pelaksanaan "Good Governance·· 

Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal P11iak adalah pedoman sikap, tingkah 

laku, dan perbuatan yang mengikat pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalaro 

meiaksanakan tug.::s pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari~ 

hari. Dengan kode etik seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

dituntut untuk mengetahui) memahami, mengbayati, dan meiaksanakan tugas 

sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). 

Dalam pelaksanaan tugasnya, pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

seringkali dihadapkan pada situasi yang menimbutkan pertentangan 

kepentingan (conflict of interest) dan situasi yang dilematis. Dalam situasi 

1' Depatemen Keuangaa Repubtik Indonesia, Profil Reformasi Bimkrasi Separtemen Keuangan, 
2D08, haL 37 

14 Ibid 
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demikian diperlukan Kodo Etik sebagai pedornan bagi pegawai untuk 

menentukan sikap yang seharusnya-paling layak- diambil.Dan dengan 

diberlakukat1I!ya Kode Etik ini untuk meningkatkan citra Direktorat Jenderal 

Pajakdi mata rnasyarakat terutama untuk mendukung visi dan misi Direktorat 

Jenderal Pajak. 

e. Pelayanan dan Penegakan Hukum (Law Enfomcement) 

Menurut_Direktur Jenderal Pajak, Darmin Nasution, salah satu tujuan pnkok 

modernisasi admiuistrasi perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada Wajib Pajak dan seluruh stakeholder perpajakan. Pe!ayanan adalah 

sentra dan indikator 11u:ma untuk membangun citra Direktorat Jenderal Pajak 

{DJP) sehingga knalitas pelayanan harus tel1ls menerus ditingkatkan dalam 

rangka mewujudkan harapan dan membangun kepereayaan Wajib Pajak dan 

seluruh steakholder perpajakan terhadap Direktorat Jenderal Pajak. 15 Dan 

berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nornor SE-45/PJ/2007 

tanggal 5 Oktober 2007 tentang Pelayanan Prima disusunlan Buku Panduan 

Pelayanan Prima Direktorat Jenderal Pajak yang herisi tentang standar 

pelayanan, ketentuan pntugas di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), petugas 

pendukung, waktu pelayanan, ctika pelayanan, etika bertelepon, etika 

berbusana dan Jain sebagainya. Sedangkan fungsi penegakan hukum (law 

enforcement) Direlctorat Jenderal Pajak dilakukan dengan pengav.asan 

terhadap segala kewajiban perpajakan Wajib Pajak melalui pengumpulan data, 

himbauan, teguran, peneHtian, pemeriksaan dan penyidikan. 

2. Reformasi Kebijakan Perpajukan 

Dengan melakukan amademen Undang-Undang Perpajakan yang bersifat 

"Taxpayer Friendly'' karena lebih memberikan rasa keadilan, kesederhanaan, 

kepastian hokum dan netralitas kepada Wajib Pajak. Adapun Undang Undang yang 

telah dilakuakan amademen adalah : 

u Darmin Nasution, Kala Pengatar dalam Buku Panduan Pelayaoan Prima (Jaka11a ; Direktorat 
Jenderal Pajak, 2008}, hal. t 
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a. Undang Undang Ketentuan dan Tata Cara Pe!pajakan yang terakhir diubah 

dengan Undang-Undang Noroor 28 tabun 2007 dengan memberikan 

perubahan yang sangat mendasar seperti : 

• Menyimbangkan hak dan kewajihan antara wajib pajak dan petugas 

pajak. 

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tetang Peruhahan kedua 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan, hanya mengatur tentang kewajiban petugas pajak 

yang melaknkan kelalaian atau dengan sengaja menghitung/menetapkan 

pajak tidak se•uai ketentuan peraturan perundang-undangan akan 
' 

menimbulkan kerugian bagi negara dikenakan sanksi (P""al 36A, 36B,) 

tetapi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 di dalam Pasal 

36A mengatur beberapa hal tentang pegawai pajak yaitu : 

a. Apabila melakukan kelalaianlsengaja menghitung dan menetapka:n 

pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan akan 

dikenakan sanksi; 

b. Dalam melaksanakan tugasnya dengan sengaja bertindak bertlndak 

diluar kewenangannya dapat diadukan ke unit internal Depatemen 

Keuangan yang berwenag melakukan pemeriksaan dan investigasi 

dan apabila terbukti akan dikenakan sanksi sesuai peraturan 

perundang~undangan; 

c. Apabila pegawai pajak meiak:ukan pemerasan dan pengancam.an 

dalarn pelaksanaa tugas untuk keuntungan diri sendiri secara 

melawan hokum diancam dengan pidana; 

d. Pegawai pajak yang melaknkan tugasnya menguntungknn diri 

sendiri secra melawan hokum dengan menyalahgunakan 

kekeuasaannya memaksa sesorang untuk memberikan sesuatu 

untuk membayar atau menerima pembayaran atau mengejakan 

seuatu diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 Undang­

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak 

Pldana Korupsi dan Perubahannya; 
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e. Pegawai pajak wajib mentaati kode etik pegawai dan 

pengawasannya dilakukan oleh Komite Kode Etik" 

• Menerapkan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Pasal 37 A 

Ketentuan penghapusan sanksi adrninistrasi ini hanya ada dan diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan berlakunya hanya di 

tilbun 2008" 

• Memperbaiki mekanisme keberatan dan banding. 

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahW12000 tentang Perubahan kedua 

dari Undang-Undang Nomor 6 tilbun 1985 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan tentaag kebertan dalam P2Sal 25 ayat (7) 

mengatur bahwa keberatan tidak menunda tindakan penagihnn, tetap 

harus membayar hutang pajak tersebut, sedangkan dalarn Undang­

Undang Nomor 28 Tahun 2007 bahwa dalarn hal Wajib Pajak 

mengajukan keberatan : 

a" Wajib Pajak w:,iib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling 

sedikit sejumlah yang disetujui Wajib pajak dalam pembahasan 

akhlr basil pemeriksaan; 

b" jangka wak1:u pehmasan tertanggung sarnpai dengan I (satu) bulan 

sejak tanggal penerbitan Sural Keputusan Keberatan 

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding dalarn ketentuan lama 

bahwa pengajuan banding tidak menunda membayaran pajak dan 

penagihan pajak, sedangkan dalam undang-undang bam diatur sebagai 

berikut: 

• Dalarn hal Wajib Pajak mengajukan banding jangka waktu 

pelunasan pajak tertangguh sarnpai dengan I (satu) bulan sejak 

tanggai penerbitan Putusan Banding; 

• Jumla:h pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan 

tidak termasuk sebagai hutang pajak; 

• Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengaJUan 

pennohonan banding belum merupakan pajak yang terutang 

sampai ~engan Putusan Banding diterbitkan; 
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• Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, 

Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 

100% dari jumiah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi 

dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan 

keberatan. 

b. Undang-Undang Pajak Pengbasilan yang terak:hir diubah dengan Undang­

Undang Nomor 36 tahun 2008 yang meliputi ' 

• Meningkatkan daya saing melalui panurunan tarif pajalc 

Menurut Undnag-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan 

Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Pengbasilan 

adalah sebagai berilrut, tarif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 

sebagai berikut : 

Uraian Lapisan Penghasilan Tarif I 
·---· 

Tarif untuk Wajib a. sampai dengan Rp.25juta 5'Vo 
PajakOrang Pribadi b. diatas Rp.25 juta s.d Rp.50 juta 10% 

I c. di atas Rp.50 juta s.d Rp. I 00 juta 15% 
d. di atas Rp. I 00 jut a s.d Rp. 200 j uta 25% 

_le di alas RE. 200 juta 35% 

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tohun 2008 tentang Perubahan 

Keempat Undang-Undang Nomo 7 tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan, tarif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai 

berikut: 

-Ura;;--· - - Lapisan Pcnghasilan Tarif 
---Tarifuntuk Wajib a. sampai denganRp. 50 juta 5% 
Pajak Orang b. di alas Rp. 50 juta s.d Rp. 250 juta 15% 

c. 
____ d. di atas Rn. 500 iuta ---- 30 % __ 

• Penerapan tarif tunggal 

Menurut Undnag-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan 

Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentiDg Pajak Penghasilan 

adalah sebagai berik"Ul. tarif untuk Wajib Pajak Badan adalah sebagai 

berikut : 
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Uraian Lapisan Penghasilan Tarif 1 

T arif untuk Wajib a. sampai dengan Rp. 50 juta 10% 
PajakBadan b. di atas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta 15% 

c. di atas Rp. 100 juta 30% 

. . 
Menurut Undang-Undang Nomor 36 1 ahun 2008 tentang Perubahan 

Keempat Undaog-Undang Noma 7 tahun 1983 !entang Pajak 

Pengbasilan, tarifuntuk Wajib Pajak Badan adalah sebagai berikut: 

a. Tarif Tunggal diturunkan menjadi 28% pada tahun 2009 dan akan 

menjadi sebesar 25% pada tahun 2010. 

b. Untuk Wajib Pajak badan Masuk Bursa diberikan tarif 5% lebih 

rendah dari tarifyang berlaku. 

• Perluasan biaya yang bisa dikurangkan; 

Atas sumbangan yang boleb dibiayakan adlah sebagai berikut: 

I. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional (Pasal 6 

ayat (I) hurufi) 

2. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang 

dilakukan di Indonesia (Pasal 6 ayat (I) huruf j) 

3. Biaya pembangunan in:frastroktur social (Pasal 6 ayat (I) hurufk) 

4. Sumbangan fasilitas pendidikan (PasaJ 6 ayat (1) huruf !) 

5. Sumbangan dalam bidang olah raga (Pasal6 ayat (I) hurufm) 

• Penghasilan Tidak Kana Pajak dinaikkan; 

Menurut Undnag-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan 

Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

adalah besar Pengbasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut: 

No Uraian . __ Besarnya PTKP ,= 
I Untuk diri Wajib Pajak Sendiri -- Rpl3.200.0000 
2 Untuk Status kawin RpL200.000 
3 Untuk L<lri yang bekerja Rpl3.200.000 
4 Untuk setiap tanggungan (maksimal RpL200.000 

3orang)_._ 
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Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Keempat Undang-Undang Nomo 7 tahWI 1983 tentang Pajak 

Penghasilan, Penghasilan Tidak Kena Pajak menjadi : 
------ -----No Uraian Besarnva PTKP 

I Untuk diri Wajib Pajak Sendiri Rp!5.840.0000 
2 Untuk Status kawin Rpl.320.000 
3 Untuk lstri yang bekerja Rp15.8400.000 
4 Untuk setiap langgungan (maksimal Rpi.320.00J 

3~&_ __ ·-·- ·-·-·--·-· 
• Penghapusan Fiskal Luar Negeri; 

Fiskal Luar Negeri pada saat ini sebesar Rpi.OOO 000 melalui udara dan 

RpSOO.OOO,OO melalui !aut/orang dan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 36 tahun 2008 ketentuan fiskal luar negeri adalah sebagai 

berikut: 

l. Untuk tabun 2009 bagi Wajib Pajak yang sudah memiliki Nomor 

Pokok wajib Pajak (NPWP) dibebaskan dari pembayran fiscalluar 

negeri sepanjang dapat menunjukkan kartu NPWP pribdi atau 

kartu NPWP milik orang tua bagi ansk dibawah usia 18 tabun atau 

Kartu NWP milik suami bagi istri yang akan berangkat ke luar 

negeridibuktikan dengan Kartu Keluarga; 

2, Tahun 2011 kevvajiban pembayaran fl.scal luar negeri ini akan 

dibapuskan. 

• Tarif yang Jebih linggi bagi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP). 

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, bagi Wajib Pajak yang 

belum memiliki Nomor Pokok W!\iib Pajak (NPWP) akan dipotong 

Pajak Penghasilan 

• Pasal21 dikenakan lebih linggi 20% dari tarif nonnal. 

• Pas! 22 dan Pasal 23 dikenakan lebih tinggi 100% dari tariff 

normaL 

c. Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai masib dalam pembahasan di 

Dewan Perwakilan Rakyal dimana reformasi Undang Undang Pertambahan 
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Nilai untuk merringkatkan netralisasi dampak PPN terhadap dunia usaha 

antara lain penyederhanaan, pengecualian Pajak Pertambahan Nilai transaksi 

merger, transaksi berh!!.'!isis syariah, tarif 0% (no! persen) untuk ekspor Jasa 

Kena Pajak, tax refun pembelian barang oleh turis asing. 

3. lntensifikasi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak 

Berdasarkan Sural Rdaran Direktur Jederal Pajak Nomor: SE· 06/PJ.912001 tanggal 

11 Juli 2001 tentang pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan lntensifikasi P~jak. 

a. lntensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak 

terhadap objek serta subyek pajak yang telah tercatat alan terdaftar dalam 

administrasi Direktorat Jendeml Pajak Dalarn reformasi perpajakan strategi 

intensifikasi pajak dilakukan dengan: penyempumaan basis data, Optimalisasi 

Data Perpejakan (OPDP), Non filer (Wajib Pajak tidak lapor letapi terdapat 

data di Direktorat Jenderal Pajak), Mapping, Profiling dan benchmarking, 

panegakan hukum. 

b. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan 

penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan obyek pajak dalam 

adrninistrasi Direktora.t Jenderal Pajak Dalam reformasi perpajakan strategi 

ekstensi.fikasi rneliputi : properti (property base), karyawan (melalui pemberi 

kerja!Bendaharawan Pemerintah), Profesi (Profesional base) Sistem lntergrasi 

Geografis (SIG). 

Dengan langkah-langkah tersebut di atas Direktorat Jenderal Pajak berusaha 

merubah paradignw lama menjadi paradigma bam yaitu memberikan citra yang baik 

yaitu dapat dipercaya oleh rnnsyarakat Wajib Pajak dan Iebih bersifat terbuka, Dengan ini 

semua diharapkan Wajib Pajak juga melakuka hal yang serupa terbuka kepada Direkiorat 

Jenderai Pajak terhadap seluruh kewajlban perpajakannya dengan melaporkan seluruh 

penghasilan (omzet}, harta yang dimiliki dan segala keawajiban Wajib Pajak. 

4.4. Faktor Diterbitkannya Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal37 A 

Undang Undang Nomo 28 tahun 2007 

Dalam sistem pemungutan pajak berdasarkan Self Assessment, Wajib Pajak 

diberikan kepercayaan penuh oleh negara, untuk mendaftarkan diri memperoleh Nomor 
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Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung/memperhitungkan, membayar/menyetor dan 

melaporkan pajak yang seharusnya terutang, jadi Wajib Pajak bersifat aktif dalam 

rnelakukan seluruh kewaj iban pajaknya. 

Seperti telab dijelaskan di atas tentang latar belakang diterbitkan Penghapusan 

Sanksi Administrasi Pasal 37 A Undang·Undang Nomor 2& Tabun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu : 

L Rendahnya kesadaran Wajib Pajak yang telab memenuhi syarat subyektif dan 

obyelctif untuk mendaftarkan diri memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Hal ini dapat dilihat dari jumlab Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar pada tabun 

2007 hanya sebesar 3.709.865 Wajib Pajak; 

2. Kepatuhan formal dan material Wajib Pajak sangat rendab, kepatuhan Wajib Pajak 

melaporkan Sural Pemeberitabuan Pajak Pengbasilan banya sebesar 32,73 % 

3. dan hal ini bel urn diadakan penelitian secara mendalam ten tang kebenaran material 

tentang Sural Pemberitahuan Pajak Pengbasilan yang Ielah dilaporkan oleh Wajib 

Pajak baik Badan maupun Orang Pribadi 

Disamping itu sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 lenlang 

Perubaban Ketiga Undung·Undang Nomor 6 Tabun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tala Cara Perpajakan, lcrdapat hal-hal baru yang sebelumnya tidak dialur salab satunya 

adalah dalarn Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :16 

1. Apabila da!am meJtialankan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan diperlukan kelerangan atau bukli dari bank, akunlan publik, 
notaris. konsultan pajak) kantor adrninistrasi/atau pihak ketiga lainnya, 
yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan 
pemeriksaan pajak, penagiban pajak, atau penyidikan tindak pidana dalam 
bidang perpajakan, atas permintaan tertulis da:ri Direktur Jenderal pajak, 
pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang 
diminta. 

2. Dalam hal pihak·pihak sebagaimana dimaksad pada ayat (1) lerikat oleh 
kewajiban merahasiakan, untuk keperluaan pemeriksaan, penagihan paj!lk, 
atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan) kewajiban 
merahasiakan tersebut ditiadakan kecuali untuk bank. kewajiban 
merahasiakan diatiadakan atas pennintaan tertulis dari Menteri Keuangan. 

16 Undang~Undang Nomor 28 Talmo 2007 lenlang Perubaban Ketiga Undang-Undang Nomor 6 
tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajaka.n., Tambahan Lembaran Negara republic 
Indonesia Nomor 85 
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3. Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat 
oleh kewajiban merahasiakan sebagaiman dimaksud ayat (2) diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

Dengan ndanya Pasal 35 ini, Direktorat Jenderal Pajak dalarn menjalankan fungsi 

pengawasan untuk penegakan hukurn perpajakan (law enforcement) yaitu dalarn hal 

pemeriksaan, penagihan pajak atau dalam rangka penyidikan di bidang perpajakan 

diberikan hak oleh undang-undang untuk meminta kepada pihak manapun yang 

diperkirakan mempunyai data-data terkait dengan Wajib Pajak yang bersangkutan 

dimana data tersebut dapat digunakan untuk menetapkau pajak yang terutang, me!akukau 

tindakan penagihan dan dalam rangka penyidikart.Dan dije!askan dalam Penjelasan Pasa! 

35A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 "Apabila data dan informasi yang berkaitan 

dengan petpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintab, Iembaga, asosiasi, dan pihak 

lain belum mencukupi, untuk kepentingan penerimaan negara. Direk:torat Jenderal Pajak 

dapat menghimpun data dan infonnasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan 

dengan terjadinya suatu peristiwa yang diperkirakan berkaitan dengan pemenuhan 

kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan memperhatikan ketentuan tentang kerabasiaan 

atas data dan informasi dimaksud. ~· 

Dalam penerapan ketentuan Pasal 35 ini pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) 

tidak serta merta langsung menerapkannya dalam hal untuk rnemperoleh data dari 

berbagai pihak, tetapi untuk memberikan "rasa keadilan" kepada masyarakat Wajib 

Pajak, dan sejalan dengan salah satu tujuan deri amademen Undang-Undang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban 

Wajib Pajak dan l'etugas Pajak, maka diperlakukanjuga ketentuan Pasal 37A Undang· 

Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 6 tahun 

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Petpajakan, yang berisi sebagai berikut :11 

I) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibetkan pajak 
yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama 
dalam jangka waktu I (satu) tabun setelah berlakunya undang-undang ini, 
dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi adrninistrasi berupa 
bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang 
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Meteri Keuangan. 

17 Ibid 
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2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk 
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama l(satu) tahun setelah 
berlakunya undang-undang ini diberikan pengha:pusan sanksi administrasi 
atas pajak yang tidak atau yang kurang dibayar untuk tahun pajak sebelurn 
diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan temeriksaan pajak, 
ke<:uali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Sural 
Pemberitahuan yang disarnpaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan 
lebih ba:;<ar. 

Hal ini mengingat bahwa tujuan dari pada hukum adalah memberikan rasa keadilan. 

Mengarnbil pendapat Aristoteles tentang keadilan bahwa hukum harus ditaati demi 

rm:~nciptakau keadilan, keadilan sebagai keutamaan umum (yaitu ketaatan pada hukum 

alam dan hukum positif) terdapat juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang 

menentukan sikap manusia pada bidang tertentu. Sebagai keuJamaan khusus keadilan 

ditandai oleh sifat~sifat berikut :18 

keadilan menentukan bagaimanakah hubungan yang baik antara orang yang 

satu dengan yang lain; 

keadilan berada di tengah dua ekstrem, yaitu diusahakan supaya daiam 

rnengejar keuntungan terciptalah keseimbangan antara dua pihak jangan ada 

orang mengutarnakan pibakoya sendiri dan jangan juga mengutarnakan pibak 

lain; 

untuk menentukan dimanakah letak keseimbangan yang tepat antara orang­

orang digunakan ukuran kesamaan ini dihitung secara asimetris atau 

geometris. 

Wajib Pajak yang selarna ini belum melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai 

dengan ketentuan undang-undang perpajakan at11u sudah melakukan kewajiban pajaknya 

tetapi masih belum memenuhi ketentaun undang-undang perpajakan yang ada, maka di 

tahun 2008 ini, Wajib Pajak diberikan kesempatan oleh pemerintah (Direktorat Jenderal 

Pajak) untuk mendaftarkan diri memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 

melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan atau membetulkan 

Surat Pembaritahuan Tahunan Pajak Pengbasilan yang sudah dilaporkan dan membayar 

~~ Then Huijbers, Filsafat Hukum dalaro Liotasan Sejarah, {(yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982), 
hal. 29 
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Pajak Penghasi1an yang klll"ang atau belum dibay-c.r sehingga Wajib Pajak dapat 

melakukan perubahan danlatau melaporkan atas seluruh penghasilannya dan seluruh 

harta (aset) yang dimiliki dan kewajiban (daftar hutang). Sehingga apabila Direktorat 

Jenderal Pajak me1akukan inventarisasi data dari berbagai pihak untuk membentuk data 

base di Pusat Pengolahan Data dan Dokumon Pajak (PPDDP) tidak akan menemakan 

(mendapatkon) data yang ba1um terlaporkan oleh Wajib Pajak, sehingga Direktorat 

Jenderal Pajak tidak akan melakukan tindakan kebih lanjut dalam rangka penegakan 

hukum (law enforcement} terhadap data Wajib Pajak yang te1ah dilaporkan. 

4.5. Tujcan Diterbitltannya Kebijakan Pengh~pusan Sanksi Administrasi Pasal 

37 A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

perundang-undangan Pasal 7 mengatur jenis dan hlrarki Peraturan Perundangan­

undangan adalah sebagai barikut : 

I. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang!Pernturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

3. Peraturan Pemerintah 

4, Peraturan Presiden 

5. Peraturan Daerah 

Bentuk peraturan-pcraturan tersebut di atas adalah bentuk. pertama dari kebijakan 

publik, yaitu peraturan perundangan yang terkodifikasi secara formal dan legal. Jadi 

setiap peraturan darl tingkat "Pusat1
' atau '~asional", hingga k:etingkat Daerah adalah 

kebijakan publik karena para pembuat kebijkan adalab aparat publik yang dibayar oleh 

uang publik mela.lui pajak dan penerimaan negara lainnya, dan karenanya secara hukum 

formal bertanggungjawab kepada publik. 19 

Suatu kebijakan publik mengandung unsur-unsur sebagai berikut : (i) kebijakan 

publik adalah kebijakan yang dibuat oleh adminlstratur negara, atau administratur pubHk, 

yaitu pemerintah negara yang pada tingkat nasional adalah seluruh lembaga negara, yaitu 

lembaga legislatif (MPR, DPR), eksekutif (Pemerintah Pusat, Presiden dan Kabinet), 

19 Riant Nugroho, Kebijakan Pub!ik Untuk Negara~Negara Berkembang. Model-Model perumusan, 
lmp!ementasi, dan Evaluasi, (Jakarta : Pencrbit PT. Elex Media KompuHndo Kelompok Gramedia, 1.002}, 
haL 30-3 t 
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yudikatif (MA, Peradilan), di Indonesia ditambah lembaga akutantif (BPK), Dan di 

tingkat daerah, lembaga administratur publiknya adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. 

(ii) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan 

publik, bukan kehidupan orang seorang atau golongan, yang mengatur masalah bersama. 

(iii) kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh ma•yarakat yang bukan pengguna 

langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna 

Jangsungnya. 20 

Terkait dengan Penghapusan Sanksi Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2007 tentang Pereubahan Ketiga Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentmm Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan suatu kebijakan publik di bidang 

perpajakan yang mendapat persetu,juan dad Dewan Perwakibn Rakyat dan disahkan oleh 

Presiden. Suatu kebijakan perpajakan, menurut Lauddin MarsWli, dapat dlrumuskan 

sebagai berikut :21 

a. Suatau pilihan atau k:eputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka 
menunjang penerimaan negara dan menciptakan kondisi ekonomi yang 
kondusif; 

b. Suatu tindakan pemerintahan dalam rangka memungut pajak. guna roemenuhi 
kebutuhan dana untuk keperluan negara; -

c. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan 
penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan 
kebutuhan dana bagi negara. 

Dengan demikian diterapkan Penghapusanan Pasal 37A Undang~Undang Nomor 

28 Tahun 2007 yang merupakan kebijakan publik memiHki tujuan~tujuan tertentu anta1a 

lain : 

L Agar seluruh Wajib Pajak sadar peduli terh•dap pajak. Sadar dalam pengertian 

secara sukare1a mendaftarkan diri untuk memili.ld Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP), dan peduli dalam pcngertian membayar pajak, kewajiban pajak ini 

merupakan hak untuk ikut serta dalam pemb•ngunan bukan lagi hanya merupakan 

kewajiban saja 12 

:mlbid, h.al25-27 
21 Haul!a Rosdiana dan Rasin Tarigan, Perpajakan Teori dan Aplikasi, (Jakarta ; PT. RajaGrafindo 

Press, 2005), hal. 69 
21 MenW"Ut Agus Hudlyono, Tenaga Pengkaji Direktoral Jenderal Pajak, disampaikan dal.am Acara 

Public Coner, Metro TV, tanggal & Oktober200R, pukui 15.30 WIB. 
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2. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalarn membayar pajak dengan benar 

sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan meningkatkan kepatuhan 

pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.23 

3. Untuk membentuk Data Base Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Dalam 

kebijakan Sunset Policy ini, Wajib Pajak diharapkan dengan jujur dan benar 

melaporkan seluruh penghasilan, seluruh harta (asset) dan selurulJ kewajibannya 

(hutang-hutang). Oleh karena itu terima saja dan jangan diapa-apakan.24 

Menurut pendapat penulis bafi\\'a tujuan utama darl penerapan kebijakan 

Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang Undang Nomor 28 tahun 

2007 adalah untuk menghimpun data seluruh Wajib Pajak agar Direktorat Jenderal 

Pajak memilikl Data Base yang akurat Se~11ai dalam Sistem Self Assessment 

dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, 

mernperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya sesual 

ketentuan perundang-undangan perpajakan, dan Direktorat Jenderal Pajak selarna 

- kurun waktu 25 tahun inl mempercayai seluruh 1aporan Wajib Pajak karena tidak 

adanya data yang dimiliki untuk melakukan konfimrasi ulang secara menyeluruh 

terbedap segala penghasilan (omzet), harta (asset) dan kewajiban Wajib Pajak, hal 

ini terlihat dari kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya sangat rendab 

yaitu rata-rata kepatuhan formal melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak 

Penghasilan pada tahun 2007 hanya sebesar 32,73% belurn lagi kalau diteliti 

tentang kepatuhan materialnya. Sehingga dengan terbentuknya Data Ba.<';e yang 

akurat berdasarkan laporan masing-masing Wajib Pajak dan sesuai ketentuan Pasal 

35A babwa Direktorat Jenderal Pajak diberikan hak untak menghimpun data dari 

pihak manapun juga, maka Direktomt Jenderal Pajak dapat melakukan penelitan 

lebih Jaf1jut seperti mettikukan crooss cek antara data dari laporan Wajib Pajak dan 

data Wajib Pajak yang bersangkutan da:i pihak lainnya yang diperoleh Direktorat 

Jenderal Pajak untuk dilakukan penggalian potensi pajaknya sehingga di tdhun­

tahun berikutnya Direk:torat Jenderai Pajak dapat meningkatkan realisasi 

2J lbid. 
:u Disampaikan oleb Drumin Nasution, Direktur Jendernl Pajak dolam Acara Sosialisasi dengan 

Pegawai Kanwil X di Jakarta, bertempat di Aula Oedung A Kantor Pusat Direktorat Jendcra! Pajak, pada 
tangg.al 20 November 2008 
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penerimaan pajaknya. Sehingga dengan Data Base yang akurat dan terintergrasi 

yang akan dimillki Dlrektorat Jenderal Pajak akan mendukung Sistem Pernungutan 

Pajak yang berdasarkan Self Assessment. Pendapat penulis tentang Sistem 

Pemungautan pajak dengan Sistem Self Assessment yang membutuhkan syatu Data 

Base yang akurat dan terintergrasi di atas sesuai dengan pendapat dari Prof. Dr. 

John Hutagaol bahwa :15 

., daiam implementasikannya self assessment sebagai sistem pemungutan 
pajak yang melandasi ketentuan perpajakan di Indonesia. Namun dalam 
praktiknya, data mengenai usaha Wajib Pajak secara lengkap dan akurat yang 
menjadi alat monitoring yang ampuh di dalam pelaksanaan sistern self 
asse8sment b.;lom tersedia. Data Wajib Pajak tersebut tersebar di berbagai 
instansi/lembaga pemerintahan dan swasta dan belum terintergrasL Untuk 
mengatasi kondisi tersebut> perlu political will pemerintah dengan 
mewajibkan instansi/lembaga pemerintahan mengirimkan data yang 
dimi1ikinya mengenai kegiatan usaha Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderai 
Pajak secara regu)er dan memberikan Direktorat Jenderal Pajak untuk akses 
atas data perbankan". 

4. Tujuan lainnya untuk menambah penerirnaan pajak pada tahun 2008, dengan 

kebijakan ini diharapkan Wajib Pajak tertarik untuk meman.fuatkan fasilitas 

penghapusan sanksi adrninistrasi dengan cara : 

a. Waib Pajak (Orang Pribadi) yang belum terdaftar pada 1 Januari 2008 

(Wajib Pajka Baru) secara sukarela mendaftarkan diri u.ntuk rnemperoleh 

NPWP di tahun 2008, membayar Pajak Penghasilan yang belum 

dibayar/disetor dari menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 

mulai tahun pajak 2007 dan sebelumnya, paling lambat tanggal31 Maret 2009. 

b. Wajib Pajak (Orang Pribadi!Badan) yang sudah terdaftar sebelum l Januari 

2008 (Wajib P•jak Lama), membeyar Pajak Penghasilan yang knrang/belum 

dibayar.disetor dan menyarnpaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 

Penghasilan mulain tahun 2006 dan sebelumnya., paling lambat tanggal 31 

Desember 2008. 

Dengan diterapkan Penghapusan Sanksi Administrasi pasal 37A Undang·Undang 

Nomor 28 tahun 2007, dibarapkan dapat menyumbang peneriman pajak, dengan 

mengingat bahwa Diraktorat Jenderal Pajak tidak memiliki data yang seeara 

~John Hutagao!, op,dt, haU 
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terintregrasi yang dapat digunakan untuk pe:negakan hukum (lmv enforcment) 

khususnya untuk Wajib Pajak yang melakukan beberapa hal di bawah ini : 

a. Ekonomi Bawah Tanah (Underground economy) 

Merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk 

menghindarkan pemabayaran pajak, yang berlangsung di semua negara, baik 

di negara rnaju maupun negara berkembang 

b. Pelarian Modal ke luar negeri secara illegal 

Kebijakan pengampunan pajak merupakan upaya terakbir pemerintah dalam 

meitingkatk:an jumlah penerimaan pajak, karena pemerintah mengalami 

kesulitan memajaki dana atau modal yang telah dibawa atau diparkir di luar 

negeri. Perangkat hukum domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga 

tidal< dapat menjangkau atau menyentub wajib pajak yang secara illegal 

menimpan dananya di luar negeri (John Hutagaol, 2007 :30) 

c. Rekayasa transaksi keuangan yang mengakibatkan kehilangan potensi 

penerimaan pajak. 

Kemajuan infrastruktur dan instrwnent keuangan intemasional (internalional 

financial and infrasctructure) contoh tax haven countries dan derivative 

tansactions telah mendorong banyak perusahaan melakukan illegal profit 

shifting ke luar negeri dengan cara melak.ukan rekayasa transaksi keuangan 

(financial transcaction engitteering). Dengan keu.'ltungan yang dibawa ke 

luar negeri sebagian masuk ke indonesia daJam bentuk Jain misalnya pinjalilan 

luar negeri (offshore loan) dan atau investasi asing (foreign investment), 

Transaksi ini merupakan pencucian uang (money /aundryJ Ketentuan 

domestic tidak marnpu memajaki rekayasa transaksi keuangan di atas. Apabila 

hal ini tidak segera diselesaikan maka akan timbul potensi pajak d:llam jumlah 

besar akan hilang (John Hutagaol, 2007: 31). 

Dengan demikian diharapkan masyarakat Wajib P'\iak memanfaatkan fasilitas 

penghapusan sanksi administrasi ini, sehlngga pajak yang sebenarnya terutang yang 

belum/tidak dibayar dimana Direktorat Jenderal Pajak-pun pada dasarnya tidak 

dapat meJakukan tindakan penegakan huk.um melalui himbauan, teguran) dan 

pemeriksaan karena Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki data yang konkret 
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atas setiap transaksi yang dilakukan oleh setiap Wajib Pajak (masyarakat), dapat 

menambah penerimaan pajak sebagai penerimaan Negara di dalam APBN 2008. 

Dengan Wajib Pajak rnemanfaatkan kebijakan ini akan mendapatkan fasiltas 

penghapusan sanksi administrasi atas kekurangan pajak yang belum dibayar 

dan/atau pajak penghasilan yang seharusnya terutang tetapi belum dibayar dan atas 

data yang dilaporkan tidak dapat digunakan menetapkan pajak lainnya, serta tidak 

akan dilakukan pemeriksaan bagi Wajib Pajak yang dengan jujur dan benar 

melaporkan SPT lpembetulan SPT Tahunan Pajak Pengbesilannnya. 

4.6. Kepastian Hukum terhadap Wajib Pajak Yang Memanfaatkan Kebijakan 

Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37 A Undang-Undang Nomur 28 

Tahun 2007 

4.6.1 Analisis Tentang Penerbitan Peraturan Pelaksana Pasal 37A Undang~ 

Undang Nomor 28 Tabun 2007 

Suatu cita hukum menurut Radbruch hams ditopang oleh kehadiran nilai dasar 

(Grundwerten). yaitu keadilan (Gerefhligkeil), kemanfaatan (Zweckmaeszigkeil), dan 

kepastian hub.'llm (rechtssicherlreit).26 Terkait da1am bab ini mernbahas tentang kepastian 

hukum. dapat dijelaskan secara umum pengertian kepastian hukum adalah "Sicherkeit 

des Rechts selhsl"(kepastian tentang hukum itu sendiri) ada empat hal yang berhubungan 

dengan kepastian hukum yaitu : (i) bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah 

perundang-undngan (Gesetzliches Reents), (ii) bahwa hukum ini didasarkan fakta 

(J'atsachen), (iii) fakta itu harus dirumuskan dengan cara jeJas sehlngga menghindari 

kekeliruan dalarn pemaknaan, dtsamping juga mudah dijalankan, (iv) hukurn positif itu 

tidak boleh sering diubah-ubah.27 Menurut Fuller (1971) ada delapan asas yang harus 

dipenuhi oleh hukurn dan apabila itu tidak rlipenuhi, makn gagalah htLlrum disebut hukum, 

kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :28 

a. suatu sistem hukum tcrdiri dari peraturan-peraturan. tid:ak berdasarkan 
putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (adhoc); 

b, peraturan tersebut diwnumkan kepada publik; 
c. tidak berlaku surut, .karena akan merusak intergritas sistem; 

16 Satjipto Raltardjo, Hukum Dalam Jagat Keleniban, (Jakarta: Penerbit UKI Press, 2006), hat 135 
l1 rbid, hatl36 ' 
2a ibid 
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d. dibuat dalarn rumusan yang dimengerti oleh umum; 
e. tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan; 
f. tidak: boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa 

dilakukan; 
g. tidak boleh seeing berubab-ubab; 
h. harus ada kesesuaian antata peraturan dan pelaksanaan sehari-hari. 

Kebijakan Pengbapusan sanksi administrasi pajak diatur dalam Pasal 3 7 A undang 

Undang Nomor 28 tabun 2007 tentang Perubaban Ketiga Undang-Undang Nomor 6 

tabun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan yang disabkan pada 

tanggal 17 Juli 2007 dan mulai berlaku pada tanggall Januari 2008. Kbusus untuk Pasal 

37 A hanya berlaku dalam tabun 2008 sejak tanggal I Janurui 2008 dan berakhir tanggal 

31 Desernber 2008. 

Dari aturan pelaksana yang telah diterbitkan, menurut pendapat penulis terdapat 

beberapa hal yang kurnng tepat diataranya adalah sebagai berikut ; 

I. Peraturan Pelaksana Pasal 37 A Undang-Undang Nom or 28 Tahun 2007 diterbitkan 

sangat terlambat. Memang untuk Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tabun 2007 

disahk:an pada tanggal27 Desember 2008, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

66/PMK 12008 baru diterbitkan paoa tanggal 29 April 2008 dan didalarn kedua 

aturan tersebut tidak membahas secara lengkap dan jelas tentang Penghapusan 

Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. Dan 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak baru 

diterbitkan setelah 6(enam) bulan setelab Undang-Undang Nomor 28 tabun 2008 

berlaku. Dan terdapat Sural Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-67/PJ/2008 

tentang l'emanfaatan Data Atau Keterangan Yang Berkaitan Dengan SPT Tahunan 

Pajak Penghasilan Yang Disampaikan Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan 

Pasal 37A Undang Uru!ang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Beserta 

Pelaksanaan!lya baru diterbit..Imn pada tanggal 2 Desember 20081 dis~at bates akh!r 

pemanfaatan Fasilitas penghapusan Sanksi Administrasi inl yang tinggaJ 17 hari 

kelja lagi. 

2. Peraturan Pelaksana Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2007 sering kali 

berubah-ubab yang mengkibatkan kebingungan bagi masyarakat kbususnya bagi 
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Wajib Pajak juga bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak sendirLsebagai pelaksana 

di lapangan . 

Perturan Y angDicabut Peraturan Pen gganti Mas 
Peraturan TgLTerbit Peraturan TgLTerbit Berlaku 

PMK 061021 2008 PMK 29/0112008 3 bulan 
~J~IPMK 0312008 No.66/PMK.OJt.!008 

Perdirjen No. 1910612008 Perdlrjen No. 2710612008 8 hari 
27/PJ/2008 30/PJ/2008 
Sural Edaran Dirjen 1910612008 Surat Edanm Dirjen 2710612008 8 hari 
No. SE-31/PI/2008 No. SE-33/PJ/2008 

Dari peraturan yang sering berubah ini dapat menimbulkan keraguan bagi Wajih 

P~jak untuk memanlatkan fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pas! 37 A 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 , Seringkali masyarakat Wajib Pajak 

mernpertanyakan kepada penulis pada saat pelaksanaan sosialisasi langsung kepada 

Wajib Pajak melalaui Pembukaan Pojok Pajak!Mobil Pajak Keliling, "Apakah 

Sunset Policy lni merupakan jebakan?" Ada yang menganggap) penerapan ini justru 

menjebak Wajib Pajak, artinya lebih baik menyimpan dnitnya di bawah banta! 

ketimbang melaporkan SPT pajaknyn?9 

3. Peraturan Pelaksana Pasal 37 A Undang-Undang nomor 28 TallUn 2007 sebagai 

aturan tehnis mengatur tentang perluasaan tentang kebijakan penghapusan Pasal 

37A. Dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 hanya mengatur 

tentang: 

a. Kategori \Vajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas kebijakan 

penghapusan sanksi administrasi yang meliputi (i) Wajib Pajak lama (Badan 

atau Orang Pribadi) yang akan melakukan pembetulan Sura! Pemberitahuan, 

(ii) Wajib Pajak Baru (Orang Pribadi) yang secara sukarela mendaftarkan diri 

dan melaporkan Sura.t Pernberitahuan. 

b. Pajak Penghasilan yang mendapatkar. fusilitas penghapusan sanksi 

administrasi hanya Pajak Penghasi!an Pasal29 saja. 

19 ·-·-·--·~-~~--. Dannin Nasution, Jangan Takut Dijebak Aparat Pajak, Gatra, ranggal 13 Agustus 
2008. dia.mbil dari klping PamGrku: No. 0148, edisi Kamis, 7 Agustus 2008. 
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c. Sanksi Administrasi yang dihapusk:an berupa bunga keterlambatan pelunasan 

kekurangan pembayaran pajak dan sanksi administrasi alas pajak yang tidak 

atau kurang dibayar, 

d. Khusus untuk Wajib Pajak Baru tidak akan dilakukan pemeriksaan kecuali 

terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan 

yang disarnpaikan Wajib Pajak tidak benar atau lebih bayar. 

Dalam aturan pelaksananya dlatur perluasan tentang kebijakan penghapusan sanksi 

administrasi diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Kategori Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi 

administrasi Pasal37 A diperluas yaitu : 

i) Wajib Pajak Lama (Badan/Orang Pribadi) yang telah terdaftar sebelum I 

Januari 2008 dan yang belum pernah menyampaikan Sural Pemberitahuan 

Pajak Penghasilan Tahunan untuk tahun pajak 2006 dan tahun-tahun pajak 

sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 

Nomor SE-34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penegasan 

Pelaksanaan pasal 37 A Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya, yaitu tentang ketentuan II. 

Wajib Pajak Lama nomor 1 yang menyatakan :30 

"Wajib Pajak lama yang rnenyarnpaikan SPT Tahunan WP Badan 
atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 danlatau Tahun· 
TahtUl Pajak sebelumnya dahan kurun waktu mulai tanggal 
1 Januari 2008 sarnpai dengan 31 Desernber 2008 yang menyatakan 
kurang bayar~ cliberikan fasilitas Sunset Policy." 

ii) Wajib P:;jak Baru (orang Pribadi) basil pelaksanaan ootensiflkasi Wajib 

Pajak. Hal inl sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 

SE-33/PJ/2008 tanggal27 Juni 2008 tentang Tala Cara pemberia.o NPWP, 

Penerirnaan dan Pengolahan SPT TahtuJan PPh, Penghapusan Sanksi 

Administrasl, Penghentian Pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan 

Terkait dengan Pelaksanaan Pasal 37 A Undang-Undang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu tentang ketentuan 1 Tata Ca!a 

30 Surnt Edaran Direktur JenderaJ Pajak Nomor SEw34/PJf2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang 
Penegasan Pelaksanaan pasal 37A Undang Undang Kelentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta 
Ketentuan Pelaksanaannya 
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Pemberian NPWP Bagi Wajib Pajak Orang pribadi nomor 4 yang 

menyatakan, 'Termasuk dalam kriteria Wajib Pajak yang secara sukarela 

mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak 

berdasarkan basil ektensifikasi pada tahun 2008". 

b. Apabila Wajib Pajak yang melakukan Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak 

Penghasilan dan terdapat perubahan atas Omzet (penjualan) dimana atas 

panjualan tersebul berupa BKP/JKP sepanjang Wajib Pajak belum memungut 

Pajak Pertambahan Nilai & PPn Barang Mewah (PPN /PPn BM). Alas data 

terse but Diraktorat Jenderal Pajak tidak akan menetapkan Sural Ketetapan Pajak 

Pertambahan Nilai-nya. Jadi terdapal perluasan atas obyek-nya. 

c. Sanksi Pasal 7 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajaka.n yaiti berupa denda 

keterlarnbatan pelaoran Surat Pemberitahuan Tahunllll Pajak Pengbasihm 

dihpuskan berdasarkan Sural Direktur Jenderal Pajak Nomor S-439/PJ/2008 

tanggal 9 Desember 2008 tentang Penegasan Ketentuan Pelaksanaan Sunsel 

Policy. 

d, Perluasan penghentian pemeriksaan1 baik untuk Wajib Pajak Lama maupun 

Wajib Pajak Baru yang memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi 

Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 kecuali untuk SPT yang 

menyatakan Lcbih Bayar dan memohon untuk dikembalikan (direstitusi), 

pemeriksaan tetap dilanjutkan. 

Jadi dalarn aturan pelaksanannya mengatur tentang hal-hal pokok yang terkait 

dengan tax base yaitu subyek pajak dan obyeknya yang seharusnya diatur dalam 

undang-undang yang hams mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat 

atau paling minal Peraturan Pemerintah. Dan didala.m Peraturan Pemerintah Nomor 

80 tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan flak dan Kewajiban Perpajakan 

Undang-Undang Nomor 6 tabun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan s.t.b.d.t dengan Undang-Undang Nomor 28 tabun 2007, Pasal 33 ayat 

(6) rnenya.takan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan 

sanksi administrasi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.11 

Namun dalam pelaksanaannya Peratllf"d.Jl Menteri Keuangan sampai dengan Surat 

Direktur Jenderal Pajak tidak hanya mengatur tata cara penghapusan sanksi 
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administras! tetapi mengatur hal-hal yang terkait dengan "tax base", yang 

seharusnya tidak hanya diatur oleh adminislrasi regulator seperti Menteri 

Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak. Hal ini sejalan dengan pendapal Victor 

Thuronyi, Comparative Tax Law1 {2003). konstitusi suatu negara selalu 

mensyaratkan bahwa pengenaan pejak harus berdasarkan undang-undang, yang 

berati pengenaan paj ak tidak dapat ditetapkan melalui administrative regulation. 

Dan lidak dipungkiri bahwa undang-undang pajak pasti lidak bisa mengatur segala 

aspak pemajakan atau dengan kata lain ada yang harus didelegasikan k.epada 

pemerintah, akan letapi pendelegasian kepada Pemerintah adalah bukan hal-bal 

yang pokok seperti penetapan tax base dan tax rate _3 1 

' 
4. Dengan dilerapkannya Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 lahun 2007 lerdapal 

beberapa Pasal yang mati suri dan setelah tahun 2008 hidup kembali. Pasal 

tersebut mali bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas Penghapusan Sankai 

Adminlstrasi Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dan hidup bagi 

Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan fasllitas tersebut. Sesuai Surat Edaran 

Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang 

Penegasan Pelaksanaan pasal 37A Undang Undang Kelentuan Umum dan Tata 

Cam Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya Nomor 4 sebagai berikut :32 

"Kelcntuan Sunset Policy berdasarkan Pasal 37 A Undang-Undang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifal khusus dan hanya berlaku untuk 
jangka waktu terbatas sehingga beberapa ketentuan umum yang diatur dalam 
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak beriaku. 
Ketentuan umum yang tidak berlaku sehubungan dengan Sunset Policy 
seperti ketentuan yang terkait dengan : 

a. pembalasan jangka waktu pembetulan SPT Tahunan PPh paling lama 
2(dua) tahun sejak berakhimya Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak; 
dan 

b. persyaratan beJum dilakukan pemedksaan, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayal( l) U ndang-Undang Ketentuan Umum 
dan Tala C'Na Perpajakan." 

J [ Ibid, haJ. 5w6. 
n Surat Edaran Dircktur Jendcral Pajak Nurnur SE~341PJt2008 tanggal 31 Juli 2008 ten!ang 

Penegasan Pelaksanaan pasal 37A Ondang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta 
Ketentuan Pelaksanaannya 
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5. Hampir semua Peraturan Pelaksana dari Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 28 

tahun 2007 diterbitkan setelah bulan Juni 2008 dan berlaku sUIUt mulai tanggal 1 

Januari 2008. Hal demikian akan merusak sistem yang ada. Tujuan dari suatu 

peraturan adalah terhadap hal-hul yang timbul setelah suatu peaturan yang 

bersangkutan itu mulai berlaku~ yang mana dimaksudkan untuk: mempengaruhi 

prilaku, dan ini sulit untuk dilakukan secara berlaku surut. Hal ini sejalan dengan 

pandangan sebagai berikut : 

,, Perundangan berlaku surut melanggar dengan terlalu aturan-aturan pokok 
hak asasi manusia, k.hususnya peraturan mull a lege. nulla poena ( apabila tidak 
ada peraturan perundangan-undangan, maka tidak ada sanksi), yang melarang 
penerapan hukum pidana secara berlaku surut. Perundangan berlaku surut 
melanggar hak-hak kontrak kepemilikan yang telah ditetapkan. K\:tentuan­
ketentuan konstitusiona[ dan anggapan-anggapan cooman law yang kuat 
mencegah timbulnya implikasi bahwa sebuah UU yang berlaku surut, kecuali 
dalara keadaaan yang luar biasa, bahkan apabila dinyatakan secara eksplisit 
dalam UU jtu sendiri, ketentuan-ketentuan tersebut melarang adanya berlaku 
sunrt."33 

Dengan adanya peraturau pelaksana yang berupa Peraturan Direktur Jnederal Pajak. 

Sural Edaran Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan dan berlaku surut ini akan 

membuat kekacauan tersediri dan akan merusak sistem yang teJah ada, Sebagai 

contoh; 

PT. XYZ melakukan Pembetu]an SPT Tal1unan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 

2006 dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 9 Januari 2008 

dengan membayar Pajak Penghasilan yang kurang dibayar. Atas keterlambatan 

pembayaran Pajak Penghasilan PT. XYZ oleh Kantor Pelayanan Pajak relah 

diterbitkan Sural Tagihan Pajak sesuai Pasal 8 ayat (2) dan Sural Tagihan Pajak 

terse but telab dibayar oleh PT. XYZ pada tanggal 3 Maret 2008. 

Dengan diterbitkannya Sural Edaran Direktur lenderal Nomor SE-33/PJ/2008 

tanggat 27 Jun.i 2008, p:da point B huruf2 menyatakan sebagai berikut; 

"Terhadap SPT Tahunan PPh atau pembetulau SPT Tabunan PPh yang diterima 
setelah targgal3l Desember 2007 sarupai dengan tanggal 30 Juni 2008, dilakukan 

nAnn Seidman, Robert B Seidman dan Natin Abeyes.kere, Penyusunan Rancangan Undang-Undang 
Dalam Perubahan Masyarakat Yang Dcmokratis : Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang· 
Undang, (Eiips 11; 2002), hat 407 
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pengecekan ulang untuk mengetahui apakah penyampaian SPT atau pembetulan 
SPT tersebut dimaksut!kan untuk mernperoleh fasilitas Sunset Policy, dengan 

d 
, 

prose ur .. ... . 

Dengan adanya kasus ini maka Account Represnlative akan mela."<ukan konfirrnasi 

apakah SPT Tahunan Pembetulan PPh tahun pajak 2006 disampaikan dengan oleh 

PT. XYZ memanfaatkarr fasilitas Sunset Policy dan apebila PT. XYZ menyatakan 

memanfaatkan fasilitas Sunset Policy, maka sanksi administrasi dalam Surat 

Tagihan Pajak tersebut harus dihapuskan. Dan menurut pendapat penulis tata cara 

penghapusannya adalah dengan 

L Kantor Pelayanan Pajak mengusulkan penghapusan sanksi administrasi 

berupa bunga Pasal 8 ayat (2) untuk dlhapuskan secara jabatan ke Kantor 

Wilayah masing-masing atasannya. 

2. Kantor Wilayah mengahapuskan sanksi administtasi Pasal 8 ayat (2) dengan 

menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP 

yang terkait dengan sanksj admfnlstrasi tersebut. 

4.6.2. Penafsiran Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Secara Gramatikal 

dan Timbulnya Sanksi Administrasi Pajak, serta Kerterkaiatan 

Kepastian Hukum Surat Ucapan T<ll'ima Kasih 

A. Pengertiao Penghapusan Sanksi Administrasi PasaJ 37 A Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2007 secara Gramatilml. 

Penafsiran grarnatikal merupak.an cara penafsiran atau penjelasan yang paling 

sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang·undang dengan menguraikannya 

menurut balmsa, susun kata atau bunyinya. futerpretasi menurut bahasa ini selangkah 

lebih jauh sedikit dari hanya sekedar "membuat undang-undang". Disini arti atau makna 

ketentuan undang~undang dijelaskan menurut bahasa sehari-har! yang umum, 34 Kalau 

ditinjau secara gramatikal pengertian "Penghapusan Sanksi Administrasi" menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia ada!ah sebagai berikut ?5 

14 Sudikno Mertokusumo, Rab-bab Te11tang Pe11emmm Hukum (Bandwtg, Citra Aditya Bak1i, 
i99l), him. 14-il. 

35 http;:/lwww.sms-~da"cornJindonesia!kamus/indonesia,-gralis·lepgkap.php?hasil suk:;;es id 9# 
hasii 
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l. Hapus: (I) tidak terdapat atau tidak terlihat lagi; hilang; (2) musnah; lenyap 

semuanya akan haeus dari muka bumi; .(3) diampuni; telah hapus segala 

dosanya. Sedangkan penghapusan penertiannya proses, cara perbuatan 

~enghapuskan~ peniadaan; pembatalan. 

2. Sanksi (!) tanggungan (tindakan, hulrumam, dsb) untuk memaksa orang 
' 
tnenepati parjai\iian atau menaanti ketentuan 1022 undang-undang (angg11!1ill 

dasar, perkumpulan dsb); dl aturan tata tertib harus ditegaskan apa sanksi nya 

kalau ada anggota yang melanggar aturan-aturan itu; (2) tindakan (mengenai 

perekonQI:nian dsb) sebagai hukuman kepaila suatu negarn: Dewan Keamanan 

PBB mengadakan sanksi terhadap negara yang menyerang negara lain; (3) 

Huk a. lmbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan 

dalarn hukum; b. lmbalan pnsitif, yang berupa hadiah atau anugerah yang 

ditentukan dalam hukum; 

3. Administrasi (I) usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta 

penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; (2) usaha dan 

kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai 

tujuan; (3) kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintaban;(4) 

kegiatan kantor dan tata usaha; 

Jadi "Penghapusan Sanksl Ad~inistrasi "'adalah suatu proses menghapuskan/meniadakan 

hukuman-hukwnan yang terkait dengan pelanggaran suatu peraturanlkebijukan. Dengan 

demikian secara gramatikal "Penghapusan Sanksi Administrasi berdasarkan Pasal 37 A 

Undang-Undang Nomor 2& Tahun 2007" adalah proses menhapuukan /meniadakan 

hukuman-hukuman karena terkait pelanggaran-pelanggaran Wajib Pajak terhadap 

ketentuan perundang-undangan perpajukan. 

B. Timbulnya Sanksi Administrasi Bcrupa Bunga 

Dalarn Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga Undang-Undang Nnmor 16 Tahun 2000 tentang Kerentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan ; '1Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajukan, dengan tidak 

menggantungkan pada adanya surat keretapan pajak. Dan lebih dijelaskan dalam 
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penjela.':Jannya menyataka.n bahwa pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya 

objck pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan 

saat terutangnya pajak tersebut adalah : 

1. pada suatu saat, untuk Pajak Penghasllan yang dipotong oleh pihak ketiga; 

2. pada akhir masa, untuk Pajak Pengbasilan yang dipotong oleh pemberi kelja, 

atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha 

kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 

Pajak Penjualan Atas Barang Mewab; atau 

3. pada akbir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan. 

Sedangkan dalfiiil Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 16 Tabun 2000 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan : " Jumlah pajak yang terutang menurut Sural 

Pemberitahuan yang disarnpaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang 

sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan11
• Dan di dalam 

penjelasannya dijelaskan ketentuan ini mengatur bahwa kepada Wajib Pajak yang tel~ 

menghitung dan membayar besamya pajak yang terotang secara benar sesuai ketentuan 

peraturan perundang·undangan perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, 

tidal< perlu diberikan surat ketetapan pajak ataupun Surat Tagiban Pajak. 

Jadi berdasarkan Pasal 12 ayat (I) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

bahwa pajak terutang secara material yaitu sejak dipenuhinya syarat tatbestand yang 

terdiri dari keadaan-keadaanl peristiwa-peristiwa, atau perbuatan-perbuatan tertentu, 

tanpa perlu menunggu suatu surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak. Dan ini 

sejalan dengan sistem pemungutan pajak "Self Assessment", malca Wajib Pajak yang 

harus aktif menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang; menyetorkan pajak ke bank 

presepsi/kantor pos dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. 

Namun demikian tentang timbulnya Sanksi Administrasi adalah sejak 

diterbitkannya sura! ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak dikarenakan karena untuk 

perhihmgan sanksi administrasi baik denda, bunga ataupwl kenaikan yang ditetapkan 

oleh fiskus (Direktorat Jenderal Pajak) harus terdapat dasar pengenaan sanksi tersebut 

yang didasarkan pada suatu keadaan rlimana Wajib Pajak melanggar ketentuan peraturan 

perundaug-undangan perpajakan. 
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C. Kepastian Hukum Surat Ucapan Terima Kasih 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cra 

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajoka berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan Umnm dan Tata Cara Perpajokan sebagaimana Ielah beberapa 

kali diubab terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, Pasal 33 ay>.t (5) 

menyatakan : " Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) dan ayat (2) diberikan dengan cara tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak". 

Apakah dapat dianalogikan bahwa Sura! Ucapan terima Kasih se!>agai pengganti 

Sura! Tagihan Pajak (STP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Pajak). 
' 

Surat Ucapan Terima Kasih akan diterbitkan kepada Wajib Pajak yang memanfaatkan 

Fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi pasal 37 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2007, sesuai dengan Sural Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 33/ PJ/2008 tangga127 

Juni 2008, yang berisi sebagai berikut: 

I. Ucapan tcrima kasih dan penghargaan atas kesadaran dan kepedulian Wajib 

Pajak yang Ielah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 

atau menyampaikan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasila.n 

yang mengakiberkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar; 

2. Besarnya sanksi administrasi berupa bunga atas keter1ambatan pelunasan 

kekurangan pembayaran pajak yang dihapuskan. 

Dalam Su(at Edaran Direktur Jenderal Pajak yang terkait dengan Pengbapusan Sanksi 

Administrasi Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 lahun 2007 tidak mengatur lebih 

jelas dan rinci tentang Surat Ucapan Terima Kasih. 

Sesuai Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahWl 2007 menyatakan 

sebagai berikut ;u Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

kekuatan hukum yang san1a dengan surat ketetapan pajak1
'. Dan dalam penjelasannya 

ditegaskan bahwa Sural Tagihan Pajak disamakan kekuatan hukumnya dengan sural 

ketetapan pajak sehlngga dalarn penagihannya dapal dilakukan dengan Sura! Paksa. 

Dalam Undang-Undang Noinor 28 lllhun 2007 diatur dengan jelas dan tegas 

kekedudukan Sural Tagihan Pajak. 
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Sebagaimana tolah dijelaskan diatas bahwa dengan adanya Kebijakan 

Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 3 7 A Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 

untuk memermudah atau mempercepat pelaksanaan pemberian fasHitas Jni Direktorat 

Jenderal Pajak tidak menerbitlam Surat T agihan Pajak tetapi dengan membuat Surat 

Ucapan Terima Kasih kepada Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan ini. Dengan 

demikian apakan Surat Ucapan Terima Kasih ini juga mempunyai kekuatan hukum 

seperti Surat Tagihan Pajak?. Tentu saja tidak, sural ucapan terima kasih ini hanya 

merupakan surat biasa yang berisi ucapan terima kasib dan penghargaan dari 

Direktorat Jenderal Pajak serta jumlah sanksi administrasi yang dihapuskan. Dan 

dengan surut ucapan terima kasih ini tidak ada kekuatan hukumnya karena bukan 

merupakan produk hukum dari Direktorat Jenderal Pajak. 

Kalau dikaitkan dengan arti "Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37 A 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007" secara gramatikal adalah proses menghapuskan 

/meniadakan hukuman·hukuman karena terkait pelanggaran-pelanggaran Wajib Pajak 

terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dan apabila menurut Ketentuan 

Umwn dan Tata Cara Perapajak:an bahwa thnbuJnya sanksi administrasi tersebut harus 

ada surat ketetapan atau Surat Tagihan Pajak, maka menurut pendapat penulis seharusnya 

dalarn penghapusan sanksi adaministrasi sesuai Pasal 37 A Undang·Undang Nomor 28 

Tahun 2007 sebarusnya diterbitkan dahulu Surat Tagihan Pajak-nya kemudian sanksinya 

dihapuskan. Atau dengan kata lain Wajib Pajak hams mengerahui dengan pasti berapa 

sanksi administrasi (dalam Surat Tagihan Pajak) yang merupakan produk hukum 

kemudian dengan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan 

Pajak, sanksi administrasi tersehut dihapuskan. Dengan Surat Keputusan Penghapusan 

Sanksi Administrasi atas Sural T agihan Pajak ini mempunyai kekuatan hukum dan 

kepastian hukum bagi Wajib Pajak. 

4.6.3. Penghapusan Sanksi Denda Pasal 7 Undang Undang Nomor 28 Tahun 

2007 bcrdasarkan Sural Direktur Jenderal Pajak Nomor S-439/PJ/2008 

tanggal9 Desember 2008 

Berdasarkan Pasal37A Undang Undang Komor 28 tahun 2007, sauksi administrasi 

perpjakan yang dihapuskan menurut Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi adalab 
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sanksi administrasi berupa bw1ga. Dan dijelaskan dalam Peratu.ran Menteri Keuangan 

Nomor 661PMK.0312008 Pasal l mengatur sanksi administrasi yang dihapuskan adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk Wajib Pajak Barn (WP Orang Pribadi) yang memanfuatkJm Kebijakan 

Pengbapusan Sanksi Administrasi : 

• Sanksi Administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang 

dibayar.sesuai yang diatur dalam Pasal9 ayat (2b) Undang Undang Nomor 28 

tahun 2007. 

b. Untuk Wajib Pajak Lama (WP OP atau WP Badan) yang memanfua!kan Kebijakar 

Penghapusar Sanksi Administrasi :: 

• Sanksi Administrasi berupa bunga alas keturlambatan pe!unasan kekurangan 

pembayaran pajak, yang diatur dalam Pasla 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 

28 tahun 2007. 

• Sanksi kenaikan sebesar 50% sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (5) 

Undang Undang Nom or 28 tahun 2007. 

Tentang penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan inl dengan 

jelas diatur dan diberikan contoh di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal pajak Nomor: 

SE-34/PJ/2008 tanggal 3! Juli 2008 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37 A Undang­

Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta ketentuan pelak.sanaannya. 

Jadi dalam Kebijakan Penghapusan Sanksi administrasi Pasal 37 A UndangUndang 

Nomor 28 Tal1Un 2007 tidak mernberikan penghapusan atas sanksi denda keterlamahatan 

pelaperan SPT T ahunan Pajak Penghasilan. 

Sanksi administrasi berupa denda keterlambatan peJaporan yang diatur dalarn Pasal 

7 ayat (l) Undang-Undang Nomor !6 Tahun 2000 (denda administrasi ini berlaku untuk 

tahun pajak 2007 dan sebelumnya) adalah sebagai berikut :36 

"Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Sural 
Pernberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(4), dikenakan sanksi 
administrasi berupa denda sebesar Rp50.000,00(1ima puluh ribu rupiah) untuk 
Sural Pemberitahuan Masa dan Rp.IOO.OOOO,OO (seratus ribu rupiah) untuk Sural 
Pemberitahuan Tahunan" 

36 Undang~Undang Nomor 16 Ta!mn 2000 tentang Perubahan J<edua undang Undang N(}m<lr 6 
Tahun 1983 tentang Kctentuan Umum dan Tata Carn Perpajakn. 
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Tujuao dikenakan denda keterlambatan per!aporan kepada Wajib Pajak adalah 

untuk kepcntingan tertib administrasi perpajakan dan untuk menjaga displin bagi Wajib 

pajak yang dalam batas waktu ditentukan tidak rnenyampaikan Surat Pernberitahuan, 

maka akan dikenakan sanksi berupa denda. 

Penghapusan denda keter!amabatan diatur dalam Surat Direktur Jenderal Pajak 

yang diterbitkan sebagai pedoman pegawai di !apangan, yaitu Surat Direktur Jenderal 

Pajak Nornor S-439/Pi/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang Penegasan Ketentuan 

Pelaksanaan Sunset Policy yang menegaskan berbagai hal sebagai berikut :37 

Daiam rangk& pelak33nan kctentuan Sunset Policy perlu ditega'ikan hal-hal sebagai 
barikut: 

1. Dalam Pasa! 2 dan Pasa! 6 l'eraturan Meneri Keuangan Nomor 
661PMK.03/2008 mengatur bahwa termasuk dalam lingkup penyampaian SPT 
Tahuruut PPh dalam rangka Sunset Policy juga meliputi penyampaian SPT 
Tahunan PPh yang_terkait dengan pembayaran: 
• Pajak Pengbasilan Pasal29; 
• Pajak Penghasilan Pasa! 4 ayat (2); dan/ atau 
• Pajak Pengha,ilan pasall5 
yang dibayar sendiri oleh wajib Pajak. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka : 
a. SPT Tahunan PPb yang dilaropiri dengan salah satu bukti pembayaran 

dari jenis Pajak Pengbasilan di atas, maka SPT Tahunan PPh yang 
disampaikan tersebut tennasuk dalarn kelompok SPT yang dapat 
memperoleh fasiHtaS Sunset Policy. 

b. Apabila SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy mengakibatkan 
perhitungan PPh pasal 26 ayat (4) menjadi lebih besar, pernbayaran PPh 
Pasal 26 ayat (4) juga hams dilampirkan dan tidak tennasuk dalam 
lingkup Pajak Penghasilan yang memperoleh fasilitas Sunset Policy, 
serta atas keterlambatan pembayamn PPh pasa! 26 ayat (4) tetap dikenai 
sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan pasal 9 Undang~Undang 
KUP dengan menerbitkan STP. 

c. Apabila wajib P{\jak menyampaikan SPT Tahunan PPh dalaro rangka 
Sunset Policy? keterlambatan atas penyampaian SPT tersebut tetap dika.i 
sanksi administ.rasi berupa denda sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang 
KUP dengan menerbitkan STP. . 

d. Kantor Pela)ranan Pajak yang mengenak.an sanksi adminlstrasi yang 
ditagih dengan menerbitkan STP tersebut pada huruf b dan c, harus 
menguslkan penghapusan sanksi secara jabatan kepada Kepala Kantor 
Wiiayah atasannya. 

n Surat Direki:Ur Jen<leral Pajak Nom or S-439/P J/200& tangg;<l 9 Desember 2008 tentang Penegasan 
Ketentuan Pelaksanaan Sunset PolicY 
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e. Kantor \Vilayah yang menerima usul penghapusan sanksi pada huruf d 
segera menefbitkan Swat Keputusan Penghapusan Sank:si Administrasi 
alas STP yang terkait dengan sanksi administrasi pada hurufb dan huruf 
c. 

Atas penghapusan sanksi denda keterlamaba1an ini didasarkan pada penafsiran 

analogi, dengan mendasarkan bahwa sanksi bunga jumlahnya besar saja dihapuskan -

kenapa sanksi denda yang hanya sebesar RpiOO.OOO,UO yang kecil tidakjuga dihapuskan. 

Penafsiran secara analogi ini pernah tersampaiakan oleh soorang pejabat Eselon II 

(Kepala Kantor Wilayah) di salah satu Kanwil di Jakarta. Dan penafsiran seeara analogi 

ini disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak dengan diterbitkan Sural Direktur Jenderal 

Pajak Nomor S-439/PJ/2008 tanggal 9 Desember 2008 teritang Penegasan Ketentuan 

Pelaksanaan Sunset Policy. 

Menurut pendapat penulis penafsiran secara analogi di bidang perpajakan tidak 

boleh dilakukan, apabila penafsiran menurut analogi yang mengakibatkan dirugikanya 

para Wajib Pajak dapat diartikan tidak sesuai dengan dasar pemikiran Pasal 23A Undang 

Undang Dasar 1945 karena suatu pajak dalarn hal ini dikenakan bukan karena kekuatan 

atau atas kuasa undang-undang melainkan menurut pendapat subyektif dari aparatur 

pajak (fiskus} Walaupun berdasarkan penafsiran analogi atas pengahapusan denda 

keterlambatan ini mengun!ungkan Wajib Pajak, tetapi tidak tepatlah kalau didalam 

Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan saja tidak mengatur tentang penghapusan 

sank:si denda keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan1 dan hanya dengan 

Surat Direktur Jenderal Pajak sanksi denda Pasal 7 Undang Undang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan dihapuskan. 

Dan didalarn penghapusan sanksi denda keterlamballln Pasal 7 Undang Undang 

Ketentuan Umum dan Tata. Ca.ra Perpajakan ini sesuai Surat Direktur Jenderal Pajak 

Nomor S-439/PJ/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang Penegasan Ketentuan 

Peiaksanaan Sunset }'olii:y juga mengatur tentang tata cara penghapusannya yaitu dengan 

cara: 

l. Atas sanksi denda Pasa! 7 ini diterbitkan Sura! Tagihan Pajak (STP) 

2. Kantor Pelayanan Pajak mengusu!kan penghapusan sauksi denda pasal 7 untuk: 

djhapuskan secara jabatan ke Kantor Wilayah masing-masing atasannya. 
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3. Kantor Wilayah mengahapuskan sanksi denga Pasal 7 dengan menerbitkan Surat 

Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP yang terkait dengan sanksi 

administrasL ~·~"'-''·. 

Dalam menyelesaikan pemasalahan yang sama Direktur Jenderal P'\iak melakukan 

2(dua) cara yang berbeda, yaitu cara penghapusan sanksi administrasi sesuai: 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak 

dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 

tentang Kettuan Umum dan Tata Cara Perpajakn s.t.b.k.d.t dengan Undang Undang 

Nomor 28 tahun 2007 Pasal 33 ayat (I) menyatakan : bahwa Pengbapusan sanksi 

administrasi berupa bunga dihapuskan dengan cara tidak menerbitkan Surat 

Tagihan Pajak; 

b. Sedangkan dalam Surat Direktur Jendemi Pajak Nomor S-439/PJ/2008 tanggal 9 

Desember 2008 tentang Penegasan Ketentuan Pelaksanaan Sunset Policy, 

penghapusan sanksi denda dengan cara menerbitkan Surat Tagiban Pajak dan 

dihapusk:an secara jabatan dengan mnerbitkan Sur at Keputu.w:t Penghapusan Sanksi 

Adrninistrasi atas STP yang terkait dengan sanksi administrasi 

Dengan adanya penyelesaian yang berbeda atas kasus yang sama ini tentunya akan 

menimbulkan ketidak pastian hukum tentang tata cam penghapusan ad.ministrasi. Hal ini 

sejaian dengan pendapat Fritz Neumark (Safri NUI1Tlanlu:2005), The Requirement of 

Clarity yaltu dalam sistem perpajakan yang baik, Undang-undang perpajakan dan 

pernturan pelaksananya, yang terkalt dengan proses pemungutan maka ketentuan­

ketentuan pajak harus dapat dipahami (comprehensiblej, tidak boleh menimbulkan 

keragu~raguan atau penafsiran yang berbeda, tetapi harus menimbulkan kejelasa.n (must 

be unamblguous and certain) bagi wajib pajak maupun bagi fiskus dan pendapat dari 

Rahmad Soemitro (Sony Devano dan Siti Kunaia Rahayu: 2006) memberikan pengertian 

tentang kepastian hukurn, ketentuan-ketentailll undang-undang t:idak boleh menimbulkan 

keragu-raguan. Harus dapat diterapkan secara konsekuen untuk keadaan yang sama 

secara terus menerus. Undang-undang harus di.\Jusun sedemikian rupa sehingga tidak 

memberikan peluang untuk diinterprest.asikan oleh siapapun seJain apa yang dikehendaki 

oleh pembuat undang-undang. 
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Atas penghapusan sanksi administrasi denda keterlamhatan peJaporan SPT 

Tahunan Pajak Penghasilan yang dihapuskan secara jabatan dengan menerbitkan Sura! 

Keputusan Pengbapusan Sanksi Administrasi atas STP yang terkait dengan sanksi 

admlnistrasi oleh Kepala Kantor Wilayah sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pajak 

Nomor S-439/PJ/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang Penegasan Ketentuan 

Pelaks'anaan Sunset Policy, apabila ditinjau dari : 

a. "Theorie von Stufenbau des Rechtsordnung" ada 4( empat) kelompok penjenjangan 

undang-unrlang sebagai berikut :38 

1. Norma dasar (grundnorm), merupakan landasan akhir bagi peraturan­

peraturan 1ebih lanjut; 

2, Aturan~aturan dasar atau konstitusi, yang menentukan nonna~norrna 

yang menjarnin berlangsungnya negara dan penjagaan hak-hak anggota 

masyara.kat. Aturan ini bersifat urnum dan tidak mengandung sanksi 

maka tirlak termasuk perunrlang-undangan; 

3. Unrlang-undang formal yang di dalarnnya telah masuk sanksi-sanksi dan 

diberlakukan dalam rangka mengatur lebih lanjut hal-hal yang dimuat 

dalam undang-undang dasar; 

4. Peraturan-peraturan pelaksana dan peraturan-peraturan otonom. 

b. Dan berda~arkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor lll!MPR/2000 langgal 18 Aguslus 2000 ten!ang Sumber Hukum Dan Tata 

Urutan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Republik lnonesia Nomor 10 

Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , bahwa tata 

urutan perndangan adalah sebagai berJkut : 

I. Undang·llndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

3. Peraturan Pemerintah 

4. Peraturan Presiden 

5. Peraturan Daerah 

Penjelasan Pasal 7 Undang llndang Nomor I 0 tahun 2004 disebutkan sebagai 

berikut ~> Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hlrarki" adalah penjejangan 

Js Abdul Ghofur Anshori, op. cit 42-43 
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setiap jenis Peraturan Perundang;-undangan yang didasarkan pada asas bahwa 

peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peratutan 

perundang-undang., yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

penmdang-undangan yang l~bili tinggi." 

Dengan demikian peraturan yang tidak tertera dulam hirarki dimaksud dapet 

sebagai atau dapat diberlakukan · sepanjang didelegasikan!diamanatkan oleh 

peraturan perundangan dimaksud. Jika tidak maka ketentuan dalam Pernturan 

Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur 

Jendernl Pajak, maka pcraturan tersebut dapat dikalahkan. 

4.6.4. Tinjauan Pengurangan dan Pengbapusan Sanksi Administrasi .sesuai 

Pasal36 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Menurut Pasal 36 ayat (!) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur 

tentang: 

Direktur Jenderal Pajak karenajabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat : 
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, 

dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan perpajakan dalam bal sanksi tersebut dikenakan karena keldlafan 
'Vajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; 

b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak: benar; 
c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana 

dimnksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau 
d. membatalkan basil pemeiksaan pajak atau sural ketetapan pajak dari basil 

pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa : 
1. penyampaian-surat pemberitahuan hasH pemeriksaan; atau 
2. pembahasan akhir hasH pemeriksaan dengan Wajib Pajak. 

Dan di dalam penjelasan Pasal 36 ayat (I) huruf a tenl11ng "kekilafan Wajib Pajak 

atau yang bukan karena kesalahannya" dijelaskan bahwa Wajib Pajak dikenakan sanksi 

adaministrasi tidak tepat karena keHdaktelian petugas pajak yang dapat membebani 

Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal 

demikian, sanksi adminlstrasi berupa bungn~ denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan 

dapat dihapuskan atau dikurangkan o!eh Direktur Jenderal Pajak. 

Ketentuan pasal 37 A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 dapat diartikan 

bahwa Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda 
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kenaikan yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

dalam hal sanksi tersebut dikenakan kepada Wajib Pajak karena kcsengajaan atau 

karena kealpaan dan Wajib Pl\iak dengan sadar: 

a. mendaftarkan diri untak memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 

membayar Pajak Penghasilan terutang dan melaporkan SPT Tahunan Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2007 dan tahun-talmn 

sebelumnya; (Wajib Pajak Baru) alau 

b. membayar kekurangan Pajak Penghasilan atau membayar Pajak Penghasilan 

yang belum dibayar dan melaporkan SPT/Pembetulan SPT Tahunan Pajak 

Penghasilan tahun pajak 2006 d'lll tahun-tahun sebelumnya . (Wajib Pajak 

Lama) 

Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cra 

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajaka berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhlr dengan Undang-Undang Nnmor 28 tahun 2007, Pasal 33 ayat (5) 

menyatakan : " Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) dan ayat (2) diberikan dengan cara tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak". 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 37 A Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2007 menyimpang dari ketentuan urnurn tentang pengurangan atau 

penghapusan sanksi adrninistrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang diatur dalam 

Pasal36 Undang Undang Nomor 28 tahun 2007. 

4.6.5. P<:laksanaan Kebijakan Penghapusan Sank.si Administrasi Pasal 37 A 

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Misi Direktorat jenderal Pajak adalah mcnghimpun dana dari masyarakat dan misi 

ini sangat dipahami oleh setiap pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam pelak:sanaan 

tugas masing-masing. Didalam pelaksanaan kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi 

ini tentunya ada pertentangan dengan Misi Direktorat Jenderal Pajak. Yang 

mengakibatkan setiap pegawai mempunyai pendapat dan penafsiran yang berheda-beda, 

sehingga menimbulkan kesan dl masyarakat bahwa dalarn pelaporan Surat 

Pernberitahuan berdasarkan Pasal 37 A UU KUP I Pembetulan berdasarkan Pasal 37 A UU 
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KUP dipersulit. Sohingga Direktur Jenderal Pajak merasa perlu untuk memberikan 

petunjuk dan arahan kepada pegawai di lapangan dalam pelaksanaan Kebijakan 

Penghapusan Sanksi Admirustrasi pasal 37 A Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 

dapat berupa lnstruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor ; lns-2/PJ/2008 tanggal 20 

November 2008 ten tang Optimalisasi Pelaksanaan Ketentuan Sunset Policy; 

lnstruksi dan Surat Direktur Jenderal Pajak ini diterbitkan untuk rnengatasi segala 

keraguan bagi pegawai pelaksana di lapangan dalam rne1aksanakan tugas terkait dengan 

\Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37 A Undang Undang Nomor 28 

Tahun 2007 untuk dipergunakan sebagai pedoman mengbadapi berbagai pe1111asalahan 

Wajib Pajak yang sangat rumit dan kompleks. 

lnstruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor : Ins -2/PJ/2008 tanggal 20 November 

2008 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Ketentuan Sunset Policy, diatur berbagai hal 

sebagai berikut :39 

L Memperbanyak dan menyampaiakan selebaran (flyer) dan bunga rampai 
Sunset Policy kepada Wajib Pajak /ma.syarakat, dengan cara menyisipkan 
pada surat kabar terkemuka dan rnenyebarkan di daerah perurnahan yang 
potensial melalaui distributor surat ka.bar yang bersangkuta:n; 

2. Menyebarkan leaflet dan pamj/et Sunset Policy di tempat penyelenggaraan 
seminar} pameran~ bandar udara, serta tempat keramaian lainnya; 

3. Meningkatakan intensitas sosialisasi Sunset Policy baik secara langsung atau 
melalui media. 

4, Memerintahkan bawahannya agar hanya melakukan penelitian formal sesuai 
dengan prosedur Yang telah diatur daJam checklist dan tidak melakukan 
tindakan~tindakan yang mengak:ibatkan \Vajib Pajak membatalkan niatnya 
untuk memanfaatkan fasUitas Sunset Policy; 

5. Mernerintahkan bawahannya agar tidak melakukan penelitian terhadap 
ketentuan material atas SPT Tahunan PPh yang disampaikan oleh Wajib Pajak 
dalarn rangka Sunset Policy dan menerirna SPT tersebut apabila telah 
memenuhi ketentuan f-ormal; 

6. Melaksanakan ketentuan peraturan pelaksanaan Sunset Policy yang telah 
diterbitkan dengan birnbingan Kepala Kantor Wilayah yang bersangkulan dan 
menanggalangi hal-bal yang menghambat kebijakan tersebut; 

7, Memlnta kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak turut serta 
memanfaatkan fasilitas Sunset Policy dengan menyampaikan SPT Tahunan 
Wajib pajak Orang pribadi dan melaporkannya jumlah pegawai yang telah 
memanfaatkan fasHJtas Sunset Policy kepada Seketaris Direktur Jenderal 
pajak: 

39 Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor : Ins -2/PJ/2008 tanggal 20 November 2008 lentang 
Optimalisasi Pelaksanaan Kdentuan Sunset Policy, 
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8. Melaporkan seluruh kegiatan Sunset Policy sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan a tau berdasarkan perminataan Kantor Pusat DJP. 

Instruksi ini diterbitkan karena didalam pelaksaanan peneimaan Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan dalam rangka Penghapusan Sanksi 

Adtninistrasi Pasal37 A Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 terdapat berbagai kendala 

di lapangan, seperti yang diungkapan oleh Darmin Nasution bahwa " ...... yang masih 

mengahalangi tcrlaksannaya Sunset Policy dengan baik, yang pertama pctugas pl\iak. 

Untuk itu diminta Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar mengawasi dan mengecek di 

lapangan anak buahnya jangan samapi mcngbambat Wajib Pajak melakukan pcmbetu!an 

dengan pertanyaan-perta.nyaan yang sebenarnya tidak punya data apa-apa tentang itu ... " 40 

Menurut pendapat penulis memang sebagai pedoman bagi pegawai pelaksana di lapangan 

yang berbedapan langsung dengan Wajib Pajak diperlakan instruksi atau amhan secara 

tertuiis oleh Direktur Jenderai Pajak untuk sebagai pedoma.n untuk mengatasi atas 

keragu-raguan dalam pelaksanaan tugas yang terkait dengan kebijakan lni 

Namun demikian di dalam prak:tek pe!aksanaannya masih terdapat berbagai keraguan 

didalam pelaksanaannya terutama yang terkait dengan jumlah penerimaan pajak yang 

akan hilang apabila Wajib Pajak tersebut m.emanfaatkan Kebijakan Penghapusan Sanksi 

AdminisiTasi Pasal 37 A Undang Undang Nomor 28 tahun 2007. Sebagai contoh, yang 

terjadi di salah satu Kantor Pelayanan Pajak Madya JKS di Jakarta, dengan kasus 

sebegai berikut : 

PT. ABC sedang dilakukan pemeriksaan atas seluruh kewl\iiban pajaknya yang 

meliputi kewajiban Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan pasal 21/23 dan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun pajak 2004, 2005, dan 2006. Pemeriksa belum 

menyampaikan Surat Pemberitahuan Basil Peroeriksaan (SPHP). Dan dari hasil temuan 

sementara Pemeriksa berdasarkan buktl cukup kuat bukan hasil analisa menyatakan 

sebagai berikut : 

-------
40 Darmin Nasution, Arahan Direk.'fur Jendcral pajak Parla Mara Pemantaapan dan Sosiallsasi Sunset 

Policy dengan Para Account Representative(AR) KPP-KPP di Jaakarta, (Jakarta: Senin tanggal I 
Dese!'llber 2008), 
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-No. Tahun Pajak PokokPPnBM Sanksi (Rp) Jumlah (Rp) 

(Rp) 

1 2004 10.565.330.116 10.565.330.116 21.130.660.232 

2 2005 69.841.950. !38 33.524.136.066 103.366.086.205 

3 2006 36.226.637.898 17.59!.806.739 53.818.444.637 

Total 116.633.918.!52 61.681.272.922 178.315.191.074 
.. . . .. . . . 

Dan WaJib Pr;ak mgm memanfuatkan fasihtas Penghapusan Sanks• Admimstrasi 

Pasal 37A Undang Undang Nomor 28 TahWl 2007.Sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 6n/PMK.03/2008, Pasal 7 ayat (I) huruf c, Wajib Pajak diperbolehkan 

untuk me1akukan Pembetu!an Sural Pemberitahuan Pajak Penghasilan : 

- Tabun Pajak 2005 dengan PPh kurnng bayar sebesar Rp. 597.746.700,00 

- Tahun Pajak 2006 dengan PPh kurang dibayar sebesar Rp. 89.296.800,00 

Namun demikian baik pemeriksa dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya yang 

bersangkutan ragu-ragu menerima Pembetuhm Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasill!ll tabun Paiak 2006 PT ABC, karena terdapat Pajak Pertambahan Ni1ai yang 

seharusnya dibayar o!eh Wajib Pajak. Alas permasalahan ini Kantor Palayanan Pajak 

Madya X meminta petunjuk dan panegasan ke Kantor Wilayah Direktorat atasan KPP 

MadyaX. 

Dengan permasalahan lni menurut penuHs ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

sebagai berikut : 

Dalam rangka pemberian kepastian bukum dan menjalankan law enforment terhadap 

Wajib Pajak, mengacu pada Sura! Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE -33/PJ/2008 

tanggal 27 Juli 2008 tentang Tata Cara Pemberian NPWP, Penerimaaan dan Pengo1ahan 

SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Adminisrrasi, Pelaksanaan Pasal 37A Undang­

Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pe!Jlajakan disampaikan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pada Romawi II " Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT PPh", 

bahwa pada prinsip nya diterirnanya Pembetulan SPT Tahunan PPh alas fasilitas 

Sunset Policy hanya didasarkan atas: kelengkapan fmmal sesuai cheklist Sunset 

Policy, 
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2. Dalarn hal sedang dilakukan pemeriksaan atas beberapa jenis pajak, mengacu 

pada romawi IV Surat Edaran Nomor 33/PJ/2008 "Penghentian Pemerik:saan 

sehubungan dengan Pemanfaatan Sunset Policy" untuk dipastikan beberapa hal : 

Pajak yang terutang berda.•arkan basil Pembetulan SPT PPh Badan oleh 

Wajib Pajak barns tebih besar atau sama dengan temuan sementara pemeriksa 

yang didukung dengan bukti cukup dan bukan basil analisis. 

Atas penjualan apartemen dengan nilai PPn BM sebagaimana temuan 

pemeriksa sudah diungkapkan oleh Wajib Pajak pada pembetulan SPT 

Tahunan PPh Badan. 

Dalam hai pemeriksaan dihentikan atau dilanjutkan pernerlksa harus 
, 

meyakinkan bahwa Wajib Pajak tidak melakukan indikasi tindak pidana Pasal 

39 Undang-Undang Ketentulln Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan tetap 

memperhatikan Sural Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2008 

tanggal 31 Juli 2008. 

4.6.6. Pema.nfaatan Data Atau Keterangan Yang Berkaitan Dengan SPT 

Tahunan PPh Yang Disampaikan Wajib Pajak Dalam Rangka 

Pelaksanaan Pasal37 A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 66/PMK.03/2008 tanggal29 April 2008 

tentang Tala Cara Penyarnpaian Atau Pembetulan SPT dan Persyaratan Wajib Pajak 

Yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi DalamRangka Penerapan Pasal 

37 A Undang undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpjaka.1 s"t.b.k.d.t dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 4 berisi : 

"Data dan lnformasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal I ayat 
(I) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan sural ketetapan pajak­
pajak lainnya". 

Dan dalam Pasal 8 berisi tentang : 

"Data dan informasi yang tercantum dalam pembetulan Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan \Vajib Pajak Orang Prlbadi atau Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal I ayat (2), tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat 
ketetapan pajak atas pajak lainnya", 
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Atas ketentuan ini telah dijelaskan dalam Sural Edanm Direktur Jenderal Pajak 

Nomor SE-34/ PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A 

Undang Undang Keteutuan Umum dan Tala Cara Perpajakan Beserta Ketentuan 

Pelaksanaannya, bahwa alas data dan informasi yang disamapaikan oleh Wajib Pajak 

dalam rangka penyampaian SPT Tahunau Pajak Penghasilan I Pembetulan SPT Tahunan 

Pajak Penghasilan tidak akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan 

dan menetapkan pajak lainuya, 

Dan tentang data dan informasi ini diatur lebih lanjut dalam Sura! Edaran Direktur 

Jeuderal Pajak Nomor SE-67/PJ/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemanfaatan 

Data Atau Keterangan yang Berkaitan Dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Yang 

Disarnpaikan Wajib Pajak Dalarn Rangka Pelaksanaan Pasal 37A Undang Undang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Petpajakan Beserta Ketcntuan Pelaksanaannya, diatur 

lebih !anjut sebagai berikut : 

l, SPT Tahunan PPh yang disarnpaikan Wajib Pajak dalarn rangka Sunset Policy tidak 

dilakukan pemeriksaan kecuali terdapat data dan atau keterangan, selain data atau 

keterangan yang terdapat dalarn SPT Tahunan PPh, yang menunjukkan bahwa SPT 

Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy tersebut tidak benar. Oleh kare!lll itu, data 

dan/atau informasi dalam SPT Tahunan PPh dalarn rangka Sunset Policy tidak dapat 

digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaau terhadap SPT Wajib Pajak 

yang bersangkutan. 

2. Data atau keterangan yang dapat ditindak laJ1iuti adalah data atau keterangan (bukan 

dari basil anal isis) yang berkaitan dengan perpajakan : 

a. yang diperoleh dari instansi pemerJntah, lcmbaga, asosiasi, dan pihak 

lainnya; atau 

b. yang berasal dari pihak lawan transaksi. 

3. Pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh yang disarnpaikan dalam rangka Sunset 

Policy karena adanya data atau keterangan sebagaimana dimaksudkan hanya 

dilakukan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak , 

Apabila di kemudian hari Kantor Pelayanru1 Pajak memperoJeh data atau 

keterangan (bukan dad analisis)1 data atau keterangan tersebut terlebih dahulu ditindak 
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ianjuti dengan melaksanktm kegiatan persuaif mela.Iui kegiatan konseling. Adapun 

prosedur pemanfaatan data atau keterangan tersebut dilakukan sebagai berikut : 

l. Account Represntative melak.ukan penelitian terhadap data atau keterangan tersebut 

meyakini bahwa data atau keterangan tersebut belum tercakup dalam SPT Tahunan 

PPh dalam rangka Sunset Policy, dengan mempe!ajari berkas Wajib Pajak dan 

membandingkan data atau keterangan tersebut dengan SPT Tahunan PPh dalam 

rangka Sunset Policy; 

2. Apabila data tersebut telah tercakup dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam 

rangka Sunset Policy maka Account Represntative dapat langsung mengusulkan 

agar kasus tersebut tidak ditindaklanjuti dengan konseling atau pemeriksaan; 

3. Dan apabila data atau keterangan tersebut belum tennasuk dalam SPT Tahunan 

Pajak Pengbasilan dalam rangka Sunset Policy maka akan dilalrukan langkah­

langkah sebagai barikut : 

a, Account Represntalive mengirinkan Surat HimbauanJdarifikasi kepada Wajib 

pajak dalam hal terdapat inrlikasi bahwa SPT Tahunan PPh dalam rangka 

Sunset Policy itu tidak benar; 

b. Terhadap wajib Pajak yang dilakukan klarifikasi, Account Represntative 

melaksanakan konseling dengan tata cara sesuai Peraturan Direktur Jenderai 

Pajak Nomor 170/PJ/2007 tentang Tata Cara pelaksanaan Konseling Terhadap 

wajib pajak sebagai Tindak Lanjut Sura! Himbauan. 

• Dalarn pelaksanaan konseling Account Represntaiive didampingi oleh 

Kepala Seksi Pengawasan dan KonsuJtasi atau Kepala Kantor sesuai 

dengan materialitas data atau keterangan. 

• Wajib Pajak menyampaikan sanggahan atau klariflkasi data f keterangan 

tersebut didukung dengan bukti-bulcti yang kuat yang menunjukkkan 

bahwa datalketerangan sudah termasuk dalam SPT Tahunan Pajak 

Penghasiian, maka Account Represntative dapat Iangsung mengusulkan 

agar kasusu tersebut tidak dltlndaklanjuti dengan pemeriksaaan; 

• Apabila sebaHknya dan Wajib Pajak bersedia membetulkan atau 

mengungkapakan ketida.k benaran SPT1 maka Account Reprenralive 
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mengawasi pelaksa.naan pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran 

SPT; 

• Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan klarifikasi namun 

menyampaikan pembetulan atau pengungkapan ketidak benaran SPT, 

maka Account Reprentative mengawasi pelaksanaan pembetulan atau 

pengungkapan ketidakbenamn SPT; 

• A?abila dalarn jangka waktu 14 (empat belasO hari sejak tanggal 

pelaksanaan konseling berakhir temyata Wajib pajak tidak membetulkan 

atau mengungkapkan ketidak benaran SPT, maka Account Representative 

mengusulk.an pernerlksaan khusus. 

• Apabila Wajib Pajak menyampaikan sanggaban tetapi tidak didukung 

dengan bukti-bukti kuat sehingga tidak dapat diyakini babwa data tersebut 

tercakup dalarn SPT Tahunan PPh dan Wajib Pajak tidak benredia 

melakukan pembetulan atau mengungkapkan ketidakbenaran SPT, maka 

Account Representative mengusulkan pemeriksaan khusus. 

c. Apabila Wajib Pajak membetulkan atau menungkapkan ketidak benaran SPT 

tidak sesuai dengan Surat Himbauan!Klarifikasi atau hasii Klarifikasi dengan 

Account Represntalive, terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dilakukan 

Himbauan!Klarifikasi berikutnya (ulang). 

4. Apabila Wajib Pajak tidak rnerespon Surat Himbauan!Klarifikasi, mal<a Account 

Representative mengusu1kan pemeriksaan khmms. 

Dalam Surat Edaran Direktur Jederal Pajak tersebut secara je1as mengatur tentang 

data dan keterangan yang dikemudian hari diketahu! maka akan dilakukan tindakan 

klarifikasi terlebih dahulu meJalui konseling oleh Account Representative. Menurut 

pendapat penulis atas pemanfaatan data/keterangan ini memang Wajib Pajak tidak perJu 

kawatir akan dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan Tsahunan Pajak 

Penghasilan/Pembetulan Sural Pernberitahuanan Tahunan Pajak Pengbasilan yang 

disampaikan dalam rangka Sunset Policy karena Direktorat Jenderal Pajak akan 

melakukan langkah-langkah konseling terlebih dahulu dan apabila Wajib Pajak tidak 

merespon maka akan dilakukan perneriksaan dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak. 
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Menurut penulis memang terkait dengan pemeriksaan SPT Tahunan Pajak 

Penghasilan/Pembetu1an SPT .Tahunan Pajak Pengbasilan yang disampaikan Wajib Pajak 

dalam rangka Sunset Policy kemungkinan kecil untuk dilakukan pemeriksaan oleh 

Direktorat Jendera1 P'\iak sepanjang Wajib Pajak dengan jujur dan benar telah 

mengukapkan!me1aporkan se1urub pengbasilan dan harta yang dimiliki. Akan tetapi 

Wajib pajak tidak begitu saja akan terlepas dari pemeriksaan untuk tabun pajak 

berikutnya ~ sebagai contoh : 

PT. ABC (Wajib Pajak Badan) terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan 

memhetulkan SPT Tahunan PPh Badan tahun Pajak 2006 pada tanggal4 Agustus 2008, 

dengan rincian sebagai berikut : 

No. Uraian SPT PPh Tahun Pemhetulan SPT Selisih l 2003 PPh Tahun 2003 {Rp) 

{Rp) (Rp) 

L Peredltilll Usalm 10.000.000.000,00 12.000.000.000,00 
---,;.-,;;;-

2.000.000.000,00 

2. Harga P~Penjualan 8.000.000.000.00 9.000.000.000,00 1.000.000.000,00 

l. Pcngur:rng Penghasiloo 800.000.000.00 900.(100.000,00 100.000.000,00 

Bruto 
·--· '-·---= c---·-c.= 4. f'engbdsilan Nelto 1.200.00tl000,00 2.100.000.000,00 900.00!l000,00 

5. ·Pcngh8Si'irulkena Pajak 1.200.00\lOOO,OO ----..~ 2,100.000.000,00 ·-·--= 9\XlOOO,OOO,OO 

6. PPb Terutang 
..-r-- 342.500.000,00 612.500.000,00 270.000.(100,00 

7. Hartfl {Harga Perote han) I LOOO.OOO.OOO,OO 20500.000.000,00 ---;;ru;-9JOO.OOO.OOO,OO 

s. Kewajiban 
,. 

50.000.000,00 r-·---c·;;;;-30.000.000,00 (20.000.000,00) 

9. Kekayaan Bersih 10.950.000.000,00 20.470.000.000,00 9.520.000.000,00 
----· 

Atas Pembetulan SPT Tahunan Pajak Pengbasi1an tahun pajak 2006 mempero1eh 

pengbapusan sanksi administrasi sesuai Past 37 A Undang Undang Nomor 28 tahun 2007. 

Dan atas data yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasi1an Pembetulan tahWl 

pajak 2006 tidak akan ditetapkan sural ketetapan pajak untuk pajak lainnya. 

Dun di dalam tahun pajal< 2007 PT. ABC ini telah me1aporkan Surnt Pemberitauan 

Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2007 dengan jujur, benar, dan telah melakukan 

pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29. Bahwa PT. ABC di tahun pajak 2007 seluruh 

Omzet, hiaya dan harta, serta kewajiban telah dilaporkan seluruhnya kecuali terhadap 

selisih harta yang pada tahun pajak 2006 dari SP.T Pembetulan dalam rangka Sunset 
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Policy ini saja yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak. Dengan adnya asas konsistensi 

didalam pelaporan pajak maka Wajib Pajak harus melakukan pembetulan SPT Tahunan 

PPh Tahun pajak 2007 untuk memperhitungkan biaya atas penyusutan/amortisasi harta 

yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Pembetulan tahun pajak 2006. dan memasukkan 

harta mrsebut di dalam daftar harta /asset dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 

pajak 2007. Tentunya dengan memperhitungkan biaya/penyusutan/amortisasi ini akan 

menimbnlkan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan tahun pajak 2007 dan tetunya 

Wajib Pajak akan dilakukan pemeriksaaan. 

Alas permasalahan ini penulis pemah menayakan terhadap beberapa pegawai pajak 

dan memang semua akan menjawab secara normatif bahwa V/ajib Pajak tidak perlu 

kawatir dalam pemeriksaan s~panjang yang diJaporkan telah jujur dan benar dan sesuai 

ketentuan perpajakan tidak akan menimbulkan masalah, namun yang pasti Wajib Pajak 

tidak akan terlepas dari pemerik:saan yang seringkali merepotkan dengan berbagi 

penjelasan yang hams disampaikan kepada pemeriksa dan seringkali di dalam petullciran 

pemeriksa akan terpikirkan bagaimana untuk tidak mengembalikan kelebihan 

pemabayaran Pajak Penghasilan ini dengan alasan demi penerimaan negara ataupun 

dengan alasan agar aman apabila atas Laporan HasiJ Pemeri.ksaan darl pemeriksaan 

tersebut diperiksa oleh Inspektorat Jenderal dengan l.idak menerbitkan Surat Ketetapan 

Pajak Lebih Bayar (SKPLB). 

Sedangkan untuk Wajib Pajak Barn yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang barn 

mendaftarkan diri memperoleh NPWP di tahun 2008 dan melaporkan SPT Tahunan PPh 

Tahun Pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya dimungkinkan untuk dilakukan 

perneriksaan untuk tahun pejak berikutnya setelah tahun pajak pemanfaatan kebijakan ini, 

sebagai contoh : 

Tn A mendaftarkan diri memperoleh NPWP pada tanggal 8 Maret 2008 yang 

kemudian melaporkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2005, 2006 dan 2007. Pada tahun 

pajak tersebut Wajib Pajak tidak akan dilakukan pemerikaaan sepanjang SPT Tahunan 

PPh yang dilaporkan dalam rangka Sunset Policy telah dilaporkan dengan jujur dan benar 

sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Namun untuk tahun pajak 2008 dan seteru.snya 

dimungkinkan diperiksa jika dibandingkan antara penghasilan yang diperoleh pada tahun 

2008 dengan harta (asset) yang dimiliki. Hal ini teljadi kalau harta yang dirnilikl 
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memerlukan bjaya peme1iharaanlbiaya perawatan, biaya pembayaran pajak dan jika 

dibandingkan dengan penghasilan temyata menunjukkan ketidak wajaran. 

4.6.7. Wacana Perpajangan Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi 

Pasal 37 A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Diberbagai media massa cetak dan elektronik memberitakan tentang waktu 

perpajangan pelaksanaan Pengbapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang Undang 

Nomor 28 Tahun 2007 seperti yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan dalam aeara 

Temu Wicara Penutupan Perdagangan Bursa 2008 yang berisi bahwa perpanjangan ini 

berdasarkan instruksi dari Presiden. Menjelang tutup tahun, Direktorat Jendera! Pajak 

kewalahan melayani pendaftaran NPWP. Sebab banyak Wajib Pajak mendaftarkan diri 

menjelang akbir Sunset Policy. Dan untuk Wajib Pajak Lama, banyak Wajib Pajak 

memperbaiki SPT ini juga terlihat dan antrian Wajib Pajak di bank, karena batas 

pembayaran Pajak Penghasi!an yang belumlkurang dibayar dan pelaporan SPT Tahunan 

PPh tanggal 31 Desember 2008. Oleh kllrena itu waktu pelaksanaan diperpanjang 

menjadi tanggal 28 Februari 2009. Dan dijelaskan oleh Dannin Nasution (Direktur 

Jenderal Pajak) bahwa payllilg hukum memperpanjang sedang disiapkan secepatnya 

melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). 

Atas: wacana perpanjangan peiaksanaan Penghapusan Sanksi Administra")i Pasal37A 

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Sunset Policy) apabila ditinjau dengan 

Ketetapan Majelis Pemmsyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor lll/MPR/2000 

tanggal 18 Agustus 2000 tentang Swnber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan 

da!am Pasal3 ayat (4) menyalakan bahwa: 

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh Presiden dalam hal 
ikhwal kegentingan yang memaksa dengan keten tuan sebagai berikut: 
a. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan ke Dewan 

Perwakilan Rakyat dalarn persidangan beril:ut 
b. Dewan Perwakilan Ral}'at da.pat menerima atau menolak peraturan pemerintah 

pengganti undang-undang dengan tidak mengadakan perubahan. 
c. Jika ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, peraturan pemerintah pengganti undang­

undang harus dicabut 

Dan di dalarn ayat (5) menyatakan : 
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Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh Pemerintah untuk 
melaksanakan perintah undang-undang. 

Menurut pendapat penulis kurang tepat untuk me1akukan perpanjangan waktu 

pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37 A Undang Undang Nomor 28 

Tahun 2007 (Sunset Policy) ini dengan membuat Peraturan Pemerintah Penganti 

Undang-Undang karena Ketentuan Umum dan Tata Care Perpajakan dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 80 tahun 2007 dengan tegas telah mengatur tentang waktu 

pelaksanaan yaitu tanggal 1 Januari 2008 sarnpai dengan tanggal 31 Desember 2008, 

walaupun dengan perpanjangan ini menguntungkan Wajib Pajak dan Pemerintah. Karena 

tidak ada suatu hal ikllwal lwgentingan yang memaksa apabila ditinjau dari berbagai 

hal: 

l. Penerimaan Pajak tahun 2008 sampai dengan tanggal 24 Deserober 2008 totrd 

terma.•uk pajak penghasi!an (PPh) migas mencapai Rp559,8 triliun, diatas target 

APBN-P sebesar Rp534,3 triliun, yang merupaka.n penerimaan bersih setelah 

dikurangi restitusi. Sementara total penerlmaan pajak tanpa PPh migas sebesar 

Rp488,7 triliun lebih tinggi dari target APBN-P senilai Rp480,9 triliun, 

diungkapkan Darmin Nasution,'n Bahwa penerimaan pajak telah rnelebihi target 

yang ditotapka.n. 

2. Membludaknya masyarakat yang mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) bukan karena mereka akan mengikuti program Sunset 

Policy tetapi karena pelaksa.naan Undang-Unda.ng Pajak Penghasilan yang baru 

(Undang-Unda.ng Nomor 36 tahun 2008) karena bagi yang tidak mempunyai NPWP 

akan dikenakan pajak yang lebih tinggi dan kalau berpergian keluar negeri akan 

membayar Fiska1 Luaf Negeri. 42 Dan kalaupun banyak masyarakat yang 

mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP adalah salah satu tugas dan program 

Direktorat Jenderal Pajak dalam ekstensifikasi yaitu penambahan Wajib Pajak 

terdaflar. 

41 Thomas E Harefa, Sunset policy Diperpanjang Hingga Februari 2009, Investor Daily, tanggal31 
Desember 2008. 

"'
2 Pendapat penulis: tentang. hal ini karena seringkali penulis mennnyakan kcpada masyarakat ynng 

akan membuat Nomor Pokok Waj.ib Pajak (NPWP) alasao mereka mendaftarkan diri untuk mempen;lch 
NPWP adalah karena mereka ingin memanraalkan bebas Fiska! Luar Negeri dan merek:a (mas)'arakflt yang 
banyak mendafiar tersebut) adalah karyawlln yang dimlnta o!eh perusahaan untuk rnemiliki NPWP demi 
terhindar pengenaan tariffPPh yang lebilt tinggi dari tarif nennal. 
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Dan atas kebijaksanaan pemerintahan tentang perpanjangan pelaksanaan 

Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37 A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 

dapat dijelaskan bahwa; 

1. Tidak seharusnya suatu kebijakan pemerintah yang telah dimuat dalam Undang­

Undang dapat dianulir pemyataan Iisan Menteri Keuangan. Seharusnya setiap 

kebijaksanaan harus dinyatakan secara tertulis. Namun seandainya dibuat secara 

tertulis-pun Peraturan Menteri Keuangan bukan merupakan bagian dari hirarkbi 

sebagalinana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004. Karena dalarn 

Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tidak terdapat pendelegasian 

wewenang kepada Menteri Keuangan dalam hal petpanjangan pelaksanaan Sunset 

Policy. 

2, Berdasarkan "Theorie von Stufonbau des Rechtsordnung"apabila terdapat 

pertentangan antara peraturan perundang~undangan yang bedawanan dengan 

peraturan perundangan yang lebih tinggi maka peraturan lebih rendah akan 

dikalahkan. Hal ini sejalan dengan dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomar 14 Tahun 

19&5 tentang Mahkarnah Agung yang menyatakan bahwa " Mahkarnah Agung 

menyatakan tidak sah peraturan perundang~undangan di bawah undang-undang atas 

alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau 

pembentukannya tidak memenuhi ketentuan berlaku." Dengan demian sesuai pasal 

31 ayat ( 4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah maka tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Dan penulis sangat setuju dari berbagai pendapat yang dimuat didalam media massa 

yang mengungkapkan sebagai berlkul : 

a. Pendapat dosen Universitas !slam Syarif Hidayatullah, Andi Syafrani yang 

dismpaikan kepada Harian Rakyat Merdeka sebagai berikut ; Pertama, membuat 

citra yang buruk rerkalt Law Making Process atau proses pembiuatan undang­

undang, Pemerintah dinilai membajak dan melanggkahi peran dewan Pcrwakllan 

rakyat lewat Perppu. Kedua, ada presenden buruk untuk Law Enforcement 

(penegakan hulcum) karena Pemerintah mencontohkan adanya negosiasi dalam 

pelaksanaan hukum. Rakyat dengan nya!a melihat bahwa huknm dapat dinego dan 
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diganti sesuai dengan keinginan penguasa, yang belum pas dengan kehendak dan 

kebaikan publik. Perppu menjadi exit way Galan pintas) bagi pemerintah jika 

mereka tidak dapat menjalankan amanat undang-undau.g~ karena berdasarkan 

undang-lllldang batas pelaksanaan banya l(satu) tahWl setelab berlakunya Undang­

Undang Nomor 28 tabun 2007. 

b. Menurut Darussal- perubaban batas waktu Sunset Policy karena sempitnya waktu 

mencenderai rasa keadilan bagi masyarak:at yang telah mematuhi ketentuan 

perpajakan tepat waktu. Perpanjangan waktu banya bisa dilaksaakan karena ada 

krisis ekonmni. 

Dengan berbagai alasan tersebut di atas penulis tidak setuju diiakukan perpanjang&l 

waktu pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37 A Undang Undang Nomor 

28 Tabun 2007 (Sunset Policy) karena menimbulkan rasa ketidak adilan bagi Wajib Pajak 

yang telah melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai peraturan perpajakan dan 

menimbuikan ketidakpastian hokum karena adanya negosiasi dar! berbagai pihak yang 

berkepentingan maka ketentuan undang-undang dapat dimbab dengan mudal1 tanpa 

adanya alasan yang mendasar. 

4.7. Analisis Dampak Pen-erapan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A 

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Dengan diterapkannya Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang­

Undang Nomor 28 tabun 2007 setelab dilakukan analisis terdapat darnpak terhadap Wajib 

Pajak dan terhadap Direktorat jenderal Pajak adalah sebagai berikut : 

1. Dampak Bagi Wajib Pajak 

A. Dampak Bagi Wajib Pajak Yang Memanfaatkan Pengbapusan Sanksi 

Administrasi Pasal37 A Undang Undang Nomor 28 Tabun 2007 

Bagi Wajib Pajak yang memanfaat.Y..an Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi 

Pasal 37 A terdapat dampak Positifnya : 

a. Tidak akan dikenakau sanksi administrasi 

Dengan dihapuskan sanksi administrasi maka terhadap Wajib Pajak yang 

menyampaikan Surat Pemberitahunan Tahunan PPh dan yang melakukan Pembetulan 

Surat Pemberitahunan Tahunan PPh. Dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut: 
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Contoh 1 : 

Tn, Agus adalah meliki usaha dagang di daerah Tebet Jakarta Selatan. Bam terdaftar 

prula tanggal 2 Juli 2008 dan menyamprukan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2006 dan 

2007 pada tanggal membayar pajak penghasilan terutang dan melaporkan SPT 

Tahunannya 21 Agustus 2008 dengan rincian data sebagru berikut : 

N~ Uralsn SPi PPh Tahun 20G6 SPT PPb Tabun 2007 

L Pe:redamn Usaha 10J)Q0.000.000,00 12.000.000.000,00 

2 Harga Pokok Penjualan 8.000.000.000.00 9.000.000.000,00 . 

3. Pengure.ng Penghasllan Bruto 786.800.000,00 886.800.000,00 

4. Pengha~ilan Netto 1.213.200.000,00 2J 13 7.00.000,00 

5. f'TKP(rKI-) 13.200.000,00 J3.200.0000,CO 

6. Pengbasilan Kena pajak 1.200.000.000,00 2.100.000.000,00 

?. PPh Terutang 386.250.000.00 701.250000,00 

8. Penghasllan NtUI} se\elah Pajak Sl3.750.000,00 701.398.75QOOO,OO 
-- -9. HART A (Harga Perolclum) 20.000.000.000,00 21.090.000.000,00 

10. KewajibM 50.000.000,00 30.000.000,00 

ll. Kekayaan Bernih 19.950.000.000,00. !-----2-l .051J.OOO.OOO,OO 

Perhitungan sanksi administrasi adalah sebagru berikut sesuru Pasal 9 ayat (2b) Undang­

Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut: 

• Tahun Pajak 2006 

Bunga keter!amabatan sebesar ~ 29 bulan x 2% x Rp.386.250.000 =Rp224.025.000 

• Tahun pajak 2007 

Bunga keterlamabatan sebesar = 17 bulan x 2% x Rp.70L250.000=Rp238.425.000 

Atas sanksi administrasi berupa bunga untuk tahw1 pajak 2006 sesbear Rp224.025.000 

dan tahun pajak 2007 sebesar Rp238.425.000 dihapuskan dengan tidak menerbitkan Sural 

Tagihan Pajak (STP). 

Contoh: 2 

Wajib Pajak Badan membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan tahun pajak 2002 pada 

tanggal 20 Agustus 2008 dengan jumlah Pajak Penghasilan yang kurang dibayar sebesar 

RplOO.OOO.OOO,OO. Pada saat pembetulan di!akukan terhadap SPT Wajib Pajak tersebut 

tidak scdang dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan kebijakan Penghapusan Sanksi 

Administrasi : 
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• Pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2002 diterima dan memperoleh fru;ilitas 

Penghapusan Sanksi Administrasi; 

• Pembetulan tersebut dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh tahun Pajak yang telah 

melewati jangka waktu 2(dua) tahun, pembetulan SPT sebagaimana dimaksud Pasal 

8 ayat ( 4) Undang Undang KUP tetapi merupakan pembetulan SPT Tahunan PPh 

dalam rangka Pasal 37 A Undang Undang KUP. Dengan demikian atas kekurangan 

pajak yang tercantum dalam pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pijjak 2002 

tersebut: 

a) Tiqak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% 

sebagaimana diatur dalam Pasal8 ayat (5) Undang Urulang KUP, yaitu sanksi 

sebesar Rp. 50.000.000,00 hapus; dan 

h) Diberikan penghapusan sanksi administrasiberupa bunga sebesar 2% per 

bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undan Undang Nomor 28 

tahun 2007 dalam rongka pelaksanaan ketentuan Kebijakan Penghapusan 

Sanksi Administrasi, yaitu: 

2%.x 65 bulan x Rp.IOO.OOO.OOO,OO ~ Rpl30.000.000 sanksi ini dibapuskan. 

Atas Sanksi Administrasi berupa kenaikan sesuai Pasal 8 ayat (5) undang Undang 

Nomor 28 tahun 2008 sebesar Rp50.0QO,QOO dan sanksi bunga pasl 8 ayat(2) sebesar 

Rp130.000.000 dihapuskan dengan tidak menerhitkan SuratTagihan Pajak. 

b. D.ata!Informasi tidak akan dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan dan 

menetapkan pajak lainnya. 

Tidak akan diterbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya terhadap 

data/informasi dati Surat Pemberitahuan PPh !Pembetulan Surat Pemberitahuan PPh yang 

dis.ampaikan dalam rangka memanfaatkan Kebijakan Penghapusan Sank:si Adruinistrasi. 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 661PMK.03.2008 tanggal 29 April 2008, 

Pasai 4 dan Pasal 8 menyatakan bahwa, data dan in:formasi yang tercantum dalam : 

I. Sural Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang 

disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam rangka memanfaatkan 

Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A ayat (2) Undang 

Undang Nomor 28 tahun 2007 
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2. Pembetulan Sural Pemberitahuan Tahunan pajak Penghasilan Orang Pibadi 

/Wajib pajak Badan dalam rangka memanfaatkan Kebijakan Pengbapusan 

Sanksi Administrasi Pasal 37 A ayat (I) Undang Undang Nomor 28 tahun 

2007. 

Tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan sural ketetapan pajak alas pajak 

lainnya. 

Contoh l : 

Wajib Pajak Orang pribadi baru terdaftar tanggal 2 Juli 2008 dan menyampaikan SPT 

Tahunan PPh Orang Pribadi TAhun Pajak 2006 dan 2007 pada tanggal 21 Juli 2008, 

dengan rincian sebagai berikut : 

No. Uraian SPT PPb Tnhon 2006 SPT PPit T~~ohun 2007 

(Rp) (Rp) 

L Pcredarnn Usaha 10.000.000.000,00 12,000.000.000,00 

2. HargaPnkok Penjualan ·a.ooo.ooo.OOiloo 9.000.000.000,00 

3 Pengurnng Penghasilan Bruto 786.800.000,00 886.000.000,00 
-·-4. Penghasllan Netto 1.2!3.200JXlO,OO 2.li3,20MOO,OO 

5. PTKP(TKI:) 13.200.000,00 t:l200.0000,00 

6. Pengllasilan Kena pajak 1.200Jl00.000,00. 2.1oO:OOO.ooo,oo 
-· 7. PPh TM.Itang 386.1.i0.000.00 701.250.000,00 

8. PengflaSflan Netio sct.elah Pajak 
, ... 

&13.750.000,00 70 L398. 75{1.000,00 

9. HART A (Harga Peroldmn) 20.000.000-:Doo,oo 2L090J)00.000,00 l 

~ 
Kc.,"njiban 50.000.000,00 30,000,000,00 

~t:-kayaan Bcrsih - --- 19.950.000.000,00 21.060.000.000.~ . 

Atas data yang dilaporkan tersebut Direktorat Jedernl Pajak tidak dapat menggunakan 

sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan dan menetapkan pajak lainnya. 

Contoh 2: 

Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar sebelum tanggal 1 Januru:i 2008 dan rnembetulkan 

SPT Tahunan PPh Wajib pajak Orang Pribadi Tahun 2006 pada tanggal 4 Agustus 2008, 

dengan rindan sebagai berikut : 
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----,-- -----No. Uraian SPT PPh Tahun Pembetulan SPT Selisih 

200~ PPh Tnbun 2006 (Rp) 

(Rp) (Rp) 

I. Peredanm Usaha 10.000.000.000,00 12.000.000.000,00 2.000.000.000,00 

2. Ha.rga Pokok Penjui!M &.000.000.000.00 9.000.000.000,00 1-- 1.000.000.000,00 

3. Peogurnng Penghasilan 786.800.000,00 886.800.000,00 !00.000.000,00 

Bn.IIO 

4. Penghasilan Netto 1.213.200.000,00 2.113.200.000,00 900.000.000,00 

5. PTKP(fKI·) 13.200.000,00 !3.200.0000,00 ·0,0 

<I. Penghasilan Rena pajak 1.200.000.000,00 2.1 oo.ooO.OOO,oo 1---
900.000.000,00 

7. PPb T erutang 386.250.000.00 7oi230:00o,oo 315.000.0000,00 

8. Penghasilan NeitOSeterab 813.750.000,00 70 I .39it750.000,00 585.000.000,00 

Pajak 

9. HART A (Harga Peroiclian) 20.000.000.000,00 21.090.000.000,00 2.500.000.000.00 

10. Kewajiban 50.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) 

II. Kcknyaan Bersilt t-· l9.950.000.000,00 21.060.000.000,{10 2.520.000.000,00 
. ----,-

Atas data yang dllaporkan tersebut Dttektorat Jederal Pajak tldak dapat menggunakan 

sebagai dasar untuk: melakukan pemeriksaan dan menetapakan pajak lainnya 

Contoh 3: 

Wajib Pajak Badan terdaftar sebelrrm tanggal l Januari 2008 dan membetulkan SPT 

Tabunan PPh Badan tabrm Pajak 2003 pada tanggal 4 Agustus 2008, dengan rincian 

sebagai berikut : 

I No, I (Jraian 

l 
SPT PPh Tahun ! Pembetutan SPT ScUs:ih 

I 2oo3 1 PPb Tabun 2003 (Rp) 

I (Rp) I (Rp) 

I. Pcre<furan Usaha I IO.OOO.OOO.OOO,olJT-·12.000.000.000,00 2.000.000.000,00 

2 Harga Pokok Penjuahm g 000.000,000.00 9.000.000.000,00 1.000.000.000,00 

l Pengurang Pengh!!Silan Mo.ooo.ooo.oo ~~ 9{)0.000.000,00 100.000.000,00 

Bru1o 

4. Penghasilan Nell() 1.200.000.000,00 --= 2.100.000.000,00 
----;;;c 

900.000.000,00 

-r-- Pengbasilan Kena Pajak --1 1.200.000.000,00 ·-2.100.000.000,00 r-- 900.000.000,00 ·---+--- 6U:soo.ooo,oo ' PPh Teru!ang 342.500.000,00 270.000.000,00 

1. Harta (Harga Pero!ehan) 11.000.000.000,00 20.500.000.000,00 950o.ooo.oOO,oo 
&. Kewajibnn 50,000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) 

- 9.520.000.000,00 l 9. Kekayaan Berslah 1Q.950.000.000,00 20.470.000.000,00 

-· 
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Atas data yang dilaporkan tersebut Direktoro.t Jederal Pajak tidak dapat menggunakan 

sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan dan tidak dapat menetapkan pajak lainnya, 

c. Penghentian Pemeriksaan Pajak, sepanjang Pemerlksa Pajak belum 

menyampaiakan Surat Pemberitahuan Basil Pemeriksaan (SPHP). 

Sesuai ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 

tanggal 27 Juni 2008 dan aturan pelaksananya pemeriksann terhadap SPT Wajib Pajak 

yang telab dibetulkan dalarn rangks Kebijakan Pengbapusan Sanksi Administrasi Pasal 

37A Undang Undang KUP dihentikan kecuali: 

a. Pajak yang terutang berdasarkan pembetulan SPT Tabunan PPh Wajib 

Pajak orang pribadilbadan lebih rendah dari pada pajak yang terutang 

berdasarkan temuan pemeriksa yang didukung dengan bukti yang cukup 

(bukan hasif analisis) dan disetujui oleh atasan Kepala Unit Pemeriksa.a.n; 

b. Terdapat lndikasi tindak pidana dibidang perpajakan, yaitu : 

• Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan; 

• Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib 

Pajak atau Pengukuban Pengusaha Kena Pajak; 

• Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di 

Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak rneminjarnkan buku, 

catat.an, atau dokwnen lain; 

• Wajib Pajak tidak menyimpan buku, catatan , atau dokumen lain 

termasuk basil pengolallan data dari pembukuan yang dikelola secara 

elektronik dan diselenggamkan secara program aplikasi online di 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 28 ayat(l) Undang 

Undang Ketentuan Umurn dan Tata Cara Perpajakan; 

• Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau 

dipungut; 

• Wajib Pajak menerbitkan danlatau menggunakan faktur JY.tjak, bukti 

pemungutan pajak, buk:ti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran 

pajak yang tidak herdasarkan transaksi yang sebenamya; atau 

• Wajib Pajak menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukohkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak. 
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d. Tidak akan dilakukao pemeriksaan. 

Tidak akan diperiksa atas Surat Pemberitahuan Tahuanan PPh atau Pembetulan Sural 

Pemberitahuan Tahunan PPh, kecuali jika Surat Pemberitahuan PPh tersebut menyatakan 

Lebih Bayar (LB) atau rugi, atau terdapat datalinfonuasi lain yang menyatakan bahwa 

SPT Tahunan tersebut tidak benar. 

Bahwa seperti telah dijdaskan di alas bahwa datalinformasi yang ada dalam SPT 

Tahunan _PPh Orang Pribadi dan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tah!Ulao PPh WP 

badan atau WP Orang Pribadi yang memanfaatkan Kebijakan Penghapusan Sanksi 

Adaninistrasi Pasa137 A Undang Undang KUP tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk 

melak:ukan tindakan p~eriksaan. Tetapi kalau terdapat data baru yang meuyatakan 

bahwa SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi atau Pembetu!an SPT Tahunan PPh WP 

Badan!WP Orang Pribadi yang menyatakan tidak benar, maka data/infoarmasi tersebut 

dapat digunakan sebagai dasar untuk dilakukan pemeriksaan. 

Namun demikian terdapat darnapak negatif begi Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak 

tidak akan terhindar begitu saja dalam hal pemeriksaan terutarna atas pemeriksaan p~ak 

tahun- tahun pajak berikutnya. 

B. Dampak Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Menafaatkan Pengbapusan 

Sanksi Administrasi Pasal37 A Undang Undang Nomor 28 Tahnn 2007 

Keadilan merupakan salah satu a.sas yang seringkali mef\jadi pertimabnagan 

penting dalam memilih policy opinfon yang ada dalam membangun sistem perpajkan. 

Suatu sistem perpajakan dapat berha')il apabila masyarakatnya merasa yalcin bahwa 

pajak-pajak dipungut pemerintab telah dikenakan secara adil dan setiap orang memhayar 

sesuai bagiannya. Dan sesuai dengan asas Horizontal Equity, suatu pemungutan pajak 

dikatakan memenuhi keadi!an horizontal apabila wajib pajak yang berada 

dalam "kondlsi" yang sama diperlakukan sama.43 

43 Haula Rosdiana dan Rasin Tarlgan, Perpa,jakao, Teori dan Aplikasi, (Jakarta, PT. RajaGrnfindu: 
2005), hal. 120-125 
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Untuk mewujudkan rasa keadilan diantara seluruh masyarakat (Wajib Pajak) 

seharusnya Direktorat lenderal Pajak harus memberikan perlaknan yang sama terhadap 

setiap Wajib Pajak dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 

Apabila Direktur 'Jenderal Pajak segera melaksanakan Pasal 35 Undang 

Undang Nomor 28 tahun 2007 yaim dalan1 rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan 

kewajiban perpajakan sebagai konselrntensi penerapan sistem self assessment dan akan 

segera menghimpun data dan infonnasi yang berkaitan dengan perpajakan yang 

bersumber dari instasi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, roaka bagi Wajib 

Pajak yang tidak memanfaatkan Fasilitas penghapusan sanksi administrasi pasal 37 A 

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak yang bersangkutan akan dikenakan 
' 

sanksi perpajakan sesuai pelanggaran yang telah dl!akukan dalarn bidang perpajakan. 

Namun apabila Direktorat Jenderal Pajak tidak atau belum memiliki data base 

yang akurat dan terintergrasi terhadap semua informasi yang terkait dengan pajak, maka 

Wajib Pajak yang melakukan penghindaran ataupun penggelapan pajak akan tetap 

menikmati kebebasan tidak membayar pajak sesuai kerenman perpajakan yang berlakn. 

Wajib Pajak ini dapat dikatakan sebagai penumpang gelap dalam kehidupan bemegara 

dan berbangsa, dengan menikmati segala fasilitas dari negara dan tidak melaksankan 

kewajiban sebagai w..uga negara yang balk khususnya dalam hal membayar pajak. 

2. Dampak Bagi Direktorat Jenderal Pajak 

Atas pelaksanaan Kebijakan Peoghapusan sankai Administrasi Pasal 37A Undang 

Undang Nomor 28 Tahun 2007 akan sangat berpengaruh kepada Direktorat Jenderal 

Pajak: 

a. Dampak PositifBagi Direktorat Jenderal Pajak 

Selaras dengan adanya Pasal35A Undang UndangNomor 28 Tahun 2008 yaim 

1. Apabila dalam menjalankan ketenman peraturan perundang-undangan 
perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, 
notaris, konsultan pajak, kantor administrasi/atau pihak ketiga lalnnya. 
yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakakan 
pemeriksaan paja.k; penagihan pajak, atau p~nyidikan tindak pidana 
dalam bidang perpajakan, atas pennintaan tertulis dari Direktur Jenderal 
pajak, pihak-pibak: tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti 
yang diminta: 
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2. Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada yat (I) terikal oleh 
kewajiban merahasiakan, untuk keperluaan pemeriksaan, penagihan 
pajak, atan penyidikan tindak pidana di bidang perpejakan, kewajiban 
merahasiakan tersebut ditiadakan keeuali unru.k bank, kewajiban 
merahasiakan dial.iadakan atas permintaan tertulis dari Menteri 
Keuangan. 

3. Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat 
oleh kewajiban merahasiakan sebagaiman dimaksud ayat (2) diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Mnteri Keuangan. 

Dengan demikian apabila Kebijakan Penghapusan Saaksi Administrasi Paoal 37 A 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 ini akan berjalan sukses maka terbetuk Data 

Base yang ak.urat dan apabila Pasai 35A ini efektif diJaksanakan maka Direktorat 

Jenderal Pajak akan merrriliki Data Base Wajib Pajak disamping akurat juga terintergrasi 

dengan baik. 

b. Dampak Negalif Bagi Direktorat Jenderal Pajak 

Dampak negatifnya hagi Direktorat Jenderal Pajak adalah adanya kerugian bagi 

Penerimaan Negara dalam hal : 

a. adanya "Potenisal Loss" terhadap sanksi administiasi yang seharusnya dibayar oleh 

Wajib Pajak. 

Contoh 1 : 

Tn, Agus adalah meliki usaha dagang di daerah Tebet Jakarta Selatan. Bruu terdaftar 

pada tanggal 2 Juli 2008 dan menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2006 dan 

2007 peda tanggal membayar pajak penghasilan terutang dan melaporkan SPT 

Tahunannya 21 Agustus 2008 dengan rincian data sebagai berikut: 
-- SPT I' Ph TabU;' 2007 f No. Uralan SPT PPh Tahun 2000 

(Rp) 
(Rpl__-;;;= 

L Pered:uan Usaha I 0.00\l.OOO.OOO,OO 12.000.000.000,00 

2, Hargn Pokok Penjun!an &.ooa.ooo.ooo.oo 9.000.000.000,00 

3. Pengurung Penghasilan Bruio 7H6.B00.(100,00 E86.SUO.OOO,OO 

4. Penghasilan Netto -1.2JJ.20o.oOO,oO 2.113.200.000,00 
-5. PTKP(Tl(/·) ll200J.l00,00 l3.200.0000,00 

6. Ptnghl\$ilan Kena pajak 1.200.000.000,00 ~2.100.000.000,00 
- -·-1. PPh Terulang 386.250.000,0~ 701.250.000,00 

8, Penghnsilan Netto setCfah Paja.!.;:~ s 13.750.000,00 701.398.750.000.00 

9. HART A (Harga f'ero!ehan) 20.000.000.000,0-ot---- 2fJ)~~-OOO,OO I 
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No. Uraian SPT JilihMun 2006 SP! PPb. Talum 2007 

(Rp) (Rp) 

10. Ke.wajibM 50.000.000,00 30.000.000,00 

11. Kckayaan Bersih 19.950.000.000:00 21.060.000.000,00 

Perhitungan sanksi administrasi adalah sebagai berikut sesuai Pas a! 9 ayat (2b) Undang­

Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut : 

• TahlUl Pajak 2006 

Bunga keterlamabatan sebesar = 29 bulan x 2% x Rp.386.2SO.OOO =Rp224.025.000 

• Tahun pajak 2007 

Bunga keterlamabatan sebesar = 17 bulan x 2% x Rp.701.2SO.OOO=Rp238.425.000 

Jadi terdapat potensialloss terhadap penerimaan Negara yang berupa sanksi administrasi 

berupa bunga yang sebarusnya dibayar oleh Tn. Agns sebesar Rp.462.450.000. 

b. Adanya Potensial Loss terhadap penerimaan negara dari pajak lainnya yang 

seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak. 

Contoh 3: 

PT. ABC terdaftar sebelum tanggal I Januari 2008dan bergerak dibidang perdagangan­

suplier barang-barang elek1ronik yang merupakan Barang Kena Pajak (terutang Pajak 

Pertambahan Nilai). PT. ABC membetulkau SPT Tahunan PPh Badan tahun Pajak 2003 

pada tanggal 4 Agustus 2008 (menyetor pajak dan melaporkan), dengan rincian sebagai 

berikut: 

I 
--- PembetU!MSPT_T_ --· No. Uraian SPT PPh Tallon Selisih 

2003 PPh Tahun 2{103 (Rp) 

(Rp) (Rp) 

I. Pcredaran Usaha 10.000.000.000,00 12.000-000.000,00 2.000.000,000,00 

2. Harga Pokok Penjulllan 8.000.000.000.00 9.000.000.000,00 ---~-LOOO.OOO.OOO,OO 
c--3. Penguru.ng Penghasilan 800.000.000.00 900.000.000,00 100.000.000,00 

Bruto 
-4. Penghaslhm Netto 1.200.000.{100,00 2.100.000.000,00 900.000.000,00 

·-5. Penghasihm Kena Pajak 1.200.000.000,00 2.1.00.000.000,00 900.000.000,00 

·- 342.500.000,00 612.500.000,00 f-· 270.000.000,{10 6. PPh Terutang 

7. Hartn(Harga Peroleban) I LOOCtOOO.OOO,OO 20.500.000.000,00 9.:SOO.QOO.OOO,OO 

f-s. Kewajibml- 5o:OOO.ooo,oo ·-· 
30.000,000,0(} (20.000.000,00~~ 

9. Kekayaan Bersiah 10.950.000.000,00 20.470.000.000,00 9.520.000.000,00 . 

-·- ·-·-
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Atas selisih penjualan barang-barang elektronik tersebut PT. ABC belum memungut 

Pajak Pertambaban Nilai dari pihak manapun dan tidak menerbitkan faktur pajak standar. 

Sesuai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan panjualan Barang Mewab ., babwa 

PT. ABC sebagai pengusha Kena Pajak dan wajib memungut Pajak Pertambahan Ni!ai. 

Dengan PT. ABC memrutfaatkan kebijakan penghapusan administrasi Pasal 37A 

Undarg-Undang Nomor 28 tabun 2007, dengan membetulkan SPT Tahunn PPh tahun 

pajak 2003, terhadap data tersebut Direktorat Jenderal Pajak tidak berhak menetapkan 

Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB ) atas Pajak Pertamball8ll Nilai yang seharusnya 

sebesar: 

Selisih Penjualan tahun pajak 2003 

Dasar Penggenaan Pajak (PPN) 

PPN terutang 

Sanksi Bunga 2% x 57 bulan x Rp200.000.000 

Sanksi kenaikan 

SKPKB PPN MasaJanuari- Desember 2003 

Rp2.000.000.000,00 

Rp2.000.000.000,00 

Rp 200.000.000,00 

Rp 228.000.000,00 

Rp. 200.000.000,00 

Rp. 628.000.000,00 

Deng-an demikian terdapat potensial loss dari pembayaran Pajak Pertambahan NiJai dari 

PT. ABC sebesar Rp628.000.000,00 
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Ke.simpulan 

BABS 
KESIMPULAN DAN SABAN 

Dari basil penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat 

dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagal bcrikut: 

I. Latar be!ak&ng diterbitkannya Kebijakan Penghapusan Pengbapusan Sanksi 

AdministraSi yang diatuJ: dalam Pasal37A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 

adalah: 

a. Kesadaran masyarakat yang rendah untuk mendaftarkan diri l.Ultuk memilild 

Nomor Pokok Wajib Pajak (h'PWP) 

b. Kepatuhan formal dan material Wajib Pajak terdaftar sangat rendah. 

Dari latar belakang inilah dan berdasarkan Pasal 3 5 A Undang Undang Nomor 28 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Urnum dan Tala Cam Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak 

diberikan kewenangan untuk menghlmpun data dan infonnasi dari inslansi 

pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak Jain yang terkait dengan transaksi wajib 

pajak. Untuk memberikan rasa keadi!an bagi Wajib Pajak makn diberikan 

kesempatan kepada (I) Wajib Pajak Orang Pribadi (Wajib Pajak Baru) untuk 

mendaftarkan diri memiliki NPWP dan me!aporkan SPT Tahuanan P'\iak 

Penghasi!an tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya, (2) Wajib Pajak Lama 

(Wajib Pajak Badanl Orang Pribadi) yang telah terdaftar scbelum I Januari 2008 

untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan!SPT Tahunan Pembetulan Pajak 

Pengasi!an tahun pajak 2006 dan tahuu-tahun pajak sebelumnya, sesuai Pas! 37 A 

Undang Undang Nomor 28 tahun 2007, dengan jujur dan benar sesuai ketentuan 

perundang-undangan perpajakan untuk memperoleh fasllitas penghapusan sanksi 

administrasi dan apabila Di.rektorat Jenderal Pajak melakukan law enforcement, 

maka data wajib pajak yang bersangkutan telah dilaporkan di dalam Surat 

Pemberitahuan Pajak Pengbesilan-nya. 

2. Tujuan dari Kebijakan Pengbapusan Penghapusan Sanksi Administrasi yang diatur 

dalam Pasal 37A Undang Undang Nomor 28 Tabun 2007 adalab agar Direktorat 
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Jenderal Pajak mempunyai Data Base Wajib Pajak yang akurat disamping itu untuk 

menambah penerimaan pajak di tahun 2008. 

3. Anal isis atas penerbitan peraturan pelaksana Kebijakan Penghapusan Sanksi 

Adminlstrasi Perpajakan adalah sebagai beiJ,:ut : 

a. Peraturan pelaksanauya diterbitkan sangat terlambat yang baru diterbitkan 

pada bulan Juli 2008 dan terdapat Sura! Edaran Direktur Jenderal Pajak baru 

diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2008. 

b. Peraturan pelaksana sering kali berubah-ubah yang sangat rnemblngungkau 

balk bagi Wajib Pajak maupun bagi petugas pajak. 

c. Peraturan Pelaksana memperluas kategori Wajib Pajaknya 

memanfaatkan Kebijakan pengbapusan sanksi adminlstrasi Pasal 

dapat 

37 A 

Undang-Undang Nomor 28 tabun 2007, pengbapusan sanksinya dan 

peng!:tentian pemeriksaan. dan perluasan tersebut terkait dengan tax base. 

d. Banyak peraturan pclaksana yang disahkan pada bulan Juni 2008 sehingga berlaku 

surut sehingga dapat merusak sistem yang telah ada 

4. Kepastian Hukura bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan Kebijakan Penghapusan 

Pengbapusan Sanksi Adminlstrasi yang diatur dalam Pasal 37 A Undang Undang 

Nomor 28 Tahun 2007, atas data dan informasi yang disampaikan dalam SPT 

Tahuanan PPh /Pembetulan SPT Tahuanan PPh dalam rangka kebijakan ini adalah 

tidak akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tidak ada data lain yang membuktikan 

bahwa SPT yang bersangk:utan tidak benar, Namun demikian pemeriksaan terhadap 

Wajib Pajak sangat terbuks untuk tabun-tabun pajak selanjutnya setelah tahun pajak 

2006 (WP lama) atau tahun 2007 (WP Baru) 

5. Dampak Kebijakan Penghapusan Pengbapusan Sanksi Administrasi yang diatur 

dalam Pasal 37 A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 mempunyai pengaruh 

positif dan negatifbagi Wajib Pajak dan bagi Direktorat Jendend Pajak. 
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Saran-Saran 

1. Apabi1a Direktorat Jenderal Pajak akan melaksankan suatu kebijakan perpajakan 

yang masa berlakunya sangat terbatas hendaknya melakukan penelitian lebih 

menda1am dan kesiapan dalam segala hal yang terkait dengan kebijakan yang 

akan ditetapkan agar tidak meaimbulkan kesan babwa Direktorat Jenderal Pajak 

tidak siap akan kebijakan tersebut. 

2. Direktorat Jenrleral Pajak heodaknya menempatkan sumber daye manusia yang 

kompeten dan memiliki latar belakang pendidikan dari ilmu hukum khususnya 

yang terkait dengan pembuatan peraturan perpajakan sehingga tidak tetjadi 

kesimpangsiuran peraturan yang mengaklbatkan ketidak pastian hukum dan 

keadilan bagi Wajib Pajak. 

3. Dalam pembuatan masket, iklan layanan dan segala hal yang terkait dengan pajak 

hendaknya didasarkan pada filosofi yang menda!am agar tidak menirubulkan 

kesan negatif didalam pemikiran masyarakat umum. 

4. Mengingat pentingnya pajak bagi pembangunan dan untuk menumbuhkan 

kesadaran masyarakat dan kepudilian masyarakat untuk membayar pajak 

hendaknya Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan lagi frekuensi penyuluhan 

perpajakan dan mengusulkan kepada Pemerint.ah agar materi perpajakan menjadi 

mala pelajaran di pendidikan formal 
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